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ABSTRAK

Judul : NALAR [ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN
KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARP AH (Studi
Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Periode 2016-2017)

Penulis : Muhaimin

Promotor  : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL. M

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Istinbat, Hukum Islam, Maqgasid al-Shari'ah

Penelitian ini bertumpu pada diskursus rekontekstualisasi inter-relasi hukum Islam
dan proses perundangan di Indonesia pada level daerah, yakni di Kabupaten Jember.
Rekontekstualisasi itu tidak hanya terhadap Perda yang berhubungan dengan pengaturan
normativitas perilaku dan kepentingan umat Islam, tapi juga, Perda yang berbasis pada
norma umum (non-Islam) yang didalamnya bisa dimasuki ajaran-ajaran hukum Islam
sebagai pertimbangan pengambilan dan pembentukan kebijakan tersebut.

Penelitian ini terfokus pada tiga pokok permasalahan yang dikaji, yaitu: 1) Bagaimana
proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) periode 2016-2017 sebagai bentuk kebijakan
publik di Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana nalar 7stinbat hukum Islam dalam pembentukan
Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Jember periode 2016-2017? dan 3) Bagaimana nalar
maqasid al-shari’ah sebagai tujuan hukum dalam pembentukan Perarturan Daerah di
Kabupaten Jember ?

Untuk menjawab fokus kajian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan dua pendekatan, comparative approach law dan historical-sosiologis law, dengan
tehnik penggalian data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Proses itu
dilakukan untuk menemukan nalar istinbat hukum Islam berbasis maqgasid al-shari’ah dalam
pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember periode 2016-2017.
Selanjutnya untuk menarik kesimpulan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang
melibatkan tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses
pengumpulan data sebagai suatu siklus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Proses prosedural yang dijalankan Pemerintah
Daerah di Kab. Jember dalam upaya merancang, merumuskan, membahas, serta
melaksanakan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, termasuk
keberadaan asistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap beberapa Perda yang
bernuansa agama, yang pada akhirnya, gagal diundangkan sebagai Produk Hukum Daerah
yang sah., 2) Dari sisi nalar istinbat hukum Islam, cara pandang yang dipakai oleh Anggota
DPRD ataupun stakeholder yang berkepentingan dalam melakukan perumusan Perda, lebih
cenderung menggunakan nalar Figh sosial dan kontemporer. Nalar istinbat yang dibasiskan
pada narasi berfikir kemaslahatan holistik, bukan parsial. Kemaslahatan yang dirumuskan
berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan instrumentatif kontekstual, tidak sekedar
melakukan pereduksian atau induksifitas pada teks yang ada di kalangan fagrh di era-era
awal kodifikasi hukum Islam. 3) Dengan paradigma maqasid al-shari’ah; dimana Jasser Auda
menjadi pijakan, Perda di Kabupaten Jember tergologong pada model maqasid kenabian.
Sebuah model untuk mengetahui bagaimana maksud-maksud kenabian dalam mengatur nilai-
nilai kemasyarakatan melalui risalah yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW.

viii
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ABSTRACT

Title : THE ISTINBAT REASONING OF ISLAMIC LAW IN THE
FORMULATION OF PUBLIC POLICY ON THE PERSPECTIVE OF
MAQASID AL-SHART'AH (Study of Regional Regulations in Jember
at the Period of 2016-2017)

Author : Muhaimin
Promoter : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL. M
Keywords : Regional Regulations, Istinbat, Islamic law, Maqasid al-shari'ah

This study is based on the re-contextualization of the relations of Islamic law
and the regulatory process in Indonesia at the regional level, namely in Jember Regency.
It is not only about its local regulations relating to the regulation of normativity of
behavior and the interests of Muslims, but also, the regulations that are based on general
(non-Islamic) norms in which the teachings of Islamic law can be taken into
consideration for making and establishing these policies.

This study focuses on three main issues: 1) How is the process of establishing
Regional Regulations (Perda) at the period of 2016-2017 as a form of public policy in
Jember?, 2) How is Islamic legal reasoning in establishing Regional Regulations (Perda)
in Jember at the period of 2016-2017? and 3) How is the reasoning for maqasid al-
shari'ah as a legal objective in the formation of Regional Regulations in Jember?

Furthermore, in answering those focuses, this study uses qualitative methods
with two approaches: comparative approach law and historical-sosioligical law; while
the data collection techniques are in the form of interviews, observation, and
documentation. The process is carried out to find the ultimate logic of Islamic law based
on the maqasid al-shari'ah in the formation of Regional Regulations by the Regional
Representative Council of Jember Regency at the period of 2016-2017. Next, in drawing
its conclusions, it uses the qualitative descriptive analysis, which involves three
components of analysis: data reduction, data presentation, and conclusion or
verification. The activity is carried out in an interactive form with the process of
collecting data as a cycle.

Based on this study, it can be concluded: 1) The procedural processes carried out
by the Regional Government in Jember in its efforts to design, formulate, discuss, and
implement its Regional Regulations are in accordance with the existing regulations,
including the existence of assistance carried out by the Provincial Government on
several regional regulations that have religious nuances, which ultimately failed to be
promulgated as a legitimate Regional Legal Product. 2) Based on the perspective of
Islamic law, the perspective used by The House of Representatives Members (DPRD) or
stakeholders concerned in the formulation of local regulations is more likely to use
social and contemporary figh reasoning. Special reasoning which is based on the
narrative of holistic benefit thinking, not the partial one. 3) Based on the paradigm of
maqasid al-shari'ah, which is Jasser Auda became its foothold, the Regional Regulations
in Jember are belonged to the prophetic magasid model. It is a model to find out how
prophetic intentions in regulating social values through treatises are held firmly by the
Prophet Muhammad. The correct processes and procedures will present the great ideals
of how the purpose of shari’a is carried out in a country, including in a country that does
not fully make the Qur'an as the main source of Islamic law.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sikap sosial dan politik bangsa Indonesia mengalami perubahan pasca
reformasi sistem pemerintahan digulirkan. Yang paling tampak untuk dilihat
adalah sudah tidak ada otoritas tunggal yang bisa mengatur perjalanan
pemerintahan (the government rules). Semua aspek aturan dan pengaturan
didesentralisasi ke daerah atau ke lingkup terkecil di dalam kelompok
masyarakat. Tujuan idealnya ialah, pemerintah bisa menyentuh masyarakat
langsung, dan kebijakan yang dirumuskan berasal dari aspirasi masyarakat yang
membutuhkan, bukan sekedar keinginan pemerintah saja. Kebijakan pemerintah
yang langsung menyelesaikan persoalan, melalui model pendekatan berbasis
kebajikan lokal (Zocal wisdom). Maknanya, kebijakan yang akan dijalankan,
melibatkan para stakeholder yang sudah memahami situasi, kondisi, budaya,
serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar.'

Kelemahannya, ada kecenderungan pemihakan pemerintah di lingkup

lokal terhadap entitas dan identitas mayor; demi melanggengkan kekuasaan

' Gagasan dan keinginan untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah diundangkan
dan diatur melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 No. 32 Tentang
Otonomi Daerah Tahun 2004. Semangat Undang-undang ini, tidak lain dan tidak bukan, agar
pemerintah bisa membangun masyarakat lebih dekat. Demikian sebaliknya, masyarakat bisa
terlibat langsung untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari lingkungan terdekat, mulai dari
pemerintahan desa sampai ke tingkat nasional. Undang-undang ini juga merubah model
perencanaan nasional yang asalnya berasal dari inisiasi pemerintah ke keinginan masyarakat.
(Lihat; Akmal Malik, Kepala Sub Direktorat Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri,
dalam sosialisasi Undang-Undang Penyelengaraan Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 23
Tahun 2014. PPT File diunduh melalui laman resmi kemendagri.co.id pada 23 Desember 2017).
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politik yang didapatkan.” Dampaknya, ada riak konflik vertikal dan horisontal
yang terjadi di kalangan masyarakat bawah; apakah itu sebagai respon terhadap
keberpihakan atau lebih pada gagalnya komunikasi politik yang dilakukan oleh
pemerintah lokal dalam menjalankan kebijakan publik.3

Contoh letupan konflik yang tampak di masyarakat adalah sikap intoleran
kelompok masyarakat terhadap perbedaan agama dan ajaran keagamaan di
internal umat,® tirani kelompok budaya mayoritas kepada identitas budaya

minoritas di wilayah tertentu,” dan aspek-aspek lainnya, yang secara diskursif

? Kecenderungan pemihakan terhadap kelompok identitas atau agama tertentu di daerah,

sebenarnya merupakan bagian dari pergeseran sistem politik; dari tertutup dan terbuka, dari
tingkat yang paling kecil (desa) hingga ke tingkat nasional. Sebuah pemandangan yang tidak
pernah ada sebelum dilaksanakan otonomi daerah dan otonomi khusus di Indonesia. Melalui
sistem terbuka ini, meminjam bahasa Masdar Hilmy, strategi paling sederhana untuk
melanggengkan kekuasaan politik atau merebut kekuasaan ialah memainkan identitas mayor yang
ada di masyarakat. Dengan keberpihakan tersebut, maka Pemerintah Daerah sepertinya
melalukan hegemoni secara struktural terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang ada. Lihat;
Masdar Hilmy, “Mengelola Politik Identitas”, Jawa Pos (1 Desember Tahun 2017).

3 Perdebatan di ruang ideologis dan politik, biasanya, akan berjalan sejajar dengan problem
pembentukan dan model perundangan yang ada di daerah. Para elite politik yang juga memiliki
basis kekusaan politik, serta hak legislasi, seringkali memainkannya sebagai alat tukar
(bargaining position) antara kepentingan politik individual dan kepentingan masyarakat di sekitar
mereka. Dalam kata paling sederhana, para politisi berlomba-lomba melakukan rasionalisasi
keberpihakan mereka sehingga menghasilkan satu atau dua pasal di dalam perundangan yang
disahkan atau akan dibahas. Secara sosiologis, konflik itu hadir akibat pluralitas jenis hukum
(baca; produk legislasi) yang sudah berjalan sejak lama di Indonesia. Selain itu, ada peran agama
yang sejajar dengan posisi negara di masyarakat. Selanjutnya, ada pengaruh penjajahan Belanda
yang membawa normativitas hukum Barat ke Indonesia. Dengan kata lain, di Indonesia akan
selalu ada perdebatan antara hukum Adat, Islam, dan Barat yang menjadi rujukan sistem
perundangan nasional. Lihat; A. Qadri Azizy, Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan
Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004), 138.

* Terkait bentuk konflik yang terjadi di masyarakat, lihat: Ahmad Syafi’i Ma’arif, Politik
Identitas dan Masa Depan Pluralitas Indonesia (Jakarta: Democracy Project, 2003), 23.

> Tim Balitbang Kemenag, Laporan Tahunan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2013 (Jakarta:
Balitbang, 2013), 12. Terkait dengan kontestasi politik lokal dan perlawanan arus kebudayaan
bisa lihat: Ali Maksum, Perlawanan Identitas Masyarakat Tengger terhadap Islamisasi di
Kabupaten Probolinggo (Penelitian Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2012). Lihat juga
Muhammad Ansor “Melawan dalam Ketertundukan; Politik Identitas orang Asli di Penyengat
Kabupaten Siak menghadapi Dominasi Negara dan Korporasi” diakses melalui academia.edu
pada 23 Januari 2018. Lihat juga Muhtar Haboddin “Menguatnya Politik identitas di Ranah
Lokal” dalam Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3 No 1 Februari 2012, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



bisa disebutkan sebagai bias dari politisasi identitas-kebudayaan6 dan agama
melalui regulasi berbasis syari’ah.” Padahal, senyatanya, dilihat dari sudut
pandang historis, akomodasi politik hukum positif terhadap agama, demikian
sebaliknya, sudah terjalin mutualistik dari semanjak Orde Lama.

Ramly Hutabarat menyatakan bahwa keberadaan nilai-nilai nasionalisme
dan keagamaan menjadi falsafah hukum dan regulasi yang ada di Indonesia.
Nilai-nilai susbtansif agama menjadi cita hukum (rechtsidee) di dalam negara
yang menjadi pedoman dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.
Sebab, sejak awal, Indonesia mengindikasikan mempunyai sikap dan pandangan

dunia (worldview) sebagai sebuah negara yang bisa menyatukan (7o unity)

% Ahmad Syafi’i Ma’arif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralitas Indonesia, 25. Bandingkan
dengan Laporan Survey Media Nasional Pada tahun 2017 “Persepsi Masyarakat terkait Politik
Identitas dan Aktivisme Islam” diakses melalui www.median.or.id pada 4 Januari 20138.

7 Harus diakui, Provinsi Aceh menjadi daerah pertama pasca reformasi yang memperjuangkan
formalisasi hukum Islam sebagai landasan hukum berbasis kedaerahan di wilayah mereka.
Terdapat lima produk hukum yang diseleraskan dengan produk hukum Islam normatif. Artinya,
postur hukum yang dijalankan di Aceh berdasarkan pada produk ijtihad hukum shar’iyyah (baca;
figh) para ulama’ terdahulu, atau merujuk langsung pada ayat-ayat (nas zahir) di dalam al-
Qur’an. Seperti hukuman bagi orang yang melakukan zina dan pidana lainnya. Pertama, Qanin
No 11 Tahun 2012 tentang perbuatan pidana di bidang aqidah, ibadah dan syari’ah Islam. Kedua,
minuman khamr dan sejenisnya yang tertuang pada Qanun No 12 Tahun 2003. Ketiga, perjudian
pada Qanun No 13 Tahun 2003. Keempat, mesum/hubungan di luar nikah dalam Qanun No 14
Tahun 2003. Kelima, terkait pengeloaan zakat pada Qanun No 7 Tahun 2004. Lihat Ahmad
Suaedy “Perda Syari’ah dan Dampaknya terhadap Kehidupan Keberagamaan di Indonesia”
Makalah Workshop Jaringan Islam Liberal, di Kedai Tempo Utan Kayu Jakarta, Tahun 2006.
(Makalah tidak dipublikasikan). Terkait dengan masalah Aceh, pemerintah sendiri tidak bisa
melakukan supervisi atau memberikan sanksi kepada daerah tersebut, karena Aceh, DKI Jakarta,
DIY Jogjakarta, dan Papua, merupakan daerah dengan otonomi khusus yang diatur melalui
undang-undang tersendiri. Berbeda dengan daerah lain yang harus mengikuti aturan main
pembuatan Peraturan Daerah yang diatur secara praktis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) tentang Produk Hukum Daerah. Di dalam permendagri No 88 Tahun 2015
dinyatakan bahwa ada peran pemerintah provinsi atau pusat untuk melakukan evaluasi terhadap
Peraturan Daerah yang melanggar Undang-Undang yang ada di atasnya atau normativitas
idelogis di Indoensia. Lihat Gutmen Nainggolan, Kabag Hukum Kementrian Dalam Negeri,
Permendagri No 88 tentang Produk Hukum Daerah, diakses melalui lama resmi kemendagri.or.id
pada 20 Desember 2017).
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kebudayaan dan mengintegrasikan (unified paradigm) nilai-nilai agama yang
hidup bersamaan dengan perjalanan bangsa.®

Abdul Halim menyatakan di era Orde Baru dan awal reformasi,
keberadaan hukum Islam masih dipertimbangkan sebagai basis pembentukan dan
pembinaan produk hukum yang dirumuskan atau dihasilkan. Bahkan, pada era
reformasi, ada beberapa pertimbangan hukum Islam yang menjadi ruh al-
wad’iyyah produk perundangan yang ada di Indonesia. Dia mengambil contoh
pada tiga ruang lingkup kebijakan syari’ah di Indonesia, yakni; bidang ritual
keagamaan (“ibadah), mu’amalah (hubungan antar sesama manusia), dan pidana
(jinayah).’

Posisi hukum Islam di ruang ibadah dan mu’amalah, memiliki porsi yang
paling besar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi serta posisi umat Islam
yang mayoritas di Indonesia. Misalnya, bagaimana para elit politik Islam
memperjuangkan pemberlakuan nilai keislaman pada ruang agama mayoritas;
semisal, UU Peradilan Agama, Perkawinan, dan aspek bidang mu’amalah
lainnya, seperti Perbankan Syariah. Sedangkan pada aspek-aspek kebijakan
publik lainnya, nilai-nilai universal Islamlah yang diperjuangkan sebagai fondasi
peraturan perundang-undangan, misal; di bidang UU Perlindungan Anak,
Ketahanan Pangan, dan produk undang-undang lain yang diputus dan

diperundangkan pada periode pemerintahan Orde Baru serta awal reformasi.

® Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan

Pernanannya dalam Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum UI, 2005), 86.

? Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia; Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik
Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2008), 453.
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Dari sudut pandang sosiologis, percaturan hukum Islam dan hukum
positif tidak lagi bisa dibingkai dalam bentuk mutualistik semata. Ada dinamika
dan perubahan paradigmatik yang mengiringi lahirnya pembentukan serta
putusan hukum yang bekelindang dengan perubahan zaman. Jadi, nilai-nilai
kesejarahan hukum Islam (7jtihad fighi dan siyasi) yang dipraktekkan oleh umat
Islam di era pasca kemerdekaan, pembangunan, dan reformasi awal, bisa jadi
berubah; apakah itu progresif atau digresif.

Tampaknya, kalau melihat fenomena kekinian, aspek digresif lebih
dominan dibandingkan progresifisme pemikiran elaborasi hukum Islam dan
hukum pemerintah. Sebagian masyarakat, pada konteks hari ini, seakan kembali
pada ruang dikotomis; dimana melihat hukum positif dan hukum Islam saling
berseberangan. Bahkan, tidak jarang ditemukan di lapangan, perundangan yang
dihasilkan ditinjau ulang melalui model-model instinbat (penggalian hukum)
berbasis nalar keislaman. Kebijakan publik—yang sejatinya dirumuskan
pemerintah untuk kemasalahatan umat Islam — dianulir melalui pengaruh dogma
hukum Islam yang dihasilkan melalui Fatwa Ulama’, hasil Bahthul Masa’il,
Majelis Tarjih, dan musyawarah para ulama’ terkait dinamika sosial kekinian. "

Para sosiolog hukum, seperti Sutjipto Rahardjo, menyatakan tidak

mengherankan jika ada kesan kembalinya masyarakat pada kontestasi tersebut.

19 Sebut saja misalnya, upaya yang dikenal dengan jihad konstitusi berupa pengajuan judicial
eview terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai tidak berfihak pada masyarakat luas. Upaya
itu dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari aksi penolakan sampai kepada pengajuan revisi
undang-undang. Pada tahun 2012, terjadi aksi penolakan elemen masayarakat, terutama dari NU
dan Muhammadiyyah, atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012. Aksi
protes itu dilanjutkan dengan mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
mendaftarkan permohonan pengujian Undang-undang No, 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi. Berikutnya, dalam putusannya, MK memutuskan bahwa penentuan harga Migas tidak
boleh diserahkan kepada mekanisme pasar.
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Sebab, produk hukum secara sosiologis memang selalu berdialektika dengan
kondisi dan perubahan perilaku sosial masyarakat.'"' Mujiono Abdillah juga
menyatakan jika hukum Islam sendiri memiliki sifat dan karakteristik ‘kenyal’
(baca; antara kepastian dan kelenturan) di dalam konstruk pembuatan serta
aplikasi peraturannya ke ranah publik atau sosial.'?

Contoh-contoh di mana proses perundangan dan nilai-nilai yang
termaktub di dalam aturan atau tatanan kenegaraan ditinjau ulang berdasarkan
paradigma 7nstinbat hukum Islam ialah; pertama, himbauan bagi umat Islam agar
tidak memilih pemimpin non-Muslim di daerah yang mayoritas penduduknya
umat Islam. Fatwa/himbauan ini bertentangan dengan konstitusi yang
memberikan hak politis seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk
berpartisipasi dalam kontestasi politik.”” Kedua, penolakan kelompok umat
beragama terhadap kebijakan pembangunan perusahaan/pabrik di daerah.

Kelompok keberagamaan ini menggunakan otoritas dan power keagamaan

" Sutjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah (Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2002), 34.

'2 Mujiono Abdillah, Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis
atas Pemikiran Ibnu Qoyyim al Jauziyyah (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Press, 2002), 23.

'3 Terkait dengan Fatwa MUI yang acapkali menjadi kontroversi di masyarakat, menurut para
akademisi, tidak bisa dilepaskan dari perubahan mindset dan arah organisasi di era reformasi. Ada
banyak fagline dimana MUI menunjukkan identitas berbeda dibandingkan keberadaan mereka di
era Socharto. Di era Soeharto, posisi MUI lebih sebagai bagian mitra pemerintah di bidang
legitimasi keagamaan. MUI hadir sebagai pemberi stempel keislaman yang ada di Indonesia.
Lihat; Andrea Fillard, NU vis a Vis Negara (Jogjakarta: LKiS, 1999), 223. Pada era reformasi
MUI menyebut dirinya sebagai ‘polisi aqidah’ dan ‘pelayan umat dalam persoalan keagaman’.
Masuknya MUI ke ruang aqidah dan legitimasi problem sosial yang ada ditengarai oleh Rumadi
sebagai ‘pemantik’ kontroversi di masyarakat. Sebab, sebelum MUI melakukan itu, otoritas
keagamaan di Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi berdasarkan pada kedekatan sistem
dan nilai keagamaan yang ada di daerah tersebut. Misalnya, Muhammadiyah di masyarakat
Urban, dan NU di lingkungan masyarakat pedesaan. Lihat Rumadi “Islam dan Otoritas
Keagamaan” dalam Jurnal Walisongo, Vol. 20 No 1 Tahun 2012, 40. Lihat juga fragmentasi
otoritas keagamaan dalam pespektif kesejarahan dalam Jajat Burhanuddin, “The Fragmentation
of Religious Authority; Islamic Printed Media in Early 20™ Century Indonesia” dalam Jurnal
Studia-Islamika, Vol 11 No 1 Tahun 2004, 47.
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mereka untuk melegitimasi sikapnya dengan berpanduan pada hasil-hasil
penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama’.'* Ketiga, penolakan
umat beragama terhadap kebijakan lokalisasi prostitusi di beberapa daerah.
Padahal, hal itu dilakukan pemerintah untuk kemaslahatan bersama/memudahkan
pemerintah melakukan kontrol pada dampak yang bisa dihasilkan dari transaksi
prostitusi tersebut.'” Keempat, penolakan kelompok agama terhadap kebijakan
persamaan Hak Asasi bagi mereka yang memiliki disorientasi seksual (baca;
LGBT), karena dianggap melawan norma-norma agama. Walaupun hingga hari
ini, pembentukan aturan terkait isu itu, masih dibahas di ruang legislasi anggota

DPR-RI.'

' Terkait perdebatan regulasi dan aturan pemerintah dalam bentuk pembangunan dunia usaha di
daerah, serta peran para ulama’ untuk melakukan legitamasi atau deligitimasi bisa dilihat dari
beberapa kasus yang mewarnai laman pemberitaan media masa atau elektronik. Sebut saja
misalnya, kasus pembangunan Pabrik Semen di Jawa Tengah yang melibatkan banyak tokoh
agama dan pertentangan kajian-kajian LSM/Lakpesdam NU terkait studi kelayakan lingkungan
dan dampak sosial dari pembangunan tersebut. Atau yang lagi trend hari ini, bagaimana hasil
Bahthul Masa’il NU Jogjakarta menghasilkan produk -~ hukum berbeda terkait
pembangunan/pemindahan lahan Bandara Adi Sutjipto Jogjakarta. Dan masih banyak lainnya,
dimana lembaga kajian hukum Islam terposisikan sebagai infer-play pemecahaan persoalan
masyarakat hari ini.

'S Terkait perbedaan pandangan hukum Islam dan Peraturan Daerah yang menginginkan
pengesahan lokalisasi prostitusi ada pada aspek fundamental. Hukum Islam merujuk sumber
hukumnya pada nas al- Qur’an dan Hadith. Jika di dalam dua sumber tersebut sudah dipastikan
ada pelarangan, maka interpretasi terhadap ayat tersebut tidak bisa diperluas atau
dikontekstulisasikan secara mudah. Harus ada banyak pertimbangan, hingga penggalian sumber
lain yang bisa menyatakan bahwa ayat tersebut bida ditafsil lebih rigid. Sedangkan pemerintah,
selalu menggunakan pertimbangan sosilogis dan menghitung dampak sosial, ekonomi, dan
politik. Karena bagi mereka, dukungan masyarakat masih menjadi penentu keberhasilan sebuah
produk aturan atau hukum. Pemerintah tidak banyak menjadikan alasan agama sebagai basis
utama kebijakan tersebut. Jadi, untuk itu mereka cenderung melakukan kebijakan secara bertahap
dibandingkan langsung melakukan penutupan, pelarangan, atau sanksi pidana bagi pelakunya.
Lihat; Bambang Hermanto, “Penanganan Patologi Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Islam; Studi Kasus Penutupan Lokalisasi di Pekanbaru” dalam Jurnal Kutubkhanah Vol 14, No 2
Tahun 2011, 45.

' Kasus pembentukan aturan berkaitan dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
(LGBT), menurut penulis, sejatinya bisa dijadikan postulat penting terkait bagaimana keseriusan
pemerintah menanggapi ajaran normative di dalam Islam vis a vis universalitas nilai Hak Asasi
Manusia dan Demokrasi yang dianggap sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Pembentukan
terkait regulasi ini seakan-akan memang memasukkan hampir semua kontestasi politik yang ada;
apakah itu norma dan adat Indonesia, geo-politik global, nilai-nilai kemanusiaan, dan
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Demikian pula, distansi atau jarak separatis pun dilakukan oleh para
kelompok kritis terhadap peraturan/kebijakan pemerintah yang ‘bernuansa
agama’. Sebagian kalangan seakan phobia agama yang dirumuskan sebagai
landasan normatif kebijakan publik.

Contohnya adalah fenomena penolakan terhadap Peraturan Daerah
(Perda) Syari’ah di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, temuan LSI di Tahun
2006 menyatakan bahwa ada kesan phobia mayoritas rakyat Indonesia terhadap
simbol dan label Syari’ah di pelbagai daerah. Survey ini juga menyatakan bahwa
mayoritas publik Indonesia sebanyak 69 % dari Aceh hingga Papua, masih
mengidealkan Indonesia membangun sistem hukum kenegaraannya sendiri,
berdasarkan ajaran Pancasila. Sedangkan yang menginginkan Indonesia menjadi
Demokrasi Barat (Sekular) sebesar 3.5%. Adapun yang berkeinginan Indonesia
menjalankan sistem negara Islam seperti Timur Tengah sebesar 11.5%. Sisanya
menyatakan tidak memiliki sikap terkait hal tesebut. Dinyatakan pula bahwa,
mayoritas rakyat Indonesia mengharapkan negara hadir untuk menjamin,

menjaga, dan memproteksi keragaman yang ada di Indonesia.'’

kepentingan keagamaan itu sendiri. Padahal, dalam pandangan Mahfud MD, proses legislasi
LGBT ini sangat mudah untuk diselesaikan. Pasalnya, agama Islam dan sebagian besar agama
lain sudah melarang perbuatan tersebut. Kedua, secara adat dan kebudayaan, masyarkaat
Indonesia tidak bisa menerima jika hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Jadi,
kalau hal itu dilegalkan, akan menyalahi common sense dan fitrah manusia itu sendiri. Pun
demikian, para pakar hukum Islam, mereka mengamini pandangan Mahfud MD tersebut,
meskipun harus ada pembedaan mana yang merupakatan kategori /iwat di dalam Islam, atau
terminolog khuntha dalam pandangan figh. Artinya, hukum pidana bisa dijalankan pada pelaku
homoseksual, bukan pada mereka yang memiliki kelainan dalam kecenderungan psikologis dan
anatomi karakter pribadinya. Lihat Isna Wahyudi, “LGBT dalam hukum Islam” dalam
rapper.media.com diakases pada 1 Februari 2018.

'"Laporan terkait Perda Syari’ah di Indonesia, oleh Tim Lembaga Survey Indonesia PDF Version
dalam /si.co.id diakses pada 1 Februari 2018.
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Representasi kelompok sosial kritis, umumnya, mereka yang menjadi
aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), pemikir Islam Liberal, dan bidak lainnya
yang concern terhadap pembangunan civil society di Indonesia. Penolakan
tersebut didasarkan pada ancaman terhadap kebebasan beragama, kebebasan
untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk perserikat dan berkeyakinan.'®
Jadi, penentuan salah satu agama sebagai label lahirnya peraturan itu
diindikasikan akan merusak tatanan sosial yang sudah berjalan sangat lama di
Indonesia.

Selain faktor sosiologis tersebut, ada juga pertimbangan politis, Warsito
Rahardjo Jati, menyatakan bahwa ada empat aspek politik yang bisa dianalisa
terhadap 7image lahirnya Peraturan Daerah berlandaskan Syari’ah; pertama,
kepentingan politik elit. Kedua, pencitraan politik, dan romantisisme sejarah
keislaman di Indonesia. Ketiga, dimensi aturan lebih pada mengatur moralitas
publik, bukan pemimpin. Keempat, penyalahgunaan kewenangan oleh kelompok
mayoritas terhadap minoritas. Sebagaimana diketahui kelompok non-Muslim dan
etnis minor akan sangat rentan atas pemberlakuan perda tersebut. "

Jamhari Makruf & lim Halimatussa’idiyah menambahkan satu faktor
determinan lainnya yakni; dinamika kehidupan sosial masyarakat daerah tersebut
yang membentuk pemikiran para politisi membangun kebijakan tersebut.

Artinya, kondisi sosial dan aspek keberagamaan di daerah itu, berada pada ruang

""Ahmad Suaedy, “Perda Syari’ah dan Dampaknya terhadap Kehidupan Keberagamaan di
Indonesia”, 12. Lihat juga Ihsan Ali Fauzi & Saiful Muzani, Gerakan Kebebasan Sipil; Studi dan
Advokasi Kritis atas Perda Syariah (Jakarta: Penerbit Nalar, 2009), 7.

' Warsito Raharjo Djati, “Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah”
dalam Jurnal Manahij Vol VII No 2 Juli 2013, 210.
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konfliktual dan memudahkan politisi untuk memanipulasi common sense yang
berkembang.*’

Pada kesimpulannya, rancang bangun paradigma sosiologis, dari masa ke
masa, tetap berkutat pada sebuah /iving discourse (wacana yang selalu dikaji);
pertama, kelompok yang menginginkan hukum Islam sebagai landasan
konstitusional di dalam kebijakan politik, sosial, dan dimensi kehidupan manusia
secara holistik. Kedua, kelompok yang menginginkan agama/hukum Islam
sebagai fondasi-substantif pembentukan dan permusan hukum di Indonesia.
Ketiga, lawan kelompok pertama, yang menginginkan hukum nasional
dilembagakan sendiri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.”'

Kesimpulan sedikit berbeda dibuat oleh Nadirsyah Hosen yang
mengatakan ada kelompok yang menyatakan bahwa hasil perundangan
masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan hukum Islam. Kelompok ini terbagi
menjadi dua, yakni; kelompok fundamentalis dan sekuler. Sebaliknya, ada
kelompok yang beranggapan bahwa syari’ah bisa berjalan beriringan, yakni;
kelompok formalistik dan susbtantif. Kelompok formalistik ini menganggap
bahwa bisa beriringan asal konsep pembentukan yang digunakan pemerintah

mengambil asas-asas instinbat di dalam Islam. Berbeda daripada itu, kelompok

2 Jamhari Ma’ruf & lim Halimatussa’diyah, “The Shari’a and Regional Government in

Indonesia; A Study in Four province” dalam Australian Journal of Asian Law Vol 12 No 1 Tahun
2014, 45.

2! Muhammad Wahyu Nafis (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof Dr. Munawir
Sadzali, M. A (Jakarta: Paramadinam 1995), 288-289.
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substantif cenderung mengkontekstualisasi kerangka metode instinbat hukum
Islam agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.”

Secara antropologis, kelompok pertama atau yang berfikir formalistik,
direpresentasikan oleh partai politik yang berhaluan pada ideologi Islam,
sebagaimana ditampilkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui zagline
politik “Islam sebagai solusi persoalan umat.” Representasi kelompok atau
organisasi masyarakat yang konservatif-radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia, dan kelompok
lainnya.*

Yang menarik mungkin, hasil penelitian dan penilaian Muhammad Nur

Ichwan®* dan Din Wahid® yang menyebutkan bahwa Majelis Ulama’ Indonesia

*? Nadirsyah Hossen, Shari’ah and Constitutional Reform in Indonesia (Singapore: ISEAS, 2007),
225-229.

* Martin Van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia” dalam
South-East Asia Research, Vol 10 No. 2 Tahun 2002, 117-123, lihat juga Oliver Roy, the Failure
of Political Islam (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), 2-4. Abd. A’la,
“Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakter Pemikiran dan Gerakan Padri
dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan,” Pidato Pengukuhan Guru Besar
IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2008 (tidak dipublikasikan), 11, lihat juga Khoirul Faizin,
“Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam, dalam Jurnal Edu-Islamika Vol 5 No 2 Tahun
2013, 354.

2* Moh. Nur Ichwan, “The Politics of Shari’azitation; Central Governmental and Regional
Discourse of Shari’ah Implementation in Aceh”, dalam R. Michel Feener & Mark E Cammack
(ed,), Islamic Law in Comtemporary Indonesia; Ideas and Institution (Massachusetes: Cambrigde
2007), 196 atau tulisan yang lain M. Nur Ichwan “Toward a Puritan Moderate Islam; The Majelis
Ulama’ Indonesia and the Politics of Religious Ortodoxy” dalam Martin Van Bruinessen (ed),
Contemporary Develompments in Indonesia; Explaining the ‘Conservative Turn” (Singapore:
ISEAS, 2013), 93.

%3 Ulasan kehadiran kembali pemahaman dan gerakan kelompok konservatif, bisa juga dilihat dari
bagaimana para civitas akademika yang sangat concern terhadap pemikiran Islam di Indonesia.
Misalnya, sedikit dari banyak kajian yang penulis dapatkan adalah karya Martin Van Bruinessen,
Robert W. Hefner, Carool Kresten, Ricklefs, Mark Woodward, Azyumardi Azra, Norhaidi Hasan,
Muhamad Nur Ichwan, dan peneliti lainnya. Untuk melihat lebih ringkas bagaimana pergulatan
pemikiran Islam kontemporer, kembalinya pemikiran konservatif, dan pola kontestasinya di
dalam organisasi kemasyarakatan (social movement), lihat Azyumardi Azra, “Kontestasi
Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer” dalam Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic
Studies Vol 23 No 1 Tahun 2016, 175. Sedangkan terkait kembalinya konservatisme lihat: Din
Wabhid, “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia” dalam Studia Islamika Indonesian Journal
for Islamic Studies Vol 21 No 2 Tahun 2014, 376.
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memainkan peran formalisasi syari’ah di Indonesia secara tidak langsung melalui
konsepsi ‘puritan moderatisme Islam’. Keduanya memberikan contoh bagaimana
produk-produk hukum Majelis Ulama’ Indonesia kemudian kontra produktif
dengan apa yang diyakini atau sudah diatur oleh perundangan dan peraturan
pemerintah yang ada di Indonesia. Majelis Ulama’ Indonesia tidak
mempertimbangkan aspek-aspek proteksi terhadap kelompok atau individu yang
difatwa sesat di lingkungan sosial. Sebut saja seperti fatwa sesat terhadap
Ahmadiyah dan beberapa pegiat kebebasan beragama di Indonesia. Namun
demikian, majelis ulama’ berada pada posisi moderat terhadap kasus-kasus yang
berhubungan dengan radikalisme Islam di Indonesia.*®

Sedangkan kelompok yang corak nalar hukum Islamnya substantif, dalam
bahasa penulis, diwakili oleh akademisi dan pemilik otoriatas keagamaan
moderat (baca; kaum santri-nasionalis). Dari sudut pandang politik, umumnya,
diwakili oleh partai-partai Islam yang memiliki kedekatan sosio-historis dengan
masyarakat tradisional, serta menerima Pancasila sebagai ideologi yang final.
Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), dan Partai Amanah Nasional (PAN). Namun demikian, pilihan politik
partai-partai Islam ini, tampak, tidak sekonsisten partai Islam (baca; PKS).
Secara organisatoris diwakili oleh kelompok Muhammadiyah,”’ Nahdlatul

Ulama’ (NU) dan para kyai pemimpin pondok pesantren. Dalam konteks ini

26 M. Nur Ichwan “Toward a Puritan Moderate Islam; The Majelis Ulama,”94.

*" Fenomena itu terjadi sebelum menguatnya kelompok konservatif di dalam organisasi
Muhammadiyah. Hal itu berarti, pada hari ini, Muhamadiyah mengalami persoalan internal dalam
hal moderatisme, progresifisme (menjauhi bahasa liberalisme) dan konservatisme sikap sekaligus
pemikiran. Lihat Najib Burhani “Liberal and Consevative Discourses in the Muhammadiyah; The
Struggle for the Face Reformist Islam in Indonesia” dalam Martin Van Bruinessen (ed.),
Contemporary Develompments in Indonesia; Explaining the ‘Conservative Turn’, 105.
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penulis tertarik untuk memberi contoh kongkrit bagaimana gagasan salah
seorang kyai pesantren untuk mengakui produk hukum aturan aturan yang
dirumuskan bersama memiliki nilai shar’Z Afifuddin Muhadjir pada bukunya
menyatakan:

“Undang-Undang atau peraturan lainnya yang mempertimbangkan
kemaslahatan kadang tidak sama persis dengan ketentuan syari’ah, tetapi
hal itu tidak lantas bertentangan. Beberapa tindakan yang oleh syari’ah
disebut mandub (lebih baik dilakukan) atau mubah (sekedar boleh
dilakukan), terkadang diwajibkan oleh Undang-undang negara. Dalam hal
ini, negara dengan hukumnya yang memaksa menjadi penguat syari’ah.
(Misal, pen) mencatat daftar orang yang menikah pada mulanya bersifat
mubah, yakni boleh dilakukan dan ditinggalkan. Akan tetapi, setelah
undang-undang memerintahkan mencatatkan pernikahan setiap warganya
di KUA, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Peraturan ini tidak
hanya menegaskan bahwa pernikahan itu adalah mithagan ghalizan
(perjanjian yang sakral), tetapi juga demi menjaga hal pasangan suami
dan isteri, terutama hak isteri yang sering diterlantarkan. Sekali lagi,
peraturan pemerintah yang membawa kemaslahatan wajib ditaati
meskipun tidak diatur secara langsung dalam al-Qura’n dan sunnah. Oleh
karena itu, hukum mentaati peraturan lalu lintas wajib, dan mengabaikan
itu haram...”®

Kutipan itu menemukan relevansinya dengan statmen sayyidina Uthman

bin ‘Affan:

WS 06 ol Glat) & Mas GES 06 S G &l Goadls
i 30 gl sl IS 0B Hlae AGY) c_\mw@\wmmz“”
A \S3A du(wm\gz\uhdufg\@\udmud\umducﬁn
uﬂg\u\g}n&}m)ﬁ\ew\&}udjssgsuu;wuwu\

Ca&y JE ¢ 5 L clilal &8 96 )

Dalam athar tersebut Uthman menandaskan, bahwa apa apa yang diatur

oleh Allah melalui su/tanfpemerintah itu lebih banyak dari pada aturan-aturan

% Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam
(Jogjakarta: Ircisod, 20017), 127-129.
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yang ditetapkan-Nya melalui al-Qur’an.”’ Oleh karenanya, produk hukum atau
aturan-aturan yang dirumuskan oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan
nas-nas qat’iy dan dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan publik, maka itu
menjadi aturan shar’i.

Berdasarkan pada kutipan di atas, penulis ingin menegaskan bahwa
persoalan produk kebijakan publik, aturan publik, dan aspek-aspek lainnya yang
digunakan sebagai tujuan untuk mengatur kebaikan serta keteraturan hidup di
dalam masyarakat, sudah tidak relevan dikontestasikan diskursus; apakah
kebijakan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, apakah itu berasaskan pada
syari’ah Islam atau tidak, apakah untuk mengatur umat Islam saja atau tidak.
Kata kuncinya adalah asalkan kebijakan publik tersebut tidak menyalahi common
sense serta aturan gat’iy yang ada di dalam al-Qur’an, maka aturan tersebut
memiliki dimensi shari ah al-Khalig.™

Sebagaimana diungkapkan di dalam topik yang lain oleh Afifuddin
Muhajir, hukum Islam menempati dua posisi antara a/-Shari’ah al-Wad’iyyah
(aturan produk manusia) dan a/-Shari’ah al-Samawiyyah (ketentuan agama-
agama samawi).”' Artinya, hukum Islam membutuhkan interpretasi dan

intervensi manusia agar bisa berkelindan dengan kondisi serta persoalan yang

* Tbnu Abd al-Barr, al-Tamhid lima fi al-Muwatta’ min al-Ma’ani wa al-Asanid (al-Maghrib:
Wizarat ‘Umum al-Auqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1387), 118.

%% Kebijakan Publik adalah sebuah proses pembentukan keputusan untuk mengatur kehidupan
masyarakat yang luas. Di dalam konteks sistem demokrasi di Indonesi, kebijakan publik terbagi
menjadi beberapa macam; mulai dari tingkat nasional hingga tingkatan daerah. Misalnya,
kebijakan perundangan nasional (baca; UU, PP, Perpres, Pemen, dan aturan lainnya), kebijakan
pengaturan di daerah (Perda, Perbup/Pergub, dan lain sebagainya sesuai pada komponen institusi
yang mengatur ruang publik). Pada intinya, kebijakan publik adalah sebuah keputusan
(institusional ataupun individu yang memiliki otoritas) untuk mengatur pranata dan sistem sosial
(public sphere). Lihat: Catalin Baba, Public Participation in Public Policy (Transylvania: RAS
Press, 2009), 5-13.

31 Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara; 169.
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dihadapi oleh manusia. Lebih-lebih persoalan dimana al-Qur’an dan Hadith
sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjabaran dalam wujud
kepastian/ketegasan aturan. Sedangkan terkait dengan kebijakan publik, apapun
bentuknya, Afifuddin Muhajir memberikan penekanan tersendiri terkait mas/ahah
al-ummah sebagai instrumen apakah regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu
shar’7 atau tidak.*?

Bagi penulis sendiri, kontestasi ini; historis dan soiologis, sesuai dengan
beberapa hasil penelitian atau survey di atas, jumlah kelompok sekuler dan
fundamentalis, sudah sangat sedikit. Artinya, masyarakat Indonesia menyadari
bahwa menghilangkan agama di laman diskursif hukum nasional itu tidak mudah.
Begitu sebaliknya, memaksakan proses instinbat hukum Islam normatif, tanpa
modifikasi juga sudah tidak relevan.

Kondisi yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia
hari ini ialah; para pembentuk kebijakan publik berkumpul serta mengumpulkan
semua unsur masyarakat, termasuk perwakilan keagamaan, agar menghasilkan
kebijakan yang tidak bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai agama.
Problemnya ada pada apakah formalisasi ataukah subtansialisasi hukum Islam.
Memilih formalisasi berarti, tidak mengubah guidance bernegara atau cita hukum
kenegaraan, namun ‘melegalkan’ aturan main yang terkandung dalam bahasa

syari’ah,“dalam makna yang luas. Jika memilih susbtansialisasi, maka perangkat

32 Lihat Topik “Kemaslahatan Umah sebagai Acuan Kebijakan Negara” di dalam buku Afifuddin
Muhajir, Figh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, 91.

3 Para pemikir Islam memberikan gambaran bahwa kata Hukum Islam terkadang dikaitkan
dengan tiga diksi berbeda, namun saling berhubungan; Pertama, syari’ah. Kedua, figh dan a/-
siyasah al-shar’iyyah. Kata syari’ah bermakna ketentuan Allah (shari’) yang berkaitan dengan
khitab (mukallaf), apakah itu berupa perintah ataupun larangan. Dalam bahasa yang lebih
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pertama yang harus diubah pada dimensi istinbat hukum Islam, menjadi lebih
fleksibel dan note-able berdasarkan pada perangkat berfikir hukum (produk)
manusia.’*

Berbeda dari perdebatan historis, sosiologis, dan aspek otoritas
antropologis di atas, keberadaan penelitian akan lebih fokus melihat
pertimbangan intrumentatif penggalian dasar kebijakan publik (regulasi
kedaerahan), landasan nilai-nilai Islam yang diperbincangkan oleh stakeholder di
dalam mengatur kepentingan umum (publik).

Pada tingkatan yang lebih interaktif, dan partisipatif, karena masyarakat
memiliki kedekatan untuk berpartisipasi aktif, dibandingkan penelitian-
penelitian terdahulu yang melihat sekala nasional. Pada objek penelitian yang
rentan akan politisasi agama dan identitas kebudayaan tertentu. Sebagaimana

fakta dan data Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa hampir 220

Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syari’ah. Bahkan di tahun 2016 yang

sederhana, syari’ah adalah hukum-hukum Allah yang termaktub dalam koridor ilahiyah yang
disampaikan oleh para pembawa risalahnya. Adapun kata figh dimaknai sebagai ilmu
pengetahuan yang terakit syari’ah. Figh merupakan produk ijtihad (usaha sungguh-sungguh)
dalam menggali kandungan hukum pada kalam Allah dan risalah kenabian, melalui cara-cara yang
disepakati bersama oleh para ulama’. Figh memiliki ruang lingkup yang sangat luas, bahkan
mencakup semua kehidupan manusia; mulai dari hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah)
hingga hubungan manusia dengan manusia (mmu’amalah). Pada ruang lingkup mu’amalah para ahli
figh membaginya menjadi beberapa bentuk; pidana (jinayat), mawaris, pernikahan, hubungan
internasional dan politik (siyasah). Sedangkan al-siyasah al-shar’iyyah adalah sebuah
kewenangan negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan politik yang didasarkan pada
kemaslahatan masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum shara’, walaupun tidak terdapat
dalil-dalil yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Lihat: Amir Syarifuddin, Pembaharuan
Pemikiran Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13-15. Lihat juga, Munawir Sadzali, Is/am dan
Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Ul Press, 1991), 2.

* Muhammad Iqbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), 2.
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lalu, pemerintah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang sebagian
diantaranya ada beberapa perda bernuansa syari’ah.”

Tidak sekedar pendesiminasian diskursus dari nasional ke lokal, penulis
juga berkeinginan untuk melihat seberapa besar pengaruh budaya
keislaman/keagamaan, pilihan politik masyarakat terhadap partai Islam, dan
aktor-aktor sosial-keagamaan, dalam mempraktekkan keyakinan nalar fighiyyah
yang mereka miliki pada proses pembentukan kebijakan publik. Sebagaimana
banyak digunakan peneliti terdahulu di kala memandang politik hukum yang
dirancang oleh aktor/elit politik di skala nasional. Meskipun harus diakui, dalam
proses perancanangannya, perundangan di Indonesia, masih didominasi oleh
partai yang berhaluan nasionalis, serta representasi kaum santri di partai
nasionalis juga tergolong sedikit. Maka dari itu, penulis akan meletakkan di
daerah yang memiliki kekuatan sejarah atau historis politik di mana kaum
santri/agamawan mendominasi sistem sosial dan nilai kebudayaan di lokus
penelitian ini.

Lokus penelitian yang penulis maksudkan adalah Kabupaten Jember.
Sebuah Kabupaten di daerah Tapal Kuda Jawa Timur. Sebuah peta daerah, yang
oleh akademisi dan pengamat politik, disebutkan masih memiliki kepercayaan
tradisional dalam pilihan politik mereka.’® Daerah yang kyai dan tokoh agama
menjadi acuan dan landasan untuk menentukan pilihan politik. Daerah di mana

pondok pesantren serta kajian-kajian Figh, Usul Figh, atau instrumen penggalian

%% Lihat Berita Laman Resmi Kementerian Dalam Negeri “Daftar Pembatalan 3. 143 Perda yang
Masih Perlu Penyempurnaan”. Diakes pada 8 Februari 2018.

36 Lihat; Ali Hasan Siswanto, “Moral Politik Kyai di Jawa Timur” Rangkuman Disertasi IAIN
Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2013.
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hukum Islam — secara normatif — bisa dipahami secara fenomenologis, lalu
diejawantahkan pada aspek kehidupan sosiologis.

Anggapan-anggapan ini tentu berdasarkan pada data serta fakta yang
penulis observasi beberapa tahun terakhir. Harus diakui pula, meskipun Partai
Gerindra menjadi pemenang pemilu pada periode pemilihan tahun 2014, dan PKB
menjadi pemenang kedua. Namun, pada dua partai ini, terdapat banyak kalangan
santri yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan Fraksi dan Partai yang ada.
Kondisi ini sedikit berbeda pada dua tahun terakhir di mana PKB menang di
Jember.”’

Terlepas dari alasan di atas juga, concern penulis terkait Kabupaten
Jember sudah lama terkait konstruk figh/nalar ijtihad hukum Islam dan pelayanan
publik di Jember. Dua tahun terakhir inipun, penulis sudah melakukan riset
dengan judul ‘Rekonstruksi Figh Difabel dan Implementasinya terhadap
pelayanan Publik di Kabupaten Jember”.*®

Pada riset ini penulis mendeskripsikan apa landasan pijak keberadaan
Peraturan Daerah (Perda) Difabel yang diperundangkan oleh Pemerintah Daerah
dari perspektif hukum Islam. Informan penelitian ini berasal dari pelbagai
stakeholder termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
serta tokoh agama, yang penulis anggap memiliki kompetensi untuk

menterjemahkan pertimbangan hukum Islam di dalamnya.

37 Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, semuanya berjumlah 50 wakil rakyat.
Dari jumlah tersebut terdapat 12 orang santri yang tersebar di beberapa partai politik: PKB, PPP,
dan Nasdem. Lihat http://dprd-jemberkab.go.id.

¥ Muniron & Muhaimin, “Rekonstruksi Figh Difabel dan Implementasinya terhadap Pelayanan
Publik di Kabupaten Jember”. Penelitian Kolektif Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS)
Tahun 2016. (masih dalam rencana publikasi berbentuk buku).
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2

Pada kesimpulannya, penulis menemukan terminologi ijma
(kemufakatan) bersama bahwa perlunya perlindungan dan pemberian hak kepada
makhluk ciptaan Allah dalam kondisi serta keadaan apapun. Di pihak yang lain,
percepatan Perundangan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada kondisi
daruri (darurat). Sebab, Kabupaten Jember memiliki banyak komunitas difabel
yang tersebar di beberapa daerah.

Concern kedua penulis, terkait rancang bangun figh/hukum Islam di
Kabupaten Jember, tuangkan pada gagasan riset tentang ‘“Partisipasi Kaum
Santri dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten Jember”.” Dari
penelitian ini, akhirnya, penulis banyak mengetahui bagaimana sebenarnya peran,
partisipasi aktif kaum santri, politisi santri, serta akademisi santri dalam proses
penyusunan kebijakan publik yang ada di Kabupaten Jember. Penulis pun
menemukan ada tiga tipologi santri yang memainkan konfigurasi partisipasi
politiknya, yakni; konservatif, moderat dan progresif.

Hal yang lebih penting dari itu penulis juga menggali Peraturan Daerah
yang sudah diundangkan, sekaligus Rancangan Peraturan Daerah yang telah
dibahas pada tahun 2017 ini ke depan. Berikut ini adalah Perda dan Raperda yang
sudah/akan dibahas pada periode kepemimpinan Bupati Ibu Faida- KH. Muqit
Arief:

1. Perdatentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup
2. Perda tentang Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah Kahyangan

Jember

3% Muhaimin & Abdul Wahab, “Partisipasi Kaum Santri dalam Pembuatan Kebijakan Publik di
Kabupaten Jember”. Penelitian Unggulan Dosen IAIN Jember Tahun 2017.
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3. Perda tentang Pelestarian Cagar Budaya

4. Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin

5. Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

6. Perda tentang Keterbuakaan Informasi Publik

7. Perda tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat
Perbelanjaan serta Toko Swalayan

8. Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas:

1. Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

2. Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis al Qur’an

3. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan

4. Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

5. Raperda tentang Penatan Kawasan Perumahan dan Pemukiman

6. Raperda tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Kabupaten Jember

7. Raperda tentang Tenaga Kerja Lokal terhadap Tenaga Kerja Asing.*’

Dari 15 Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) dan Rancangan
Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Raperda) dapat dikategorikan 3 Raperda
yang bernuansa mengatur normativitas dan moralitas publik yang umat Islam,
yakni Pengelolaan Zakat, Pembudayaan Baca Tulis al-Qur’an, dan Pengendalian

Minum-minuman Beralkohol. Oleh karena itu juga, pertimbangan subjektif

%0 Data Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
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bernuansa figh akan sangat mempengaruhi terkait rumusan Perda tersebut
nantinya. Selain tiga Raperda itu, kehadiran figh/nalar istinbat hukum Islam,
maka hanya akan mewarnai sekaligus mejadi ruh Perda di Kabupaten Jember.
Seperti yang sudah Penulis teliti terkait Perda Difabel di Kabupaten Jember.

Pada kesempatan terpisah, penulis juga telah mewawancari Ketua DPRD
Kabupaten Jember, Thoif Zamroni, terkait pembentukan Raperda yang akan
dibahas pada tahun 2017 ini. Penulis pun menanyakan sekilas yang terkait
dengan Perda Pengendalian Minuman beralkhohol. Pertanyaan itu, apakah salah
satu pertimbangan yang digunakan untuk pengendalian itu adalah ajaran yang
ada di dalam agama Islam, kalau memang seperti itu kenapa menggunakan istilah
pengendalian, bukan pelarangan minuman beralkohol? Kepada penulis dia
menyatakan:

“...Penggunaan kata pengendalian memang lebih cocok dibandingkan
pelarangan. Karena, kita tahu minuman beralkohol itu tidak semuanya
menggandung ‘//at pelarangan hukum Islam. Artinya, ada beberapa
minuman beralkohol yang kadarnya bisa ditoleransi dari sudut pandang
hukum Islam. Itu pertama, pengendalian pada jenis minuman yang akan
dilarang dan diperbolehkan. Kedua, kami kira itu berhubungan dengan
pengendalian konsumsi masyarakat terhadap minuman beralkohol.
Ketiga, adalah pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan. Jadi, kita
juga tahu ada banyak pekerja yang mencari nafkah di beberapa tempat
melalui proses penjualan minuman beralkohol. Kita harus mengantisipasi
mereka kehilangan nafkah itu. Atau bisa jadi juga ada beberapa tempat
yang memang menjadi tujuan wisata, serta tidak hanya orang Islam yang
ingin menikmati tempat wisata tersebut. Misal ya, di daerah wisata
Papuma itu kan dari manca negara dan mereka terbiasa untuk meminum
itu. Keempat, juga ada pertimbangan melokalisir penyebaran dan
penjualan minuman beralkohol. Saya kira dalam Islam dikenal untuk
mencari kemudaratan yang paling ringan, jika ada pertentangan keduanya.
Artinya, kita memilih untuk mengendalikan, ketimbang dilarang penuh
tapi malah dijual secara sembunyi-sembunyi dan sulit dideteksi. Tapi ini
mungkin pertimbangan yang paling rendah ya. Makanya, kita tidak
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menggunakan kata melarang, sebab konotasinya bisa dianggap memutus
mata rantai secara langsung. ..’

Pada kesimpulannya, berdasarkan pada rasionalisasi teoritik yang
menyatakan bahwa ada cara penggalian hukum yang bisa diintegrasikan antara
hukum Islam dan hukum nasional, ada ruang dialogis di dalam proses
pembentukannya, serta fakta di lapangan bahwa ada banyak produk peraturan
yang penulis dapatkan melalui riset madiri tersebut, maka penulis memberi judul
penelitian ini “Nalar /Istinbat Hukum Islam dalam Pembentukan Kebijakan
Publik Perspektif Maqasid al-Shari’ah (Studi terhadap Peraturan Daerah di
Kabupaten Jember Periode 2016-2017).”

Judul ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana cara berfikir pemegang
otoritas hukum dan legislator lainnya dalam merumuskan kebijakan publik dalam
bentuk Perda di Kabupaten Jember. Sekaligus, penulis juga ingin menggali
konfigurasi landasan keagamaan yang bisa menjadi core atau base-line dari Perda
bernuansa agama, tanpa meninggalkan nilai universalitas hukum yang berdiri di
atas semua golongan, sekaligus Perda yang bisa dimasuki nilai-nilai keagamaan

demi tercapainya efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

*'Wawancara penulis dengan Thoif Zamroni, Politisi Partai Gerindra, Ketua DPRD Kabupaten
Jember, dan Dosen Luar Biasa FAkultas Syari’ah IAIN Jember, serta alumni STAIN Jember,
pada 02 Februari 2018.
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Berdasarkan pada paparan latar di atas, sebenarnya ada tiga kluster
discourses issues (problem diskursif), yang penulis rangkai sebagaimana berikut:
1. Interrelasi Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional

a. Hubungan ideal antara hukum Islam dan hukum nasional di sebuah
negara yang tidak sekuler, tapi juga tidak berideologi Islam;

b. Posisi hukum Islam (sebagai tampilan aturan normatif kelompok
mayoritas) disandingkan dengan produk hukum pemerintah yang
merepresentasikan kepentingan masyarakat lebih luas;

c. Peran dan fungsi elit politik Islam di dalam merumuskan aturan
perundangan yang bernuansakan agama Islam;

d. Strategi dan model komunikasi politik elit politik Islam dalam
merumuskan perundangan yang diambil dari ajaran-ajaran keislaman;

2. Fleksibelitas istinbat hukum Islam dan dinamika hukum di era Otonomi

Kesatuan®

a. Menentukan posisi ideal hukum Islam mewarnai pembentukan produk
hukum di tingkat lokal atau daerah;

b. Hukum Islam harus diejawantahkan kepada kelompok mayoritas dan
minoritas di tingkat daerah;

c. Semestinya nalar hukum Islam menjadi landasan pijak para pengambil
keputusan di tingkatan daerah;

d. Perundangan Daerah yang dinafasi dengan kata syari’ah atau Islam

merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam yang sebenarnya;

*> Bahasa otonomi kesatuan yang penulis maksudkan adalah kebebasan wewenang yang dibatasi
oleh nilai dan guidance normative idelogi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD
1945, dan identitas plural Bhinneka Tunggal Ika.
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e. Perundangan daerah yang mengatur kepentingan umum, sudah
dipertimbangkan dan dirumuskan nilai-nilai adat dan agama di dalam
pemberlakuannya;

f. Aspek-aspek kelenturan dalam hukum Islam dimainkan di dalam
pembentukan perundangan di tingkat daerah;

3. Hukum Islam dan Komunikasi Politik Kebijakan Publik

a. Indonesia memiliki masyarakat plural, seyogyanya, ada pelibatan
beragam kelompok di dalam proses pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan kebijakan publik;

b. Pemerintah Daerah mesti mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang
sudah dirumuskan dan diundangkan kepada masyarakat;

c. Peran dan model komunikasi politisi partai Islam dan Santri di dalam
pembentukan perundangan di Daerah.

Berasal dari identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan
batasan pada penelitian ini; pertama, penulis akan merekontekstualisasi inter-
relasi hukum Islam dan proses perundangan di Indonesia pada level daerah, yakni
di Kabupaten Jember. Kedua, secara kategoris, Peraturan Daerah yang akan
penulis teliti dan dalami dalam penelitian ini ialah; 1) Perda yang berhubungan
dengan pengaturan normativitas perilaku dan kepentingan umat Islam. 2). Perda
yang berbasis pada norma umum (non-Islam) yang didalamnya bisa dimasuki
ajaran-ajaran hukum Islam sebagai pertimbangan pengambilan dan perumuan
kebijakan tersebut. Ketiga, sebagaimana yang sudah ada di latar riset, penelitian

terhadap Perda di Kabupaten Jember, akan dibatasi pada periode kepemimpinan
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Faida-Mugqit Arif, setidaknya, hingga pada tahun 2017 yang lalu, atau
sudah/masih proses pembentukan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Jember.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) periode 2016-
2017 sebagai bentuk kebijakan publik di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana nalar istinbat hukum Islam dalam pembentukan Peraturan
Daerah (Perda) di Kabupaten Jember periode 2016-2017?
3. Bagaimana nalar maqasid al-shari’ah sebagai tujuan hukum dalam proses

pembentukan Perarturan Daerah di Kabupaten Jember?

D. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) periode 2016-
2017 sebagai bentuk kebijakan publik di Kabupaten Jember.
2. Menemukan nalar istinbat hukum Islam dalam pembentukan Peraturan
Daerah (Perda) di Kabupaten Jember periode 2016-2017.
3. Menemukan nalar maqasid al-shari’ah yang menjadi tujuan hukum dalam

proses pembentukan Perarturan Daerah di Kabupaten Jember.

E. Kegunaan Penelitian
1. Teoretik

Dalam pandangan penulis, setidaknya, ada dua konstribusi
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teoretik di dalam riset ini: perfama, diakui atau tidak, pembacaan
harmonisasi hukum/perundang-undangan lebih pada aspek vertikal
dibandingkan horizontal. Pembacaan harmonisasi hukum dinilai dari sisi
sumber hukum (adat, agama, dan aspek lainnya) atau sebaliknya ke aturan
di bawahnya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan
Kepala Daerah). Mungkin, alasannya karena pada aspek ini ada
kesinambungan proses pengaturan dan kewenangan yang berbeda.
Sehingga, pengharmonisasian akan lebih mudah dijalankan. Asumsi
lainnya, data memang menunjukkan bahwa terdapat Dbanyak
perbedaan/konflik dalam proses pengaturan dalam konteks tersebut.
Sedangkan penelitian ini akan lebih melihat pada aspek yang sejajar,
bagaimana sebenarnya teori harmonisasi ini bisa dijalankan.

Kedua, di dalam liputan Perludem dinyatakan bahwa beberapa
aspek yang harus dilihat dalam melakukan = re-kodifikasi
hukum/perundangan adalah koherensi, simultanitas, kesinambungan, dan
aspek kepastian hukum. Hal ini menurut penulis masih kurang, dari sudut
pandang paradigmatik, maqasid al-shari’ah menawarkan beragam piranti,
misalnya; multi-dimensionalitas hukum, kepastian perlindungan terhadap
hak-hak yang melekat pada seorang individu, dan aspek lainnya yang
penulis asumsikan akan memperkaya kerangka baca teoretik di dalam
harmonisasi hukum/perundangan di Indonesia.

2. Praktis
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Setiap kerangka baca yang baru, tentu akan menghasilkan, proses
operasional yang baru pula. Maka secara praktis penelitian ini bisa
berguna untuk:

a. Memberikan rekomendasi kepada perumus kebijakan, baik di posisi
eksekutif (Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah), juga jajaran
legislatif (para anggota DPRD yang mempunyai tugas legislasi di
daerah tingkat II, Kabupaten/Kota) agar lebih mementingkan maksud
universal, dibandingkan maksud parsial yang hadir dari kepentingan
mereka dan kelompoknya sendiri;

b. Menemukan alur dan nalar berfikir magasidy di dalam proses
pembentukan Peraturan Daerah. Melalui hal ini pula, maka para
pembentuk perundangan bisa menegasikan asumsi yang menyatakan
bahwa ada double-standard di dalam pembentukan perundangan di
Indonesia; antara yang memihak kelompok nasionalis atau tidak
ramah pada kelompok agama.

c. Untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan para tokoh
politik yang berkaitan dengan politik kebangsaan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika, dengan menghasilkan teori politik, gerakan
politik, dan kelembagaan politik yang menjadi solusi atas
problematika politik Muslim kontemporer.

F. Penelitian Terdahulu
Harus penulis akui, diskursus hukum Islam vis a vis hukum negara

(produk istinbat konsensus negara) memang bukan hal baru. Secara historis, sejak
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awal Indonesia didirikan hingga hari ini bermetamorfosa sebagai negara
demokrasi-terbuka, topik ini memang masih hangat untuk digali dan
dikemukakan melalui corak pandang, lokus riset, dan metodologi yang
terbarukan. Hal ini juga menandakan bahwa diskursus /iving /law akan selalu ada
untuk mengikuti arus perubahan sistem pranata politik dan sosial yang ada di
Indonesia. Maka dari itu, ada baiknya mungkin, apabila penelitian terdahulu riset
ini, penulis kategorikan dan batasi pada produk ilmiah disertasi dan penelitian
yang dipublikasikan menjadi buku. Serta, dari sisi topik, dikhususkan kajian
Peraturan Daerah (Perda). Sebab, sectelah Penulis lakukan pengecekan laman
indexing tulisan jurnal dengan topik ‘Formalisasi Syari’ah’, ‘Perda Syari’ah’, dan
topik ‘Kontribusi Hukum Islam dalam Hukum Positif’; sangat banyak
ditemukan.

Demikian halnya buku atau disertasi terdahulu yang menilai kesesuaian
hukum Islam dan hukum agama juga sudah sering ditemukan; semisal, buku
Mahfud MD, Marzuki Wahid, Haedar Nashir, Arskal Salim, dan beberapa
Peneliti lain yang sudah penulis jadikan rujukan dalam membangun diskursus
ataupun kerangka baca sebelumnya. Oleh karena hanya terfokus pada disertasi
dan penelitian yang berbasis pada aspek-aspek formalisasi syari’ah di tingkat
daerah, penulis hanya menemukan kajian sebagaimana berikut:

1. Disertasi Anis Ibrahim dari Universitas Dipenogoro Semarang Pada tahun
2008, dengan judul ‘Lesgislasi dalam Perspektif Demokrasi; Analisis

Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di
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Jawa Timur”® Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa perubahan sistem
politik akan merubah proses pembentukan legislasi di tingkat daerah.
Sekaligus merubah peta perpolitikan dan permainan kekuasaan hukum yang
dimiliki oleh daerah. Dari penelitian ini juga ditemukan, ada perubahan
signifikan pada proses legislasi di ranah lokal, akibat dari demokratisasi yang
ada di tingkat nasional. Adapun model penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Pada disertasi ini, tidak banyak disinggung
bagaimana politisasi ‘agama’ atau yang lebih dikenal dengan identitas mayor
di lingkungan masyarakat daerah. Maka dari itu, penulis mengasumsikan
relevansi (baca; kesamaan) dengan topik yang penulis bahas adalah pada sisi
kuatnya pengaruh daerah/sistem perpolitikan di daerah dalam legislasi
Peraturan Daerah di Jawa Timur. Perbedaannya ada pada isi produk legislasi
yang hanya dilihat dari sisi hukum positif semata, tidak menyangkut kajian
keislaman.

2. Disertasi Hayatun Na’imah dari Universitas Islam Indonesia (UIl), Jogjakarta
Tahun 2010, dengan judul “Sinkronisasi Materi Muatan Perda-Perda Berbasis
Syari’ah di Provinsi Kalimantan Selatan”** Asumsi dasar riset ini adalah
eksaminasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan
mengundangkan nilai-nilai keagamaan (baca; Islam) di Kalimantan Selatan.
Eksaminasi ini dilakukan untuk melihat benar tidaknya asumsi yang

dibangun secara teoritik bahwa Perda bermuatan syari’ah menyalahi aspek-

# Anis Ibrahim “Lesgislasi dalam Perspektif Demokrasi; Analisis Interaksi Politik dan Hukum
dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur” (Disertasi UNDIP Semarang Tahun
2008).

* Hayatun Na’imah “Sinkronisasi Materi Muatan Perda-Perda Berbasis Syari’ah di Provinsi
Kalimantan Selatan” (Disertasi UlI Jogjakarta Tahun 2010).
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aspek prosedur legislasi dan perundangan yang ada di atasnya. Tentu, karena
melakukan eksaminasi, maka studi perbandingan dan standard prosedur
dilakukan. Dalam kesimpulan dia, sebenarnya, Perda-Perda bernuansa
syari’ah tidak sepenuhnya ‘melanggar’ aturan perundangan yang ada di
atasnya, semisal Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan aturan Menteri
Dalam Negeri terkait Produk Hukum Daerah. Yang sering terjadi, sehingga
dianggap ‘menyalahi’ aturan perundangan, ada pada proses politisasi dan
komunikasi politik yang terjalin di dalam proses perundangan tersebut.
Pemerintah Daerah ‘gagal’ memberikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa yang mereka atur adalah normativitas perilaku umum, bukan ruang
privat yang menjadi hak asasi manusia. Maka dari itu, dia memberikan
rekomendasi agar proses pembentukan dan pembentukan Perda, tidak harus
dihubungkan dengan aspek normatif, melainkan juga aspek sosiologis yang
ada di daerah tersebut.

Relevansi penelitian ini, tentu, ada kesamaan dari salah satu objek kajian
yang penulis lakuan, yakni; Peraturan Daerah (Perda) yang
bernuansa/berbasis nilai-nilai aturan agama Islam. Perbedaannya, berada pada
posisi theoretical framework dimana penelitian ini menjadikan aturan-aturan
nilai hukum di atas Perda sebagai landasan untuk menilai apakah Perda
tersebut sudah disusun secara benar atau tidak. Sedangkan penelitian yang
akan dilsakanakan penulis cenderung pada sisi menilai produk Perda
menggunakan kerangka baca usuly yang menjadi essential practices ulama’

klasik di dalam merumuskan/menggali hukum Islam.
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3. Disertasi Muntoha dari Universitas Indonesia (UI) Depok Tahun 2008,
dengan Judul ‘“Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah di Era
Otonomi Daerah”® Penelitian ini sama dengan sebelumnya lebih terfokus
pada Perda yang bernuansa syari’ah di beberapa daerah, semisal dia
mengambil lokus di Provinsi Aceh dan beberapa daerah lainnya. Dalam
penelitiannya, dia mengatakan bahwa Perda Syari’ah hadir tidak bisa
dilepaskan dari perubahan sistem politik dan amandemen Undang-Undang
tentang Kewenangan Daerah yang terjadi pasca reformasi. Jadi, menurut dia,
tidak ada kesalahan administratif akan keluarnya Perda tersebut. Dengan
catatan, Perda tidak memuat aspek-aspek diskriminasi terhadap budaya atau
agama tertentu. Dari penelitian dia ditemukan beberapa model-model Perda
yang ada di Indonesia; pertama, jenis Peraturan Daerah yang terkait dengan
isu moralitas masyarakat secara umum, seperti perzinahan dan pelacuran.
Kedua, jenis perda terkait dengan fashion (Jilbab dan jenis pakaian lainnya di
beberapa daerah dan tempat tertentu yang merumuskan perda ini). Ketiga,
Jenis Perda yang berkaitan dengan keterampilan beragama (baca tulis al-
Qura’n dan kompetensi lainnya). Keempat, jenis Perda yang terkait dengan
pemungutan dana sosial dari masyarakat (zakat, infaq, dan shadaqah).

Pada tema penelitian ini, penulis kira tidak jauh berbeda dengan yang ada
sebelumnya, Muntoha menilai bahwa produk Perda tidak bisa apple to apple
dinyatakan ‘salah’ atau melanggar aturan administrasi hukum yang ada di

atasnya. Sebab, secara prosedur juga diatur bahwa, Produk Hukum Daerah

* Muntoha, “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah di Era Otonomi Daerah” (Disertasi
Ul Depok Tahun 2008).
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(PHD) akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait
bertentangan atau tidaknya dengan aturan di atasnya. Demikian halnya
dengan aspek kontestasi dengan penelitian penulis sendiri. Kata kunci
kesamaannya adalah salah satu topik, kajian dan perbedaan framework yang
digagas untuk menilai produk hukum daerah tersebut.

4. Disertasi Yuni Roslaili, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun 2009, dengan judul “Formalisasi Hukum Pidana
Islam di Indonesia; Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana di Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) >*® Penelitian ini fokus pada konten Qanun Jinayat
yang ada di Aceh. Dia ingin menilai aspek kesesuaian antara nilai-nilai yang
terkandung pada figh jinayah Islam, Qanun (Perda Syari’ah) yang berlaku di
Aceh, serta konten yang ada di dalam rancang bangun KUHP di Indonesia.
Jadi, analisis yang dia gunakan lebih pada aspek kompatabilitas dan
kebermanfaatan pemberlakuan hukum Pidana yang didasarkan pada nilai-nilai
yang ditulis serta dipraktekkan di dalam tradisi figh atau hukum Islam secara
normatif.

Aspek-aspek kebermanfaatan pelaksanaan hukum Islam dan produk hukum
Pidana yang diatur di Aceh menjadi pembeda penelitian ini dengan yang akan
penulis kerjakan. Sekaligus beberapa aspek normatif dan formatif lain yang
sengaja disusun untuk ‘menyeimbangkan’ dengan konstruksi hukum pidana
dalam KUHP. Sedangkan posisi kajian Penulis lebih pada sisi penilaian

kebijakan hukum dan proses politik di dalamnya. Persoalan efektifitas dan

% Yuni Roslaili, “Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia; Analisis Kasus Penerapan
Hukum Pidana di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)” (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun 2009).
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kebermanfaatannya tidak akan menjadi fokus yang dieksaminasi serta
dianalisis pada proses penelitian ini. Penulis hanya menganalisasi aspek-
aspek kesamaan yang meliputi konten, prosedur, dan proses sosialisasi
terhadap produk hukum daerah yang dijalankan di daerah.

5. Penelitian Ahmad Suaedy dkk, “Agama dan Kontestasi Ruang Publik;
Islamisme, Konflik, dan Demokrasi 47 Penelitian ini dilakukan oleh Tim The
Wahid Institute terkait dengan kontestasi agama di ruang publik, termasuk di
dalam Perda Syari’ah. Di dalam buku ini terdapat tiga riset yang dilakukan
oleh Rumadi dkk, dengan judul “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah
demokrasi; Survey dari berbagai Daerah. Ahmad Zainul Hamdi, “Syari’ah
Islam dan Pragmatisme Politik; Studi Kasus Penerapan Syari’ah Islam di
Pamekasan Madura’, dan Ahmad Suaedy, “Penerapan Syari’ah Islam dan
Tantangan Demokrasi”.

Jelas, posisi penelitian Ahmad Suaedy dkk — dari beragam aspek yang
digalinya — sekedar untuk memberikan fakta lapangan sebagai dampak dari
pemberlakukan Peraturan Daerah bernuansa atau berbasis agama. Dalam
konteks ini, tidak ditemukan framework rasionalisasi hukum Islam, proses
dan prosedur yang mewarnai pembentukan peraturan, sekaligus dinamika
politik yang diulas secara mendalam. Posisinya, sekali lagi, hanya
menggambarkan dampak melalui survei persepsional yang dibangun secara
fenomenologis, sosiologis, ataupun antropologis semata. Tentunya, hal ini

akan berbeda dengan paradigma penelitian penulis, yang tidak akan banyak

*" Ahmad Suaedy dkk, Agama dan Kontestasi Ruang Publik; Islamisme, Konflik, dan Demokrasi
(Jakarta: The Wahid Institute, 2011).
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melibatkan opini publik untuk menilai produk hukum daerah bernuansa
syari’ah. Penelitian Ahmad Suaedy di atas, bisa saja, menjadi landasan
penulis untuk menganalisa persepsi dalam konteks makro, bukan dari sisi
mikro.

6. Penelitian Arskal Salim, “Challenging the Secular State: The Islamization of

Law in Modern Indonesia.”* Buku ini diterbitkan oleh Honunalu Press
Tahun 2008. Penelitian ini sedikit berbeda dan bisa jadi merupakan
pengembangan dari sebelumnya yang dilakukannya bersama Azyumardi Azra
tentang bagaimana melakukan sinkronisasi nilai-nilai keagamaan ke dalam
aspek pembuatan hukum di Indonesia.
Penelitian Arskal Salim ini berada pada tajuk ‘harmonisasi hukum Islam’ dan
produk hukum di level nasional. Pada konteks ini, penulis menganggap ada
dimensi kesamaan dengan yang akan penulis teliti nantinya. Perbedaanya
tentu pada sisi framework, ruang lingkup/cakupan spatial, dinamika politik,
dan aspek produk hukum yang akan diteliti. Dalam bahasa yang lebih
sederhana, penelitian penulis berada pada sisi dan tingkatan produk hukum di
daerah tertentu dan spesifik, dan ‘mengabaikan’ beberapa fenomena positif
atau negatif yang terjadi di tempat dan lokasi lain di Indonesia. Sedangkan
penelitian Arskal lebih luas dan multi kasus, bahkan bisa dikatakan mewakili
beberapa daerah yang kala itu memiliki kecenderungan merumusakan Perda
daerah berbasis/bernuansa nilai-nilai keagamaan.

7. Penelitian Robert W. Hefner, ef al, dengan judul “Indonesia; Shari’a Politics

* Arskal Salim, Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia
(Hononalu: Routledge, 2008).
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and Democratic Transation.™ Tulisan Hefner ini berisi tentang agama lebih
bernuansa spesifik terkait bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok
konservatif di tingkat lokal memainkan peran politiknya untuk ‘memaksa’
Pemerintah Daerah agar merumuskan perundangan yang bernuansa agama.
Sejatinya, penelitian Hefner ini penulis masukkan sebagai salah satu contoh
bahwa fenomena Perda bernuansa syari’ah bisa juga dilihat secara
antropologis (baca, dialectical tension), antara formulasi hukum Islam vis a
vis proses pembentukan kebijakan publik. Lalu, ada juga dampak yang bisa
dinilai secara langsung oleh para peneliti sebagai akibat dari pembentukan
yang dilaksanakan tersebut.

Pada bagian ini, penulis merasa bahwa memang kajian hukum Islam dan
Perda bernuansa syari’ah itu disumbang dari dua sisi yang berwujud parallel.
Artinya, umat Islam melakukan modernisasi model instinbat, sehingga bisa
menjadi bagian dari pembentukan Perda. Di pihak berbeda, hukum positif pun
memberikan ruang kepada umat Islam berpatisipasi aktif dalam konteks
politik. Dengan demikian, sejatinya, jika ada keinginan daerah untuk
merumuskan Perda bernuansa syari’ah salah satu sumbangan motifnya ialah
dari produk pemikiran umat Islam sendiri yang sudah modern, dan
keterlibatan aktif mereka di dunia politik. Jadi, pada posisi ini, penelitian
penulis bisa dikatakan ‘mirip’ dengan yang diharapkan oleh Hefner dengan
melihat dari jauh dinamika Islamisme dan politisasi agama dalam pengaturan

masyarakat di daerah. Perbedaanya, tentu, pada nalar kepantasan penggalian

4 Robert W. Hefner, Shari’a Politics; Islamic Law and Society in The Modern World (Indiana:
Indiana University Press, 2011).
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hukum Islam. Hefner pada posisi ini, seakan tidak memiliki kematangan
menilai lebih mendalam posisi hukum Islam. Dia meminjam pemikiran Azra,
Arskal Salim, dan beberapa pakar hukum Islam lain untuk menilai produk
hukum tersebut. Sedangkan penulis — berdasarkan core-disiplin yang penulis
dalami — sangat memungkinkan untuk mendekomposisi fitur nalar figh,
jjtihad, dan proses fjma’ (kemufakatan umat) dalam memproduksi Peraturan
Daerah bernuansa syari’ah.

Berdasarkan pada beberapa disertasi dan penelitian mendalam di atas,
maka persamaan penelitian ini ialah pada objek kajian, yakni; kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah. Sedangkan pembedanya adalah penelitian ini
bertujuan untuk menentukan proses hilir yang diasumsikan sudah sesuai dengan
syari’ah Islam — sedikitnya berdasarkan pada karakteristik politik santri, serta
pemahaman fenomenologis masyarakat Jember yang mayoritas memiliki sikap
keberagamaan santri, terhadap konstruk figh atau hukum Islam. Dan ada pada
hilir, yakni penghapusan dikotomi Kebijakan Publik bernuansa syari’ah atau
bukan. Terminologi yang harus dipakai adalah tetap untuk mengatur dan govern

masyarakat Jember dalam lingkup yang sangat luas.

G. Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam

mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang
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telah ditentukan.”® Penelitian ini menggunakan teknik, metode, dan langkah-
langkah penelitian meliputi penggalian data, sumber data, jenis data, analisis
data, dan keabsahan data.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian dimaksudkan sebagai perspektif
teoretis yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan
metode penelitian, berarti cara peneliti mensiasati suatu masalah penelitian, yang
berarti berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan
diselesaikan, atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab
dalam proses penelitian.”'

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan sosiologi dan sejarah.
Pendekatan perbandingan (comparative approach law) adalah suatu studi atau
kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual di Dbalik
institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum
asing.”” Pada hakekatnya perbandingan hukum merupakan kegiatan yang bersifat
filosofis.” Jaako Husa membedakan antara “macro-comparatve law” dan “micro
comparative law’. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-

masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan

%% Suahrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Putra

Cipta 2002), 126.

> Julia Brannen, “Menggabungkan Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif: Sebuah

Tinjauan”, dalam Julia Brannen, ed. Memadu Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12. Lihat juga Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah
Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu (Jakarta:

PT.RajaGrafindo, 2015), 11-12.

>? Jaako Husa, Elgar Encynclopedia of Comparative Law (Cheltenham, United Kingdom: Edward

Elgar Publishing Ltd, 2006).

53 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), 3-4.
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dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan
dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat
khusus/aktual.

Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum
dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan
antara lembaga-lembaga hukum. Pada penelitian ini, perbandingan yang
dilakukan adalah terhadap sistem pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD
Kabupaten Jember dengan sistem pembentukan dan penetapan hukum Islam
melalui nalar 7stinbat hukumnya. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan
memahami nalar filosofis dan magasid dari sistem pembentukan kedua norma
hukum tersebut, sehingga dapat melakukan mode rekonstruksi guna mencapai
sistem pembentukan Peraturan Daerah yang proporsional.”

Sedangkan pendekatan  historis-sosiologis  (A&istorical-sosiological
approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah
dan dinamika daripada lembaga, semisal DPRD Kabupaten Jember untuk
memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut khususnya
dalam kaitan dengan kewenangan mengajukan dan membahas Peraturan Daerah
serta mengetahui perkembangan lembaga tersebut dari waktu ke waktu.”> Peter
M. Marzuki menjelaskan tujuan pendekatan sejarah sosial adalah agar lebih
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga
hukum yang diteliti. Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah sosial dalam

penelitian ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika

54 110
Ibid., 4.
>3 Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 166.
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keberadaan lembaga DPRD khususnya dalam kewenangan membentuk kebijakan
publik berupa Peraturan Daerah.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif Bogdan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong.
Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif
tersebut berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang
diteliti.”® Dalam prosesnya, peneliti bermaksud untuk menemukan masalah yang
selanjutnya dibahas dan diselidiki secara cermat melalui kegiatan penelitian.

Penelitian kualitatif dipandang sebagai intrumen bagi setiap orang yang
bermaksud untuk mencari kebenaran yang bernilai obyektif dalam ukuran yang
ilmiah, penelitian ini termasuk penelitian yang lapangan (field reseach).”’
Penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian kualitatif yang dilakukan untuk
memahami nalar istinbat hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh
DPRD Kabupaten Jember masa periode 2014-2017.

2. Jenis dan Sumber Data
Data yang dapat memberikan informasi yang digunakan oleh Peneliti
dalam penelitian ini berupa data lisan maupun tulisan. Jenis data yang digunakan
terakategorikan menjadi data primer dan sumber data sekunder. Data primer
dalam penelitian ini merupakan sumber pertama atau informan yang meliputi
Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua dan
anggota Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah, para satf ahli fraksi, dan para

akademisi yang menjadi penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah

56 .
Ibid,, 1.
°7 Lexy Meleong, Metode Kualitatif(Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.
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Kabupaten Jember.’ i

Untuk memperoleh informan tersebut, digunakan teknik teknik
purposive samp]ing59 Beberapa informan dalam penelitian ini adalah para
anggota dan/atau staf ahli fraksi DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2017,
stake-holder yang terlibat dalam pembentukan Perda, penyusun Naskah
Akademik Perda, dan masyarakat penerima manfaat.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi
seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi.®’Data dalam hal ini berupa
Naskah Akademik Perda, draf Perda-Perda, kumpulan risalah rapat paripurna
DPRD Kabupaten Jember untuk masing-masing Perda, dokumen RPJMD
Kabupaten Jember, webiste DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember,
dan lain-lain.

Adapun sumber data meliputi: pertama, sumber data primer berupa data
yang digali melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, dan kedua, sumber
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan,®’ terdiri dari: Undang-Undang Pemerintahan
Daerah No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011, lalu diatur

lebih tekhnis lagi menggunakan Permendagri No 80 Tahun 2015, UUD Negara

*¥ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

% Purposive sampling menggunakan pertimbangan tertentu, misal orang tersebut dianggap paling
tahu informasi yang dicari. Penentuan sampel tidak berdasarkan perhitungan statistik, akan tetapi
dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Lihat Sugiyono, Mefode Penelitian
Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 300-301.
%Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer (Y ogyakarta:
Genta Publishing, 2012), 50.

*! Tbid., 51.
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Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Jawa Timur, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Permendagri No 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kitab-kitab
Figh dan Usul Figh, dan lain-lain.”

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang ada hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis memahami bahan
hukum primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, kitab-kitab figh, kitab-kitab
Usul Figh, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemerintahan dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti.*’

Sedangkan bahan hukum tertier merupakan bahan pelengkap yang
berfungsi membantu dalam memahami bahan hukum primer maupun sekunder

yang meliputi Kamus Hukum atau Ensiklopedia Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik utama, yaitu,
wawancara (interview) dan studi dokumentasi. Teknik wawancara yang

digunakan adalah wawancara semi-terstruktur.** Adapun teknik pengumpulan

62 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi kedua (Jakarta: Granit, 2005), 57.
3 Hadin Mujahid Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia
Kontemporer, 51

%Teknik wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang diajak wawancara
dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatit dan
Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.
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data yang diperlukan demi tercapainya target penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a. Wawancara

Wawancara berperan penting dalam pengumpulan data dalam studi
kualitatif.®* Dalam wawancara, peneliti melakukan langkah-langkah: menentukan
pertanyaan riset yang akan dijawab dalam wawancara tersebut. Pertanyaan-
pertanyaan ini bersifat terbuka, umum, dan bertujuan untuk memahami fenomena
sentral dalam penelitian. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi informan
yang akan diwawancarai berdasarkan prosedur sampling purposful. Selanjutnya
wawancara dilakukan dengan wawancara tatap muka, dengan dibantu alat catat
dan alat rekam. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian disempurnakan melalui
prosedur pilot testing. Prosedur ini dilakukan untuk menyempurnakan rencana
pengumpulan data dan mengembangkan alur pertanyaan yang relevan.®

Dengan teknik ini, penulis melakukan penggalian data terutama terkait
dengan nalar keagamaan/kelslaman para anggota dan/atau staf ahli fraksi DPRD
Kabupaten Jember dalam pembentukan Perda. Anggota dan/atau staf ahli fraksi
DPRD yang menjadi informan tersebut terutama yang menjadi pimpinan/anggota
Pansus atas beberapa Perda yang menjadi fokus kajian. Anggota DPRD itu
tentunya berasal dari berbagai partai politik, semisal PKB, Gerindra, PPP, PAN,
PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PDI-P yang secara khusus mempunyai
latar belakang santri. Terminologi santri dalam arti sempit, yaitu yang pernah

menempuh pendidikan keagamaan di pondok pesantren, maupun santri dalam

6565 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan
terj.Saifuddin Zuhri Qudsi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 227
% Ibid., 227-231.
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terminologi umum, yakni yang mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang
keagamaan secara mendalam.

Informan kunci juga didapatkan dari para akademisi penyusun Naskah
Akademik Perda yang menjadi fokus kajian. Para akademisi itu berlatarbelakang
dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Kunci, karena dari mereka lah
kajian akademik pembentukan Perda digodok dan disusun, sebelum dibahas oleh
DPRD.

b. Observasi

Teknik obervasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif.
Dengan teknik ini peneliti datang ke tempat penelitian datang ke tempat yang
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.®” Peneliti membagi
dua tahap; pertama peneliti mengamati bentuk dinamika dan ekspresi
pembentukan Perda di Kabupaten Jember masa periode 2016-2017, dan kedua,
mencari lebih mendalam data data yang terkait dengan nalar istinbat hukum
dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember periode
2016-2017.

c.  Studi Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara lebih kredibel (dapat
dipercaya) apabila didukung oleh dokumntasi terkait. Selanjutnya, peneliti
mendapatkan data/dokumen yang menguatkan dalam menjawab isu penelitian,
seperti data yang tersebar di berbagai media; online, cetak, dan elektronik yang

berkaitan dinamika pembentukan Perda di Kabupaten Jember. Serta pandangan,

67 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, 227.
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pemikiran, dan komentar para ahli Tata Negara, serta data-data pendukung
berupa teori, konsep, dan pemikiran hukum tata negara yang berkembang.
Sedangkan teknik dokumantasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-
hal berupa catatan, trankip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda,
website, jurnal penelitian dan sebagainya.”® Dokumentasi disini juga dapat
dilihat dengan menganalisa berbagai pemberitaan yang berkembang di berbagai
media tersebut.
4. Analisis Data dan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Miles dan
Huberman® menyatakan bahwa dalam analilis kualitatif, tiga komponen analisa
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi,
aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data
sebagai suatu siklus. Dalam tahap analisa data, penelitian ini menggunakan
teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data
(penarikan kesimpulan). Peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil
wawancara, catatan lapangan dan dokumen) untuk kemudian ditelaah dan
diabstrakkan dan diinterpretasikan (dalam bagian pembentukan).

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa metode;

diskusi dengan teman sejawat,’’ perpanjangan pengamatan, ' peningkatan

88 Suharsimi Arikunto, Prosedur, 200.

% Miles dan Huberman, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

" Dengan memperpanjang masa observasi maka hubungan peneliti dengan narasumber semakin
terbentuk rapport, semakin akrab, (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai
sehingga tiak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah
terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu prilaku
yang dipelajari. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif; 271.

! Peneliti telah mengecek kembali hasil penelitiannya apakah benar atau ada yang salah, ketika
mengecek kembali ternyata ada kesalahan, maka peneliti bisa memperbaiki data tersebut
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ketekunan, triangulasi sumber, metode, dan waktu. Melalui beberapa metode itu,
peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap para informan dengan
jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Sedangkan teknik perpanjangan
keikutsertaan’> akan digunakan apabila dibutuhkan dalam mengecek ulang

derajat kejenuhan data.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasannya menjadi
lima bagian;

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah,
Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Pendekatan dan Metode Penelitian,
dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua kajian teori, meliputi: Konsep Umum Kebijakan Publik, Teori
Instibat Hukum Islam, Dinamika Baru /stinbat Hukum Islam: Global
Perspective, Magqgasid al-Shari’ah, dan [jma’Kontemporer.

Bab ketiga berisi tiga paparan inti, yaitu, pertama Deskripsi Lokasi

Penelitian yang meliputi: Dinamika Politik Pembuatan Kebijakan Publik. Kedua,

sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang
diamati. Peneliti melakukan pengamatan secara cermat. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian
Kualitatif, 272.

> Menurut Bungin, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka lebih banyak informan dan
infomasi yang diperoleh akan semakin banyak pula. Lihat Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif:
Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan IImu Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2015), 254.
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Pembentukan Perda dan Instrumentasi Maqgasid al-Shari’ah, yang meliputi:
Proses Pembentukan Perda di Kabupaten Jember, Nalar Istinbat Hukum Islam
Perda Kabupaten Jember, dan Perspektif Magasid al-Shari’ah dalam Perda di
Kabupaten Jember. Ketiga, Formasi Nalar /stinbat Hukum Islam dan Magasid al-
Shari’ah dalam Pembentukan Perda dalam ketiga ranah tersebut.

Bab keempat berisi Istinbat Maqasidi dalam Pembentukan Perda yang
menghasilkan tiga pokok bahasan. Pertama, Transformasi Shari’ah dalam Perda
di Kab. Jember. Kedua, Nalar Istinbat Hukum dalam Pembentukan Peraturan
Daerah di Kab. Jember yang meliputi: Transformasi Figh dalam Politik,
Transformasi Figh dalam Kehidupan Sosial, dan Transformasi Figh dalam
Perumusan Undang-undang. Terakhir menjelaskan tentang Perspektif Magasid
al-Shari’ah dalam Produk Perda DPRD Kabupaten Jember yang meliputi: Perda
Bernuansa Shari’ah dan Perda Umum dan Kepentingan Publik.

Bab kelima penutup, yang berisi Kesimpulan hasil penelitian, Implikasi

Teoretik, Keterbatasan Studi dan Rekomendasi atau Saran Penelitian.
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BABII

KEBIJAKAN PUBLIK DAN ISTINBATHUKUM ISLAM
DALAM BINGKAI MAQASID AL-SHART’AH

A. Konsepsi Umum Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan sebuah rumusan yang dipakai
oleh pemerintah (goverment) untuk mengatur jalan dan proses interaksi di
lingkungan masyarakat. Terminologi kebijakan publik (baca; public policy)
memang mengandung cakupan yang sangat luas. Secara teori, Taufiqurrahman
mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan
yang diambil seseorang atau kelompok berdasarkan proses yang sistematis, untuk
mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.'

Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah
pekerjaan administratif yang dimiliki pemerintah untuk memberikan guidance
(petunjuk) kepada masyarakat (public). Robert Eyeston, dalam Leo Agustino,
mengatakan bahwa kebijakan publik ialah hubungan antara unit pemerintah
dengan lingkungannya.” Solichin Abdul Wahab mungkin lebih dekomposisional.
Baginya, kebijakan publik berbeda dengan keputusan politik, kebijakan harus
disertai dengan proses-proses yang sistematis, kebijakan harus mencakup

perilaku dan harapan-harapan yang diinginkan, kebijakan harus berlangsung

! Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Jakarta: Ul Press, 2010), 3.
> M. Irfan Islamiy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jogjakarta: UGM Press, 2003),
23.
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dalam waktu yang panjang, dan kebijakan publik seyogyanya tidak eksklusif
serta merangkul semua elemen yang akan menjadi objek yang diatur.’

Secara faktual, kebijakan publik selalu dikaitkan dengan kebijakan
pemerintah; baik itu dalam lingkungan pemerintahan pusat ataupun level di
bawahnya. Maka tidak mengherankan apabila ada ‘kesengajaan’ dari pengkaji
kajian publik ini, memaknainya sangat luas. Sebab, kata sambung publik,
bermakna masyarakat, sedangkan yang berhak mengatur masyarakat di dalam
sebuah Negara hanyalah pemerintah. Dari sini pula kemudian, penulis ingin
memberikan sebuah kerangka baru yang lebih spesifik dalam mengkaji tentang
kebijakan publik yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah.*

Di dalam Permendagri No 80 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Produk
Regulasi Daerah bisa berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
Peraturan Bersama yang digagas oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan yang krusial.” Jadi, pada penelitian ini, yang penulis maksud
dengan kebijakan publik adalah Peraturan Daerah (selajutnya disingkat sebagai
Perda).

2. Teori dan Bentuk Kebijakan Publik

Oleh karena berasal dan bernalar dari masyarakat untuk kemudian
diungkapkan dalam teks tertulis, maka kebijakan publik harus melalui beberapa
tahapan-tahapan penting dan juga urgen; agar apa yang diinginkan bisa berjalan

sesuai dengan prinsip efektifitas (dilaksanakan oleh orang yang mumpuni) dan

3 rq .
Ibid., 24.

* HAR Tilaar, Kebijakan Pendidikan (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 12.

> Taufikurrahman, Kebijakan Publik (Jakarta: FISIP Univ. Mostopo, 2014), 29.
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efesien (dilaksanakan pada waktu dan pembiayaan yang tepat). Tahapan-tahapan
tersebut, dinyatakan oleh sebagian kalangan adalah sebagaimana berikut:
a. Mempertimbangkan siapa aktor yang akan terlibat di dalam proses
perumusan kebijakan publik.
b. Menilai kepentingan yang ada di dalam setiap aktor dalam proses
perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik.
¢. Tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam bentuk narasi kebijakan publik
d. Menganalisis even atau momentum (#iming) yang tepat untuk
merumuskan kebijakan publik.
e. Mempertimbangkan alat, sarana, saluran, yang digunakan oleh para aktor
untuk mengartikulasi kepentingan mereka masing-masing.
f. Tekhnik yang digunakan oleh masing-masing aktor.
g. Pengorbanan dan hasil yang diraih oleh setiap aktor
h. Penilaian tentang demokrasi, partisipasi, transparansi, keterbukaan dari
proses kebijakan tersebut.’

Namun, dalam konteks pelaksanaan terhadap kajian sebuah kebijakan
publik, umumnya, para analis kebijakan menggunakan satu perangkat atau dua
perangkat untuk menilai apakah apa yang sudah dirumuskan sesuai dengan
konsepsi yang dibangun. Artinya, terkadang, para analis kebijakan membuat alur
khusus terhadap proses perumusan semata, atau pada dampak yang dihasilkan
sebagai bagian dari pelaksanaan kebjakan yang dijalankan oleh aktor

pemerintahan tersebut. Bagi penulis sendiri, bagan berikut ini, bisa dijadikan

% Ibid., 30.
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pijakan bagaimana tahapan-tahapan Perda tersebut dijalankan, baik sebagai
bentuk studi ataupun tahapan umum dari perumusan kebijakan publik, oleh para
aktor yang ada:

Bagan 2.1

Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Penyusunan Hasal Agenda
™ Agenda * | Pemerintah
_:——_'-'__-'-_
Ty Dikuti _____F-d"_
Formulasi & P
™  Legitimasi T il i
Kebijakan Eebijakan
Diperiukan P i
Implementasi 4___,_——ﬁ;szl Tindakan
— Kebijakan »
l!bi'FhIrl
Ewaluasi thd o - |
implementasi, P ITIL
" Einerja &
i la—"" Diperiuban
N kinerja, & Dampak
3
.. .1 Kebijakan
T *
Kebijakan Sumber: Ripley, 1985:49.
Baru

Berdasarkan pada bagan di atas, maka tahapan-tahapan akan menentukan
bentuk kebijakan publik apa yang akan diprogramkan. Ketika hal tersebut masih
berada dalam tahapan penyusunan, maka agenda pemerintahlah yang akan mejadi
program untuk dijalankan sebagai bagian kebijakan tahap awal. Lalu, ketika
sudah sampai pada tahapan formulasi, maka kata agenda pemerintahan akan
berubah menjadi kebijakan atau program yang sudah memiliki indikator, sasaran,
dan juga aktor yang diwajibkan melaksanakan kebijakan tersebut.

Betapapun, tahapan-tahapan seperti di atas, ataupun bahkan paradigma
dan kerangka berfikir teoritik lainnya, sudah sangat dipahami dan diketahui di

kalangan perumus kebijakan publik. Di era demokrasi seperti hari ini, tahapan-
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tahapan kebijakan publik akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah
proses perumusan kebijakan. Misalnya, cara lain dari teori kebijakan adalah apa
yang dilakukan di dalam proses perumusan Peraturan Daerah. Perumusan Perda
di Indonesia dimulai dari frase untuk memahami aspirasi-aspirasi yang
berkembang di masyarakat. Pasca itu, ditentukan oleh lembaga tertentu
(Bappeda) untuk dijadikan agenda yang harus dibahas bersama dengan para wakil
rakyat. Di ruang politik itulah, kemudian, permusan kebijakan publik akan
berbentuk program-program sesuai visi, misi, dan agenda pemerintah. Setelah
itu, proses tersebut dikembalikan pada pelaksana untuk dijalankan dan dievaluasi
bersama melalui monitoring dari semua kalangan; termasuk dari masyarakat itu
sendiri.
3. Landasan Pembentukan Perda

Sebagaimana diulas sebelumnya, pembentukan kebijakan publik (dalam
bentuk pemerintahan daerah) maka akan terumus berbentuk Perda. Dalam hal ini
pula, tahapan-tahapan Perda sudah ditentukan oleh Undang-Undang
Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 12 Tahun
2011, lalu diatur lebih tekhnis lagi menggunakan Permendagri No 80 Tahun
2015.7

Dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum. Dari Pancasila itu melahirkan peraturan perundang-
undangan seperti diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarkis meliputi: 1). UUD NRI

7 Yurita Zahara, “Pembentukan Peraturan Daerah dari Inisiatif Anggota DPRD”, dalam Jurnal
JOV FISIPVol 3 No 2 Tahun 2016, 234.
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1945, 2). Ketetapan MPR (yang masih berlaku berdasar Tap MPR No.

I/MPR/2003, 3). UU/Perppu, 4). Peraturan Pemerintah, 5). Peraturan Presiden,

6).Perda Propinsi, dn 7). Perda Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada Permendagri tersebut maka cakupan umum Perda bisa

dibagi sebagaimana tabel berikut:®

Table 2.1

Alur umum Produk Hukum Daerah dan Proses Pembentukan

Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Bersama Kepala Daerah
Perwakilan

Peraturan Dewan

Daerah

Bentuk Penetapan

Keputusan Kepala Daerah
Keputusan DPRD
Keputuran Pimpinan DPRD
Keputusan BK DPRD

Materi Produk Hukum Daerah

Hal-hal yang menyangkut Otonomi
Daerah
Penjabaran dari Produk Hukum di
atasnya
Pengaturan terhadap Karakter Lokal
Daerah

Kewenangan Kabupaten

Khusus Teritorial Kabupaten
Kewenangan yang lokasinya di
Kabupaten/Kota

Kewenangan yang penggunanya

dalam Kabupaten/Kota

¥ Narasi ini diambil dari Materi Gutmen Nainggolan dalam Bimtek Perumusan Perda yang

diselenggarakan oleh DPW PKB Jawa Timur.
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- Kewenangan yang dampak atau
manfaatnya bagi Kab/Kota

- Kewenangan yang sumber daya
lebih efesien apabila dilaksanakan

oleh Daerah

Perencanaan - Penyusunan Propemperda

- Perencanaan Penyusunan Perda
Komulatif

- Perencanaan  Perda di  luar

Propemperda

Komulatif terbuka - Penataan Desa

- Penataan Kecamatan

Tahapan Pembentukan - Perencanaan

- Penyusunan

- Pembahasan

- Penetapan

- Pengundangan

- Penyebarluasan

Evaluasi - Kesesuaian Perda dengan UU

- Kesesuaian Perda dengan Aturan di
atasnya

- Kesesuaian Perda dengan konteks

dan kultur masyarakat Daerah

Pelaksanan dan Pembatalan - Perda setelah diundangkan akan
secara otomatis terlaksana, minimal
30 hari setelah keputusan

- Perda akan dibatalkan apabila
keluar dari aturan-aturan

perundangan yang ada di atasnya.

Partisipasi Masyarakat - Orang perorangan atau Kelompok
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yang dapat berperan serta aktif
memberikan masukan

- Masyarakat berhak memberikan
masukan ataupun tertulis dalam
pembentukan dan proses

pembahasan Perda.

Jadi, pada kesimpulannya, perencanaan, hingga pada tahap pelaksanaan
Perda tidaklah sederhana. Dalam proses penyusunan Perda komulatif saja, diatur
di dalam Permendagri 80 Tahun 2015 bahwa semua Perda harus memiliki naskah
akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap sebuah masalah tertentu yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif di dalam proses perumusan
sebuah peraturan daerah. Pada konteks ini pula, Naskah Akademik akan memiliki
makna untuk meminimalisir anasir-anasir kepentingan yang berkembang di
antara para politisi dan pemerintah pelaksana undang-undang. Selain tentunya
peran serta masyarakat juga sangat kuat terhadap proses tersebut.’

4. Peraturan Daerah dan Islamisasi Ruang Publik

Perdebatan Perda sebagai sebuah kewenangan pasca demokratisasi dan
reformasi dijalankan di Indonesia, tampaknya, lebih condong pada perdebatan
pengaturan ruang publik yang diskriminatif dan melawan nalar universalisme
hukum (baca; produk regulatif). Dan, hal yang paling banyak pula
diperbincangkan ialah, dikala agama menjadi bagian alat politik pemerintahan

lokal dalam mengelola dan mensinambungkan kekuasaan yang sudah didapatkan.

? Ibid.
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Jadi, keberadaan Perda diskriminatif — apapun bentuk dan sumbernya -
cenderung diupayakan untuk memastikan identitas kuasa mayoritas terhadap
kelompok minoritas yang tumbuh di masyarakat.

Penulis ingin mengambil contoh misalnya, bagaimana di suatu daerah
melarang penyebaran ajaran atau doktrin keagamaan yang diyakini secara turun
temurun. Contoh lainnya, bagaimana ruang publik diisi oleh aturan yang
mengunggulkan sebuah kebudayaan tertentu, dibandingkan kebudayaan lainnya,
melalui payung hukum aturan peraturan daerah. Pada intinya, kewenangan
Pemerintah Daerah yang sejatinya memberikan kepastian hukum bagi semua
masyarakat dalam batasan teritorinya, diselewengkan demi kepentingan dan
suksesi kekuasaan yang temporal.

Di luar pembahasan-pembahasan terkait Perda diskriminatif yang penulis
berikan contoh di atas, fokus bahasan ini akan dibatasi bagaimana interrelasi
hukum nasional, agama, dan peraturan daerah, dalam poroses harmonisasi politik,
sosial, dan paradigma yang dibangun untuk merumuskan sebuah aturan. Dari
beberapa aspek yang akan diharmonisasi, bagi sebagian kalangan, agama
merupakan titik tumpu isu yang dihadapi masyarakat Indonesia hari ini. Oleh
karena agama, yang cenderung dijadikan perdebatan publik, maka ada dua
nomenklatur yang bisa digunakan sebagai paradigma berfikir; pertama, Islam
(baca; syari’ah Islam) menjadi alat dominan untuk mengatur ruang publik,
sehingga ada dua terminologi yang sering digunakan dalam konteks peraturan
daerah, yakni; Perda yang bernuansa Syari’ah atau Perda Syari’ah

(Qanun/Tagnin). Kedua, asumsi bahwa setiap Perda yang dilandaskan pada nalar
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syari’ah Islam cenderung tidak ramah pada kelompok minoritas, kurang sensitif
pada persoalan Hak Asasi Manusia, dan tidak menerima pada perbedaan, baik itu
secara kebudayaan ataupun persoalan gender di ruang masyarakat.

Eksistensi ajaran Islam serta ragam pandangan ideologis lainnya, memang
sudah menjadi bentukan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Keinginan para
tokoh bangsa untuk menjadikan ajaran Islam sebagai basis ideologis terlihat pada
representasi politik di era awal kemerdekaan, Orde Lama, dan juga Orde Baru. Di
era awal kemerdekaan misalnya, perdebatan politis antara Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Piagam Jakarta mewarnai pemikiran Soekarno, M.
Hatta, M. Natsir, KH. Hasyim Asy’ari, dan para pejuang kemerdekaan lainnya.'

Demikian pula di era-era awal kemerdekaan, Indonesia mulai
merumuskan aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar.
Imbuhan dan usulan untuk memasukkan nalar hukum Islam juga masih kuat.
Beberapa Undang-Undang yang didalamnya mengandung nalar normatifitas
hukum Islam ialah bidang Hukum Perkawinan, bidang Hukum Kewarisan,
Bidang Hukum Perwakafan, dan beberapa contoh-contoh undang-undang lainnya
yang memang dibuat berdasarkan pada bentukan dari figh itu sendiri."’

Senada dengan apa yang terjadi di awal-awal kemerdekaan dan
pembangunan Bangsa Indonesia, Azyumardi Azra menyatakan bahwa ada
fragmentasi politik baru yang melebihi dari sekedar ideological politics —

sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya — menjadi opportunist politics

' Daliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
1999), 34.
" A. Qodri Azizy, Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Islam (Jakarta: Mizan,
2004), 12.
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dan interest politics semata. Maka tidak ayal jika akhir-akhir ini ada fenomena-
fenomena berikut; pertama, adanya partai politik Islam yang menggunakan Islam
sebagai asas menggantikan Pancasila. Kedua, meningkatnya aspirasi di kalangan
Muslim di provinsi dan kabupaten atau kotamadya untuk penerapan hukum
Islam. Ketiga, muncul dan bertahannya kelompok garis keras dan radikal.
Keempat, meningkatnya penggunaan simbol keislaman. Ke/ima, pernah trending-
nya penggunaan istilah figh oleh para kyai NU untuk mempertahankan Gus Dur
sebagai presiden, seperti jihad dan bughat. Keenam, terungkapnya kelompok
radikal dan sel-sel kelompok teroris yang bersembunyi di lingkungan
masyarakat.'”

Fragmentasi yang opurtunis dan mengedepankan kepentingan sesaat,
maka menjadikan pilihan politik dalam lingkup daerah ataupun nasional menjadi
sangat sempit. Para kelompok politisi, harus berupaya untuk membangun jejaring
sosial dan kemasyarakatan yang sudah memiliki kecenderungan ‘diracuni’ dan
sebaliknya merasa terancam pada kelompok-kelompok radikal yang ada di
Indonesia.

Berdasarkan pada fragmentasi dan fenomena tersebut, seakan menjadi
sebuah keniscayaan, jika pemberlakuan Perda Syari’ah akan mendapatkan banyak
pertentangan di masyarakat. Dari itu pula, para politisi memainkan terminologi
hukum yang ada di Perda menjadi kabur (blurred stance). Pun demikian para
akademisi akhirnya membuat dua kategori kerangka berfikir Perda Syari’ah;

antara aturan yang memang memiliki nuansa keagamaan (moral publik, seperti

"2 Azyumardi Azra, “Islam dan Konsep Negara; Pergulatan Politik Indonesia Pasca Soeharto”,
dalam WG Abdul Wahid, dkk (ed), Fikih Kebhinnekaan (Bandung: Mizan, 2015), 117-119.
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larangan alkohol), dan yang berasal dari ajaran-ajaran keagamaan (seperti Perda
Zakat, Infaq dan Shadaqah). Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa wurgen — nir
pertimbangan politik — keberadaan Perda Syari’ah. Benarkah Perda-Perda
Syari’ah yang nuansanya diambil dari produk kajian hukum Islam (baca; figh)
memiliki signifikansi terhadap paradigma yang dibangun di lingkungan
masyarakat? Ataukah sebaliknya, keberadaan Perda Syari’ah menjadi kontra
produktif secara sosiologis di lingkungan masyarakat?

Secara teoritik, Asmuni menyatakan jika keberadaan Perda Syari’ah
bukanlah hukum syari’ah, melainkan sebatas hukum siyasah. la mendasarkan
pemikirannya pada pandangan Ibn Qoyyim al-Jauziyah yang menyatakan hukum
syari’ah memiliki nalar penggalian yang ditafsirkan secara langsung pada nas-nas
yang ada di dalam sumber hukum Islam. Namun sebaliknya, hukum siyasah
pembincangannya murni berhubungan dengan kemaslahatan umum. Ia pun
memberi contoh bagaimana pemberlakuan hukum siyasah di era para sahabat
dengan mengatakan: tercatat pula di dalam sejarah, bahwa Umar bin Abdul Aziz
pernah memerintahkan seorang gubernur (Abu Bakar Ibn Muhammad; Gubernur
Madinah) untuk melakukan kodifikasi terhadap sunnah gauliyah dan sunnah
‘amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian khalifah yang
juga terkenal memiliki kreatifitas tinggi dalam membentuk kebijakan, ‘Umar bin
Khattab membuat banyak terobosan kebijakan hukum di era-era di mana dia

menjabat sebagai pengganti Nabi Muhammad, melalui paradigma hukum yang
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diperbaharui sendiri.”’ Kendati dia sering menyatakan juga bahwa itu adalah
pendapatnya sebagai seorang pemimpin.'*

Dalam konteks ini, Asmuni ingin menegaskan bahwa ‘memaksakan’
sebuah daerah mengatur mendasarkan pada paradigma agama, kemudian diclaim
sebagai bagian dari menjalankan agama Islam tidaklah benar adanya. Sebab,
aturan syari’ah memiliki ruang lingkup berbeda dengan ruang politik (siyasah).

Secara faktual, PPIM UIN Syarif Hidayatullah, The Wahid Institute, dan
beberapa Non-Government Organization (NGO) lainnya juga sangat concern
untuk melakukan survey terkait fenomena-fenomena perumusan Perda bernuansa
Syari’ah atau Perda Syari’ah. Dari pelbagai hasil survey tersebut, penulis ingin
menyatakan bahwa ada ambivalensi respon masyarakat terhadap keberadaan
Perda Syari’ah di Indonesia. Pada awal 2001, komposisi dan keinginan untuk
menyelenggarakan negara Islam di Indonesia sangatlah minim. Namun, beberapa
tahun berjalan, sekitar tahun 2004-2005 ada laporan di beberapa daerah
pemberlakuan syari’ah yang efektif memberikan dampak terhadap daerah untuk
memberlakukan hal yang serupa. Dikala dinamika politik berubah pasca
reformasi, serta kontestasi keagamaan di ruang publik menjadi lebih terbuka,

paradigma masyarakat berdasar survey pun mulai berubah, misalnya keinginan

" Model ijtihad Umar ini, dalam bahasa Ahmad al-Raisini menyebutnya sebagai respon
pemahaman nas al-shari’ah dengan model pemahaman yang berorientasi masiahah (al-fahm al-
maslahiy) dan model penerapan yang juga berorientasi maslahah (al-tatbiq al-maslahiy).
LihatAhmad al-Raisuni, a/~-Fikr al-Magqasidi (Maroko: Dar al-Baida, 1999).

'* Asmuni, “Menimbang Signifikansi Perda Syari’at Islam; Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih”
dalam Jurnal al Mawardi, Vol XVI No 2 Tahun 2006, 180.
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untuk menjadikan Islam sebagai sistem kenegaraan merupakan sebuah cita-cita
yang terpendam.'”

Bahkan, kalau penulis boleh memberikan penilaian, terhadap beberapa
survey yang dirangkum tersebut, perumusan instrumentatif akan menjadi sangat
menentukan bagaimana persepsi masyarakat itu dibentuk. Artinya, pemberlakuan
Perda Syari’ah di daerah sangat bergantung pada pola komunikasi politik
terhadap masyarakatnya. Bisa saja, mereka tidak memahami apa yang dimaksud
dengan Perda Syari’ah yang disusun pada instrument riset oleh para peneliti.
Sehingga, ketika diberikan contoh mereka memberikan respon terhadap beberapa
Perda, yang semestinya tidak masuk pada kategori Perda Syari’ah.

Sebagaimana telah diketahui juga, bahwa Perda-Perda Syari’ah umumnya
diinstrumentasikan kepada beberapa pendefinisi, semisal; Rumadi menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan Perda Syari’ah bisa dikategorikan menjadi tiga hal
penting; pertama, Perda-Perda yang berhubungan dengan moralitas umum,
misalnya masalah perzinahan dan anti-kemaksiatan. Kedua, berkaitan dengan
mode berpakaian atau fashion. Ketiga, perda-perda yang berhubungan dengan
keterampilan beragama.'®

Dani Muhtada memberikan beberapa tambahan terhadap kategori yang
dipakai oleh Rumadi, sebagaimana kutipan berikut:

Saya mendefinisikan Perda Syari’ah sebagai “setiap peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak
langsung terkait, atau setidak-tidaknya dianggap terkait, dengan hukum

' Ahmad Norma Permata, Perda Syari’ah Islam, Rekayasa Institusional, dan Masa Depan
Demokrasi (makalah di academia.edu.) diakses pada 23 Maret 2018.

' Rumadi, “Perda Syari’ah Islam: Jalan Menuju Negara Islam”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar
Edisi No. 20 Tahun 2006, 4.
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atau norma-norma kelslaman”...Data yang saya miliki menunjukkan ada
tujuh kategori Perda Syari’ah di Indonesia. Perfama, perda-perda yang
terkait dengan moralitas. Ini meliputi perda-perda tentang pelarangan
minuman keras, prostitusi, atau perjudian. Kedua, perda-perda yang
terkait dengan kebijakan zakat, infaq, dan shadaqah. Ketiga, perda-perda
yang terkait dengan pendidikan Islam. Keempat, perda-perda yang terkait
dengan pengembangan ekonomi Islam. Kelima, perda-perda tentang
keimanan seorang Muslim. Ini termasuk peraturan tentang larangan
kegiatan Ahmadiyah atau sekte-sekte Muslim yang dianggap sesat
lainnya. Keenam, perda-perda tentang busana Muslim, termasuk
kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan. Ketujuh, Perda-Perda
Syari’ah dalam kategori lain-lain. Perda perda dalam kategori ini
misalnya perda tentang masjid agung, pelayanan haji, dan penyambutan
Ramadlan.”"’

Selain model penggunaan instrumentasi di atas, ada pula yang melakukan
proses survey yang didasarkan pada kesadaran holistik. Artinya, ada pendekatan
grounded-phenomenon yang digunakan di dalam survei, tidak sekedar
menanyakan terhadap kasus demi kasus yang ada di daerah tertentu, dengan
Perda yang sudah dirumuskan, lalu diasumsikan sebagai Perda Syari’ah. Salah
satunya adalah yang dilakukan oleh Thsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani. Frame
yang dipakai pada survey ini dimulai dari down-breaking terhadap konflik
ideologis antara Islam dan Nasionalis di Indonesia, kecenderungan umat Islam
terhadap pilihan dua ideologi tersebut, bagaimana pandangan kelompok
masyarakat terhadap Perda Syari’ah sesuai dengan kategori-kategori yang
deskriminatif; baik itu dari skala gender, agama, penganut aliran tertentu, hingga

sisi lainnya sesuai dengan Perda yang dijalankan di daerah tersebut, terakhir

' Ditinjau dari kategorisasi Perda Syari’ah, dari 422 perda tersebut, sebanyak 170 (40%) perda
berisi tentang moralitas, 62 (15%) perda mengatur soal zakat, 59 (14%) perda terkait dengan
keimanan Islam, 39 (9%) perda terkait dengan keuangan Islam, 27 (6%) perda terkait dengan
pendidikan Islam, 25 (6%) perda terkait dengan busana Muslim, serta 40 (10%) perda terkait
dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas. Lihat Dani Muhtadha, Perda Syari’ah di
Indonesia; Penyebaran Problem dan Tantangannya (Makalah Dies Natalies Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang, 2014).
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barulah mereka ditanya tentang kata mufakat atau tidak terhadap Perda
tersebut.'®

Yang unik mungkin dari hasil penelitian dan advokasi yang dilakukan
oleh Thsan dan Saiful Mujani adalah terkait Kab. Jember. Di dalam laporannya
disebutkan bahwa

“Survei yang dilakukan di Jember menunjukkan bahwa persepsi mengenai
bentuk negara cukup jelas. Hampir semua responden menjawab Indonesia
bukan negara Islam. Kendati mayoritas penduduk memeluk agama Islam,
tetapi ternyata ini tidak cukup menjadi alasan bagi mereka untuk
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Lebih jauh, sebagian
besar responden mengatakan UUD tidak menyebutkan Islam sebagai
dasar negara. Kecenderungan ini tidak terlalu banyak berubah dalam dua
survei, dari 76% menjadi 72%. Kecenderungan yang mengatakan bahwa
UUD 45 secara implisit menyebut Islam sebagai dasar negara semakin
menurun. Pada survei kedua tak ada responden yang mengatakan UUD 45
secara implisit menyebut Islam sebagai dasar negara. Dukungan terhadap
konstitusi cukup konsisten ketika responden diajukan pertanyaan apakah
mereka setuju jika aturan-aturan pemerintah yang didasarkan kepada
ajaran Islam diterapkan di Indonesia. Hanya ada 24,0% (2007) dan 36%
(2008) yang menyatakan setuju. Sementara yang menolak sebesar 68,0%
(2007) dan 64% (2008). Tidak ada perubahan yang cukup berarti pada
survei pertama dan kedua. Yang benar-benar berubah adalah mereka yang
awalnya tidak menjawab (8,0%) pada survei pertama kemudian
memberikan jawaban setuju pada survei kedua.”"”

Kendati secara ideologis, representasi masyarakat Jember sangat
konsisten, namun bukan berarti mereka alergi terhadap Perda yang di dalamnya
memiliki nafas keagamaan atau keislaman. Hal ini terpotret bahwa 87%
responden menyatakan bahwa tidak mesti aturan yang dirumuskan berdasarkan

hukum Islam memiliki nilai diskrimintatif terhadap kelompok lainnya. Maka

tidak salah pula, apabila masyarakat Jember menyatakan kalau Perda terkait

'8 Lihat hasil survei lengkap Ihsan Ali Fauzi & Saiful Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil; Studi
dan Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah (Jakarta: Nalar, 2009), 12.
19 1.

Ibid, 87.
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pelacuran perlu diatur menggunakan Perda dengan angka 67-70 %, tapi
masyarakat juga tidak sepakat jika ada Perda yang mempermudah aparat untuk
menangkap orang yang sekedar dicurigai sebagai pelacur, dengan angka cukup
signifikan yakni 64-87 % responden.”’

Terlepas dari paparan-paparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa
faktor politik; baik melalui ideologi partai atau aktor politik, menjadi penentu
terhadap keberadaan Perda Syari’ah di Indonesia. Penulis tidak banyak
menemukan pemaparan perumusan Perda Syari’ah sebagai bentuk aspirasi
masyarakat umum. Kendati pun ada, secara faktual, penulis ingin memberikan
pembenaran terhadap pandangan Azyumardi Azra dan peneliti lainnya, bahwa di
masyarakat ada mobilisasi untuk mendesak pemerintah merumuskan politik
keberpihakan pada kelompok mayoritas.

Hal lain juga, penulis tidak banyak menemukan kajian mendalam dari
sisi dinamika Perda Syari’ah yang dirumuskan di Indonesia. Artinya, penulis
pada posisi ini, tidak bisa menilai apakah beragam Perda yang dipaparkan oleh
para peneliti, surveyor, dan akademisi di atas, sudah menjalani proses asistensi
dari provinsi atau Kemendagri, atau sudah disahkan sebagai Produk Paripurna
sehingga sudah diundangkan serta mendapatkan nomer register Perundang-

Undangan sebagai lampiran negara.

20 Ibid, 89.
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B. Nalar Istinbat Hukum Islam

1. Pengertian Istinbat Hukum Islam

Secara etimologis, kata instinbat bermakna mengeluarkan atau menetapkan
(istakhraja al-“ain min al-ma’).*' Secara terminologis, bagi penulis, kata instinbat
— dalam sisi operasionalisasi — dalam disiplin hukum Islam ataupun dimensi
lainnya, tak ubahnya kalimat yang sangat umum, yang mencakup semua proses
perumusan, metode, dan pengambilan konklusi dari sumber-sumber hukum Islam.
Bahkan, Abdullah Umar dkk, mengindikasikan pendefinisian instinbat al-hukm
ini sama dengan ilmu Usul Figh, yakni sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana
proses pengambilan faidah lafziyyah atau ma’nawiyah yang terkandung di dalam
al-Qur’an dan Hadith ataupun sumber-sumber hukum lain yang mengandalkan
pada produk pemikiran manusia itu sendiri; baik secara individu (giyas) ataupun
berkelompok (ijma’).”

Dalam beberapa kitab Usul Figh juga disebutkan bahwa instinbat

hukum Islam adalah mengeluarkan atau menetapkan apa yang di dalam ungkapan

w _ 0o & ,,’&, .5? (e a}i ,,/o 2 (- % W
al-Jurjani “A-’)ﬁn 5999 gﬁﬂ\ -19_)3-‘ g)"}"—‘j\ R 4;,'@‘ G\)é-)“\. Dalam

bahasa yang lebih sederhana, instinbat adalah “mengeluarkan makna-makna dari
sebuah teks (al-Qur’an dan Hadith) dengan mengerahkan segenap kemampuan

atau kekuatan potensi kesadaran nalar yang dimiliki.”*

2! Abdullah Sulaiman, Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pedoman
Jaya, 1996), 50.

2 Abd al-Wahhab Khallaf, Zimu Usul al-Figh (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968),
30.

2 ALl bin Muhamad Al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat (Singapura: al-Haramayn, t.th.), 146.
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Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa instinbat adalah proses
operasional dalam memungut atau mengeluarkan sesuatu dari dalam kandungan
lafal, yang secara mendalam sekaligus tertuju pada makna daripada lafal tersebut,
melalui paradigma penggunaan nalar atau pemahaman manusia terhadap hukum
tersebut. Dia melanjutkan, demikian halnya dengan /nstinbat hukum Islam
diharuskan merujuk pada dua sumber utama, yakni al-Qur’an dan Hadith; baik
langsung atau tidak langsung, baik diungkapkan secara mansus (tertera dalam
teks) ataupun tidak.>*

Selain pendefinisian di atas, dalam proses penelitian penulis, sudah
tidak ada lagi pendefinisian terpisah terkait terminologi instinbat hukum Islam.
Para pengkaji hukum Islam terfokus pada makna generatif instinbat itu sendiri.
Artinya, istilah instinbat hukum Islam adalah proses penggalian hukum dalam
bingkai ilmu Usul Figh, Figh, dan proses ijtihad para ulama’ pasca masa Nabi
Muhammad dan para sahabat. Malahan, ada beberapa akademisi yang
menyamakan sisi pemaknaan instinbat sebagai ijtihad. Sehingga, syarat-syarat
yang dipakai terkait orang atau kelompok yang bisa melakukan proses
penggalian hukum Islam, sama halnya dengan syarat ijtihad itu sendiri. Padahal,
kalau menelisik dari ilmu Usul Figh, ijtihad merupakan salah satu proses metode
instinbat itu sendiri, selain dari proses pemaknaan sumber-sumber hukum Islam
yang dilakukan oleh para mujtahid sebelumnya. Kendati, ketidak pantasan
penyamaan ijtihad dengan instinbat ini, kemudian diklasifikasi bahwa ada dua

macam ijtihad; pertama, ijtihad yang digantungkan pada pandangan sebelumnya.

** Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985), 115.
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Kedua, ijtihad yang memang berdiri sendiri sebagai bagian dari 7instinbat hukum
Islam, karena belum ada produk ijtihad sebelumnya.”

Dua terminologi lain, selain ijtihad, yang bisa jadi mengkaburkan
posisi pemaknaan 7stinbat, yakni; istigra’ dan istidlal. Kata istigra’ (penelitian
secara sungguh-sungguh terhadap hukum Islam).*® Bagi sebagian kalangan
mungkin beda jauh dengan proses penggalian hukum, yang pastinya,
menghasilkan hukum Islam. Tidak demikian dengan istidlal (penggalian dalil).
Terminologi ini bisa saja memiliki makna serupa, apabila proses penggaliannya
didasari pada prosedur yang dipakai dalam perangkat penggalian hukum Islam,
atau dilandaskan pada berbagai bentuk-bentuk koridor hukum Islam yang diakui
oleh para ulama’ figh. Misalnya, mereka mendalilkan sebuah keadaan atau
fenomena tertentu pada sumber hukum Islam (al-Qur’an dan Hadith) secara
lafziyyah (zahir) yang ada di dalam al- Qur’an atau Hadith. Oleh karena itu, di
dalam kategori istinbat, maka bentuknya dibagi menjadi dua macam; dengan
pelbagai bentuk-bentuk produk prosedur yang ada dan berkembang hingga hari
ini.

Pada kesimpulannya, istinbat hukum Islam — dalam pandangan
penulis — merupakan sebuah proses yang sangat beragam dan luas; tidak sekedar
terbatas pada prosedur yang ditentukan oleh ulama’ figh pada sisi Z7jtihady
semata. Proses dan prosedur istinbat hukum bisa dijalankan melalui penggalian

pada nas-nas al-Qur’an yang secara zahir mengandung hukum Islam, atau

> Muhammad bin Husain Bin Hasan al-Jizani, Maalim Usul al-Figh (Madinah: Abu Muhammad
al-Najdi, 1427), 464.

% Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, a/-Muwatfagat i Usil al-Shari’ah, jilid 2 (Bairut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 5.
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penggalian terhadap produk-produk ijtihad individu atau ijma’ atau bisa jadi juga
proses pemufakatan bersama berdasarkan pada koridor-koridor hukum Islam
yang disepakati oleh para ulama’ pasca risalah kenabian. Penambahan
pendefinisian terakhir ini sedikit penting, sebab pada perkembangannya —
sebagaimana yang akan penulis paparkan di akhir sub-bahasan ini — cara atau
operasionalisasi penggalian hukum (istinbat al-hukmi) berkembang berdasarkan
perubahan zaman. Bahkan tidak hanya produk hukum Islam yang berkembang,
metode-metode istinbat pun dimodifikasi agar bisa menjawab pertanyaan-
pertanyaan kontemporer, yang belum terfikirkan oleh para ulama’ figh
sebelumnya.
2. Bentuk Istinbat Hukum Islam

Terlepas dari komponen definitif yang akan berkembang di atas, penulis
ingin memaparkan lebih dulu bagaimana para ulama’ klasik melakukan
penggalian hukum Islam. Secara garis besar, di dalam kitab-kitab Usul Figh,
penggalian hukum Islam dibagi menjadi dua bentuk, yakni: metode istinbat
lafziyyah dan metode istinbat ma’nawiyah.

a. Istinbat Lafziyyah

Para ulama’ figh menyatakan bahwa penggalian hukum secara lafal
bermakna bahwa produk hukum ini dihasilkan dengan cara melihat arti yang
dikandung pada sumber hukum Islam tersebut; apakah itu di dalam al-Qur’an
ataupun Hadith, sebagai dua sumber utama yang diyakini oleh umat Islam.”’

Pada sistem metode seperti ini, maka pemahaman terhadap bahasa dan sisi

" Ibid, 9.
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gramatikal makna bahasa Arab — sebagai bahasa al-Qur’an dan Hadith — akan
sangat banyak membantu para ulama’ figh dalam proses penggalian hukum
Islam.” Dalam konteks ini pula ada dua polarisasi penggalian hukum melalui
kandungan arti pada sebuah lafal:

1) Al-lafaz al-wuduh al-ma’na

Penerjemahan paling gampang mengenai konsep ini ialah sebuah lafal
(kata) di dalam al-Qur’an yang memiliki makna (hukum) secara langsung atau
tidak langsung. Selain itu, makna dari kata tersebut pula, memiliki kandungan
hukum yang tidak memerlukan penjelasan ulang atau kendati masih
membutuhkan penjelasan, tidak mewajibkan ta’wi/ (penggeseran dari makna asal
ayat atau hadith tersebut).”” Dalam konsep ini, para ahli figh memberikan empat

istilah sebagaimana tabel berikut ini:

Klasifikasi | Pengertian Contoh

Al-zahir Sebuah kata yang | Surat al-Baqarah (2) ayat
menunjukkan maksud | 275 tentang kehalalan jual

dalam bentuk itu sendiri, | beli dan keharaman riba.

tanpa membutuhkan | Kata “halal” dan ‘“haram”
pemaknaan lain dari luar | tidak membutuhkan
makna teks tersebut. pemaknaan yang berbeda

dari maksud yang

terkandung di dalamnya.

Al-Nas Sebuah  teks/keseluruh | Contoh yang disampaikan

statement yang | ulama’ figh biasanya sama

2 bid., 9.
* Imam Abu Zahrah, Usul Figh, 166.
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menunjukkan maksud
dalam bentuk itu sendiri
tanpa harus ada
penakwilan di dalamnya.
Perbedaan al-zahir
dengan a/-nas adalah pada
sisi parsialitas kata atau
teks secara holistik. Oleh
karena itu, para ulama’
figh menyatakan apabila
ada perbedaan antara al-
zahir dengan al-nas, maka
al-nas-lah yang
didahulukan. Sebab, al-
nas membicarakan
keseluruhan statement of
text, bukan  sekedar
pemaknaan implicit dari

sebuah kata.

dengan al-zahir.

Semisal al-Baqarah (2) 275

konsep

yang menjelaskan tentang

halalnya jual beli dan

haramnya riba. Namun, jika

seseorang ingin menelisik

ayat ini dari sudut al-nas,
maka pemaknaannya adalah

pada maksud pembedaan

antara kedua konsep

transaksi tersebut. bukan

sekedar pada kata yang

dikandungnya. Konsepsi

tekstual dari ayat tersebut

dijelaskan sebagai bentuk

sanggahan al Qur’an

terhadap  mereka

yang

menganggap sama antara
jual beli dan riba dalam

hukum Islam.

Al-

Mufassar

Sebuah teks/kata yang
jelas dan bahkan menjadi
penjelas terhadap
konsuekwensi hukum

bagi  seseorang yang

dijelaskan secara rigid
tanpa memerlukan takwil.
Dalam kontestasi dengan

dua konsep sebelumnya,

lataz  mufassar  lebih

Seperti yang ada di QS al-
Nur (24) ayat 4 tentang

mereka yang menuduh zina.

Di dalam ayat ini ada
konsekwensi bilangan
terhadap sanksi bagi yang

tertuduh, sekaligus ada

hukum imbal balik, jika

yang menuduh tidak bisa

memberikan pembuktian
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dimenangkan

dibandingkan zahir
ataupun  nas,  sebab
terkadang ada  fungsi
mubayyan  (penjelasan)

dari nas yang dianggap
masih ambigu
penjelasannya oleh para

ulama’ figh.

sesuai aturan yang ada
melalui bilangan yang juga
ditentukan jumlahnya.

Sedangkan ayat yang
menjadi penjelas dari jumlah
diyat bagi yang melanggar
aturan saksi dalam tuduhan
itu,

zina diungkapkan di

dalam QS. al-Nur ayat 92

Al-
Muhkam

Lafaz yang tidak lagi
membutuhkan penjelasan
apapun karena
mengandung konsekuensi
Serta,

hukum  wsuli.

dipaparkan secara jelas

bentuk perilaku yang
wajib/dilarang untuk
dilaksanakan di dalam

satu rentetan ayat. Dalam
konsep ini, para ulama’
figh pun membaginya
menjadi dua bentuk; dia
dan

berdiri sendiri

berfungsi untuk
menjelaskan di dalam /afz

al-Qur’an yang lainnya.

Contoh dari /afaz ini ialah

aturan hukum terkait
keimanan kepada Allah,
Kitab, Malaikat, dan sisi

hukum wsuli lainnya.
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2) Al-lafaz ghaira al-wuduh al ma’'na

Jika di atas, penekanan pada lafal- lafal yang mengandung makna
jelas dan terperinci di dalam al-Qur’an dan hadith, pembahasan kali ini ialah hal
sebaliknya. Lafal-lafal di dalam al-Qur’an atas Hadith tidak menekankan maksud
hukum yang rigid dan mono-tafsir. Lafal-lafal tersebut membutuhkan beberapa
penjelasan serta penafsiran oleh ahli bahasa di dalam pemaknaannya. Dalam
konteks ini, ulama’ figh membagi kelompok lafalnya menjadi empat bentuk; a/-
khafi (samar), al-mushkil, al-mujmal, dan al-mutashabih.

Makna dari al-khafi, dalam A. Wahab Khallaf, adalah lafal yang dari
segi penunjukannya pada makna ialah jelas. Namun, ketidak jelasan timbul pada
sisi penerapan pengetian lafal tersebut pada kasus tertentu. Artinya,
ketidakjelasan tidak berkesesuaian secara mutlak terhadap kasus yang akan
dihukumi berdasarkan lafal tersebut. Bisa jadi pula, makna satu lafal tersebut
pada posisi yang jelas, namun di pihak yang lain memiliki kesamaan dengan lafal
lainnya. Abdul Wahab Khallaf memberikan contoh seperti kata a/- sarig (3, )
dalam al-Maidah (5) ayat 38. Lafal ini — secara ma’nawi — memiliki satu makna
yakni pencuri barang-barang berharga dari tempat yang disimpan. Tapi,
persoalan muncul dengan munculnya beberapa kasus di lapangan yang tidak
sepadan dengan makna keseluruhan lafal tersebut, misalnya para pencopet dan
pencuri barang-barang yang ada di kuburan (seperti tradisi yang berkembang di

Arab).*

3% Abd al-Wahhab Khallaf, Zmu Usil al-Figh, 78.
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Adapun kata mushkil ialah lafal yang memiliki ketidakjelasan
(samar) secara makna, disebabkan oleh lafal itu sendiri. Para ulama’ figh
menyebut /afaz mushtarak (yang memiliki kandungan makna beragam) adalah
bagian dari pembagian ini. Maka dari itu, makna mushkil juga bisa diartikan
sebagai ketidakjelasan sebab adanya pertentangan antara apa yang dipahami
dalam satu nas dengan apa yang dipahami dari nas lainnya.”' Untuk memaknai
lafal dalam bentuk ini dibutuhkan petunjuk dari teks di luar ayat, sehingga apa
yang dimaksudkan bisa ditampilkan secara benar. Misalnya, lafal quru’ dalam
Surat al-Baqarah (2) ayat 228. Kata ini dianggap tidak jelas, karena memiliki dua
makan yakni “suci’ dan “haid”. Fase antara “suci” dan “haid” seorang perempuan
berada pada masa yang berbeda. Maka dari itu, perlu penjelas lain yang bisa
menguatkan ayat tersebut. Sebagaimana diketahui, para ulama’ kemudian
memaknai quru’sebagai haid berdasarkan pada hadith Ibnu Umar yang berbunyi:
“Talaq bagi hamba sahaya itu dua kali dan iddahnya dua kali haid”.**

Sedang kata mujmal pada bagian pembahasan ini bermakna samar,
atau lafal yang arti sebenarnya dipindah atau ditransformasikan pada makna
syara’ seperti shalat, zakat, dan haji. Termasuk lafal ini juga adalah /afaz gharib
(asing), lafal yang dengan sighatnya tidak menunjukkan pada pengertian yang
dikehendaki olehnya, dan tidak pula ada indikator lafal atau keadaan yang
menjelaskannya. Sebab kesamaran yang bersifat /afzi, bukan bersifat arady, maka
dibutuhkan proses penjelasan melalui bantuan dari luar teks tersebut. Contoh dari

lafal ini seperi ayat-ayat tentang shalat. Ayat-ayat tersebut tidak dipaparkan

3 bid., 80.
32 Tbid.
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detail bagaimana keadaan shalat itu sendiri. Bahkan yang diketahui oleh
masyarakat, shalat sudah berubah dari sekedar makna do’a menjadi perilaku
beraturan dari takbir hingga salam. Maka dari itu, untuk memaknai kata shalat
yang ada di dalam al-Qur’an membutuhkan hadith qauliy atau f£i’li yang
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian halnya dengan ayat-ayat
tentang haji dan /afaz shar’iy lainnya.”

Terakhir ialah mutashabih. Lafaz mutashabih ialah lafal yang
petunjuknya memberikan arti yang dimaksud lafal itu sendiri, sehingga tidak ada
di luar lafal yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentangnya dan
syara’ tidak memberikan tentang artinya. Diantara kategori ini ialah /afaz-lafaz
‘harfiyyal’ semisal yasin, sad, gof, dan lafal lainnya. Kesamaran lafal-lafal ini
sebab Allah tidak memberikan penjelasan pada redaksi lafal selanjutnya, ataupun
pada ayat lainnya. Sehingga, pemaknaan pada ayat tersebut hanya dipahami oleh
Shari’. Dalam pandangan ulama’ khalaf, ada juga ayat-ayat yang memiliki
kandungan makna mustahil bagi Allah — secara fi’/iyah atau sifatiyyah. Seperti
Allah bersemayam di dalam a/-‘arsh, Allah memiliki tangan, dan ayat-ayat
lainnya.** Dari ayat-ayat ini pula, para ulama’ seakan mewajibkan ta’wil agar
secara keyakinan tidak merusak makna sebenarnya dimaksud di dalam ilmu
kalam.

3) Lafazdalam perspektif penggunaannya

Para ulama’ Usul Figh membagi kandungan lafal al-Qur’an dan

hadith menjadi dua bentuk; al-hagigah dan al-majaz. Kata al- hagigah bermakna

33 bid., 83.
* bid., 85.
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bahwa lafal yang dipergunakan al-Qur’an tetap pada makna sebenarnya.
Misalnya, al-Qur’an menjabarkan tentang bahasa kata “Kursiy” sebagai makna
asalnya sebagai tempat duduk. Maka, makna tersebut tidak bisa dimaknai lain,
seperti kekuasaan, tahta, dan jabatan seseorang. Pendefinisian seperti ini juga
dijelaskan oleh Ibnu Subki yang menyatakan bahwa al-hagigat adalah lafal yang
digunakan untuk apa lafal itu diperuntukkan pada awalnya.”> Amir Syarifuddin
pun sama, dia mengatakan bahwa /afaz al-hagiqgah yang dimaksud ialah lafal
yang memang secara spesifik diartikan sebagaimana asal-muasal makna.
Penjabaran lebih beragam ketika berhubungan dengan majaz. Para
ulama’ figh terbagi menjadi beberapa bentuk pandangan terkait makna
terminologis kata majaz. Contohnya Ibnu Subki mengatakan bahwa /afaz majaz
adalah kata itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana
yang dikehendaki suatu bahasa; lafal dengan bukan menurut arti sebenarnya itu
dipakai untuk memberikan arti yang dimaksudkan; antara sasaran dari arti lafal
yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam. Kesimpulan sederhananya, /afaz
majaz adalah lafal yang digunakan tidak memiliki cakupan makna yang jelas,
konkrit, atau masih mengandung kemungkinan penafsiran yang berbeda dari sisi
objektivitas makna. Yang penulis maksud objektivitas disini ialah kesesuaian
makna kata dengan bentuk objek yang dibicarakan. Misalnya, al-Qur’an
mengatakan “bertanyalah pada desa itu”. Hal yang dimaksud dengan desa itu

ialah para penduduk desa itu. Sebab, desa bukanlah makhluk yang bisa diajak

3% Amir Syarifudin, Ushul Figih, Jilid 2, Cet. V (Jakatra: Kencana, 2008), 345.
36 1
Ibid., 363.
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untuk berdialog, berbeda dengan para penduduk yang memang hidup di dalam
desa tersebut.”’

Untuk itulah, para ulama’ figh kemudian memberikan dua koridor
penting dalam konteks memaknai lafal tersebut, yakni; mengembalikan tetap
pada makna hakikat yang dikandung dalam lafal tersebut (ma’na al-hagiqah) atau
dengan memalingkan menggunakan pendekatan istid/al (pencarian makna yang
sesuai dengan garinah/objektivitas makna yang disepakati). Selain itu, para
ulama’ Usul Figh juga memberikan pembedaan dua lafal ini sebagaimana berikut:
makna hakikat dapat dipahami secara langsung oleh para pendengarnya,
sementara makna majazi tidak demikian; suatu kata yang bermakna majazi dapat
menerima ferm negatif, sementara pada waktu yang sama, /afaz hakikat tidak;
adanya ketidaklangsungan makna majazi, artinya kata majaz sangat bergantung
pada konteks, sedangkan hakikat tidak; makna hakikat bermakna secara global
sementara majaz berlaku secara parsial; hakikat menerima derivasi makna,
sedangkan majaz tidak; jika teradpat perbedaan antara ferm plural dengan
singular, maka salah satunya adalah majaz, sebuah kata itu hakikat apabila ada
ketergantungan pada makna yang lain, sebaliknya majaz tidak.”®

4) Lafazdari sudut pandang cakupannya

Masih pembahasan terkait lafal-lafal yang ada di dalam al- Qur’an
dan Hadith sebagai sumber hukum Islam yang utama. Para ulama’ Usul Figh juga
memberikan koridor penafsiran hukum melalui cakupan makna yang dikandung

di dalam lafal tersebut. Pada konteks ini, mereka membaginya menjadi dua

37 bid., 370.
¥ Ibid., 375.
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bentuk lain dari lafal al-Qur’an dan Hadith, yakni; mut/ag (keluasan cakupan
makna) dan mugayyad (keterbatasan cakupan makna). Kata mutlag — sebagai
terminologi figh — dimaknai oleh Amir Syarifuddin ialah lafal yang bebas tanpa
ikatan atau pembatasan tertentu. Mut/ag ialah lafal yang memberi petunjuk
terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan terpisah secara
lafzi. Misalnya, kata tangan dalam ayat al- Nisa’: 43.%° Kata ini tidak diberi
batasan apakah separuh atau keseluruhan. Maka dari itu, konsekwensinya, kata
tangan bermakna pada dari telapak hingga pergelangannya. Sebagaimana
cakupan luas dari kata tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan /afaz mugayyad adalah lafal yang
menunjukkan arti yang sebenaranya dengan dibatasi oleh sesuatu hal dari
batasan-batasan tertentu. Bentuk pembatasan (gayyid) oleh para ulama’ dibagi
menjadi empat aspek; pertama, persamaan sebab dan hukum.*® Kedua, sebabnya
berbeda tetapi hukumnya sama.' Ketiga, perbedaan hukum dan sebabnya.*
Keempat, hukum berbeda tapi sebabnya sama.”’ Sebagai salah satu contoh
misalnya, lafal “ragabah”’ yang artinya budak. Lafal ini bentuknya mutl/ag dalam
QS. al-Mujadalah: 3. Namun pada ayat al-Nisa’: 92, ada pensifatan terhadap kata
“raqabal” dengan kata “mu’minal’. Maka ayat pertama yang menjadi seseorang

harus memerdekakan budak adalah karena bersumpah zihar. Sedangkan pada ayat

*Ibid., 375.

“ Ibid., 376.

! Ibid.

* Ibid., 378.

# Sebagaimana dalam Jamaluddin Muhammad Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 9 (Mesir: Dar al-
Misriyat, t.th.,), 287.
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kedua karena membunuh tidak sengaja. Jadi, konsepsi hukumnya berbeda karena
memiliki perbedaan sebab, tapi hukumnya sama.

5) Lafazdari sighat (bentuk gramatikal)

Pada bagian ini, ulama’ Usul pun membaginya menjadi dua bentuk
lafal yang berseberangan makna, yaitu; amr (perintah) dan nahi (larangan). Dua
bentuk gramatikal ini dalam konteks hukum memiliki konsekwensi yang sangat
tegas. Bagi sebagian kalangan ulama’ Usul, kata amar yang bermakna perintah
memiliki gaya redaksi yang tegas dan berkonsekwensi wajibnya melaksanakan
objek (yang diperintahkan) di dalam redaksi ayat tersebut. Khudhari Bik
menyatakan bahwa gaya redaksi amar di dalam al-Qur’an akan berimplikasi
pada; perintah tegas dengan menggunakan kata amara (perintah wajib); perintah
dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang yang
diajak bicara dengan menggunakan kata kutiba; pemberitahuan bahwa pekerjaan
itu wajib atas semua manusia atau pada kelompok yang khusus saja; menuntut
dengan bentuk fi7/ amar atau mudari’ yang disertai dengan Jam,**
mengungkapkan dengan kata farada; menyebutkan perbuatan sebagai pembalasan
bagi syarat dan ini tidak ‘am; menyebutkan perbuatan disertai dengan lafal
kabaikan; menyebutkan perbuatan dengan janji; mensifatan perbuatan itu baik
atau dihubungkan dengan kebaikan.®

Sebaliknya, kata nahi bermakna larangan, meskipun bagi al- Ghazali

dan al-Amidi tidak semua kata nahi memiliki konsekwensi keharaman. Bagi

* A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Figh: Metodologi Hukum Islam, Ed. 1, Cet. I (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2000), 270.

* Khudari Bik, Tarjamah Tarikh al- Tashri’ al-Islami: Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Terj.
Mohammad Zuhri (Indonesia: Darul Thya, t.th.), 54-61.
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keduanya sedikitnya ada tujuh makna terkait nahi yang ditampilkan dalam
sebuah ayat dalam al-Qur’an, yaitu; tahrim, al-karahah, al-du’a, al-irshad
(petunjuk), al-tagbih (teguran), tais (putus asa), dan menjelaskan adanya sebab
akibat.*® Secara redaksional kata nahi di dalam al-Qur’an bisa berbentuk; kata
nahyuitu sendiri; larangan dengan menjelaskan bahwa perbuatan itu diharamkan;
adanya redaksi tidak halal; bentuk larangan dengan £i’7/ mudari’ yang didahului
la nahi; meniadakan kebaikan dari suatu perbuatan;, meniadakan perbuatan;
menyebutkan berbuatan dengan kata dosa di dalamnya; menyebutkan perbuatan
dengan ancaman bagi yang melaksanakan; mensifati perbuatan dengan dampak
buruk di kemudian hari."’

6) Lafaz dari sudut pandang istidlal (penggunaan sebagai dalil

Hukum Islam)

Terakhir adalah lafal yang kemudian bisa dijadikan sebagai dalil-
dalil di dalam proses pembentukan hukum Islam. Dalam konteks ini ada empat
pembagian sebagaimana penjelasan berikut:

a) Dilalah Ibarah. Kata ini bermakna bahwa makna yang dipakai
dari lafal, baik lafal tersebut berupa zahir ataupun nas,
mufhkam maupun tidak. Jadi, kata dilalah ibarah hanya
bersumber dari proses bagaimana seseorang memahami dan
mengartikan lafal tersebut sesuai dengan makna yang

terkandung di dalamnya sebagai bentuk pengetahuan yang

* Saifuddin al-Amidi, A/-lhkam £7 Usil al-Ahkam (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 56.
dan lihat Al-Ghazali, A/-Mustashfa fi ‘lim al-Usul (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 96.
47 1

Ibid.
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mengikat. Makna 7barah adalah arti yang dimaksudkan dari

susunan kalimatnya, sedangkan nas disusun untuk menjelaskan

dan menetapkannya, yakni makna literal bagi nas.*

b) Dilalah Isharah. Dilalah ini bermakna bahwa pengetian yang
tidak segera dapat dipahami dari lafalnya dan tidak
dimaksudkan oleh susunan kata yang terangkai. Akan tetapi
hanya makna lazim dari makna yang segera dapat dipahamai
dari kata tersebut. Atas dasar inilah pemahamannya adalah
dari isharahpada nas, bukan dari ibaratnya.*

¢) Dalalah al-Nas, Petunjuk nas ini adalah pengertian yang dapat
dipahami dari jiwa nas dan rasionalnya. Jika mnas itu
menunjukkan pada pada hukum suatu kejadian maka kemudian
didapati kejadinya yang sama, secara otomatis “7//at dalam nas
tersebut bisa berlaku sama dengan bentuk perilaku yang
didapatinya.”

d) Dalalah igtida’ atau dikenal dengan istilah kehendak nas.
Konsep ini bermakna bahwa pengetian yang digali tidak
mudah untuk dipahami kecuali dengan memperkirakan adanya

kandungan makna lain yang disebutkan di dalam kalimat

tersebut. Jadi, penjelasan terhadap nas atau /afaz tersebut

* Amir Syarifudin, Ushul Figih, Jilid 2, 135.
* bid., 136.
* Ibid., 136.
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membutuhkan penggambaran garinah yang lebih tampak,
sehingga para ulama’ bisa memahaminya dengan seksama.’'
Betapapun proses penggalian hukum Islam dari sumber al- Qur’an dan
Hadith ini berdasarkan pada makna lafal yang ada; baik itu jelas secara makna,
kandungan, dan proses istidlalya, ataupun sebaliknya. Metode istinbat ini
bukalahlah satu-satunya cara atau jalan pada proses penentuan hukum Islam.
Kerangka metodik ini berkembang sesuai dengan persoalan-persoalan hukum
yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. Maka dari itu, pasca wafatnya Nabi
Muhammad SAW, sebagai otoritas tunggal yang bisa memaknai, sekaligus
memberikan penjelasan langsung akan makna ayat al- Qur’an, para ulama’ Usul
menawarkan metode yang tidak sekedar pada lafal, melainkan juga pada sisi
lainnya, dimana corak dan produk berfikir manusia (baca; kebudayaan atau
peradaban manusia) memiliki pengaruh yang kuat. Di dalam figh metode istinbat
ini disebut sebagai instinbat ma’nawi.
b. Istinbat Ma’nawiyah
Istinbat ma’nawi, bagi Penulis, memiliki dua perbedaan penting terhadap
istinbat lafzi, pertama, istinbat ini bermuara dari beberapa kasus-kasus
sosiologis, dimana teks (lafal) dianggap oleh sebagian ulama’ tidak memberikan
panduan yang jelas terhadap posisi hukum fenomena tersebut. Kedua,
sebagaimana banyak didefinisikan oleh ulama’ Usul figh, isntinbat ma’nawi
bermuara pada teks, namun lebih cenderung pada pengambilan makna substantif

dibandingkan normatif, menggunakan pendekatan atau prosedur yang disepakati

S Ibid., 137.
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oleh para ulama’. Misalnya, dalam kategori ini ialah 7jma’ (sebagai proses
perumusan hukum, bukan posisi sumber atau produk konsensus hukum Islam
yang dilakukan oleh para ulama’) atau yang lebih individual yakni menggunakan
pendekatan giyas (penganalogian hukum sebuah fenomena pada teks yang ada di
dalam al-Qur’an atau Hadith). Untuk lebih jelasnya, penulis akan
menggambarkan beberapa metode istinbat hukum selain yang terfokus pada teks
sebagaimana berikut:

1) Qiyas

Metode giyas sebagai proses penggalian hukum Islam, dikodifikasi
dan dipopulerkan oleh Imam al-Shafii.’> Menurut Ulama’ Shafi’iyyah, giyas
adalah membawa hukum yang belum diketahui atau dipahami, atau bisa juga,
belum ditentukan hukumnya di dalam al-Qur’an dan Hadith, lalu dianalogikan
dengan hukum yang sudah ada dengan cara menyamakan sisi sifat ataupun %//at
hukumnya.” Oleh karena bukan produk hukum pertama, atau hanya sekedar
menganalogikan dengan produk-produk tekstual sebelumnya, maka ulama’ Usul
Figh menyatakan bahwa g¢iyas merupakan penetapan hukum Islam terhadap
kasus-kasus yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya (a/-kashf wa-al izhar
li al-hukm).>* Untuk itulah, metode ini bisa dilakukan memiliki beberapa rukun

giyas, sebagaimana berikut:

> Dalam konteks ini penulis tidak menganggap bahwa giyas dimulai oleh Imam Shafi’i saja.
Namun, para ulama’ Usul Figh seakan bersepakat bahwa giyas sebagai metode istinbat menjadi
pilar utama surat (risalah) Imam Shafi’i terhadap raja yang sering memintainya pendapat terkait
hukum Islam; dimana persoalan-persoalan yang dipertanyakan tidak memiliki sisi ketegasan
secara literal di dalam al-Qur’an ataupun Hadith Nabi Muhammad SAW.
zi Muhammad Abu Zahrah, Usul Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 178.

Ibid. , 178.
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a) Al-asl (wadah hukum yang ditetapkan melalui nas atau ijma’
atau hukum awal bagi kasus yang memiliki kemiripan terhadap
kasus yang belum ditetapkan produk hukumnya).”

b) Al-Far’u(kasus yang akan ditentukan hukumnya)56

c) “Illah (motivasi atau alasan adanya hukum)’’

d) Hukm al-Asl (produk nas atau ijma’ ulama’ pada kasus hukum
yang pertama).58

Penggunaan metode ¢iyas sebagai salah satu cara penggalian hukum
Islam, dianggap oleh para ulama’ Usul Figh yang paling kompatibel
dibandingkan produk-produk metodik lainnya, yang hadir pasca beragamnya
dinamika hukum yang ada di masyarakat. Dalam pandangan penulis sendiri, cara
pandang penganalogian yang dipakai di dalam g¢iyas tidak akan pernah
bertentangan dengan nafas yang dikandung dalam teks al-Qur’an ataupun Hadith
Nabi Muhammad SAW. Qiyas hadir menjadi upaya untuk mencari kesamaan
‘illat daripada hukum yang sudah dibentuk sebelumnya. Problemnya adalah
bagaimana jika kejadian tersebut benar-benar baru dan belum pernah terjadi
sebelumnya? apakah giyas masih bisa dipergunakan untuk mejawab persoalan
tersebut? Pada konteks inilah para kelompok Mu’tazilah menganggap jika giyas
masih memiliki kelemahan, serta tidak layak dijadikan sebuah metode dalam
penggalian hukum Islam, lebih-lebih terhadap kasus hukum yang belum ada

sebelumnya.

3 Ibid. , 179.
*® Ibid. , 179.
7 bid. , 180.
¥ Ibid. , 182.
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Betapapun itu, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa keberadaan
giyas sebagai metode isntinbat dan produknya bisa dijadikan sumber hukum
Islam, tidak bisa dilepaskan dari justifikasi Allah SWT agar orang-orang yang
beriman tersebut bisa mengambil keputusannya sendiri terhadap persoalan yang
dihadapi di dalam masayarakat. Selain itu, Allah juga sudah memerintahkan
untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan
kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak
memiliki nas dengan peristiwa yang sudah ada nasnya dikarenakan adanya
kesamaan “illat.”’

2) Istihsan

Konteks penggunaan istihsan pun tidak jauh berbeda dengan giyas.
Metode istihsan dihadirkan sebagai jawaban terhadap kasus-kasus hukum dimana
nas al-Qur’an dan Hadith tidak membicarakan secara spesifik terkait status
hukumnya. Metode ini diperkenalkan dan sering dipraktekkan oleh Imam Hanafi
dan Imam Hanbali.*’ Secara konseptual, 7istihsan bermakna “menganggap sesuatu
itu baik”. Menurut Ulama’ Malikiyah, istihsan bermakna meninggalkan giyas
dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya karena adanya dalil yang
menghendaki dan lebih sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan manusia”.®'
Pengertian lain dari istihsan adalah berpindah dari yang seharusnya digunakan ke
giyas yang lebih kuat dan spesifik dibandingkan yang ada sebelumnya. Atau bisa

juga diartikan sebagai metode yang mengabaikan maksud dalil dengan cara

%% Abd al-Wahhab Khallaf, Zmu Usil al-Figh, 79.
5 bid., 80.
%! Tbid., 85.
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pengecualian atau pemberian rukhsah karena berbeda hukumnya dalam beberapa
hal.®?

Selain memberikan fa’rifterhadap apa itu istihsan, para ulama’ Usul
Figh juga membagi istihsan menjadi beberapa bentuk; istihsan dengan nas;63
istihsan dengan ijma’;** istihsan dengan darurat hajat,” istihsan dengan ‘urfdan
adat;%® dan istihsan dengan givas khati®” Bagi ulama’ Malikiyyah, istihsan hanya
dibagi menjadi tiga macam; istihsan dengan ‘urf, istihsan dengan yang
disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitan, dan istihsan yang
disandarkan pada keadaan untuk menghindari kesulitas.*®

Beberapa contoh dari istihsan ini misalnya; pertama, jika ada
seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan daging, namun pada suatu hari
dia memakan ikan, maka secara ‘ urfi orang tersebut tidak melanggar sumpahnya.
Sebab ikan dan daging yang dipahami masyarakat berbeda dengan apa yang
dimaksudkan dalam nas al-Qur’an. Al-Qur’an memang menyamakan antara
daging dan ikan. Sedangkan masyarakat tidak. Kedua, penggenarilisasian bahwa
seseorang yang masuk ke toilet harus membayar uang dengan nominal tertentu.
Kendati, penggunaan airnya tidak sama antara orang yang satu dengan yang

lainnya. Hal ini diberlakukan sistem istiAsan untuk menghindarkan seseorang

62 Dalam bahasa yang lebih sederhana, Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa istihsan adalah
bentuk prioritas terhadap ruh sebuah aturan atau kaidah-kaidah umum universal. Lihat Wahbah
al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), juz II, 739

65 Muhammad Mustafa Shalbi, Usu/ al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah,
1986), 270-278.

* Ibid., 271.

% Ibid., 273.

% Ibid., 274.

7 1bid., 276.

58 Abd al-Wahhab Khallaf, Zmu Usil al-Figh, 103.
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dari kesulitan menghitung berapa jumlah air yang dihabiskan dalam satu kali
berada di toilet umum.

Adapun terkait dengan kehujjahan istihisan para ulama’ Usul Figh
menyatakan bahwa pertama, terdapat beberapa ayat yang menganjurkan manusia
untuk selalu mencari cara terbaik agar menyelesaikan persoalan yang dihadapi
dalam kehidupan nyata.” Kedua, ada pula Hadith Nabi Muhammad yang
menguatkan bahwa pada prinsipnya Allah akan melihat baik apa yang oleh
manusia secara umum melihatnya baik (common sense). Ketiga, istiisan sebagai
metode atau dalam menetapkan hukum Islam tidaklah didasarkan pada akal
semata, tetapi hanya sekedar memilih alternatif dalil terkuat. Metode ini
merupakan hasil induksi dari berbagai ayat atau Hadith yang diaplikasikan dalam
merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, terlebih untuk
menghindari kesulitan menuju pada kemaslahatan yang lebih baik.”™

Selain mereka yang menerima, ada juga yang menolak 7stihsan. Sebut
saja Shafi’i misalnya. Alasan dia menolak istihsan karena istihsan lebih
dilandaskan pada hawa nafsu seseorang agar keluar dari kesulitan yang dihadapi.
Di pihak berbeda, menurut Shafi’i, Nabi Muhammad tidak pernah menetapkan
hukum menggunakan istihsan, serta pada perkembangannya istihisan tidak
memiliki tolak ukur yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan dalam proses
penggalian hukum Islam.”!

3) Maslahah Mursalah

°Q.S. al-Zumar: 18.
7 Abd al-Wahhab Khallaf, Z/mu Usil al-Figh, 103.
" bid., 104.
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Bagi ulama’ Usul Figh, ada keyakinan bahwa pada setiap
pensyari’atan atau perumusan hukum shari’ dapat dipastikan adanya kandungan
kemaslahatan di dalamnya yang berlaku secara umum. Namun demikian, tidak
semua perilaku manusia dan proses kehidupannya diatur menggunakan
pemberlakuan hukum shara’, terlebih dalam hal yang hubungannya dengan inter-
relasi antara manusia yang satu dengan lainnya (baca; mu’amalah). Oleh karena
itulah, para ulama’ Figh menganggap bahwa kemaslahatan-kemaslahatan yang
ada di dalam masyarakat, walaupun tidak diatur secara pasti, bisa dijadikan cara
pandang merumuskan hukum Islam dan berlaku laiknya hukum-hukum lain yang
dijelaskan pada nas ataupun Hadith. Para ulama’ Figh kemudian manamainya
dengan sebutan maslahah mursalah.

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan maslahah mursalah adalah suatu
yang dianggap sebagai sebuah maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk
melaksanakannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang menolak atau
mendukungnya. Maslahah mursalah bisa dimaknai pula sebagai kemaslahatan
umum, namun tidak ada nas yang menjabarkan sebagai wujud kewajiban atapun
sebaliknya.”” Selain mendefinisikan apa itu mas/ahah mursalah, para ulama’ Usul
Figh juga memberikan kriteria khusus bagaimana maslahah mursalah yang bisa
dijadikan salah satu metode pengambilan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah
maslahah tersebut harus bermuara pada maslahah al-daruriy (kepentingan umum
yang menjadi esensi tujuan hidup seseorang), maslahah al-hajiyah (kepentingan

umum yang dibutuhukan dan diperlukan di dalam masyarakat, meski tidak

" Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usil al-Figh, Cet.I (Baghdad: Dar al-‘Arabiyah li al-
Ittiba’ah, t.th), 238.
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sampai pada hilangnya esensi kehidupan masyarakat), dan maslahah tahsiniyyah
(kepentingan umum yang menjadi nilai common sense (kebajikan umum di dalam
masyarakat).”

Kendati ukuran-ukuran persyaratan tersebut seakan menjadi esensi
dari sebuah pemberlakuan hukum Islam, namun pada kenyataanya, para ulama’
Figh masih memberikan batasan akan pertimbangan manusiawi yang akan
dicetuskan oleh sebagai hukum Islam. Imam al-Shatibi memberikan fitur
tambahan bahwa maslahah mursalah bisa berlaku apabila:

a) Kemaslahatan yang akan dirumuskan harus sesuai dengan prinsip
yang ada dalam ketentuan nas. Kemaslahatan yang
dipertimbangkan tidak boleh bertentangan dengan nalar hukum
yang sudah ditegaskan pada sumber utama hukum Islam (a/-as/).

b) Kemaslahatan yang dipertimbangkan harus berhubungan bidang-
bidang relasi sosial (mu’amalah), karena pada bidang ini shari’
tidak merincinya dengan rigid.

¢) Hasil perumusan hukumnya harus bermuara pada pemeliharaan
pada sisi maslahah daririyyah, hajiyat, dan tahsiniyah."

Tidak jauh berbeda dengan al-Shatibi, al-Ghazali memberikan gambaran
bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah mas/ahah yang
pengaplikasiannya sesuai dengan ketentuan syari’ah, maslahah tidak boleh

bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadith Nabi Muhammad, dan maslahah yang

7 Ibid. 240-242.
™ Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al Shatibi’s Life
and Thought (Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institut, 1977), 162.
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dirumuskan harus bersifat darury atau kebutuhan yang sangat mendesak bagi
masyarakat.”

Para ulama’ Figh pun bersepakat bahwa maslahah mursalah bisa
dirumuskan apabila pertama, maslahah tersebut harus berasal dari “maslahah
yang sesungguhnya” bukan sekedar prasangka semata; prasangka yang
menyebutkan bahwa itu akan menjadi baik kepada masyarakat. Maslahah
mursalah harus berasal dari kemanfaatan dan tantangan yang nyata serta sudah
terbentuk kemanfaatannya di dalam masyarakat. Kedua, kemaslahatan tersebut
bukan sekedar menguntungkan kelompok atau individu tertentu, melainkan
kemaslahatan yang secara umum, tanpa keberpihakan satupun. Ketiga,
kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadith, lebih-
lebih pada produk hukum yang sudah ditegaskan instrumennya oleh al-Qur’an
dan Hadith.” Para ulama’ memberikan contoh konteks ini seperti hukum waris di
dalam Islam. Aturan al- Qur’an dan Hadith terkait jumlah yang ada sudah
ditentukan secara rigid di dalam al-Qur’an. Maka dari itu, jikapun ada nilai
kemaslahatan yang lebih baik — dalam pertimbangan manusiwi — hal tersebut
tidak bisa ditentang, terkecuali pada sisi kemudlaratan yang mendesak.

4) Istishab
Dalam pandangan penulis, istilah istishab tidak bisa dilepaskan dari
proses penentuan hukum J7j¢tihady yang dilakukan oleh para sahabat atau tradisi

para sahabat melakukan perumusan hukum Islam terhadap kasus yang

5 Al-Ghazali, A/ Mustashfa f7 “Ilm al-Usil, 274-275.
7 Muhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo Press,
2008), 24.
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dihadapinya. Artinya, pandangan hukum ini tidak sepenuhnya berawal dan
berasal dari pandangan al-Qur’an ataupun Hadith Nabi Muhammad, melainkan
produk rasionalitas-inquiry (penggalian) yang dilakukan oleh para sahabat.
Penyimpulan penulis ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan ulama’ terhadap
pendefinisian konsep ini; dimana para sahabat lebih banyak dijadikan rujukan
dalam penentuan hukum dan dinamika yang dihadapinya.”’Kendati kemudian
para ulama’ Figh memberikan pendefinisian yang lebih general sebagai diungkap
oleh Ubaidillah al-Asadi yang menyatakan bahwa istishab adalah penetapan
hukum atas sesuatu berdasarkan pada dalil yang telah ada sebelumnya, dan
dipandang tetap berlaku hingga adanya dalil setelahnya.”® Al-Asnawy
menyatakan bahwa istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di
masa selanjutnya karena sudah berlaku sebelumnya, dan belum ada dalil yang
menyangkalnya.”

Contoh konkrit dari istishab ini dikemukakan oleh para ulama’
sebagai disebutkan oleh Muhammad Musa menjelaskan bahwa dalam sebuah
peristiwa di mana seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, menikah
dengan lelaki lain, Umar ibn Khatab memberikan fatwa bahwa lelaki itu tidak
boleh menyetubuhi wanita tersebut (melakukan hubungan suami isteri)
selamanya (hurmah muabbadah). Hal ini, menurut Umar, agar tidak terjadi

penyimpangan terhadap perintah Allah, sekaligus menjaga keturunan (muhatazah

" Saidurrahman memberikan banyak contoh bagaimana pandangan para sahabat seringkali
berbeda antara satu dengan lainnya, dalam konteks hukum tetentu yang tidak diberikan nilai
kepastian di dalam al-Qur’an ataupun Hadith. Lebih lengkapnya terkait perdebatan hal ini lihat:
Saidurrahman, “Istishab Sebagai Dasar Penentapan Hukum Islam; Sebuah Tinjauan Historis”

" Muhammad Ubaidillah al-As’adi, a/-Mujiz F7 Usul al-Figh (Ttp: Dar al-Salam,1990), 251.

" Al-Asnawi, Sharh al-Asnawi: Nihayah al-Sul. Juz.III. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.),
283.
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al-nasl). Sebaliknya, Ali ibn Abi Thalib memberikan fatwa yang berbeda dengan
Umar. Menurut Ali, lelaki tersebut boleh saja menggauli wanita itu jika ia mau,
tentu saja setelah masa iddahnya berakhir. Umar ibn Khatab, dalam
menyelesaikan kasus ini, berpegang pada al-maslahah al-mursalah. Sedangkan
Ali ibn Abi Thalib berpegang pada al-bara’ah al-aslivah. Pendapat Ali ini
didasarkan pada keumuman ayat QS. al-Nisa: 3 dan 24.

Pada masa setelah sahabat, sebagian besar tabi’in berpendapat bahwa
segala sesuatu pada dasarnya adalah dibolehkan (/bahah), selama tidak ada dalil
nas yang melarangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan
sekaligus menghindarkan kesulitan. Pendapat ini diambil dari perkataan mereka
sendiri, diantaranya Sa’id ibn al-Musaiyib, Salim ibn Umar, Shuraih al-Qadi,
Atha’ ibn Ribah, Zuhri dan Umar ibn Abdul Aziz. Mereka menyatakan bahwa
mendengar nyanyian dan alat musik rebana tidaklah dilarang (halal) selama tidak
mengajak dan membawa kepada kemunkaran serta tidak memalingkan diri dari
melaksanakan kewajiban seperti halnya nyanyian yang dapat memalingkan hati
dan menimbulkan rangsangan. Mendengar nyanyian itu dibolehkan selama tidak
ada nas yang mengharamkannya. Menurut Salam Madhkur, pendapat seperti ini
juga telah dianut oleh sebagian sahabat sebelumnya.** Ibn al-Musayyab juga
membolehkan membaca al-Qur’an bagi orang yang sedang dalam keadaan junub
dengan syarat tidak menyentuh mushafnya.®'

Adapun terkait dengan kehujjahan metode ini para ulama’ Usul Figh

juga berbeda pendapat, sebagaimana yang juga terjadi pada nalar istinbat

80 110
Ibid.
81 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 1. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah), 59.
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sebelumnya. Ulama Usul Figh berbeda pendapat tentang kehujahan istishab
ketika tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi.
Pendapat pertama dikemukakan oleh Ulama Mutakallimin. Menurutnya istishab
bukanlah merupakan hujjah atau tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang
ditetapkan pada masa lampau juga menghendaki adanya dalil. Hal itu juga
berlaku juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang
akan datang. Menurutnya dasar hukum pada istishab merupakan penetapan
hukum tanpa dalil. Jadi sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa
lampau dengan suatu dalil, untuk memberlakukan hukum itu pada masa sekarang
atau yang akan datang diperlukan dalil lain.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh mayoritas Ulama Madhhab
Hanafi. Menurut mereka istishab bisa dijadikan hujjah untuk menetapakan
hukum. Mereka mengatakan istishab adalah hujjah untuk mempertahankan,
bukan untuk menetapkan. [Istishab hanya dapat dijadikan hujjah untuk
mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang
merubahnya, dan tidak berlaku untuk menetapkan hukum pada kasus yang baru
muncul. Pendapat yang terakhir dikemukakan oleh madhhab Maliki, Shafi’i,
Hanbali, al-Zahiri dan Shi’ah. Mereka mengatakan 7stishab bisa dijadikan hujjah
secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil
yang merubahnya.

3) ‘Urf

Masih pada problem dan kerangka berfikir yang sama dengan model

metodik sebelumnya, yakni; jika saja al-Qur’an dan Hadith tidak menyediakan
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produk hukum yang tegas, dengan apa umat Islam bisa menggali hukum tersebut.
Salah satu jawabannya adalah menggunakan nilai-nilai kearifan lokal (7ocal
wisdom). Atau di dalam disiplin hukum Islam dikenal sebagai ‘urf (perilaku
masyarakat yang baik dan dipandang baik oleh shara’). Sebelum masuk pada
nalar pendefinisian ini, para ulama’ Figh juga membedakan antara kata * ‘urf dan
‘ ‘adal’ pada cakupan makna bahasa Arab. Hal ini sedikit berbeda dengan kata
adopsi di Indonesia yang keduanya bisa bermakna adat istiadat. Salah tiga
perbedaan konotasi kata ini adalah; kata ‘urf memiliki cakupan yang sempit,
sedangkan ‘adah lebih luas; ‘urf memiliki pembedaan antara baik dan buruk,
sedangkan ‘adah kebiasaan umum di masyarakat tanpa pembedaan baik buruk;
dan ‘urf mengandung perilaku kolektif, sedangkan ‘adah bisa berasal dari
perilaku personal.*

Dari pembedaan ini maka ulama’ Usul Figh mendefinisikan bahwa
‘urf adalah sesuatu yang diketahui oleh orang kebanyakan dan dikerjakan; baik
itu perkataan ataupun perilaku sosial, atau bisa jadi, kegiatan-kegiatan yang
ditinggalkan oleh mereka karena mengandung mafsadah, jika dikerjakan.® Al-
Jurjani mendefinisikan ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang jiwa
merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan nalar
berfikir logis, dan dapat diterima oleh watak diskursif orang lainnya.* Dari dua
definisi ini saja, sangat jelas, bahwa ‘urf'adalah sisi kebajikan dan kearifan yang

diterima oleh nalar manusia, sekaligus tidak selalu bertentangan dengan

82 Amir Syarifudin, Ushul Figih, Jilid 2, 140.
% 1bid., 140.
8 Ali bin Muhamad Al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat, 193.
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normativitas sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Maka dari itu, sisi
kehujjahan ‘urf sejatinya berada pada sisi al-Qur’an dan Hadith belum
menjelaskan hal tersbeut. Namun dengan kreatifitas akal badihy manusia, mereka
bisa menciptakan kebajikan-kebijakan yang diterima secara kolektif.

Walaupun penggunaan ‘urf’ini mencakup hal yang tidak diatur oleh
al-Qur’an dan Hadith, para ulama’ Usul figh tidak serta merta bisa menentukan
bahwa sebuah ‘urf bisa berlaku secara universal pada daerah atau di daerah
lainnya. Oleh karena itu, para ulama’ Figh juga memberikan penjelasan ‘urf'bisa
dijadikan landasan hukum apabila;

a) ‘Urf harus berlaku umum di lingkungan masyarakat tersebut dan
tidak menyalahi pada nalar hukum yang sudah ditentukan oleh
al-Qur’an (al- ‘urf al-fasid)

b) Kebiasaan atau tradisi (‘wrf) yang digali dan dicari status
hukumnya memang sudah ada sebelum hal itu di-challenge atau
dipersoalkan oleh masyarakat sekitar.

c) ‘Urftidak bisa berlaku apabila sudah ada akad yang menegasikan
kebiasaan tersebut. Misalnya, seseorang yang melakukan
transaksi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan sama-sama
meridlo’i, maka pemberlakuan status hukum ‘urf tersebut tidak

bisa berjalan lagi.
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d) Terakhir, dan pastinya, sekuat apapun kebiasaan-kebiasaan
masyarakat tidak bisa bertentangan dengan nas yang dinilai oleh
ulama’ sebagai gat 7 al-dilalah.”

Dengan demikian, kendati ‘urf sudah menjadi kebiasaan yang
berjalan sebelum adanya status hukum sebelumnya. Namun apabila ada ‘urf'yang
berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan nas baik al-Qur’an maupun
Hadith, maka para ulama Usul merincinya sebagai berikut: Apabila
bertetantangan dengan nas yang khusus yang menyebabkan tidak berfungsinya
hukum yang dikandung dalam nas tersebut, maka dalam kasus ini tentu saja ‘urf’
tidak dapat dipakai dan dijadikan sebagai dalil. Apabila bertentangan dengan nas
yang bersifat umum, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut
Mustafa Ahmad az-Zarqa, apabila ‘urfitu telah ada ketika datangnya nas yang
bersifat umum tersebut, maka perlu dibedakan antara  urf amali dan wrf latzi. Urf
lafzi bisa diterima. Maka nas dengan suatu redaksi harus difahami sesuai ‘urf
lafzi yang berlaku saat itu kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa
maksud dari redaksi nas itu tidaklah seperti arti yang difahami.

Sedangkan dalam ‘urf amali terjadi perbedaan pendapat di dalamnya.
Menurut madhhab Hanafiyah, apabila ‘urf'yang ada adalah ‘urf'umum, maka itu
bisa mengkhususkan nas yang umum tersebut. Karena pengkhususan tersebut
tidak membuat hukum yang dikandung nas tersebut tidak dapat diamalkan. Jika
‘urf'yang terbentuk belakangan setelah datangnya nas yang bersifat umum, maka

segala bentuk dan macam-macam ‘urfitu tidak bisa dijadikan dalil. Untuk hal

8 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam cet ke-1(Jakarta: Sinar Grafika, 1995),77.
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ini, ulama Figh sepakat menolak kehujjahan ‘urftersebut. Akan tetapi apabila
‘illat suatu nas adalah ‘urf amali, ketika illat itu hilang, maka hukumnya pun
berubah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf. Adapun dalam pertentangan
‘urf dengan istihsan, karena ulama Shafi’iyyah dan Hanabilah tidak menerima
istihsan, maka otomatis mereka menggunakan ‘urf. Apabila terjadi pertentangan
antara ‘urf'dengan giyas, ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih
mendahulukan ‘urf] karena ‘urf dalam masalah yang tidak ada nasnya menempati
posisi ijma’. Menurut Ahmad az-Zarqa’ bahwa baik Shaf’iyyah dan Hanabilah
secara prinsipil lebih mendahulukan ‘urfdari pada giyas.

6) Shar’u man gablana

Pemaknaan sederhana dari kata ini adalah hukum-hukum yang
berlaku sebelum datangnya ketentuan di masa Nabi Muhammad SAW. Beni
Ahmad Saebani mengatakan bahwa syari’ah yang berjalan pada masa Nabi
Muhammad, terkadang sudah ditentukan oleh Shari’ sebelum datangnya Islam,
meski di pihak yang lain ada yang secara khusus diperuntukkan kepada umat
Nabi Muhammad.*® Pemberlakuan metode istinbat tidak bisa berjalan dengan
sendirinya. Para ulama’ Figh harus memastikan terlebih dahulu persoalan hukum
yang dihadapi masyarakat memang tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an.
Memastikan terlebih dahulu al-Qur’an dan Hadith tidak menghapus ketentuan
yang ada sebelum Islam tersebut. Kendati hal ini sangat jarang terjadi, para

ulama’ Figh memberikan contoh bagaimana metode ini digunakan.

% Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 37.
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Abdul Wahab Khallaf memberikan contoh bagaimana umat Islam
juga menerapkan hukum-hukum yang berlaku di dalam praktek puasa, kurban,
dan kewajiban bertaubat atas segala dosa-dosa yang dilakukan.®” Praktek-praktek
ini, bisa saja disebutkan dan dipastikan lagi di dalam al-Qur’an dan Hadith,
sejarah mencatat bahwa agama-agama yang dibawa oleh Rasul Allah sebelum
Nabi Muhammad sudah menjalankan ibadah tersebut sebagai bentuk penisbian
diri pada Allah SWT. Pertanyaannya mungkin bagaimana kalau tidak disebutkan
di dalam al-Qur’an? Para ulama’ Usul berbeda pendapat terhadap ini. Ada yang
mengatakan hukum itu harus digali menggunakan metode lain, selain yang teks
terlebih dahulu. Ada juga seorang mujtahid bisa menggalinya berdasarkan pada
kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh para Nabi Muhammad. Kendati penulis
meyakini bahwa pandangan kedua sangat sulit diimplementasikan. Sebab,
otentisitas kitab suci para Nabi sebelum Islam mulai dirubah oleh para
pengikutnya.

Oleh karena itu, hal yang kemungkinan terjadi dalam konteks shar’u
man qgablana sebagai metode istinbat hanyalah sebagaimana penjelasan berikut;
pertama, syari’ah itu terdapat di al-Qur’an dan Nabi Muhamad menegaskan
ulang bahwa syari’ah tersebut masih berlaku kepada umatnya. Kedua, dijelaskan
di dalam al-Qur’an namun syari’ah itu sudah dinasakh kewajiban hukumnya pada
masa nabi Muhammad melalui Hadith Nabi. Ketiga, syari’ah itu dijelaskan, dan

tidak dinasakh pada era Nabi, tapi juga tidak dijelaskan bahwa akan terus berlaku

87 Abd al-Wahab Khallaf, Zlmu Usil al-Figh, 192.
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. 88
secara kesinambungan.

Walaupun seakan nihil konklusi bagaimana
instrumentasi penggalian hukum menggunakan pendekatan ini, para ulama’ Figh
memasukkan shar’u man qablana, disebabkan adanya ayat yang menjelaskan
bahwa adanya keberlangsungan syari’ah apabila Nabi Muhammad sebagai
otoritas penafsir al-Qur’an tidak menghapusnya.*” Sebagaimana pada surat al-
Nahl ayat: 123.

7) Sadd al-Dhari’ah

Pembahasan terakhir bagaimana ulama’ Figh menggali hukum Islam
tidak menggunakan makna yang terkandung pada teks ialah melalui apa yang
disebut dengan sadd al-dhari’ah. Kata sadd bermakna “menutup atau
menghalangi”. Sedangkan al/-dhari’ah bermakna wasilah (penghubung) yang
menyampaikan sesuatu pada tujuannya.”’ Dalam istilah hukum Islam, kata-kata
ini berarti mencegah segala sesuatu yang menyampaikan pada pekerjaan/aktivitas
membahayakan atau ditengarai akan menimbulkan kerusakan. Al-Shatibi
mengatakan bahwa sadd al-dhari’ah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang
semula mengandung kemaslahatan menuju pada kerusakan.”’ Dari pemaknaan
terminologis ini, dalam pandangan penulis, makna implikatifnya ialah seorang
ulama’ melarang, menutup, dan menghalangi seseorang agar tidak menjalankan
pekerjaan atau aktifitas yang memiliki dampak kerusakan; baik pada dirinya

sendiri ataupun masyarakat umum.

% Tbid., 200.

% Al-Qur’an: 16: 123.

% Amir Syarifudin, Usal Figih, Jilid 2, 150.

°! Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usil al-Shari’ah, jilid 2, 198 — 200.
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M. Hasbi al-Shiddiqy menjabarkan bahwa keberadaan sadd al-
dhari’ah merupakan kebalikan daripada cara berfikir istihsan. Kalau istihsan
menghadirkan kemudahan dan pembolehan terhadap hal-hal yang dianggap baik
oleh semua orang. Namun, sadd al-dhari’ah lebih mengasumsikan adanya
kemudlaratan apabila hal itu dilaksanakan oleh seseorang. Misalnya, larangan
bagi umat Islam menghibahkan sebagian hartanya untuk mensiasati batasan
wajib zakat. Padahal asal dari hukum hibah (memberikan hadiah) adalah boleh.
Lalu haram karena terkandung kemudlaratan di dalamnya, terlebih bagi wajib
zakat yang ‘ingin memanipulasi’ kewajiban mereka. Jadi, pengharaman bisa
memutus atau menghalangi seseorang mensiasati apa yang sudah menjadi
kewajiban mereka.”?

Jadi, pada kesimpulannya, sadd al-dhari’ah merupakan penggalian
hukum yang berorientasi pada asumsi mendahulukan pencegahan pada terjadinya
kerusakan, dibandingkan mendahulukan kemaslahatan. Penggalian hukum yang
memandang haram sesuatu proses/aktivitas yang akan menghantarkan seseorang
kepada kerusakan, sebagaimana contoh yang sudah dijelaskan di atas. Atau bisa
jadi begini, mengharamkan sesuatu yang sebelum mencapai pada keharaman
berikutnya. Misalnya, larangan seseorang untuk menjalin hubungan dengan para
pemabuk. Kendati, menyambung silaturrahmi itu baik dan akan berbuah
maslahah. Alasan pelarangan tersebut dihujjahkan agar seseorang tidak

terjerumus pada perbuatan minum khamryang dilarang oleh agama secara jelas.

%2 M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.
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Dari dua sub penjelasan panjang di atas, maka sudah jelas bagaimana
seorang ahli hukum Islam menggali dan mengeluarkan pandangan hukum Islam.
Kedua cara tersebut merupakan hasil bentukan para ahli Usul dari praktek-pratek
yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu, terkadang, masih ditemukan beberapa
produk pemikiran lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di
atas. Semisal, bagaimana orang-orang di aliran Syi’ah mendahulukan cara
pandang rasional dan ketaatan pada fatwa imamnya dibandingkan pandangan
para ulama’ Figh. Atau perdebatan yang juga terjadi antar sesama pakar hukum
Islam; antara mendahulukan giyas, istihsan, ataupun cara lainnya yang sudah
dianggap sebagai cara orang menggali hukum Islam di dalam al-Qur’an dan
Hadith.

Pada perkembangan hari ini pun, cara pandang di atas bisa saja masih
dijalankan, ataupun dirubah karena perbedaan konteks dan kondisi. Faktanya,
para ulama’ tradisional masih menggunakan jalan penggalian yang prosedural,
sedangkan ulama’ kontemporer menggali kondisi masyarakat yang kompleks
sebagai bentuk penggalian hukum Islam. Maka dari itu, pada pembahasan
selanjutnya, penulis ingin membahas bagaimana perubahan model penggalian
hukum Islam, serta perubahan nomenklatur susbtantif penggalian hukum Islam;
dari hal yang sekedar kandungan teks, ke arah yang condong pada
konteks/dinamika kehidupan masyarakat kekinian.

3. Dinamika Baru Istinbat Hukum Islam: Global Perspective
Paparan tentang penggalian hukum di atas, dapat dikatakan, dibingkai

melalui alur berfikir keilmuan. Pada bagian ini, penulis ingin memberikan
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gambaran lain, bagaimana perubahan-perubahan sosial, politik, dan geografi
sebaran umat Islam di kancah global, memberikan dampak terhadap paradigma
penggalian hukum Islam. Jadi, terminologi-terminologi penggalian hukum Islam
di atas, bisa saja, tetap pada sisi penggunaan, namun berbeda pada proses
pengimplikasian, oleh sebab pertimbangan kontekstual. Nurchalis Madjid pernah
menyebutkan bahwa;

“Pada zaman Tabi’in itu, dalam 7fta, ada dua aliran; aliran yang cenderung

pada kelonggaran dan bersandar pada pemikiran (rasio/ra’yu), qiyas,

penelitian tentang tujuan-tujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai
dasar ijtihad. Tempatnya ialah di Irak. Dan aliran yang cenderung tidak
longgar dalam hal tersebut, dan hanya bersandar pada bukti-bukti athar

(peninggalan atau petilasan), yakni tradisi atau sunnah, dan nas-nas.

Tempatnya ialah Hijaz. Ada dua aliran yang merupakan akibat yang wajar

dari situasi masing-masing, Hijaz dan Irak.”

Berdasarkan pada kutipan di atas, Nurchalish Madjid ingin mengatakan
bahwa pengkodifikasian hukum Islam di era pasca kenabiaan, sangatlah beragam.
Di era-era itu, tidak ada otoritas tunggal yang bisa menjadi rujukan bersama,
bagaimana hukum Islam itu dirumuskan. Ditambah lagi, menurut dia, adanya
perbedaan pandangan teologis; antara kelompok ahl al-sunnah (mereka yang
banyak mencari jalan ilmu melalui Hadith Nabi Muhammad) dan kelompok
rasional. Tidak juga bisa dilepaskan bahwa aliran-aliran teologis ini, kemudian,

mempengaruhi sistem politik yang dipimpin oleh para raja atau khalifah di kala

itu.

% Nurcholish Madjid, /s/am Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2000), 179.
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Wael B. Hallag juga memiliki asumsi yang sama bahwa proses
perumusan hukum Islam tidak pernah berjalan statis. Dia menyebutkan:”*
“Now, all this means that both diachronically and synchronically legal
theory was far from monolithic. Indeed, the synchronic and diachronic
variations are so profound and prominent that in making terminological
choices we ought to refer to the individual theories as independent and
distinct contributions, although they must be considered thus within the
purview of a tradition, that is, the collective and cumulative product of
iisiilal-figh. Acknowledging the distinctness of each theorist’s ideas is
an obvious methodological necessity. No longer can one afford to speak
of a fifth-/eleventh-century juwayni and a seventh-/thirteenth-century
Amidi interchangeably; nor can one afford to treat as identical the
theories of contemporary authors writing in different environments.””
Pemahaman paling sederhana dari ungkapan Wael B. Hallaq di atas ialah
bahwa keberadaan metodologi untuk menghadirkan hukum Islam tidak bisa
monolitik. Semua produk-produk pemikiran ulama’ — sebagaimana yang sudah
disebutkan sebelumnya — hanya merupakan sebuah tawaran agar bisa sesuai
dengan kondisi, lingkungan, dan proses dialektis yang dihadapi oleh seorang
mujtahid. Bahkan, pembaharuan-pembaharuan metode istinbat, daripada
persyaratan normatif yang diusulkan oleh para mujtahid sudah dilakukan pada

abad ke 5-7 H., dimana umat Islam mulai terpilah menjadi beberapa negara Islam

dan sudah menyebar ke penjuru dunia, yang pada kenyataannya tidak bisa

% Wael B. Hallaq, A History of Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Figh
(Cambridge: Cambridge Univesty Press, 1997), 214.

»“ini berarti bahwa teori hukum yang bersifat diakronik dan sinkronis jauh dari monolitik.
Memang, variasi sinkronik dan diakronik begitu mendalam dan menonjol bahwa dalam membuat
pilihan terminologi kita harus mengacu pada teori individu sebagai kontribusi independen dan
berbeda, meskipun teori tersebut harus dipertimbangkan demikian dalam lingkup tradisi, yaitu,
kolektif dan produk kumulatif dari iisiilal-figh. Mengakui perbedaan masing-masing ide ahli teori
adalah kebutuhan metodologis yang jelas. Tidak ada lagi orang yang mampu berbicara tentang
abad kelima / abad ke-11 dan abad ke tujuh belas/abad tiga belas secara bergantian; juga tidak
seorang pun mampu memperlakukan sebagai identik teori-teori penulis kontemporer yang
menulis dalam lingkungan yang berbeda.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



102

sepenuhnya memberlakukan hukum Islam secara tekstual atau digali melalui
prosedur-prosedur normatif.

Keyakinan bahwa hukum Islam (/slamic legal system/syari’ah)
mendapatkan challenges dari kondisi serta kebudayaan berbeda dari yang sudah
ada sebelumnya, akhirnya, juga diungkapkan oleh para pakar figh di dunia Islam.
Ada beberapa prototype baru bagaimana umat Islam menggali hukum Islam,
misalnya; mereka tetap pada keyakinan produk hukum Islam di era-era
sebelumnya (madhhabi), adapula yang beralih menyesuaikan dengan kondisi
menggunakan perangkat prosedur yang sudah disebutkan sebelumnya (baca;
giyas, istihsan, dan model isntinbat ma’nawi lainnya), adapula yang menganggap
produk hukum manusia yang digali menggunakan instrument rasional lalu
disepakati bersama sebagai produk hukum Islam. Kelompok ketiga ini, bagi Wael
B. Hallaq dianggap sebagai kelompok susbtantif yang melihat sejarah Islam di
Madinah, dimana Nabi Muhammad tidak menggunakan produk hukum Islam
untuk mengatur relasi manusia dengan manusia yang lain. Anggapan ini
diungkapkan sebagaimana kutipan berikut:*°

“God created religious communities, each with its own law, and since
Islam was undoubtedly one such community, then it had to have its
own law. This transformation marks the beginning of an Islamic legal
conception, but obviously not yet of law as a legal system. In fact,
Muhammad could not have thought of law in such developed terms,
since in the world in which he lived there was no religious law that

was at once the law of the body politic. This was to be one of Islam’s
greatest innovations.”’

* Ibid., 215.

°7 “Tuhan menciptakan komunitas agama, masing-masing dengan hukumnya sendiri, dan karena
Islam tidak diragukan lagi adalah komunitas semacam itu, maka itu harus memiliki hukumnya
sendiri. Transformasi ini menandai awal konsepsi hukum Islam, tetapi jelas bukan hukum sebagai
sistem hukum. Bahkan, Muhammad tidak bisa memikirkan hukum dalam istilah yang
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Keberadaan kelompok kedua, dalam pandangan Frank E Vogel
menjalankan paradigma hukum Islam sebagai bentuk hukum legal di sebuah
negara. Dia memberikan contoh bagaimana peran serta para imam madhhab,
ulama’ figh yang ditunjuk oleh para raja, dan para legislator yang memiliki
pemahaman keagamaan yang kuat. Kombinasi pemahaman keagamaan dan
proses positivisasi hukum menjadi ciri khas era kekhalifahan Turki-Uthmani dan
beberapa negara Islam yang mengalama kolonialisasi oleh Negara Eropa.98

Sedangkan kelompok pertama, mungkin, pada hari ini sudah mulai sulit
ditemukan di level kenegaraan atau politik hukum Islam. Kelompok pertama
hanya menjadikan sistem nilai dan norma sosial yang dianut oleh umat Islam di
balik proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam anggapan penulis,
pelaksanaan hukum Islam model pertama ini hanya dilakukan di negara Islam
Pakistan, Afghanistan, dan negara lainnya. Kendati, untuk membuktikan bahwa
produk-produk legislasi klasik masih digunakan di negara tersebut, sulit
dibuktikan karena negara-negara yang berasaskan Islam hari menjadi /ands of
war dan belum sampai pada stabilitas keamanaan negara yang mapan.

Terlepas dari bagaimana hukum Islam memposisikan dirinya, pasca
hilangnya kekuatan politik Islam, di negara-negara Islam atau negara yang
mayoritas memeluk agama Islam, bagi penulis, ada beberapa pola baru; dimana
umat Islam menggunakan pendekatan-pendekatan berikut untuk menggali hukum

Islam murni (pure Islamic legal system). Y akni; bermadhhab, taqlid, ijtihad, dan

berkembang seperti itu, karena di dunia di mana dia tinggal tidak ada hukum agama yang
sekaligus hukum dari tubuh politik. Ini adalah salah satu inovasi terbesar Islam.”

% Frank E. Vogel, Islamic Law and Legal System: Studies in Saudi Arabia (Boston: Brill, 2000),
125.
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fatwa dan menggabungkan kekuatan dan kekuasaan politik, laiknya pada era-era

kekhalifahan Islam, semisal di masa Umayyah, Abbasiyah, dan Turki-Uthmani.

a. Bermadhhab, Bertaqlid, meminta Fatwa hingga Pembaharuan [jtihad

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, dinamika penggalian
hukum sudah bergeser dari sekedar perbincangan prosedural, metodik, dan
kerangka teori, ke arah porsi sosiologis-politis, akhirnya juga merubah cara
penggalian hukum yang dipraktekkan oleh umat Islam. Para mujtahid awal — baik
yang memiliki kekuasaan politik sebagai gadiy, mufty, dan ulama’ di masa-sama
Abbasiyah — memformalisasi pemikiran-pemikiran yang mereka bentuk sebagai
sebuah madhhab hukum Islam. Kata madhhab secara etimologis adalah aliran
atau jalan.”” Para ulama’ Figh menyatakan bahwa eksistensi bermadhhab hadir
pasca budaya faglidy mempengaruhi umat Islam secara luas.'” Secara garis
besar, pandangan ulama’ terkait bermadhhab terbagi menjadi dua; pertama, pada
level masyarakat awam, bermadhhab menjadi wajib. Kedua, boleh tidak
bermadhhab, dalam posisi kematangan dan kepantasan posisi memahami
penggalian hukum yang diyakininya. Kendati, porsi pemahaman ini tidak bisa

berlaku general, berbeda dengan posisi hukum Islam yang dihasilkan oleh ulama’

% Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), 71.

1% peiode taglid ini oleh sebagian kalangan disebut sebagai periode keterpakuan tekstual, yang
disebabkan oleh hilangnya kebebasan berfikir dan pemaksaan penggunaan aliran atau madhhab
tertentu oleh penguasa. Periode ini disinyalir bermula sejak tahun 310 H. Lihat Jaih Mubarak,
Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 137-169.
Lihat juga problematika taq/id dalam perkembangan hukum Islam di Forum Karya Ilmiah 2004,
Kilas Balik Teoritis Figh Islam (Kediri: PP. Lirboyo Kediri, 2006).
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yang dipahami kemampuan pemahamannya terhadap sumber hukum Islam dan
metode penggalian hukum Islam.'"'

Al-Isawi mengatakan ada dua cara bermadhhab: madhhab jama’ah dan
madhhab individual. Al-Isawi menambahkan yang dimaksud dengan bermadhhab
jama’ah adalah sebuah pandangan hukum yang disampaikan oleh seorang imam,
lalu didalami oleh para murid-muridnya, sekaligus bisa ditemukan bagaimana
para Imam tersebut menggali hukum Islam yang dipaparkannya.102 Madhhab
Jama’ah ini bermunculan semenjak masa kejayaan Islam di Masa Dinasti
Abbasiyah, seperti Imam Al-Auza’i, Imam Abu Hanifah, Imam Shafi’i, Imam
Sufyan al-Thauri, dan beberapa imam yang hingga hari ini dikenal sebagai
ulama’ Figh. Sedangkan madzhab individual adalah aliran hukum yang
bersumber dari seorang Imam tanpa dipadukan ijtihad para murid dan
pengikutnya, serta tidak bisa mempertanggungjawabkan bagaimana metode dan
produk hukum tersebut dihasilkan.'®

Satu catatan penting lagi, sebagaimana ditambahkan oleh al-Hamawi,
bahwa Madhhab berjamaah, bisa saja, terjadi perbedaan antara pengikut (murid)
dan Imamnya, karena perubahan-perubahan kondisi sosial yang dihadapi. Meski,

mereka juga harus mampu mempertanggung jawabkan bagaimana cara

penggalian sumber hukum, dan produk hukum yang dihasilkan.'™

! Ibid., 78.

12 pandangan al-Ishawi bisa dilihat dalam Miftahul Arifin, Ushul Figh: Kaidah-kaidah Penetapan
Hukum Islam, cet. i (Surabaya: Citra Media, 1997), 176.

1% Ibid, 178.

' yaqut al-Hamawi, Mu jam al-Udaba’, vol 12 (Kairo: Dar al-Salam, t.th), 284.
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Secara historis-sosiologis, pola diskursif hukum Islam berbasis madhhab
ini berjalan hingga proses amalgamasi kebudayaan Barat. Sherman A. Jackson
menggambarkan bagaimana al-Qarafi di Mesir melakukan kritik terhadap
dominasi Shafi’i di dalam proses perumusan hukum Islam dan legislasi hukum

positif di negara tersebut.'®

Bagi al- Qarafi produk pemikiran sebuah madhhab
semestinya berada pada diktum “kullu madhhab musibun’ (setiap madhhab
memiliki kebenaran). Sebab, proses penggalian hukum yang dilakukan oleh para
mujtahid menggunakan keyakinan-keyakinan keagamaan yang sudah diambil dari
substansi bagaiman para sahabat menjalankan dan dipaparkan oleh Hadith.
Sedangkan perbedaan-perbedaan tersebut harus diposisikan sebagai bentuk
diskursus yang akan memperkaya “ikhbar’ terhadap pembentukan hukum positif
yang dijalankan negara. Bukan sebaliknya, negara melakukan steering adjustment
sehingga hanya satu madhhab saja yang diakui sebagai perangkat pandangan
dalam perumusan hukum Islam.'*

Bagi Joseph Schacht,'”” Wael B. Hallag,'” dan beberapa pemikir lainnya,
dikatakan tradisi bermadhhab tidak bisa dilepaskan dari keyakinan umat Islam
bahwa pasca sahabat dan tabi’in, ijtihad sebenarnya sudah ditutup disebabkan

beberapa persyaratan yang tidak dimungkinkan dilakukan oleh ulama’ yang

memiliki jarak waktu dan lokasi dengan al- Qur’an dan Hadith itu diturunkan.

195 Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab
al-Din al-Qarafi (Leiden: Brill, 1996). 87.

1% Ibid., 93.

17 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University Press, 1969),
210.

"% Wael B. Hallaq, A History of Legal Theories: An Introduction to Sunni Usiul Figh
(Cambridge: Cambridge Univesty Press, 1997), 214.
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Sebagaimana diketahui, para ulama’ Usul, selain memberikan cara
istinbat hukum Islam, mereka juga memberikan standard siapa yang bisa
melakukan kajian hukum Islam. Mas’ud bin Umar al-Taftazani memberikan
beberapa persyaratan penting di dalam melakukan ijtihad diantaranya; pertama,
memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an secara etimologis
dan epistemologis. Pemahaman etimologis, kalau dikontekskan pada prosedur
istinbat, berarti dia harus paham bagaimana nas-nas dalam al-Qur’an dan Hadith
diinterpretasikan secara /afziyyah. Sedangkan epistemologis berhubungan dengan
bagaimana nalar sumber dan tekhnik pengetahuan terkait pemaknaan pada ayat-
ayat tersebut, semisal adanya pemahaman kronologisme ayat diturunkan (asbab
al-wurud)."”

Kedua, mengetahui Hadith-hadith tentang hukum. Ketiga, mengetahui
objek ijma’ mujtahid pada generasi terdahulu. Keempat, mengetahui tata cara
giyas dan syarat-syarat penerapannya, serta metode hukum lain yang disepakati
oleh para ulama’ Usul. Ke/ima, memiliki pengetahuan logika dengan mengetahui
pula bentuk-bentuk pembuktian di dalam hukum logika yang dibangun oleh para
ulama’ Figh. Keenam, memiliki cakrawala dan penguasaan terhadap persoalan-
persoalan yang baru yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas. Ketujuh,
mengetahui nasikh dan mansukh yang terjadi di dalam ayat al-Qur’an ataupun
Hadith Nabi Muhammad. Pada konteks nasikh dan mansukh ini, para ulama’
Figh, memberikan penjabaran agar seorang mujtahid harus mampu memahami

proses pengkodifikasian dalam disiplin ilmu lain, yakni ilmu al- Qur’an.

1 Sa‘ad al-Din Mas‘ud bin ‘Umar al-Taftazani, Sharh al-Talwih ‘ala al-Tawdih i Matn al-
Tangih fi Usul al-Figh, Juz. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, t.th.), 139-142.
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Kedelapan, mengetahui kepribadian para periwayat Hadith sehingga dapat
memastikan apakah periwayatan Hadith tersebut dilakukan secara benar atau
tidak. Sekaligus, seorang mujtahid harus mampu membandingkan konten matan
yang akan dijadikan sandaran hukum dengan Hadith-hadith lain, dalam bentuk
redaksi yang berbeda.'"

Selain memperketat pada persyaratan seorang mujtahid, para ulama’ Figh
juga memberikan syarat-syarat tertentu pada tiga hal penting; pertama, ruang
ijtihad. Kedua, stratifikasi mujtahid. Ketiga, nilai kebenaran dalam berijtihad.
Mayoritas ulama’ bersepakat bahwa hal yang dibolehkan untuk berijtihad adalah
pada problem-problem yang dihadapi umat Islam, namun belum didapatkan
kepastian hukum di dalam nas al- Qur’an atau Hadith. Artinya, bukan persoalan
usul al-din atau qat’i al- dilalah, seperti dalam konteks peribadatan (za’abbudi).
Dalam hal stratifikasi mujtahid, para ulama’ membaginya menjadi empat bentuk;
pertama, mereka yang secara independen bisa melakukan ijtihad. Kedua, mereka
yang membutuhkan pandangan para imam terdahulu untuk menghasilkan produk
hukum Islam. Ketiga, mereka yang menggali hukum Islam untuk berfatwa.
Keempat, mereka yang berijtihad untuk kepentingan mereka sendiri, berdasarkan
pada pemahaman yang dimilikinya. Sedangkan terakhir, hal yang berhubungan
dengan nilai kebenaran ijtihad. Ijtihad dinyatakan memiliki kebenaran apabila
seorang mujtahid tersebut dinyatakan mememiliki pemahaman dan kapabilitas
untuk melakukan penggalian hukum Islam secara benar, sesuai dengan ketentuan

yang ada.

10 1hid., 143.
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Dengan keberadaan syarat serta hal-hal lain yang menjadikan ijtihad
menjadi proses dan produk yang sulit dilakukan, maka tidak salah apabila ada
anggapan bahwa kata ijtihad atau berijtihad sudah tidak dimungkinkan
dilaksanakan pada era modern. Para mujtahid — sebagaimana diungkapkan oleh
para pemikir tradisional atau salaf — berakhir pada masa atau era tabi’in.
Sedangkan apapun proses penggalian hukum pasca itu, para ulama’ tidak
menganggapnya sebagai produk ijtihad, melainkan sebatas proses pemberian
status hukum biasa kepada mereka yang bertanya. Produk hukum yang dilakukan
oleh ulama’ tidak bisa dijalankan secara universal seperti yang dilakukan oleh
para guru-guru mereka. Kendati anggapan ini seakan sudah mapan dan tidak bisa
dikritik, namun masih banyak ulama’ dan pakar Figh yang mengatakan bahwa
pintu ijtihad itu masih dibuka.

Fazlurrahman misalnya, dia menyatakan bahwa kemungkinan untuk
berijtihad masih sangat terbuka. Sebab, keberadaan teks tidak memungkinkan
untuk mengcover semua kepentingan teks, serta pendapat dan pandangan para
ulama’ terdahulu akan mengalami rekontekstualisasi. Para ulama’ terdahulu, bisa
jadi, tidak akan mampu meramal apa yang akan terjadi jauh setelah fase dan
masa mereka sebelumnya.'"!

Ketertinggalan pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam, akhirnya,
menumbuhkan fase terakhir di dalam diskursus hukum Islam dibentuk dan
menjadi rujukan umat, yakni fatwa ulama’. Dibandingkan tag/id pada madhhab,

berijtihad menggunakan perangkat, prosedur, syarat, dan ketentuan lainnya,

" Fazlur Rahman, Is/lamic Methodology in History (New Delhi: Adam Publishers, 1994), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



110

posisi fatwa berada di bawah dua hal tersebut. Artinya, produk hukum yang
dihasilkan dari pandangan (baca; fatwa) seorang ulama’ hanya berlaku pada dia
yang bertanya terkait status hukum tersebut.

Tim penyusun buku Pondok Pesantren Lirboyo mengatakan bahwa tradisi
orang bertanya (baca; meminta fatwa pada ulama’) sudah ada sejak zaman
sahabat. Posisi fatwa, apabila hanya diputuskan oleh seorang khalifah, maka akan
berlaku personal. Berbeda apabila a/-mu’arid itu dibahas oleh para sahabat
bersama-sama, maka fatwa itu bisa dijalankan secara kolektif, dan menjadi ijma’
para sahabat. Tercatat, di masa-masa tabi’in beberapa ulama’ yang memberikan
fatwa keagamaan, diantaranya; di Madinah ada Sa’id bin al-Musayyab, di
Makkah Atha’ bin Abi Rabah, di Kufah ada Ibrahim al-Nakha’i dan lain
sebagainya. Nama-nama pemberi Fatwa ini memang tegolong sebagai orang yang
sangat paham terhadap konten al-Qur’an. Bedanya dengan para imam Madhhab,
mereka tidak memiliki murid atau pengikut yang melanjutkan pemikiran serta
produk hukum yang dihasilkan. Lebih-lebih pula, sebagaimana sudah disebutkan,
posisi fatwa di dalam hukum Islam sejatinya sekedar untuk menjawab pertanyaan
umat yang tidak memahami kandungan hukum Islam di dalam al-Qur’an dan
Hadith.'"

Masih dalam buku yang sama disebutkan pula beberapa problematika
fatwa dan pemberi fatwa. Problem pertama, apakah boleh seorang mugallid
(orang mengikuti madhhab tertentu dan berasal dari ketidakpahaman hukum)

memberikan fatwa? Jawaban terhadap problem ini adalah tidak boleh. Al-Asmani

"2 Forum Karya Ilmiah 2004, Kilas Balik Teoritis Figh Islam (Kediri: PP. Lirboyo Kediri, 2006).
410.
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mengatakan seseorang yang memberikan fatwa harus memiliki tiga kreteria
wajib; memiliki kompetensi untuk berijtihad, memiliki integritas moral, dan
kepribadian yang tinggi (a/- ‘adalah). Jawaban lain dipaparkan oleh al-Razi. Bagi
dia seorang mugqallid boleh memberikan fatwa asalkan dia memahami dan
mengetahui pendapat imam atau mujtahid yang diikuti pada konteks persoalan
yang dipertanyakan. Adapula yang menjawab serupa, apabila memang sudah
tidak ada mujtahid atau imam di masa atau tempat itu. Terakhir, dia
diperbolehkan — sebagaimana pandangan al-Razi — dengan tambahan syarat dia
harus mengetahui pandangan, metode 7stinbat, dan landasan yang digunakan oleh
Imam madhhab panutannya, atau imam lain yang dia pahami.113

Problematika selanjutnya adalah berhubungan dengan orang yang berhak
memberikan fatwa atau kepada siapa orang ‘awam wajib bertanya persoalan
hukum. Mayoritas ulama’ menyatakan dua hal penting dalam konteks ini, yakni;
al-‘adalah dan kemampuan untuk memahami agama dan hukum Islam (baca;
berijtihad). Wahbah al-Zuhailiy memberikan beberapa penekanan prinsip hidup
seorang mufii (yang masih berstatus mugallid) dalam memberikan fatwa;
pertama, dia harus memiliki pandangan ulama’ berdasarkan pada akurasi
dalilnya. Jangan sampai seorang mufti memberikan pandangan menggunakan
dalil yang dianggapnya paling lemah. Semisal, dia lebih memilih kualitas Hadith
yang lebih rendah. Kedua, dia harus bersungguh-sungguh dan seoptimal mungkin
dengan tetap memperhatikan pendapat ulama’ yang menjadi kesapakat bersama.

Ketiga, tidak mengikuti alur berfikir dan nafsu diri dia sendiri, serta harus

3 1bid., 415.
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mengedepankan kepentingan umum dan maslahah yang universal serta menjadi
common sense di masyarakat.'"*

Pada kesimpulannya, pasca ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi’in,
dan kaum setelahnya, polarisasi penggalian hukum Islam dikanalisasi menjadi
dua model; bertaqlid atau kemudian berijtihad. Pada posisi bertaqlid, bisa jadi
bentuknya adalah mengikuti pendapat para madhhab, pendapat Imam/Ulama’
secara personal, atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap memahami
keilmuan keagamaan di atas mereka secara langsung serta memiliki implikasi
personal pula.'”

Istilah taqglid ini sebetulnya untuk memudahkan kategorisasi antara dua
kecenderungan, yakni melakukan ijtihad mutlak di satu sisi dan menggunakan
metode ijtihad yang dipakai oleh para mujtahid mutlak ataupun mengikuti
pendapat hukum yang dibuat oleh mereka. Sehingga Ulama’ besar semisal imam
Nawawi termasuk kategori mugqallid, karena mengikuti metode ijtihad imam
Shafi’i. Nawawi dengan sangat bersahaja dalam memperkenalkan karya-karyanya
dengan menyatakan bahwa hasil karyanya tidaklah berarti namun hanya
merupakan kutipan dari beberapa penulis.''®

Bagi Nawawi menjadi seorang penganut Shafi’i bukanlah tanpa alasan.
Menurutnya, Madzhab Shafi’i dikenal lebih terpercaya, Abu Hanifah lebih
massif, sedangkan Ahmad bin Hanbali dipandang lebih saleh. Lebih dari itu

Madzhab Syafi’i bagaikan mutiara yang memancarkan dan menjulang dalam

14 Wahbah al-Zuhailiy, a/-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Da al-Fikr, Juz. 3, 1985), 223.

"5 Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi (Yogyakarta:
Lkis, 2004), 125.

"% Ibid.
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sebuah kehidupan yang bahagia.117

Namun demikian, Imam Nawawi
meninggalkan prinsip penting yakni menjadi mugallid yang terus melakukan kajian
dan kritis.""®

Sedangkan pada dalam konteks melakukan ijtihad — menggunakan
metode isntinbat yang sudah penulis sebutkan di awal — menjadi sedikit
problematik. Pasalnya, mayoritas ulama’ yang merumuskan konsep ijtihad
memberikan kreteria yang sangat ketat dan sulit dilampaui, sebab perbedaan era,
zaman, tempat, dan problematika hukum yang dihadapi umat Islam. Kendatipun
masih ada yang meyakini bahwa ijtihad hukum Islam terbuka hingga sekarang,
para ulama’ tampaknya enggan untuk melakukan hal tersebut. Mereka menyadari
bahwa kredibilitas seorang mujtahid pada masa lampau, mampu memberlakukan
pendapat mereka secara proporsional dan kehati-hatian yang mendalam ( ‘adalah).

Bagi penulis sendiri, kepentingan untuk menampilkan dinamika hukum
Islam pasca jauhnya jarak pemahaman umat Islam terhadap proses instinbat
hukumnya ini, tidak lain sekedar untuk memberikan gambaran bahwa apa yang
hari ini terjadi di Indonesia, sudah terjadi di beberapa negara Islam di dunia
global, setidaknya yang terjadi di Mesir, Iran, dan beberapa wilayah lainnya. Hal
yang unik memang ketika negara-negara Islam ini menjadi lahan jajahan dan
kebudayaan Barat. Kompleksitas perumusan hukum Islam pun bertambah.

Komposisi sistem kenegaraan yang ingin memisahkan agama dan negara
— sekularisasi — menjadikan para pemikir Islam memikirkan ulang, apakah

konsep-konsep postulasi hukum Islam yang dinyatakan oleh ulama’ klasik masih

"7 Ibid, 126
18 1hid.
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bisa dijalankan atau mereka harus tunduk menggunakan cara pandang hukum
positif dimana konsensus (kesepakatan) manusia menjadi penentu, dibandingkan
keberadaan hukum yang sudah ditulis di dalam al-Qur’an dan Hadith. Maka dari
itu pembahasan selanjutnya sekilas akan memberikan gambaran bagaimana
sistem kenegaraan dan sistem hukumnya mempengaruhi keyakinan berjalan atau
gagalnya hukum Islam mewarnai kehidupan publik di beberapa negara Islam,
atau setidaknya di beberapa pilahan negara yang menjadi jajahan Negara-negara

Eropa.

b. Sistem Kenegaraan dan Depolarisasi Hukum Islam

Sebagaimana diketahui, modernisasi (atau sebagian dari kita
menyebutnya westernisasi) merubah sistem dan pola kehidupan masyarakat,
termasuk umat Islam. Kanalisasi sistem pemerintahan Islam yang sudah mulai
runtuh, mau tidak mau, harus mengikuti kebiasaan imperium Barat yang
menawarkan kebebasan-kebebasan dan kemerdekaan. Clark Benner menyatakan

11
bahwa:'"”’

“First, each theory accepted the basic premise of the classical theory of
siyasa shar'iyya, which informed Ottoman political ideology and the
actions of the Egyptian government...That is to say, each theory assumed
that Muslims can identify (1) some universally applicable rulings of shari
'a and (2) some divinely-favored social results—principles corresponding
to the classical “goals” of the shari 'a. Second, the first half of the
twentieth century was a period of strident anti-colonialism, and many of
the thinkers in Egypt who articulated modernist Islamic legal theories
during this period were affected by the anti-colonial mood of the
time...Rhetorically, then, the modernist Islamic theorists discussed here
utilized many traditional Islamic words and concepts, such as “ijtihad,”

"9 Clark Banner Lombardi, State Law As Islamic Law In Modern Egypt; The Incorporation of
the Shar’ia into Egyptian Constitutional Law (Leiden, Boston: Brill, 2006), 79.
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“ijma' 7 or “maslahah.” As a result, Egyptian modernist legal theories
often “sound” classical at first. Only closer inspection reveals how most
modernist theorists subtly redefined these terms. Finally, each of the
theories discussed in this book approved of the codification of national
law. Each of the thinkers assumed that the age of judge-made law was
past and that their theory would be applied by thinkers to develop codes
of law.'?
Ketertundukan pada tipe ideal pemerintahan yang berubah (baca; dari
Islam ke Barat), berdasarkan pada kutipan di atas, maka progresifitas pemikiran
dan dialektika terkait hukum Islam pun berubah. Secara garis besar mereka
mengasumsikan perlu adanya pembaharuan pemikiran hukum Islam. Ironisnya
lagi, pemikiran-pemikiran hukum Islam tersebut tidak sekedar menyasar pada
pengubahan produk ijtihad di masa-masa sebelumnya, melainkan juga perangkat
metodik yang digunakan untuk menggali hukum Islam itu sendiri. Sebut saja
misalnya pemikiran kepemimpinan politik al-Maududi. Roy Jackson mengungkap
ada lima point pemikiran al-Maududi terkait kepemimpinan dan sistem
pemerintahan Islam. perftama, kemerdekaan intelektualitas (intellectual

independence). Kedua, gerakan salafisme yang menimpa masyarakat Islam

modern. Ketiga, empat sumber Konstitusi Islam. Keempat, Theo-Democracy

120" “pertama, setiap teori menerima premis dasar teori klasik siyasah shar'iyyah, yang
menginformasikan ideologi politik Ottoman dan tindakan pemerintah Mesir... Artinya, setiap
teori mengasumsikan bahwa Muslim dapat mengidentifikasi (1) beberapa yang berlaku universal
putusan dari syari’ah dan (2) beberapa hasil sosial yang diinspirasikan oleh agama — prinsip-
prinsip yang berhubungan dengan "tujuan" klasik dari syari.’ah. Kedua, paruh pertama abad
kedua puluh adalah periode anti-kolonial, dan banyak pemikir di Mesir yang mengartikulasikan
teori-teori hukum Islam modern selama periode ini dipengaruhi oleh suasana anti-kolonial saat itu
... Secara retoris, Kemudian, para ahli teori Islam modernis yang dibahas di sini memanfaatkan
banyak kata dan konsep Islam tradisional, seperti "ijtihad," "ijma’" atau "maslahah." Akibatnya,
teori hukum modernis Mesir sering "terdengar" klasik pada awalnya. Hanya pemeriksaan lebih
dekat yang mengungkapkan bagaimana sebagian besar teoritikus modernis secara halus
mendefinisikan kembali istilah-istilah ini. Akhirnya, masing-masing teori yang dibahas dalam
buku ini menyetujui kodifikasi hukum nasional. Masing-masing pemikir berasumsi bahwa usia
hukum yang dibuat hakim sudah lewat dan bahwa teori mereka akan diterapkan oleh para pemikir
untuk mengembangkan kode hukum.”
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121
Kemerdekaan

(divine government). Kelima, Jihad dan Revolusi Permanen.
pemikiran yang dimaksudkan oleh Roy Jackson, adalah keluasan pengetahuan
(trans-historical thought) al- Maududi dalam memahami agama Islam, baik
sebagai agama bawaan Nabi Muhammad SAW, ataupun sebagai pegangan hidup
bagi umat Islam secara luas.

Sebagaimana diketahui, al-Maududi merupakan ulama’ yang mempelajari
hampir semua disiplin ilmu pengetahuan dan ajaran Islam berdasarkan pada
sumber-sumber otentiknya, ditambah lagi, kekuatan idealismenya untuk
mengembalikan Islam sebagai sebuah kekuatan yang paripurna. De Vries,
sebagaimana dikutip R. Jackson, mengemukanakan konklusi cita yang diinginkan
oleh al-Maududi, yaitu;

1) Setiap tindakan manusia adalah tindakan keagamaan. Itulah yang
dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam setiap
harinya. Tindakan dan perilaku nabi tidak selalu hanya diukur dari
aspek posisinya sebagai /eader dari umat Islam, melainkan lebih dari
itu.

2) Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dikala
memimpin umat, merupakan contoh sahih tentang kepemimpinan
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan (teokrasi). Nabi Muhammad,
sebagai seorang pemimpin, bisa mengatur pluralitas suku, agama, dan
keyakinan yang ada di Madinah, berdasarkan pada asas-asas

keislaman.

121 Roy Jackson, Mawlana Maududi and Political Islam; Authority and The Islamic State (New
York: Routledge, 2011), xx.
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3) Tidak ada perbedaan antara kegiatan politik dan spiritual. Keduanya
menjadi satu kesatuan integral yang harmonis.

4) Al-Qur’an adalah guidance yang lengkap bagi umat manusia untuk
berperilaku di dalam kehidupan sosial.

5) Negara Islam adalah sebuah negara yang tidak dibatasi oleh teritori
tertentu, gender atau jenis kelamin tertentu, serta klas kultur
terterntu pula. Negara Islam adalah sebuah negara yang menaungi
semua pemeluk agama Islam di dunia.

6) Dari sisi features of Islamic institution, al-Maududi menggaris
bawahi dua struktur penting; 1) khalifah yang memiliki peran sebagai
penunjuk (rashidun), sebagaimana sudah dicontohkan oleh empat
khalifah Islam di masa lalu. 2) Ulama’ yang berperan sebagai sosok
interpretator dari ajaran-ajaran Islam, berdasarkan pada kitab-kitab
suci umat Islam. Selain itu, ulama’ juga berperan untuk menjadi
penyeimbang dan pengkritik bagi para politisi Muslim yang
menyalahgunakan otoritas yang diberikan.'**

Selain pemikiran tentang dimensi kolektif sejarah umat Islam, al-
Maududi juga menawarkan konsep tentang karakteristik umat Islam sebagai
individu (Is/lamism as individual values of Moslem action). Dalam konteks ini, al-
Maududi mengakui bahwa pemikiran tentang perfect Moslem yang
ditawarkannya memiliki kemiripan dengan apa yang ditawarkan Muhammad

Igbal (kAudi). Islamisme al-Maududi bermakna bahwa setiap individu Muslim

122 1bid., 84
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harus meyakini apa yang dijalaninya berdasarkan dan berasaskan pada nilai-nilai
ketuhanan (tauhid). Seorang Muslim yang tidak hadir karena pengaruh-pengaruh
pemikiran dan konsep selain orang Islam. Dari cara pandang seperti ini, maka
seorang Muslim akan memiliki kemerdekaan pemikiran dan tindakan. 123
Adapun secara teoritik, konsep teo-demokrasi'** yang dikembangkan al-
Maududi berasal dari kegelisahannya terhadap kekuatan demokrasi liberal di
pilahan dunia lain, yang sekaligus memaksa umat Islam mengikutinya. Bagi al-
Maududi, konsep demokrasi Barat terlalu memaksa adanya pemisahan agama
dari sistem kenegaraan. Hal ini bisa mengakibatkan umat Islam kehilangan
identitas diskursus politiknya.'” Di pihak yang lain, demokrasi Barat yang
terlalu mendewakan manusia bisa membuat manusia meninggalkan aturan-aturan
gat i yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Al-Maududi mengatakan;'*®
“In It, this type of absolute power of legislation of the determination of
values and of the norma of behaviourest in the hands of the people. Law
making is their prerogative and legislation must correspond to the mood
and temper of their opinion. If a Partikultural piece of legislation is
desired by the masses, however, ill-conceived, it may be from religious
and moral viewpoint, step have to be taken to place it on the statute

book: if the people dislike any law and demand its abrogation,

howsoever just and righrful, it might be it has to be expunged

forthwith”.'*’

123 Abul A’la Al-Maududi, Fundamentals of Islam (Lahore: Islamic Publication, t.th), 8.

124 Secara lebih detail, implikasi konsep teo-demokrasi terhadap pola pembaharuan hukum Islam
di Indonesia ini akan dijelaskan dalam sub bab “Problematika Zstinbat Hukum Islam Kontemporer
di Indonesia” setelah sub bab ini.

125 Abul A’la Al Maududi, The Islamic Law and Constitution, trans. And ed. Khurshid Ahmad
(Lahore: Islamic Publications, 1960), 5.

"% Ibid, 138-139.

127 «Dj dalamnya, jenis kekuasaan mutlak dari legislasi penentuan nilai-nilai dan norma perilaku
paling baik di tangan rakyat. Pembuatan undang-undang adalah hak prerogatif dan perundang-
undangan mereka harus sesuai dengan suasana hati dan temperamen pendapat mereka. Jika suatu
bagian dari undang-undang partikultural diinginkan oleh massa, bagaimanapun, kurang dipahami,
mungkin dari sudut pandang agama dan moral, langkah harus diambil untuk menempatkannya di
buku undang-undang: jika orang tidak menyukai hukum dan menuntut pembatalannya, itu adalah
boleh saja dan hukum tersebut harus dihapus segera.”
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Tentunya, apa yang digagas dalam konsepsi masyarakat yang mayoritas
Islam dan minoritas, sangatlah berbeda. Ahmad Algunduz menyebutkan bahwa
nilai-nilai historis sebuah Negara akan memberikan dampak yang sangat
signifikan dalam menentukan posisi hukum Islam; di Malaysia misalnya, posisi
hukum Islam berada di posisi kedua setelah melakukan rasionalisasi pada kondisi
atau situasi sosial yang dirumuskan bersama-sama oleh para legislator. Di Iran
dan Arab Saudi yang memiliki sistem Negara Islam, hukum Islam (baca;
pandangan madhhab/imam) yang mereka jadikan sebagai rujukan ideologis dan
teologis akan menentukan arah bagaimana pola hukum harus dirumuskan oleh
para pembuat aturan di negara tersebut.'*®

Pada  kesimpulannya, penulis menemukan beberapa sisi-sisi
pembaharuan hukum Islam hampir di semua Negara, tidak sekedar di Negara
yang harus berkompromi dengan sisi-sisi kolonialisme dan perebutan sistem atau
norma sosial dengan para penjajah, seperti Indonesia-Belanda, Malaysia-Inggris,
Jordania-Prancis, melainkan juga negara yang memang dibangun menggunakan
narasi negara Islam, seperti Pakistan, Afghanistan, dan negara Islam lainnya.

Konsesi merubah nalar pemikiran hukum Islam, memang tidak
sepenuhnya akibat dari perombakan sistem pemerintahan. Hal yang paling
tampak ialah disebabkan kelenturan yang disediakan kodifikasi hukum Islam,
keterbukaan terhadap kondisi zaman, sosial, dan sistem politik di dalamnya. Pada

sisi kesejarahan, Imam Shafi’i juga sempat ‘mengganti’ pandangan fighiyyah —

128 Ahmed alkunduz, Introduction to Islamic Law; Islamic Law in Theory and Practice
(Roterdam: IUR Press, 2010), 234.
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nya, karena perbedaan kondisi antara Basrah dan Yaman. Demikian pula, para
murid-murid dari imam madhhab yang diikutinya, ada perbedaan pandangan
antara al-Amidi dengan beberapa guru yang mengajari dia merumuskan hukum
Islam, disaat konteks yang dihadapi berbeda dengan kondisi guru mereka.

Sekiranya inilah yang bisa dinyatakan bagaimana konsesi baru istinbat
hukum Islam dari perspektif global. Bagaimana para ulama’ Figh dan para pakar
syari’ah mencari format, serta formulasi ideal mereka dalam merumuskan hukum
Islam di era modern hingga kontemporer. Bagaimana dialektika-paradigmatik
hingga politis memainkan peranan terhadap sumber hukum Islam, prosedur
perumusan, dan pelaksanaan hukum Islam baik di negeri yang mayoritas Muslim,
atau negara yang memang dibangun serta diperjuangkan untuk menjadi negara
Islam.

Dari pelbagai pandangan tersebut ada beberapa kategori yang bisa
dinalar dari pandangan para pengkaji hukum Islam kontemporer, terkait tipologi
pemikiran hukum Islam hari ini; pertama, sekularisme atau liberalisme. Kedua,
tradisionalis dan konservatif. Ketiga, reformer atau modernis.'” Pengelompokan
ini dilandaskan pada kondisi dan situasi pemikiran dan paradigma yang
terbangun dalam membahas hukum Islam, hampir di seluruh negara di dunia.
Sedangkan dari sisi politik, para pengkaji hukum Islam lebih melihatnya sebagai
bentuk rekonfigurasi, integrasi, dan akomodasi pada dua pilihan paradigmatik
tersebut. Artinya, khususnya hari ini, tidak ada negara yang dapat menanggalkan

nilai-nilai keagamaan secara penuh (baca; dalam bentur pemisahan politik

12 Abdullahi Ahmad Na’im, Islam and Secular State; Negoitating the Future Shari’ah (New
York: Harvard University Press, 2008), 100.
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hukum) sebab agama merupakan sistem nilai yang hidup di lingkungan
masyarakat dan para pemeluknya. Demikian sebaliknya, hampir sedikit negara
yang mampu menjalankan nas agama sebagai korpus tertutup, sebab perilaku

manusia tidak bisa dihukumi hanya menggunakan satu paradigma semata.

4. Problematika Istinbat Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

Sama seperti yang sudah dijelaskan di atas, dinamika pembentukan
hukum Islam di Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di beberapa
Negara demokratis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, semisal Mesir.
Perdebatan dan pilahan antara otoritas agama serta Negara hadir secara paralel.
Otoritas agama, cenderung mempengaruhi produk hukum/legislasi yang dibangun
oleh Negara. Demikian sebaliknya, pertimbangan-pertimbangan Negara yang
lebih ilmiah, rasional, serta instrumentalis, dijadikan oleh para perumus hukum
Islam sebagai sebuah pijakan berfikir tersendiri.

Pijakan paralel disebutkan oleh Robert W. Hefner memang sudah terjalin
sudah sejak lama. Dia memberikan contoh bagaimana pengaruh hasil Bahthul
Masa’il Nahdlatul Ulama’ dijadikan pijakan pemerintah menjadi sebuah undang-
undang atau peraturan yang mengatur masyarakat secara luas."”’ Demikian
halnya juga dengan ungkapan Arskal Salim, gagasan Perda Syari’ah di Indonesia,

secara substansial, meski tidak sepenuhnya menghadirkan Hukum Islam, bisa

30 Hefner, Robert W. Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (Princeton:
Princeton University Press, 2000), 67.
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dikatakan sebagai respon masyarakat Islam yang berkeinginan untuk menjadikan
ajaran-ajaran Islam sebagai basis dan fondasi Hukum di Indonesia."'

Mahfud MD dan beberapa peneliti awal, membentuk konfigurasi politik
hukum sebagai model relasional negara serta produk hukum yang dihasilkan.
Kerangka operasionalnya ialah mengkaji sistem negara berdasarkan model yang
ada, lalu menginterpretasi beberapa produk hukum yang dihasilkan. Misalnya,
sistem negara yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang ‘centripetal’,
terpusat pada satu otoritas mutlak. Jika dikaitkan di dalam Islam, maka produk-
produk hukum Islam ‘dipaksa’ menyesuaikan dengan konsepsi dan perangkat
yang digunakan oleh pemerintah. Intinya, tidak ada parallelisme terhadap
konstruk hukum Islam dalam mengatur sistem negara. Hal ini berbeda apabila
konfigurasi sistem kenegaraan menjalankan sistem demokrasi, dua konsepsi
tersebut bisa berjalan berdampingan sekaligus. Artinya, konsepsi teori relasi
sistem negara, hukum, dan bentuk permainan politik di dalam hukum Islam,
bermakna sebuah proses pencarian substansi-korelatif antara dimensi yang ada di
dalam nalar istinbat dan produk hukum Islam dengan hukum nasional.'*?

Dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum. Dari Pancasila itu melahirkan peraturan perundang-
undangan seperti diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarkis meliputi: 1). UUD NRI

1945, 2). Ketetapan MPR (yang masih berlaku berdasar Tap MPR No.

B Arskal Salim, Challenging the Secular State: The Islamization of Laws in Modern Indonesia,
(Honolulu: Hawaii University Press, 2008), 80.

2 Mahfud MD, Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional (Jogjakarta: UII Press,
1997), 78.
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I/MPR/2003, 3). UU/Perppu, 4). Peraturan Pemerintah, 5). Peraturan Presiden,
6).Perda Propinsi, dn 7). Perda Kabupaten/Kota.

Menurut Mahfud MD. Dalam fungsinya sebagai sumber dari segala
sumber hukum, Pancasila mempunyai kaedah penuntun hukum yang harus
menjadi rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan
politik hukum, yaitu: melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia,
membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum)
secara simultan, membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
membangun toleransi beragama yang berkeadaban. Mahfud juga menegaskan
bahwa negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi negara harus
memproteksi setiap pemeluk agama.'*

Adapun pandangan fragmentatif-otoritatif cenderung membiarkan dua
konstruk hukum yang mengatur masyarakat di Indoensia, secara sendiri-sendiri.
Agama mengatur perihal ritus dan habitus keberagamaan, begitu sebaliknya,
negara tidak perlu hadir untuk mengatur persoalan agama. Meskipun berbeda
bentuk, namun cara pandang ini sebenarnya masih menggunakan produk kajian
relasional yang lebih difokuskan pada sistem negara sekuler. Sistem negara dan
politik yang memang masih memisahkan keberadaan agama di ruang publik.
Agama dibatasi untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat di ruang publik.
Agama hadir dan dihadirkan sebagai bentuk ruang privat semata. Semua orang

sangat mathum misalnya, bagaimana reformasi yang berlaku di Turki melalui

133 Al-Khanif dkk. (Editor), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (Yogyakarta: LkiS, 2017), 6-7.
Lihat juga M.N. Harisudin, Fikih Nusantara: Metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan
NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia (Jember: Pidato Pengukuhan Guru besar,
2018), 110-111.
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kekuasaan Kemal Pasha al-Tatruk, sistem pemerintahan dan konstitusi yang
dibuat di Amerika dan daerah sekuler lainnya.

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk memisahkan agama, sistem hukum,
dan politik sempat digagas, kemudian dipostulasi lebih serius di awal-awal
reformasi tahun 1998. Gagasan Nurchalis Madjid yang tidak menginginkan
adanya partai-partai berbasis Islam, gerakan Islam dan formalisasi hukum, dan
aspek-aspek keagamaan lainnya yang menyertai perdebatan publik kala itu,
adalah sumber utama mengapa Cak Nur, sapaan akrab Nurchalis Madjid,
mengusulkan itu dijalankan di Indonesia. Walaupun, secara faktual, cara pandang
ini sangat sulit diimplementasikan. Indonesia ‘terlanjur’ menganut sistem dan
nilai kenegaraan berbasis ideologi Pancasila yang ‘menggabungkan’ gagasan dan
perjuangan orang-orang Islam di era kemerdekaan. Indonesia, pada proses
pembentukan konstitusinya, mengakomodasi semua kepentingan masyarakat
yang plural.

Akhirnya, hadirlah ‘hird way thinking’ bagaimana semestinya menggali
perjalanan dua terma ‘/iving laws’ yang paling dominan sebagai sumber hukum
di Indonesia atau di beberapa negara modern hari ini. Hollenbach, dalam
Nadirsyah Hosen, menyatakan bahwa kata integralisme bisa menjadi pilihan
paling rasional untuk menggali konsep relasional hukum Islam, sistem politik,
dan produk hukum yang dihasilkan. Dia mengatakan bahwa:'**

“The differentiation of religious and various dimensions of public life has a
different connotation than does separation’...Religious influence in public

*Nadirsyah Hosen, “Shari’a and State in Southeast Asian Context” dalam M. Zaki & Dian
Mustika, Shariah dan Negara; Ragam Perspektif dan Impelemntasi di Asia Tenggara (Jogjakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), 19.
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and even political life occur, however, ever where state and Church are
institutionally distinct. Thus, there is a third alternatve to integralism
(church-state unity) on one hand and the privatization of religion on the
other. In this third alternative, religious communities can have an impact
on public life, while at the same tim, free exercise and non establishment of
religion are fully protected.”'*

Maka dari itu, Nadirsyah Hosen menyatakan berdasarkan fakta dan data

yang ada di beberapa negara, kehadiran agama dan negara harus pada bentuk

integratif dan akomodatif. Dia mengatakan bahwa:'*°

“I will argue that the Indonesian, Malaysian, and Singaporean cases
provide a model of a relationship beween state and religion. The model
offers a link between multiculturalism and legal pluralism, in which
shari’ah law is adopted into a secular legal system. Legal pluralism
would operate by default, because Muslims would be free implement
Shari’a in their daily lives, as an extention of their constitusional rights to
freedom of religion....there are spaces for religion to play in the public
sphere, but at the same time there also limitatios, whereby religion should
not ask for more, as the Indonesian experience with constitutional
amendment has revealed. What we would see is a religious pluralism
community which seeks mutual cooperation to acknowledge and preserve
the harmonious existence of religion and state without necessarily being

in favour of their intermixing”."’

Dari dua kutipan di atas, maka integralisme dan akomodasi adalah pilihan

paling rasional dan kontekstual untuk menghadirkan substansi hukum Islam

135 “perbedaan dimensi agama dan berbagai kehidupan publik memiliki konotasi yang berbeda
daripada pemisahan. Namun, pengaruh agama dalam kehidupan publik dan bahkan politik terjadi
di mana negara dan Gereja secara kelembagaan berbeda. Dengan demikian, ada alternatif ketiga
untuk integralisme (kesatuan gereja-negara) di satu sisi dan privatisasi agama di sisi lain. Dalam
alternatif ketiga ini, komunitas agama dapat berdampak pada kehidupan publik, sementara pada
?336at yang sama, pihak yang bebas dan pihak yang berpegang pada agama sepenuhnya dilindungi.”
Ibid, 19.

137 «Saya berpendapat bahwa kasus-kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura memberikan model
hubungan antara negara dan agama. Model ini menawarkan hubungan antara multikulturalisme
dan pluralisme hukum, di mana syari’at hukum diadopsi ke dalam sistem hukum sekuler.
Pluralisme hukum beroperasi secara gagal, karena umat Islam akan bebas menerapkan Syariah
dalam kehidupan sehari-hari mereka, sebagai perpanjangan hak konstitusional mereka untuk
kebebasan beragama ... .ada ruang untuk agama untuk bermain di ruang publik, tetapi pada saat
yang sama waktu di sana juga limitatios, di mana agama tidak boleh meminta lebih banyak,
karena pengalaman Indonesia dengan amandemen konstitusi telah membuktikan. Apa yang akan
kita lihat adalah komunitas pluralisme agama yang mencari kerja sama timbal balik untuk
mengakui dan melestarikan eksistensi harmonis agama dan negara tanpa harus berpihak pada
mencampuri urusan mereka.”
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bersanding dengan hukum nasional/positif. Namun pertanyaan yang akhir-akhir
ini timbul, diantara dua sistem hukum tersebut manakah yang paling pantas
untuk menjadi faktor determinant sebagai streering values and normative
procedures. Dalam bahasa yang lebih sederhana, apakah agama yang harus
‘tunduk’ terhadap konsesi masyarakat (hukum manusia) atau hukum manusia
yang harus mengikuti prosedur dan alur hukum agama. Marzuki Wahid, melalui
cara berfikir counter discourse berbasis “Counter Legal Drafti (CLD),
menyarankan agar pembacaan terhadap integrasi hukum Islam dibangun

sebagaimana gambar berikut:

Bagan 2.2.
Alur Penafsiran Ajaran Islam versi CLD KHI

Pendekatan Pembacaan: Global and National Discourse
- Kemaslahatan Al-
) Maq§1>s}|d al- E— Qur’a>n > > FIC]h (ProduiLFI’?enI:;Laruan

Shari>’ah & k Hukum
- Akal Publik Hadi>th
- Kearifan Lokal Konteks Keindonesiaan

Berdasarkan pada bagan di atas, lalu dia mengambil contoh Kompilasi
Hukum Islam (KHI) sebagai objek analisis menggunakan framework ini. Marzuki
Wahid berupaya untuk menguatkan gagasannya, agar hukum Islam keluar dari
‘ketertundukan’ terhadap sistem politik hukum di Indonesia, atau supporting
points atau fondasi nilai perumusan hukum di Indonesia. Dia mengklaim bahwa

apabila hukum Islam dibaca melalui pendekatan ini, maka syari’at Islam akan
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menjadi hukum publik yang diterima oleh semua kalangan, sekaligus kompatibel
dengan kehidupan masyarakat demokrasi modern.'*®

Secara metodik dia juga mensyaratkan tiga aspek penting yakni, konsep
pembacaan berbasis pendekatan modern, metodologi, yang dalam bahasa penulis,
harus dibaca menggunakan karakter kepantasan (mulai dari naskah akademik
berdasarkan kitab klasik, paradigma modern, hingga pemilik otoritas subjek
untuk membaca diskursus tersebut). Lalu, di akhir, dia menyarakan agar ada
public-hearing untuk melalukan examinasi terhadap produk hukum tersebut.'”

Gagasan Marzuki Wahid, melalui pendekatan CLD tersebut, sebagai
upaya keluar dari ketertundukan epistemik dan prosedur figh klasik hingga
perumusan kebijakan yang ada di Indonesia, harus diakui, memang mapan dan
matang sebagai sebuah diskursus. Namun, di balik itu, penulis kira dia tidak bisa
melepaskan diri istilah yang dibentuknya sendiri ‘ketertundukan’ pada sistem
kenegaraan. Sebab, review dan kritik terhadap diskursus, dia letakkan hanya pada
produk hukum dimana orang Islam, tokoh Islam, elit politik, dan elemen
keislaman lainnya bisa memainkan peranannya secara mutlak. Dimana orang-
orang Islam memiliki hak konstitusional untuk merdeka mengatur dirinya
sendiri. Misalnya, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan zakat,
pernikahan, dan produk perundangan lain yang memang dibuat oleh negara
mengatur ‘ritus dan habitus’ masyarakat Islam sebagai agama mayoritas di

Indonesia. Bahwa, dia menginginkan Islam atau ajaran Islam diperkenalkan

kepada masyarakat luas sebagai diskursus yang ‘terbuka’ dan ‘reponsif’ melihat

18 Marzuki Wahid, Figh Indonesia (Bandung: ISIF, 2014), 211.
139 11
Ibid.
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perkembangan sosial-politik dan perubahan ke masyarakat, penulis akui gagasan
ini cukup mapan sebagai kerangka baca.

Berbeda dengan Marzuki, Abdul Halim memilih konfigurasi
konstitusional-akomodatif dengan melihat pelbagai konfigurasi politik dan
proses pembentukan hukum di Indonesia, untuk menilai posisi hukum Islam atau
al-siyasah al-shar’iyyah (figh politik). Dia menjelaskan gagasannya;

“..maka dalam konteks hukum Islam di Indonesia, teori konstitusi (zhe
constitusional theory) dan teori akomodasi (accomomation theory)
menjadi sangat relevan untuk memajukan temuan studi ini; yakni suatu
teori yang mengatakan; “negara memiliki kewajiban konstitusional untuk
mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum
nasional.” Dengan demikian, semua produk-produk perundang-undangan
dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan nilai-nilai substansi nilai-nilai
universal Islam dan nilai-nilai hukum Islam atau sekurang-kurangnya
peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan
hukum Islam yang diyakini masyarakat dan bangsa Indonesia.”'*

Maka dari itu, dia memberikan rekomendasi bagaimana semestinya
perundangan itu dihasilkan di negara yang integral ini. Pertama, dalam proses
transformasi hukum Islam ke hukum Nasional, dibutuhkan penelitian syari’ah
Islam yang koheren dari kitab-kitab klasik yang multi-madhhab, kemudian
pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama’ Indonesia sendiri, naskah-
naskah akademik, yurispruden-yurispruden yang dihasilkan, pandangan atau
fatwa Majelis Ulama’ Indonesia, pemikiran hukum kontemporer, dan aspek-
aspek lain yang bisa dijadikan sebagai pengayaan terhadap informasi untuk
mengkonstruk nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Kedua, diperlukan pula

pembacaan terhadap isu politik dan sosial, sebab hari ini, isu pemberlakuan

syari’ah tidak selalu menjadi dominasi para partai politik Islam. Bisa jadi,

140 Abdul Halim, Politik Hukum Islam, 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



129

konsesi untuk memberlakukan syari’ah Islam secara kaffah berasal dari social
movement (gerakan sosial), aktivitas dialektis masyarakat yang dominant-
absolute (seperti yang terjadi di Papua dan Aceh, pen), dan keinginan sebagian
kalangan yang memiliki otoritas untuk membentuk sebuah perundangan berbasis
syari’ah tersebut. Walaupun, pelaksanaan perundangan tersebut akan kontra
produktif dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Ketiga, harus ada
keinginan untuk mendesiminasikan karakter prosedur dan model kajian politik
hukum Islam yang lebih koheren.'*!

Sedikit berbeda daripada kajian-kajian sebelumnya, Robert W. Hefner
lebih melihatnya dari sudut pandang antropologis dan etnografis. Dia melihat apa
yang terjadi di Indonesia sebagai bentu ‘striking parallelism system of Islamic
law and national constitution’'” Artinya, perdebatan terkait integrasi dan
akomodasi yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah bentuk turunan dari
politics of multiculturalism, pluralism, and religious beliefs yang ada dan hidup
di Indonesia. Dengan seperti itu, maka akan selalu ada dua model interpretasi
terkait substansi relasi hukum di Indonesia yang secara parallel menghiasi. Dia,
dalam pandangan penulis, seakan bersepakat dengan pandangan Arskal Salim.
Dia mengatakan bahwa di Indonesia memang ada produk yang bisa
diinterpretasikan berbeda dari skala sumber pemahaman umat Islam terhadap itu.

Dia menegaskan terkait pandangan tersebut sebagaimana berikut:'*

"1 bid, 458.

42 Robert W. Hefner “Indonesia; Indonesia Shari‘a Politics and Democratic Transition” dalam
Robert W. Hefner, Shari’a Politics; Islamic Law and Society in The Modern World (Indiana:
Indiana University Press, 2011). 281.

'3 Ibid, 281-282.
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“Arskal Salim and Robin Bush have observed, the content of some 45
percent of these regulations is not based in any strict sense on the shari‘a
or Islamic jurisprudence (fgh). Acting in the name of public morality
rather than Islamic law, the bylaws tighten controls on gambling,
women’s movement, and the consumption of alcohol. Notwithstanding
their nonsectarian phrasing, they were widely perceived as shari‘a-
inspired, not least because their most ardent proponents included an
alliance of conservative pro-shari‘a groups, often working in collaboration
with local branches of the semi-governmental Council of Indonesian
Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI). In the post-Soeharto era, the
MUI had acquired a reputation for staking out anti-liberal positions on
questions of doctrine, religious education, and interreligious relations.
The council’s growing conservatism in part reflected the fact that in the
early post-Soeharto period it had attempted to counter the influence of
liberal Muslim groupings by, for the frst time, recruiting representatives
of hardline Islamist organizations like the Indonesian Council of Jihad
Fighters (Majelis Mujahidin Indonesia, MMI). However, as MUI ofcials
themselves acknowledged, the anti-liberal turn was also related to the
leadership’s determination to dispel the reputation the council had
acquired during the Soeharto era of being insufciently independent of the
government”**

Melalui pandangan tersebut, kemudian dia berkesimpulan bahwa ke depan
bangsa Indonesia memang akan terus menghadapi perdebatan-perdebatan
penting, semisal ‘centrifugalism’ kebijakan-kebijakan yang berdialektika dengan

politik Islamisme, atau malah sebaliknya, kebijakan untuk mengatur umat Islam

144 «Arskal Salim dan Robin Bush melakukan observasi sekitar 45 persen dari peraturan-peraturan
ini tidak didasarkan pada pengertian yang tegas pada syari’at atau yurisprudensi Islam (figh).
Bertindak atas nama moralitas publik daripada hukum Islam, peraturan memperketat kontrol
pada perjudian, gerakan wanita, dan konsumsi alkohol. Tanpa menghiraukan ungkapan non-
sektarian mereka, mereka secara luas dianggap sebagai syari’ah yang diilhami, paling tidak
karena pendukung mereka yang paling bersemangat termasuk aliansi kelompok-kelompok pro-
Islam yang konservatif, sering bekerja dalam kolaborasi dengan cabang-cabang lokal dari Majelis
Ulama Indonesia semi-pemerintah (Majelis Ulama). Indonesia, MUI). Di era pasca Soeharto,
MUI telah memperoleh reputasi karena mengintai posisi anti-liberal pada pertanyaan-pertanyaan
tentang doktrin, pendidikan agama, dan hubungan antaragama. Konservatisme yang berkembang
di dewan itu sebagian mencerminkan fakta bahwa pada awal periode pasca-Soeharto, mereka
berusaha melawan pengaruh kelompok-kelompok Muslim liberal dengan, untuk pertama kalinya,
merekrut perwakilan organisasi-organisasi Islam garis keras seperti Dewan Pejuang Jihad
Indonesia (Majelis Komunis Jihad). Mujahidin Indonesia, MMI). Namun, seperti yang diakui
MUI resmi, giliran anti-liberal juga terkait dengan tekad kepemimpinan untuk menghilangkan
reputasi yang diperoleh dewan selama era Soeharto yang tidak independen terhadap pemerintah.”
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diberi nafas nilai-nilai demokratis yang ada di dalam perbincangan global. Dia
mengatakan bahwa;'*

“...for the future of shari‘a politics in Indonesia, the truly decisive matter.
It is not the breadth of theological or jurisprudential divides that presents
the greatest challenge to Indonesian Islam in the post-Soeharto period. It
is the task of building a political, legal, and public-ethical framework with
sufcient legitimacy and reward to continue to bring people to a
democracy-reinforcing center. Notwithstanding the violence of the early
post-Soeharto period, the results of Indonesia’s elections suggest that
such a framework is slowly taking form. The consolidation of this cultural
and institutional framework will depend on the state’s ability to deliver
on the promise of prosperity and justice for most citizens. The state’s
efforts in this sphere will also be key to Muslim reformists’ efforts to take
the shari‘a to the center rather than the fringes of national politics,
demonstrating that democracy and the shari‘a are indeed compatible.”'*°

Kutipan ini bermakna bahwa, ke depan memang ada tanggung jawab
masyarakat Indonesia untuk terus menggali dan mencari format terbaik
bagaimana Islam dan semua perangkat ajarannya bisa terdesiminasi terhadap
pembangunan dan pembentukan hukum positif atau perundangan yang dibuat
oleh negara.

Sedangkan Zaini Rahman memberikan gambaran bagaimana
polarisasi yang bisa dilakukan untuk menggabungkan keterbukan figh atau

syari’ah Islam dari sisi paradigmatik, sekaligus sistem demokrasi yang ada di

" Tbid, 309.

146« _untuk masa depan politik syariah di Indonesia, hal yang sangat menentukan. Bukan luasnya
perbedaan teologis atau jurisprudensial yang menghadirkan tantangan terbesar bagi Islam
Indonesia pada periode pasca-Soeharto. Ini adalah tugas membangun kerangka politik, hukum,
dan etika publik dengan legitimasi yang cukup dan penghargaan untuk terus membawa orang ke
pusat penguatan demokrasi. Terlepas dari kekerasan pada periode pasca-Soeharto awal, hasil
pemilihan umum di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka kerja semacam itu perlahan-lahan
mulai terbentuk. Konsolidasi kerangka kerja budaya dan kelembagaan ini akan bergantung pada
kemampuan negara untuk mewujudkan janji kemakmuran dan keadilan bagi sebagian besar warga
negara. Upaya-upaya negara di bidang ini juga akan menjadi kunci bagi upaya reformis Muslim
untuk membawa syari’ah ke pusat ketimbang ke pinggiran politik nasional, menunjukkan bahwa
demokrasi dan syari’at memang kompatibel.”
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Indonesia sebagaimana model-model berikut: pertama, para perumus aturan
harus berfikir perbedaan prinsip hukum Islam ada pada sisi perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia, bukan sekedar kebebasan semata. Perlindungan Hak Asasi
Manusia terlihat dari bagaimana maqgasid al-shari’ah semestinya dijalankan
sebagai paradigma hukum di Indoensia. Kedua, penguatan pada sisi partisipasi
masyarakat (baik Islam ataupun non-Muslim) dalam merumuskan produk hukum
Islam ataupun nasional. Partisiapasi tidak bisa dilakukan hanya pada salah satu
sisi semata. Sebab, hal itu tidak dapat mencover nalar publik dan moralitas
publik yang berkelindan di masyarakat. Ketiga, membuka katub pemikiran figh
yang lebih luas, hingga pada pijakan keadilan yang absolut. Dengan demikian,
maka transformasi hukum Islam serta harmonisasi bisa dilakukan dengan cara
seksama.'’

Terlepas dari persinggungan politik antara produk Hukum Islam dan
produk legislasi nasional di atas, secara tradisi keilmuan, setidaknya penulis
mencatat tiga pola bagaimana Hukum Islam itu dilakukan oleh umat Islam di
Indonesia; pertama, melakukan pengkajian secara berkelompok (baca; Bahthul
Masa’il) yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama’. Kedua, pengkajian yang lebih
modern dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan pendekatan dan
metode tarjih dari pelbagai pendapat yang lebih luas dibandingkan yang
dilakukan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama’. Ketfiga, meminta fatwa ulama’.
Permintaan fatwa di Indonesia pun sama dengan yang ada di beberapa Negara

Islam lainnya, ada yang berbentuk personal dari seorang ulama’ yang dipahami

47 Zaini Rahman, Figh Nusantara dan Hukum Nasional; Perspektif Kemaslahatan Bangsa
(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 381-394.
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memiliki kemampuan untuk berijtihad atau memberikan kategorisasi terhadap
hukum yang tidak dijelaskan secara rigid di dalam al-Quran dan Hadith, selain
itu ada pula yang dimintai secara kolektif melalui lembaga Majelis Ulama’
Indonesia (MUI)."*®

Tradisi Bahthul Masa’il sebagai isntinbat hukum Islam di Indonesia
sejatinya tidak jauh berbeda dengan model-model bermadhhab di beberapa
Negara Muslim lainnya. Pasalnya, produk Hukum Islam yang dihasilkan di dalam
Bahthul Masa’il disematkan atau didasarkan pada kitab-kitab klasik yang
merupakan produk pemikiran empat Madhhab. Bahkan, dalam aturan mainnya,
Nahdlatul Ulama’ mewajibkan para mushawirun agar tidak keluar dari empat
madhhab tersebut. Artinya, apabila ada kelompok masyarakat yang menawarkan
jawaban hukum Islam terhadap hal-hal baru (a/-aridah), berasal dari kitab yang
tidak memiliki silsilah keilmuan dengan empat Imam tersebut tidak akan
dijadikan landasan oleh musahhih’ (tokoh atau kyai yang memiliki kemapanan
dan kematangan pengetahuan di dalam bidang Figh dan berposisi sebagai dewan
pertimbangan akhir dalam Bahth al-Masa’il).

Kendati tradisi seperti terlihat sangat tradisional, bukan berarti
produk hukumnya tidak kreatif atau kontekstual. Hal yang juga perlu diketahui,
progresifitas masyarakat NU dalam merumuskan Hukum Islam juga terjadi.

Tidak jarang produk hukum di kalangan NU dihasilkan melalui model-model

148 Sebagai lembaga negara, MUI memiliki peran aktif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang
berhubungan langsung dengan hukum Islam, lebih-lebih persoalan-persoalan yang menyangkut
hajat dan kemaslahatan publik. Lihat Atho Mudzhar, Fatwa Maelis Ulama’ Indonesia (MUI)
dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan (Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Diklat
Kementerian Agama, 2012).
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isntinbat usuliyyah (baca; dengan menggunakan kaidah Usul Figh, yang
kemudian diejawantahkan melalui paradigma kaidah Figh dari pelbagai madhhab
yang ada).'*

Jika Nahdlatul Ulama’ cenderung concern terhadap produk pemikiran
yang ditulis di dalam kitab-kitab madhhab klasik, cara pandang isntinbat hukum
Islam di kalangan Muhammadiyah tidak demikian. Di Muhammadiyah muatan
terma fjtihad lebih dominan dibandingkan bermadhhab. Para pakar Hukum di
Muhammadiyah lebih progresif di dalam mencari landasan hukum Islam; apakah
itu langsung pada nas yang memiliki kemiripan kata dengan konteks, ataupun
menggunakan kajian-kajian modern untuk dirujukkan ke alur teks yang ada.
Produk hukum Muhammadiyah misalnya mengenai pengharaman rokok. Bagi
Muhammadiyah, pengharaman rokok itu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan
masyarakat luas. Sebab, secara medis, rokok mengandung zat-zat adiktif yang
bisa merusak badan manusia. Dari produk medis yang demikian, akhirnya,
mereka merujukkan pandangannya ke al-Qur’an yang sangat luas pemaknaannya.
Misalnya, ayat-ayat kewajiban untuk menjaga badan, kebersihan lingkungan, dan
kesehatan.

Terakhir, cara masyarakat untuk mengetahui dan mehamahi posisi
hukum Islam terkait hal-hal baru ialah dengan meminta pertimbangan dari para
ahli Hukum Islam; baik itu yang secara institusional atau personal. Salah satu
keunikan yang ada di Indonesia adalah keberadaan Majelis Ulama’ Indonesia

(MUI) sebagai lembaga fatwa paling otoritatif untuk menentukan pandangan

149 Sahal Mahfudz, “Bahthul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”, dalam
Kritik Nalar Figih NU (Jakarta: Lakpesdam, 2002), xvi.
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hukum Islam terkait isu-isu kekinian. Bahkan, bagi sebagian kalangan, posisi
fatwa MUI dianggap lebih tinggi dibandingkan produk hukum organisasi Islam
lainnya, bahkan hukum-hukum yang dirumuskan oleh para anggota legislatif di
Indonesia. Kondisi ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh posisi MUI
yang memang berisi dari pelbagai kalangan otoritas umat Islam. MUI, secara
kelembagaan, dikomandoi oleh Ra’is ‘Am Nahdlatul Ulama’ (kelompok
masyarakat Islam terbesar di Indonesia) serta perwakilan-perwakilan dari
organisasi Islam yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis, dan
Nahdlatul Wathan.

Betapapun proses pengambilan Hukum Islam melalui perangkat
organisasi dan fatwa personal dari seorang ulama’, tidak sepenuhnya bisa
mengatur masyarakat Indonesia secara luas. Pasalnya, kesepakatan para ulama’
ataupun pandangan seorang ulama’ hanya sebagai pertimbangan berdasarkan
pada dalil-dalil keagamaan. Aturan main bermasyarakat (di ruang publik) tetap
akan mengacu pada aturan yang dibuat dan dirumuskan oleh pemerintah; apakah
itu di level pusat ataupun pada level daerah. Oleh karena itu, ada banyak pakar
hukum Islam yang menganggap bahwa produk hukum Islam wajib dijadikan
sebagai landasan, cara pandang, serta sumber hukum nasional. Lebih-lebih hal
tersebut menyangkut masyarakat beragama di Indonesia.

Mayoritas ulama’ pun seragam menyatakan bahwa Hukum Islam
memiliki ruh yang sama dengan pengaturan yang ada di Indonesia. Maka dari itu,
peraturan atau perundangan yang dibuat pemerintah dan tidak melanggar norma

umum (baca; agama) yang ada di Indonesia, mendapatkan legitimasi dari agama.
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Salah satu rujukan penting, disebutkan oleh imam Nawawi al-Jawi dalam kitab

Nihayat al-Zaim:"°

135 eGans Gallay Cagl 15 ddia BB calsy ALY el 1Y)
a3 PR Hd IR e dallan 4l G ) sy 3
Artinya: “Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu
hukumnya sangat wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah
maka menjadi wajib, dan jika mewajibkan sesuatu yang boleh
(jaiz) jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan
merokok, maka menjadi wajib.”
Terdapat juga kaedah “hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’ al-khilat,”
bahwa keputusan hakim/pemerintah itu bersifat mengikat dan dapat

menghilangkan perbedaan pendapat.'

Hal itu berarti, bahwa jika terdapat
perbedaan pendapat para ulama’ mengenai kasus tertentu, lalu pemerintah
mengadopsinya sebagai hukum positif secara eklektik, maka produk hukum
positif itu yang wajib diikuti.

Pandangan terkini misalnya, KH. Afifuddin Muhajir, dia menyatakan,
pada intinya, negara didirikan dan pemerintahan diselenggarakan atas dasar spirit
ketuhanan. Meskipun demikian, wujud otoritas Tuhan — sebagaimana tertuang di
dalam kitab suci — banyak dijabarkan secara makro dan global. Dalam tataran
implementasi, Tuhan banyak mendelegasikan umat manusia merumuskan sistem
ketatanegaraan sesuai dengan panduan kitab suci dengan memperhatikan konteks,

realitas, yang dihadapi masyarakat. Karena itu, negara Islam sesungguhnya tidak

identik dengan konsep teokrasi yang selalu mengatasnamakan Tuhan tanpa

%0 Muhammad bin ‘Umar al-Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain fi Irshad al-Mubtadi’in (Baerut:
Darul Fikr, tt), Juz 1, 112.

3! KH. Ma’ruf Amin dkk., Himpunan Fatwa Majlis Ulama’ Indonesia Sejak Tahun 1975 (Jakarta:
Erlangga, 2011), 378. Lihat juga M.N. Harisudin, Fikih Nusantara, 38.
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penjabaran yang lebih kongkret dalam hal pelaksanaanya. Lebih tepatnya, negara
Islam disebut teo-demokrasi yang memadukan unsur ketuhanan (teosentris) dan
kemanusia sebagai khalifah Tuhan (antropocentris) secara berimbang. Pada
kenyataannya, hukum syari’at mempunya dimensi ketuhanan melalui penisbatannya
pada teks wahyu, baik secara langsung ataupun tidak langsung.'>

Dengan payung jabaran itu, yang disebut dengan tatbiq al-shari’ah (baca:
pemberlakuan hukum Islam) di Indonesia sejalan dengan upaya mengindonesiakan
undang-undang, yakni suatu upaya membuat aturan perundang-undangan yang
berbasis pada budaya bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri hukum positif di
Indonesia selama ini diadopsi dari Barat, namun materinya banyak yang sesuai atau
minimal tidak bertentangan dengan salah satu dari madhhab figh Islam. Hukum
positif yang kebetulan sama dengan hukum Islam dapat diklaim sebagai hukum
Islam itu sendiri. Oleh karenanya, merumuskan dan menerapkan hukum seperti itu
berarti menerapkan syari’at Islam."”

Afifuddin memberikan contoh; tidak ada hukum wajib untuk mencatat
pernikahan di dalam Islam. Namun, demi menjaga garis keturunan dan hak waris
anak, maka para ulama’ dan umara’ Indonesia mewajibkan adanya pencatatan nikah.
Meski bukan langsung dari teks al-Qur’an, siapapun yang terkena Aukum tak/ifi bab
nikah, dia harus mencatat pernikahannya karena itu bagian dari kewajiban lain,
yakni mentaati pemerintah sebagai w/u/ amri. Contoh lainnya, dia menyebutkan

bahwa, tidak ada aturan dalam Islam yang mewajibkan umat untuk mentaati rambu-

132 KH. Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara;, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam

(Jogjakarta; Ircisod, 2017), 23-24.
'3 Jamaluddin ‘Atiyyah, Tajdid al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 40. Lihat juga KH.
Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara, 206.
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rambu lalu lintas. Tapi, karena pemerintah mengatur agar masyarakat terbebas dari
kecelakaan jiwa (hifz al-nafs), maka siapapun yang melalui jalur wajib berlalu lintas
dia terkena hukum zak/ifi tersebut.

Pandangan tersebut semakin mempertegas, bahwa penerapan syari’ah
semestinya didudukkan secara proporsional sesuai makna substansinya. Substansi
syari’ah sesungguhnya merupakan “organisme” hidup yang mampu membebaskan
dari keterjeratan dan keterbelakangan menuju kemaslahatan dan keadilan. Syari’ah
seharusnya tidak dimaknai sebagai hukum juz7yy (partikular) dalam ajaran agama,
sehingga perdebatan tidak hanya berpaku dan berjibaku pada penerapan syari’at

154
secara formal.

C. Magqasid al-Shari’ah dan Jjma’ Kontemporer

Dalam kerangka ini, penulis sejatinya membangun kerangka baca yang
sedikit keluar dari cara umum bagaimana korelasi hukum Islam diintegrasikan
dalam proses pembentukan hukum positif. Hanya saja, cara yang demikian,
mungkin akan dianggap kurang /legitimate di kalangan pengkaji hukum Islam.
Pasalnya, para pengkaji hukum Islam seakan masih memiliki keyakinan bahwa
studi terhadap hukum Islam yang khas dan berkesinambungan juga masih
berjalan hingga hari ini, sehingga tidak perlu untuk meminjam kerangka baca di
luar tradisi 7stinbat hukum Islam.

Namun, harus diakui bahwa dalam tradisi penggalian hukum juga

mengalami pergeseran paradigmatik; dari yang normatif dan berkelindan dalam

'3 Abu Yasid, “Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam”, dalam KH. Afifuddin Muhajir,
Figh Tata Negara, 17.
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tataran tekstualisme, ke arah yang lebih praktis dan sederhana. Salah satu
paradigma lama yang terbarukan di dalam metode istinbat hukum Islam ialah
maqasid al-shari’ah dan ijma’"> Terkait magasid al-shari’ah, Jasser Auda
merupakan pakar hukum Islam yang memulai ulang tradisi ini. Kendati, juga
harus diakui ada banyak pakar Figh (hukum Islam) yang menggagasnya dengan
terminologi yang berbeda-beda.

Dalam konteks ini, penulis mengelaborasi pendekatan istinbat maqgasidi
dalam menetapkan hukum Islam. Pendekatan ini menjadi pondasi dasar yang
kuat proses peralihan Usul Figh klasik yang menekankan pada dominasi teks
menuju Usul Figh yang menekankan pada aspek magasid al-shari’ah dalam
proses istinbat al-hukm (penetapan hukum).'

Hassan Hanafi menyebut pendekatan itu dengan rekonstruksi Usu/ Figh,
yang merupakan proses perubahan dari 7/m fighi istidlali istinbati mantigi (ilmu
hukum Islam yang mengedepankan pencarian dalil dalam penetapan hukum
dengan cara yang logis) menuju 7/m falsafi insani suluki ‘am (ilmu filsafat
kemanusiaan yang didasarkan pada metode umum). Proses ini menurutnya,
berlandaskan pada tiga dasar keilmuan utama; a/’wa’y al-tarikhi (kesadaran

sejarah, yakni sumber-sumber hukum Islam yang empat), al-wa’y al-nazari

(kesadaran konseptual, yakni kajian-kajian kata atau kalimat), dan al-wa’y al-

155 Kata jjma’ sebagai metode istinbat sangat jarang ditemukan. Kebanyakan dari pakar Figh

meletakkan 7jma’ sebagai sumber hukum (masadir al-ahkam) Islam sama seperti teks al-Qur’an
dan Hadith. Namun belakangan, jjma’ bisa dijadikan model istinbat karena memiliki potensi
dinamis, laiknya giyas yang banyak dilakukan oleh para pemikir Islam sebelumnya.

136 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas (Y okyakarta: LKiS, 2010), 211.
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‘amali (kesadarn operasional, yakni tujuan hukum dan ketentuan hukum itu
sendiri)."”’

Bangunan Usul Figh dengan menjadikan magasid sebagai pendekatan
tentunya harus memuat pandangan dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
syari’at, sumber-sumber hukum, dan cara memahaminya, dan bagaimana realisasi
operasionalnya.

1. Magqasid al-Shari’ah sebagai Metode Isntinbat Hukum Islam

Kajian mengenai magqasid al-shari’ah bukanlah hal yang baru. Dalam
lintasan sejarah para ulama’ Figh memahami bahwa ada banyak tokoh yang
memperkenalkan metode ini sebagai produk istinbat hukum Islam seperti Abu
Bakar al-Qaffal, Abu Ja’far Muhammad Bin ‘Ali (ulama Shi’ah), Abu Hasan al-
Amiri, Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni, Muhammad Bin
Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, Najmuddin al-Tufi, Abu
Ishaq al-Shatibi, dan lain-lain."*®

Selain nama-nama di atas, ulama kontemporer juga banyak yang
menggeluti bidang ini, diantaranya Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur, Abdul
Wahhab Khallaf, Yusuf Qardawi, Wahbah al-Zuhaili, Hasan Turaby, Rasyid
Rida, Muhammad al-Ghazali, Taha Jabir al-‘Alwani, dan lain lain. Nama-nama
para tokoh yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, tidak bisa mengangkat

metode ini sebagai satu kekhasan ilmu penggalian hukum. Para pakar Figh

7 Ibid. Lihat Hassan Hanafi, Min al-Nas ila al-Waqi’: Bunyah al-Nas (Libya: Dar al-Midar al-
Islami, 20015), 681

'8 para ulama klasik banyak menulis buku tentang magasid al-syari’ah. Abu Bakar al Qaffal
menulis buku Mahasin al-Shari’ah, Abu Ja’far Muhammad Bin ‘Aly menulis buku ‘ //a/ al-Shara’i,
Abu Hasan al-Amiri (al-I’lam bi Manaqib al-Islam), Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-
Juwayni (al-Burhan fi Usul al-Ahkam), Muhammad Bin Muhammad bin Muhammad Abi Hamid
Al-Ghazali (al-Mustasta min Ilmi al-Usul), Abu Ishaq al-Shatibi (a/-Muwafaqat).
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menganggap ferma ini dipopulerkan oleh Shatibi. Bahkan karena kepiawaiannya
dalam menyusun teori-teori maqasid secara sistematis, dia dijuluki sebagai
Bapak maqasid al-shari’ah.

Namun, kalau ditelisik pada sisi kesejarahannya konsep maqasid al-
shari’ah sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Shatibi meskipun dengan redaksi
yang berbeda. Menurut catatan Asep Saepollah mengutip pendapat Ahmad
Raisuni bahwa konsep maqasid al-shari’ah ini sudah ada sejak Imam Tirmidzi.
Buku yang berjudul al-Salah wa Magqgasiduhu karya dia adalah salah satu
buktinya. Pada masa berikutnya Imam Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi menulis
buku yang berjudul Mahasin al-Shari’ah."””® Selain al-Qaffal, ada ulama Shi’ah
yang juga disebut sebagai “ulama magasid’, yakni Abu Ja’far Muhammad Bin
‘Ali, kitab terpenting dia yang membahas isu-isu magasid adalah kitab yang
berjudul °flal al-Shara’i, kitab berhaluan Shi’ah ini menjelaskan tentang ‘illat-
‘illat hukum madhhab Shi’ah. Pada era ini juga ada ulama magasid selain Abu
Ja’far, yakni Abu Hasan al-Amiri, dia adalah filsuf yang juga intens dalam
mengkaji maqasid. Karyanya yang mengupas magqasid al-shari’ah terekam dalam
kitab al-I’lam bi Manaqib al-Islam, salah satu isu terpenting dalam kitab itu
adalah tentang daruriyyah khamsah yang kemudian menjadi prinsip magqasid al-
shariah itu sendiri.'®

Gagasan yang dicetuskan al-Amiri mengilhami Abu al-Ma’ali Abdul

Malik bin Abdullah al-Juwayni atau yang dikenal dengan Imam al Haramain (W.

139 Aep Saepulloh Darusmanwiati, Imam Syatibi Bapak Maqasid Shari’ah, dalam

www.islamlib.com/id/ artikel/bapak-magasid-al-syariah-pertama. Diakses pada 10 Nopember
2018.
' Ibid,
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478 H) - guru Imam al-Ghazali (W. 505H) — untuk mengembangkan pemahaman
magqasid al-shari’ah dengan mengelaborasi konsep ‘//at pada masalah giyas.
Menurutnya, as/ yang menjadi dasar ‘7//at dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni
daruriyyah, hajjiyah dan makramah.'®' Penjelasan maqasid al-shari’ah yang telah
dibahas oleh Juwaini selanjutnya dikembangkan oleh al-Ghazali. Menurut al-
Ghazali maqasid adalah dar’ al-mafasid wa jalb al-masalih (menghindarkan
kesulitan dan meraih manfaat).162 Selanjutnya dia juga memetakan magasid al-
shariah menjadi (1) Daruriyyah (kebutuhan primer), (2) Hajiyyah (kebutuhan
sekunder) dan (3) 7Tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Dari ketiga pemetaan di atas,
al-Ghazali membagi lima kategori: yakni hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz
al-nasl, hifz al-‘aql.

Tokoh penting setelah generasi al-Ghazali yang mempunyai andil dalam
bidang magqasid al-shariah adalah Izzudin ibn Abdus Salam yang bermadhhab
Shafi’i. Melalui karyanya yang berjudul Qawa’id al-Ahkam I Masalih al-Anam
dia banyak mengelaborasi hakekat mas/ahah yang diejawantahkan dalam konsep
dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi’ (menghindari mafsadah dan menarik
manfaat). Baginya maslahah tidak dapat dipisahkan dari tiga peringkat
daruriyyah, hajiyah, dan tatimmah.'” Pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah
sarjana brilian, Abu Ishaq al-Shatibi (W. 790H) secorang pakar Usul Figh

bermadhhab Maliki yang mensistematiskan maqasid al-shari’ah dengan

161

37.

12 Said Agil al Munawwar, Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam (Malang: PPS
UNISMA), 34.

'3 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas, 193.

Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995),
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menambah porsi kajian magasid dalam kitab Usul Fighnya yang berjudul a/-
Muwataqgat. Dari Shatibi-lah kajian magqasid al-shariah yang sebelumnya masih
“tercecer’ dalam bab maslahah dan giyas dapat dirangkum dengan baik dalam
sebuah teori tersendiri.

Namun proyek besar Shatibi dengan mengangkat tema magasid ini tidak
didukung oleh kondisi saat itu, kondisi dimana umat Islam sedang mengalami
krisis pemikiran karena buku a/-Muwafagat yang memuat rumusan-rumusan
lengkap tentang maqasid al-shari’ah ditulis kira-kira setengah abad sebelum
runtuhnya kota Granada, wilayah umat Islam yang paling akhir di Andalusia,
Spanyol. Akhirnya karya besar itu terkubur begitu saja dan tidak ditinjaklanjuti
oleh generasi berikutnya. Baru pada tahun 1884 M. buku al-Muwatfagat mulai
dikenal dan dikaji pertama kali di Tunis. Sejak saat itulah orang mulai
‘memanfaatkan’ dan mengkaji konsep maqasid al-shariah nya Shatibi. Ide
mengenai ilmu baru “ilmu magasid al-shari’ah’ yang sempat tidak diminati
sebelumnya kembali muncul di abad 20 dengan Muhammad Tahir ibn ‘Ashur
(1879-1973 M) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap
sebagai bapak magasid kontemporer setelah Shatibi. Tabel berikut ini bisa
menggambarkan bagaimana maqasid al-shari’ah dibahas dalam lintasan

kesejarahan.

Imam-imam perintis pengkajian a/-Magasid sebelum abad ke-5 H'®*

Nama Imam & Tahun Wafatnya Karya al-Magasid-nya

164 Jasser Audah, Magasid al-Shariah: A Beginner’s Guide (London: Cromwell Press, 2008), 36.
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M)

Al-Tirmidzi al-Hakim (w. 296 H / 908

Al-Salah wa Maqgasiduha
Al-Hajj wa Asraruh

M)

Abu Zayd al-Balkhi (w. 322 H / 933

Al-Ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah
Masalih al-Abdan wa al-Anfus

975

Al-Qaffal al-Kabir Shayhi (w. 365 H /

Mahasin al-Syara’i’

991 M)

Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381 H /

‘llal al-Syara’i’

M)

Al-Amiri al-Faylasuf (w. 381 H / 991

Al-I’lam bi-Managqib al-Islam

Imam-imam a/-Magasid antara abad ke-5 s/d 8 H '

Imam Karya & Kontribusi
Abu al-Ma’ali al-Juwaini (w. 478 H / | [ Menulis:
1085 M) - Al-Burhan fi Usul al-Figh

- Giyas al-Umam
[J Menggagas al-Maqasid sebagai
kebutuhan public

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H /
1085 M)

L] Menulis a/-Mustasfa

]

Mengemukakan al-Magqasid sebagai

‘Keniscayaan yang Berjenjang’

Al-“Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H /
1209 M)

[] Menulis:
- Maqasid al-Salah
- Magqasid al-Saum
- Qawa’id al-Ahkam fi Masalih
al-Anam
[] Kesahan suatu aturan bergantung

pada tujuannya dan hikmah di

165 1bid., 42-43.
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baliknya

L]

Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H /
1285 M)

Menulis a/-Furug

U

Mencetuskan klasifikasi perbuatan
Nabi Muhammad SAW berdasarkan
maksud Nabi

Shamsuddin ibn al-Qayyim (w. 784 H/ | 1 Kritik mendasar terhadap al-hiyal
1347 M) [J Mengungkap hakikat shari’at

sebagai bangunan yang diletakkan
atas dasar kemaslahatan di dunia
dan di akhirat

Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H / 1388 | L1 Menulis a/-Muwataqat fi Usul al-
M) Shari’ah

[] Melakukan 3 transformasi penting
terhadap konsep a/-Maqasid:
- Dari sekedar maslahat-maslahat
lepas ke asas-asas hukum
- Dari hikmah di balik aturan
kepada dasar aturan
- Dari ketidaktentuan menuju

keyakinan

Ulama’ al-Magasid kontemporer *®

Nama Imam Kontribusinya

Rashid Rida (w. Menyarankan bahwa tujuan-tujuan pokok syari’at
1354 H/ 1935 M) (menurut al-Qur’an) adalah:

[] Reformasi pilar-pilar keimanan

[] Menyosialisasi Islam sebagai agama fitrah alami,

[J Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan

166 1bid., 21
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logika yang sehat,
Kebebasan,
Indepedensi,

Reformasi sosial, politik, dan ekonomi

(I I O B R

Hak-hak perempuan

Al-Tahir ibn ’Ashur Mengemukakan bahwa tujuan pokok universal hukum
(w. 1325 H / 1907 Islam adalah:

M) Ketertiban,

Kesetaraan

Kebebasan

Kemudahan

Pelestarian fitrah manusia

Muhammad al-
Ghazali (w. 1416 H /
1996 M) hak perempuan

Mengkritik kecenderungan penafsiran harfiah,

N I B I B

Berpendapat reformsi dalam bidang HAM dan hak-

Yusuf  al-Qardawi Menyarankan bahwa pokok shari’at (menurut al-
(1345 H/ 1926 M - Qur’an):

.2 Pelestarian akidah dan harga diri,
Penyembahan Allah SWT
Penjernihan jiwa

Perbaikan akhlak

Pembangunan keluarga

Memperlakukan perempuan dnenga adil

Pembangunan bangsa Muslim kuat,

Oo0dooogdgdg

Kerja sama antara umat manusia

Taha  Jabir  al- | Mengusulkan bahwa tujuan pokok shari’at (menurut al-
‘Alwani (1354 H /| Qur’an) adalah untuk:

1935 M- ...) U A7-Tauhid

Ul Al-Tazkiyah

U Al-Imran
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Ada banyak pakar maqgasid yang menjelaskan pembagian magasid seseuai
dengan pandangan dan masanya masing-masing. Al-Juwaini'®’ membagi magasid
al-shari’ah (usul al-shari’ah) menjadi lima macam:'®®
a. Syari’ah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer
(daruriyyah).

b. Syari’ah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (Agjiyyah/sekunder)
dan tidak sampai pada kategori darurah.

c. Syari’ah yang tidak berkaitan dengan daruriyyah dan hajiyyah, akan
tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (makramah). Pada macam ini

d. Syari’ah yang tidak berkaitan dengan daruriyyah dan hajiyyah, akan
tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk
merealisasikannya bisa keluar dari giyas kulli.

¢. Syari’ah yang secara universal (ku/li) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa
dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (juz7) tidak bisa dinalar dengan
akal, seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik.'®’

Sedangkan al-Ghazali Dalam kitab a/-Mustasfa mengaitkan antara

kemaslahatan dengan magqasid al-shari’ah. Dia menyebutkan:

ca‘)m.ocﬁdj\4 u.cd.say‘uﬁ UQG@M\LA\
du\ Mm 3..4& @Uw\us;uu cdlqc\_"z,’_:,_aﬁidj

..,/

17 Lihat Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, a/-Burhan fi Usil al-
Figh, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), 79.

' Tbid.

19 Al-Juwaini, a/-Burhan fi Usul al-Figh, juz 2, 80. Lihat al-Raisuni, al-Fikr al-Maqasidi, 42-43.
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DMLAA = LAdSS é@b}@j@ﬁ&j*&ﬂ.‘j&*&&
Slia ed d}m‘X\ o3 e L (K5 daliag 58 4 iLaill d}mw

v Aallag Lgadss
“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan
menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik
manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan
kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka.
Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ /hukum
Islam, dan tujuan shara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan,
pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima
hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiup yang menghilangkan kelima
prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Al-Ghazali melanjutkan, kemaslahatan ditinjau dari kekuatan

substansinya dibagi menjadi tiga, sebagaimana perkataannya:

iy BRI Y & Andd L@_\\q = Li'sh el QI (I
uwu@mug\juuu\““ S G Gl )il
ealall 1 e Ll AUy ey S5

“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada

tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan

hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi

tahsiniyyat dan tazyiniyyat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya
berada di bawah hajat

Selanjutnya Shatibi membagi a/-maqgasid menjadi tiga bagian, yaitu:

daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat

dimana sekala prioritas dimulai dari yang paling dasar daruriyyat kemudian

berangsur-angsur menuju tahsiniyyat. Di samping tiga hal itu, ada aspek

70" Al-Imam Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm Usul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar

(Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), 416-417.

"1 Al-Imam Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm Usul, 416. Pembagian ini mirip dengan pembagian
usul al-shari’ah versi al-Juwaini. Hal ini bisa dikatakan wajar karena al-Juwaini adalah salah satu
guru al-Ghazali yang berpengaruh besar dalam ketokohannya di bidang Usul Figh. Bahkan
menurut para pengamat, konsep magasid al-Ghazali adalah pengembangan dari konsep al/-
magqasid yang pernah dibahas oleh al-Juwaini. Al-Ghazali lalu mengembangkan konsep a/-
magqasid dengan membaginya pada lima hal yang harus dijaga (a/-usu/ al-khamsah), menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
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mukmilah (pelengkap) yang bertugas melengkapi kebutuhan —kebutuhan untuk
merealisasikan tercapainya daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Lalu daruriyyat
dia jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) Aifz al-din (menjaga
agama), (2) hifz al-nafs (menjaga jiwa), (3) hifz al-‘agl (menjaga akal), (4) hifz
al-nasl (menjaqa keturunan), (5) hifz al-mal (menjaga hart a).!”

Menurut Shatibi, ada lima perangkat yang bisa dijadikan cara untuk
mengidentifikasi maqasid al-shari’ah, yaitu pertama: tidak ada deklarasi perintah
ataupun suatu larangan, kedua: memperhatikan konteks illat dari setiap perintah
atau larangan, ketiga: memperhatikan semua magasid turunan, keempat: tidak
ada keterangan Shar’i, dan kelima: istigra’. Menurut Ibnu *Ashur, ada tiga cara
untuk mengidentifikasi magasid al-shari’ah, yaitu pertama: melalui pendekatan
istigra’, kedua: melalui ayat al-Qur’an yang memiliki kejelasan dalil, dan ketiga:
melalui nassunnah yang mutawatir. i

al-Raisuni memberikan cara-cara khusus untuk mengungkap magasid
al-shari’ah agar tidak memberikan ruang bagi umat Islam untuk

menggampangkan praktek hukum Islam berdasar magasid al-shari’ah dengan

berlandaskan hawa nafsu dan keinginan subjektifnya semata. Al-Raisuni

172 Al-Shatibi, Al-Muwatfagat i Usil al-Shari’ah (Beirut/Lebanon: Dar al-Kutub al-Shari’ah:
2004), 221-223.

'3 Menurut al-Raisuni, yang disebut masalik al-ta’lil adalah cara-cara untuk mengungkap illat
dari shari‘at tertentu. Namun yang perlu digaris bawahi, i//a¢ di sini bukanlah 7//at yang dimaksud
oleh ulama’ Usul dengan memberikan syarat yang ketat untuk terealisasinya i//at, yaitu berupa
sifat yang jelas, sifat yang definitif, sifat yang korelatif dengan hukum, dan sifat yang tidak
terbatas. Point penting yang harus digarisbawahi adalah ada diferiensasi mendasar antara 7//at dan
hikmah. Iliat haruslah jelas dan konkrit, sedangkan hikmah kadang bersifat abstrak. Lihat Abdul
Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul Figh (ttp: Maktabah Al-Basalr, t.t.), 203. Sedangkan menurut al-
Raisuni, yang disebut 7//at di sini tidak sekedar illat dalam perspektif Usul Figh, tapi juga
magqasid dan ma’ani yang terkadang lebih luas dari ///at itu sendiri. Lihat Ahmad al-Raisuni, a/-
Fikr al-Magasidi (Maroko: Dar al-Baida, 1999), 66.
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menyebutnya sebagai masalik al-ta’lil'"* Masalik al-ta’lil menurut al-Raisuni
ada lima, yaitu:

a. Ijma’. Yaitu kesepakatan ulama’ mengenai 7//lat hukum tertentu,
seperti kesepakatan ulama’ tentang “masa kecil/tidak dewasa” sebagai
illat (magqasid) dari perwalian harta seorang anak

b. Mas. yaitu teks al-Qur’an dan Hadith menjelaskan secara konkrit 7//at
yang terkandung di dalam suatu hukum.

c. [Isharat. Yaitu penjelasan al-Qur’an dan sunnah mengenai ’illat
(maqasid) suatu hukum dengan tidak menyebutkannya secara
langsung atau tidak dijelaskan secara konkrit bahwa suatu hal adalah
’illat hukum tertentu.

d. Korelasi. Korelasi adalah adanya korelasi yang jelas dan logis antara
suatu hukum dan suatu perbuatan. Contohnya adalah pengharaman
suatu hal karena ada unsur kerusakan dan kemafsadatan, atau
kewajiban suatu hal karena ada unsur kemaslahatan di dalamnya.

e. Penelitian (istigra’) yaitu penelitian induktif dengan cara mencari
makna dan maksud secara spesifik dari masing-masing hukum lalu

digeneralisir maksud umum dari maksud-maksud spesifik tersebut. '

7% Menurut al-Raisuni, yang disebut masalik al-ta’lil adalah cara-cara untuk mengungkap illat
dari shari’at tertentu. Namun yang perlu digaris bawahi, i//at di sini bukanlah 7//at yang dimaksud
oleh ulama’ Usul dengan memberikan syarat yang ketat untuk terealisasinya 7//at, yaitu berupa
sifat yang jelas, sifat yang definitif, sifat yang korelatif dengan hukum, dan sifat yang tidak
terbatas. Point penting yang harus digarisbawahi adalah ada diferiensasi mendasar antara illat dan
hikmabh. Illat haruslah jelas dan konkrit, sedangkan hikmah kadang bersifat abstrak. Lihat Abdul
Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul Figh (Maktabah al-Basair, tk, tt), 203. Sedangkan menurut al-
Raisuni, al-hikam, al-‘illah, al-ma’ani, dan al-masalih adalah istilah yang sama untuk menjelaskan
magqasid. Lihat Ahmad al-Raisuni, a/-Fikr al-Magqasidi, 13.
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Jadi, mengkaji maqasid al-shari’ah tidak bisa dipisahkan kajian tentang
maslahah, karena ia merupakan muara akhir dari deretan panjang proses
pensyari’atan hukum Islam. Setiap produk hukum mesti bertemali dengan
kemaslahatan umat manusia. Oleh karenanya, Ibnu ‘Ashur menefinisikan
maslahah sebagai perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk
waktu selamanya atau di sebagian besar saja, yang menyentuh pada mayoritas
maupun beberapa orang. Sedangkan mafsadah adalah kebalikan dari maslahah,
baik berlangsung terus selamanya atau pada sebagian besar saja, dirasakan oleh
mayoritas orang maupun beberapa orang.'’® Selanjutnya, Ibnu Ashur menyatakan
bahwa sebuah kasus tidak murni mas/ahah dan juga tidak murni mafsadah.

Menurutnya, ada empat dasar pokok dalam bangunan maqasid al-shari’ah,
yaitu: pertama, al-fitrah yang berarti khilgah, baik yang aqliyyah maupun
nafsiyyah. Yang pertama, fitrah akal logika yang mengantarkan pada substansi
dalam esesnsi sesuatu. Sedangkan yang kedua, keadaan yang Allah ciptakan agar
logika manusia terbebas dari keruhnya kebodohan, kebiasaan yang buruk dan

dapat mewadahi sifat-sifat yang luhur.'”’

Kedua, al-samahah (toleransi), sebuah
sikap pertengahan antara kesempitan dan kemudahan yang berhulu pada

substansi adil dan moderat. Ketiga, al-musawah (egaliter), setiap umat berposisi

sederajat/sama di hadapan hukum. Keempat, al-hurriyyah (kebebasan), yang

' Ahmad al-Raisuni, a/-Fikr al-Maqasidi, 59-67. Isitlah istigra’ dalam pencarian ’illat juga
pernah dijelaskan oleh Shatibi dalam kitab al-Muwafaqat. begitu juga istilah isitqra’ ini secara
tegas dikatakan oleh ibnu ‘Ashur bahwa isitigra’ adalah cara pertama dan paling utama untuk
mengungkap ’i//at hukum. Lihat Muhammad al-Tahir Bin Ashur, Maqgasid al-Shari’ah (Tunisia :
Sharikah al- Tunisia li al-Tauzi’,tt), 189.

176 Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyyah, cet. 2 (Yordan: Dar al-
Nafis, 2001), 278-279.

"7 Ibid, 114, 259-273, 390.
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mempunyai dua makna: antonim perbudakan, dan kemampuan seseorang untuk
bertindak pada diri dan segala hal sesuka kehendaknya tanpa ada fihak yang
menentang.'”® Penegasan sekaligus keberaniannya itu merupakan pengembangan
dari al-daruriyyat al-khams yang digagas oleh Ulama’-ulama’ sebelumnya. Di
tangan Ibn Ashur lah mgqasid al-shari’ah menjadi disiplin ilmu yang mandiri,
menjadi disiplin yang lengkap secara konseptual, prinsip, dan metodologinya.179

Sedangkan metode untuk menguak magasid al-shari’ah menurutnya:
istigra’, melakukan penelitian secara cermat, menggunakan dalil-dalil al-Qur’an
yang jelas dalalahnya, dan juga sunnah mutawatirah.'*’

Ibn ‘Ashur mengenalkan lima prinsip dasar sebagai landasan berfikir
dengan pendekatan magasidi: (1) manhaj tashri’ dengan cara mengubah sesuatu
yang salah dan mengumumkan kesalahan tersebut serta menetapkan yang benar
sehingga diketahui oleh manusia; (2) perlunya menganalisis akibat yang akan
terjadi sebelum menetapkan hukum; (3) memperhatikan hal-hal yang didiamkan
oleh  Shari’i; (4) memperhatikan kebutuhan masyarakat; dan (5)
mempertimbangkan kepentingan primer yang mendesak untuk direalisasikan.

Prinsip dasar ini akan mengantarkan para fugaha’ untuk tidak hanya fokus pada

7% Tbid.

""Muhammad Sa’ad bin Ahmad Mas’ud al-Yuhi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa
‘Alaqatuha bi al-Adillat al-Shar’iyyah (Beirut: Dar al-Hijrah, 1998), 70

%0 para Ulama’ Magasidiyyun menyatakan bahwa magasid al-shari’ah dapat ditentukan melalui
empat media, yaitu penegasan al-Qur’an, penegasan al-Hadith, istigra’ (riset atau kajian
induktif), dan al-ma’qul (logika). Lihat ‘Umar bin Salih bin ‘Umar, Maqasid al-Shari’ah ‘inda al-
Imam al-‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, 73-78.
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teks, tetapi pada konteks kemaslahatan yang akan diwujudkan dengan penetapan
suatu hukum.'™!

Selanjutnya, penulis juga menggunakan pandangan Jasser Auda, salah
seorang pembaharu pemikiran Hukum Islam yang merevitalisasi Magasid al-
Shari’ah sebagai indikator utama pembentukan hukum Islam.

Menurut Jasser Audah, maqasid al-shariah adalah kemaslahatan atau
kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasar
penjelasan shari’iy atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andaikan
kemaslahatan tersebut tidak ada maka hukum tidak akan disyari’atkan sama
sekali. '** Pun Jasser Audah menjelaskan magasid al-shariah secara aplikatif. Dia
mengatakan magqgasid al-shariah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab
segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang
tampak sangat sederhana, yaitu “mengapa?”, seperti beberapa pertanyaan
berikut: Mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa
berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa
minum minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam?'®

Definisi di atas sekaligus membedakan antara maqasid al-shari’ah, ‘illat,
hikmah, dan isitilah lainnya. °‘///lat adalah sifat yang menjadi penyebab

diberlakukannya hukum dengan syarat berupa sifat yang jelas, sifat yang

definitif, sifat yang korelatif dengan hukum, dan sifat yang tidak terbatas.

81 ihat Salim al-‘Awa’, Dawr al-Maqasid f7 al-Tashri’at al-Mu’asirah (London: Markaz Dirasat
Magqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah, 2006), 26-37.

'82 Jasser Audah, al-Ijtihad al-Maqasidi (ttp, al-Syabkah al-*Arabiyyah li al-Abhas, 2011), 17.

'8 Jasser Auda, al-Magasid untuk Pemula, terjemah oleh Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka
Press, tk; tt), 4.
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184 >1Jjat haruslah jelas dan konkrit, sedangkan hikmah kadang bersifat abstrak.
Sedangkan hikmah adalah tujuan dan hasil disyari’atkannya sebuah hukum. Salah
satu point penting yang menjadi perbedaan antara ’i//at dan hikmah adalah ’7//at
haruslah berupa sifat yang jelas dan terbatas, yang menjadi sebab lahirnya sebuah
shari’at, sedangkan hikmah tidak jelas dan tidak terbatas.

Selanjutnya,  maqasid  al-shari’ah  secara  aksiologis  berarti
mempertanyakan apa manfaat dan kegunaan dari ilmu magqgasid al-shari’ah dalam
penetapan hukum Islam. Menurut Jasser Audah, magasid al-shari’ah banyak
memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, di antaranya
adalah:'®
1. Untuk pembangunan dan Hak Asasi Manusia (HAM)'®*

2. Sebagai landasan ijtihad kontemporer
Landasan ijtihad yang dimaksud adalah pembaharuan beberapa teori dan
kaidah sebagai berikut:
a. Memahami ta’arud dan tanaqud
b. Metode pemecahan ta’arud
c. Metode nasakh dan keterbatasannya
d. Al-maqasid sebagai solusi konstruktif untuk ta’arud®’

3. Untuk membedakan antara tujuan dan sarana

'8¢ Abdul Karim Zaidan, a/-Wajiz ff Usil Figh (ttp: Maktabah al-Basair, t.t), 203.

'85 Untuk mendalami pembentukan ini, Penulis merekomendasikan pembaca untuk membaca
buku Jasser auda yang berjudul Magasid al-Shaiiah: A Beginner’s Guide, atau terjemahannya
oleh ‘Ali Abdelmon’im, A/-Magqasid untuk Pemula. Lihat Jasser auda, Magasid al-Shariah, 50-
112.

" Ibid., 52-60.

"7 Ibid., 62-76.
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Menurut Jasser, tujuan bersifat permanen dan tidak berubah, sedangkan
sarana bersifat temporal dan bisa berubah-rubah.'®®
4. Untuk interpretasi tematik al-Qur’an dan Hadith
5. Untuk memahami perbuatan Nabi SAW
Menurut jasser dengan mengutip pendapat Ibnu ’Asyur, perbuatan-perbuatan
Nabi mengandung beberapa maksud dan tujuan yang berbeda, yaitu:
a. Maksud legislasi (pembuatan undang-undang)
b. Maksud berfatwa
c. Maksud berlaku sebagai hakim
d. Maksud berlaku sebagai pemimpin
e. Maksud berlaku sebagai pendamping
f. Maksud berlaku sebagai pendamai
g. Maksud berlaku sebagai penasihat tanpa dimintai nasihat
h. Maksud mengajarkan norma yang ideal
i. Maksud penertiban masyarakat
j.  Maksud non instruksi'®’
6. Untuk membuka sarana dan memblokir sarana (Fath al-dharai’ dan sadd al-
dhara’i)""

7. Untuk shari’at yang mendunia

'88 pembedaan antara tujuan dan sarana ini juga dibahas panjang lebar oleh al-Raisuni ketika

membahas tentang kaidah-kaidah maqgasid sebagaimna telah dijelaskan pada pembentukan
sebelumnya. Lihat al-Raisuni, a/-Fikr al-Maqasidi, 78.

189 Jasser auda, Magqasid al-Shaiiah, 86-96.

" Ibid., 96-101.
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Hukum Islam haruslah menjadi hukum universal karena Islam mengklaim
mempunyai kemampuan untuk diterapkan pada manusia di manapun dan
kapanpun. Oleh karena itu, perlu interpretasi ulang riwayat yang
mempertimbangkan konteks kebudayaan Arab, ketimbang
memperlakukannya sebagai aturan yang mutlak dan final.""

8. Sebagai landasan bersama antar madhhab Islami
Magqasid al-Shari’ah menarik isu-isu figh kepada tingkatan filosofis yang
lebih tinggi, sehingga dapat menjembatani perbedaan-perbedaan mengenai
sejarah politik Islam, dan mendukung terciptanya budaya rekonsiliasi dan
hidup berdampingan secara damai.'””

9. Sebagai landasan dialog antar kepercayaan
Pendekatan kajian agama yang terarah oleh tujuan-tujuan utama agama
(maqasid al-shari’ah) dapat mendukung dialog antar iman melalui fokusnya
pada persamaan dari pada perbedaan.'”

Melalui perangkat pembacaan di atas, maka penelitian ini akan
berupaya untuk menggali maksud-maksud pembentukan Peraturan Daerah
yang terjadi di Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya, bagan berikut ini
akan menjelaskan bagaimana kerangka operasional yang akan penulis gali:

Bagan 2.3
Kerangka Operasional Teori

Dimensi Magasid Pembuatan Dinamika Proses Prosuder yang dijalankan
Peraturan Daerah Pembentukan Peraturan
Interplay- Protection of Public Hearing Fl,il‘Bl\lilllg/
interpretation of Islamic and Objective LOCAL
Shari’ah Meaning Insurgence Decision Making POLICY
and Coherent interests and and Hierarchical
Pubic Sphere [} universal kindness [——% Rapprochement [—)
Episteme of humanities
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Dengan kerangka baca ini, seyogyanya, sudah tidak ada lagi
pendikotomian atau separatisasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.
Sebagaimana diskursus umum di dalam a/-siyasah al-shar’iyyah bahwa hukum
wad ’iyyah merupakan bentuk konkrit daripada hukum-hukum shara’ itu sendiri.
Asalkan, tidak melanggar norma-norma universal yang ada di dalam al-Qur’an
dan Hadith, digali menggunakan prosedur yang baik dan benar, sekaligus
ditujukan untuk menggunakan niatan magasidy sebagaimana yang dilakukan oleh
shari’ dan interpretator pertama serta paling ototitatif, yakni Nabi Muhammad

SAW.

2. Ijma’Kontemporer
Selain berdasarkan pada paradigma maqgashid al Shari’ah di atas,
rancang bangun riset ini akan didasarkan pada cara berfikir 7jma’ kontemporer.
Sebuah gagasan terminologis yang dipaparkan oleh Taufiq Adnan Amal agar para
ulama’ figh tidak kehilangan sebuah alat menghadirkan hukum Islam baru yang
bekesesuaian dengan kondisi zaman yang ada. Atau, dalam bahasa yang lebih

sederhana, sebuah model konsensus 7jtihady (ijtihad kolektif) yang diberi nafas
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kerangka berfikir Islami, sehingga apa yang dihasilkan mendapatkn posisi yang
sesuai dengan arus besar pembentukan hukum Islam itu sendiri."”*

Konstruk pemikiran 7jma’ kontemporer tidak bisa dilepaskan dari narasi
kata 7jma’ itu sendiri. Konsep 7jma’ pada dasarnya dalam pembentukan hukum
Islam merupakan permasalahan umat Islam yang diselesaikan melalui
musyawarah (shura), sebuah prinsip demokrasi yang khas gqur’ani'®® Dalam
yuridis pemerintahan a/-Khulafa al-Rashidun, sekalipun khalifah, seorang ‘alim
dalam ilmu agama, tetapi mereka senantiasa bermusyawarah dengan para
pemuka masyarakat mengenai hal-hal yang penting. Sekalipun pengambilan
keputusan tetap berada di tangan mereka. Para ulama’ sepakat bahwa ijma’
merupakan dasar pengambilan hukum setelah al Qur’an dan Hadith Nabi, namun
dalam aplikasinya masih terdapat perbedaan pandangan apakah zjma’ hanya
terjadi pada masa sahabat saja atau apakah 7jma’ dapat dilakukan pada masa
sekarang.l%

Sumber dari perumusan tersebut ialah berasal dari pelaku dan
pengembang hukum yang berasal dari manusia, makhluk yang memiliki
peradaban yang terus berkembang. Karenanya, apa yang dicitakan adalah hukum
yang menyamakan dirinya dalam berbagai suasana peradaban, dan itu bisa berarti

ia akan menawar apa yang telah menjadi kemapanan (apa yang diyakini sebagai

¥ Taufig Adnan Amal “Menilik Model Ijma’ Kontemporer” diakses melalui
http//islamlib.com/kajian/fikih/ (pada tanggal 23 Januari 2018).

193 Shira™ dalam pemikiran politik Islam adalah filsafat sistem pemerintahan, masyarakat dan
keluarga. Sebab shura berarti menangani urusan komunitas manusia, khusus dan umum melalui
perhimpunan bersama dan kolektif yang merupakan jalan untuk berpartisipasi dalam menangani
suatu permasalahan/urusan masyarakat (umat) tersebut. Lihat Muhammad Imarah, Perang
Terminologi; Islam Versus Barat, Terj. Musthalah Maufur (Jakarta: Rabbani Press, 1998), 171.

1% Baca diskusi mengenai hal ini pada Noel J. Coulson, Conflict Ana Tensions in Islamic
Jurisprudence (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1968).
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kehendak Tuhan). Jadi bagi manusia, hukum mestilah memiliki sikap adaptif,
berkembang, partikular, beragam sesuai dengan tuntutan loyalitas dan tidak
kadaluwarsa. Oleh karena itu, dalam sejarah pemikiran hukum Islam, secara
filosofis, memang dikenal adanya tarik menarik antara wahyu dan akal, kesatuan
dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme, idealisme dan realisme, hukum
dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan.

Padahal zaman sekarang ini permasalahan umat semakin kompleks dan
membutuhkan jawaban instant dan cepat, jika 7jma’ tidak dapat dilakukan maka
penyelesaian permasalahan akan mengalami kemandegan. Sebagaimana yang
menjadi pembicaraan akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di masyarakat
dapat diselesaikan dengan metode ijtihad secara kolektif atau bermusyawarah
sejumlah mujtahid, dan mungkin saja cara ini dapat menggantikan posisi 7jma’.
Ijma’ sangat kental dengan yang namanya ijtihad, dan jika memang ijma’ tidak
mungkin dilakukan pada masa kini maka bukan berarti ijtihad juga tertutup,
tetapi ijtihad akan lebih akurat jika dilakukan dengan sistem musyawarah dan
bertukar pikiran diantara orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih
dalam agama atau yang disebut ijtihad kolektif."’

Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardawi bahwa seyogyanya dalam
menyelesaikan permasalahan baru yang besar tidak cukup dengan ijtihad individu
(fard) tetapi hendaknya melakukan tranformasi dari ijtihad fardke ijtihad jama’iy
atau yang sekarang dikenal dengan istilah ijtihad kolektif, dimana para ilmuwan

bermusyawarah tentang semua persoalan yang terjadi, terutama hal-hal yang

7 1bid,
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bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas muslim, karena ijtihad
kolektif lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan.'”® Hanya
saja ijtihad kolektif bukan berarti membunuh ijtihad individu, karena ijtihad
kolektif dari hasil penelitian orisinil yang diajukan oleh setiap mujtahid.

Menurut Fazlur Rahman, konsep 7ima’ harus dirumuskan berdasarkan
pendektan historis, di mana ijma’ pada mulanya merupakan proses ijtihad
terhadap satu persoalan yang kemudian menjadi satu kesepakatan umum, dan
jjma’ sudah berkembang sejak masa sahabat, khususnya dalam menjaga keutuhan
dan persatuan umat. Menurutnya, konsep dasar perumusan jjma’ yang terjadi
pada masa sahabat juga terdapat perbedaan pendapat, karena 7jma’pada dasarnya
masalah praktek, bukanlah masalah teori murni mengenai nilai-nilai kebenaran.
Sebab 7jma’ mungkin saja benar atau salah, atau sebagiannya benar dan
sebagiannya salah.'”’

Fazlur Rahman berpandangan bahwa jima’ bukanlah sebagai sumber
hukum seperti halnya al-Qur’an dan sunnah yang berdiri sendiri dan bersifat
gat’iy, sebagaimana pendapat mayoritas Jumhur al-Ulama’, tetapi ia melihat
bahwa jjma’ merupakan suatu metodologi dalam kondisi kehidupan masyarakat,
jadi jjma’ hanyalah sebuah metode dalam menetapkan suatu hukum melalui
proses ijtihad yang kemudian disepakati oleh umum dan bersifat tidak gat 7y,
artinya ada kemungkinan salah. Sehingga suatu ijma’ dapat dibatalkan oleh ijma’

yang baru. Selain itu otoritas dalam melakukan 7jma’ itu adalah seluruh

8y usuf Qardawi, Jjtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya (Surabaya:
Risalah Gusti, 2000), 138-139.

9 Lihat Taufiq Adnan Amal “Menilik Model Ijma’ Kontemporer” diakses melalui
http//islamlib.com/kajian/fikih/ (pada tanggal 23 Januari 2018)
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masyarakat yang intelek dan berkompeten untuk melakukan ijtihad terhadap
suatu persoalan.””® Fazlur Rahman mengkaitkan konsepsi jima’ dengan upaya
penetapan undang-undang oleh dewan legislatif. Kaitan 7jma’ dan penetapan
perundang-undangan melalui badan legislatif merupakan upaya pembentukan
hukum Islam yang selama ini tersentralisasi dan terabaikan dalam mayoritas
literatur Usul Figh.*"'

Pada level regional atau internasional, konvensi-konvensi yang telah
dirativikasi suatu negara muslim juga merupakan bentuk lain dari perluasan
konsep ijma’. Dengan merativikasi konvensi semacam itu, negara muslim
tersebut terikat kesepakatan atau ber-ijma‘ untuk melaksanakannya. Hukum
Islam yang bersifat gada’iy, yang berarti Konstitusi pertama dalam Islam adalah
Majallah al-Ahkam al-°Adliyyah yang dibuat oleh Majelis Tanzimat (legislative
council) pada masa Dinasti Turki Uthmani pada tahun 1876 M. yang
kemudian disusul dengan Qanun al-‘A’ilat, keduanya merupakan kodifikasi
hukum Islam pertama yang dinilai sebagai kodifikasi universal yang
dilakukanoleh negara. Dan a/-Muwatta’ adalah legislasi pertama yang
dilakukan oleh perorangan; Imam Malik, tetapi lalu diakomodir oleh khalifah
Harun al Rashid atas nama pemerintah atau negara. Walaupun ide membuat
konstitusi atau fagnin ini pernah diusulkan Ibn Mugqgaffa’ kepada khalifah al-

Manshur. Kekuasaan legislasi dalam Islam merupakan kekuasaan yang

*Chairul Fahmi, Hukum Islam dan Pembaharuan Kajian Terhadap Konsep lima’ Menurut Fazlur
Rahman dan Murtadla Muthahari (Banda Aceh: Lakpesdam NU Provinsi Aceh, 2011), 23.
*Fazlur Rahman, “Implementation of The Islamic Concept in The Pakistani,” dalam Is/am in
Tradition; Muslim Perspectives, terj. John Donohua dan John Esposito (Jakarta: Rajawali Press,
1993), 496. Lihat juga penarasiannya dalam Lihat Taufiq Adnan Amal “Menilik Model Ijma’
Kontemporer” diakses melalui http//islamlib.com/kajian/fikih/ (pada tanggal 23 Januari 2018)
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sangat penting, karena ketentuan dan perundangan yang dikeluarkan
lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga
eksekutif dan dipertahankan serta dikawal oleh lembaga yudikatif.*”*

Hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas, ada yang bersifat
diyani (normatif) ada juga yang yuridis formal; Sifat diyani, berarti mulzim
bi nafsih, mengikat secara langsung kepada setiap muslim walau realisasi
dan prakteknya sangat individual dalam bentuk ibadah mahdah; seperti shalat,
dan puasa. Ada juga yang membutuhkan keterlibatan penyelenggara negara,
karena ia ditaqnin oleh lembaga legislatif (al-Sultah al-Tashri’iyyah) dalam
bentuk peraturan perundang-undangan yang berarti bagian dari hukum positif.
Sifat gada’iy, berarti mulzim bi ghairih. Artinya keberlakuannya tidak semata-
mata mengikuti keterikatan aqidah ummatnya, ia berlaku dan mengikat apabila
dijadikan undang-undang. Permasalahannya, bagaimana sesungguhnya hukum
Islam yang di-faqnin, apakah masih sama dengan sebelumnya? Hukum Islam
adalah bagian integral dari ajaran Islam, karenanya keterikatan muslim
dengan hukumnya sangat identik dengan agidahnya. Dalam Islam, tidak ada
seorangpun berhak membuat atau menetapkan suatu hukum yang akan
diberlakukan bagi umat Islam.

Setelah dibahas wewenang yang dimiliki oleh lembaga legislatif
dalam men-fagnin hukum Islam menjadi undang-undang, pertanyaan
selanjutnya bagaimana sifat hukum Islam yang sudah ditagnin yang notabene-

nya adalah hukum positif itu?

221pid., 173.
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Menurut Wahbah al-Zuhaily, hukum Islam yang sudah ditagnin,
ia adalah hukum yang diperoleh dengan hasil kesepakatan (7jma’) disini
berarti para anggota DPR; maka, ia berlaku seperti keberlakuannya ijma’.
Apabila ia menyangkut urusan hukum agama/syari’at, maka Dbersifat
mengikat. Tetapi kalau ia berupa hukum yang menyangkut kepengurusan dunia
dalam mengatur rakyat suatu bangsa (politik /ketatanegaraan), maka hukum itu
bersifat tidak mengikat; karena bukan 7jma’ shar’l. Tetapi sebaliknya,
menurut al-Raziy, al-‘Amidi, al-Ashmawi, dan al-Shaukani; hukum Islam ini
bersifat mengikat; dengan syarat apabila para mujtahid (anggota DPR) itu ahli

ijtihad dan bersifat adil.*”

% Swiss al-Mahamid, Masirah al-Figh al-Islami al-Mu’asir (t.tp: Jam’iyyah Umma al-Matabi’,
1422 H,), 438.
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BAB III
DINAMIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil Kabupaten Jember

Jember merupakan salah satu Kabupaten yang berada di sebelah timur
Jawa, berdekatan dengan Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang. Secara
geografis, Kabupaten Jember- selanjutnya disingkat Kab. Jember, memiliki luas
wilayah kurang lebih 3.293,34 Km®, dengan panjang pantai, lebih kurang dari 170
km. Dari segi sosiologis, per 2010 penduduk Kab. Jember tercatat sebanyak
2.332.726. Dari dua jutaan penduduk ini tercatat bahwa perempuan lebih banyak
dibandingkan laki-laki. Sedangkan dari sisi ekonomi, pertanian, perkebunan, dan
beberapa sisi agraria lainnya menjadi sumber utama penghasilan masyarakat Kab.
Jember, kendati di pihak yang berbeda kabupaten ini memiliki laut dan objek
wisata pantai yang juga tidak kalah menarik. Bahkan, pemerintah acapkali
mengklaim jika Kab. Jember merupakan salah-satu lumbung pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang sangat kuat di bidang pertanian, sekaligus memberikan
kontribusi signifikan akan ketersediaannya di Provinsi Jawa Timur.'

Dari sisi pendidikan, Kab. Jember mungkin bisa dianggap menjadi
rujukan terdekat dari beberapa kabupaten terdekat. Kab. Jember hampir sama

dengan kota-kota besar yang ada di Jawa Timur, seperti Malang dan Surabaya.

! Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember
tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2014 (Jember:
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, 2015).
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Sedikitnya, hampir semua model pendidikan tinggi ada di Kab. Jember; dari
universitas umum hingga politehnik, dan perguruan tinggi agama Islam negeri.
Hal ini belum ditambah dengan beberapa perguruan tinggi agama atau umum
yang dikelola oleh yayasan dan pondok pesantren. Sama seperti kebupaten lain di
Jawa Timur, pendidikan agama Islam berbasis pesantren juga sangat mewarnai
sisi pendidikan yang ada di Kab. Jember. Malahan, Abdul Halim Soebahar
menyatakan bahwa basis pesantren di Kab. Jember lebih banyak dibandingkan
kabupaten lainnya, kendati tidak memiliki pesantren besar yang memiliki historis
tinggi, seperti; Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Pondok
Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, dan Pondok Pesantren Nurul
Jadid Paiton.”

Berdasarkan pada komposisi di atas, maka cukup jelas jika Kab. Jember
memiliki karakteristik nalar budaya keagamaan yang didominasi oleh kelompok
tradisional. Artinya, Nahdlatul Ulama’ (NU), santri, kyai, dan tokoh agama lain
memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam proses pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang ada di Kab. Jember. Walaupun di Kab. Jember
juga ada kelompok-kelompok minoritas; apakah itu dari sisi keagamaan ataupun
kebudayaan (baca; multikultural). Komposisi ini pula yang kemudian terlihat di
masa kepemimpinan politik Kab. Jember hari ini; dimana Ny H. Faida bersanding
dengan sosok Kyai, yakni; KH. Muqit Arief. Jadi, kedua tokoh ini seakan-akan
ingin merepresentasikan adanya kelompok nasionalis-religius yang ada di Kab.

Jember. Demikian halnya dengan komposisi politik; Gerindra, Partai

2 Abd. Halim Soebahar, Wawancara, Jember, 5 Juni 2018.
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Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan
Sejahtera, dan Paertai Nasdem menjadi partai pilihan utama masyarakat di Kab.
Jember.?

Di dalam Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-
selanjutnya disingkat DPRD- Kab. Jember masa periode 2014-2019, terbagi
menjadi delapan (8) Fraksi; Fraksi Greindra dengan Sembilan (9) Anggota
DPRD; Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan (8) Anggota; Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tujuh (7) anggota; Fraksi Keadilan
Sejahtera dengan 6 Anggota; Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 5
Anggota; Fraksi Golongan Karya dengan 5 Anggota; Fraksis Harkat (Hanura-
Demokrat) dengan 5 Anggota dan terakhir Fraksi Partai Amanah Pembangunan
(PPP-PAN) dengan 5 Anggota. Sedangkan secara kelompok kerja, partai-partai
yang memiliki perwakilan di DPRD terbagi menjadi 5 komposisi, yakni Pimpinan
dan dibagi menjadi 4 Komisi di bawahnya, dalam ketentuan dan tugas masing-
masing.4

2. Dinamika Politik Pembuatan Kebijakan Publik

Sebenarnya, cukup sulit mencari dinamika (baca; yang terkonotasi
kontroversial) politik terkait perencanaan, proses penyusunan, dan penetapan
Peraturan Daerah — selanjutnya disingkat Perda- di Kab. Jember. Pasalnya,
substansi dan eksistensi keberadaan Perda diusulkan secara bersama-sama antara
Pemerintah Daerah (Bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.

Jember. Mungkin, yang banyak perdebatan adalah Perda yang diinisiasi secara

3 Abdullah Syamsul Arifin, Wawancara, Jember, 3 Juni 2018.
* Website DPRD Kabupaten Jember, diakses pada 25 Mei 2018.
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sepihak; apakah itu oleh Bupati atau hanya keinginan salah satu partai politik
tertentu demi menampakkan keberpihakan pada entitas politik yang ada. Maka
dari itu, pada pembahasan berikutnya, penulis ingin memberikan beberapa hal
terkait dinamika Perda yang menjadi objek pembahasan Pemerintah Daerah Kab.
Jember. Dalam penelitian ini penulis ingin membaginya menjadi dua bagian,
yakni usulan Perda tahun 2016 dan Perda Tahun 2017.
a. Proses Pengajuan dan Respon Partai Politik terhadap Perda Tahun
2016
Pengajuan Raperda tahun anggaran 2016, dimulai dengan pengajuan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten
Jember, yang tertuang dalam surat nomor: 170/2018/35.09.2/2016, dengan
perihal; pengajuan 5 (lima) Raperda Kab. Jember Tahun 2016. Pengajuan ini
disertai dengan 5 (lima) Naskah Akademik -selanjutnya disebut NA- dan
Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi; 1). Raperda Perlindungan Cagar
Budaya, 2). Raperda Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan
Serta Toko Swalayan, 3) Raperda Keterbukaan Informasi Publik. 4). Raperda
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan 5). Raperda
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” Sedangkan satu Perda membahas
tentang Pola atau Sistem Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Eksekutif yang ada
di Kab. Jember.
Dalam sambutannya, Bupati Kab. Jember, Ny. H. Faida menyatakan

bahwa dalam proses perencanaan dan tanggung jawabnya, maka dia

> Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember tahun
2016 (Jember: Sekretariat DPRD Jember, 2016).
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membutuhkan sebuah regulasi baru yang bisa dipakai sebagai pijakan untuk
menjalankan semua visi, misi, dan program yang dijanjikan kepada masyarakat.
Salah satunya adalah persoalan reformasi birokrasi yang ada di Kab. Jember.
Bupati Kab. Jember menyatakan bahwa penamaan Perda ini adalah Pembentukan
Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk
menciptakan postur kelembagaan perangkat daerah yang efesien dan efektif serta
cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di Kab. Jember dalam
memenuhi kewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat di Kab. Jember.’

Dari sisi DPRD Kab. Jember, dipaparkan beberapa penjelasan latar
kenapa lima Raperda di Tahun 2016 itu penting untuk masyarakat Jember.
Berikut ini adalah beberapa simpulan yang penulis rangkum dari penyampaian
yang dilakukan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Siswono di
dapan semua anggota DPRD dan Bupati serta jajarannya yang menghadiri rapat
pembahasan tersebut:

1) Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya dilatari oleh
keberadaan Kab. Jember yang memiliki gua-gua, pegunungan, dan
beberapa bangunan yang dianggap memiliki nilai kesejarahan serta
bisa dimaknai sebagai bagian dari identitas kebudayaan yang ada
di Kab. Jember. Secara yuridis, menurut Siswono, Perda ini
merupakan penjabaran dari UU No 11 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Cagar Budaya. Artinya, Perda ini diharapkan bisa

® Ibid
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memberikan kepastian hukum berbasis pada nilai kearifan lokal
yang ada di Kab. Jember.’

2) Raperda tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat
Pembelanjaan Serta Toko Swalayan. Perda ini hadir karena ada
kecenderungan umum dari beberapa raksasa ekonomi, khususnya
yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-
hari. Kartel ekonomi tersebut, disebutkan seperti banyak toko
yang memiliki jejaring skala luas, sehingga ‘menghabisi’ beberapa
took-toko tradisional di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya
adalah pertokoan di Kab. Jember. Berdasarkan pada asumsi ini,
maka harusnya ada pengaturan yang dijalankan pemerintah agar
bisa berpihak pada kepentingan umum yang ada di masyarakat
sekitar. Pemerintah Daerah menfungsikan perannya untuk
menggaransi keberadaan pasar-pasar tradisional yang berhubungan
langsung dengan kebutuhan keseharian masyarakat. Demikian
pula pada sisi keberlangsungan ekonomi dan usaha para pengelola
toko-toko tradisional yang ada di Kab. Jember.

3) Raperda Keterbukaan Informasi Publik. Latarnya ialah Perda ini
hadir untuk merespon Undang-Undang Pemerintah Daerah No 14
Tahun 2018 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Dari undang-
undang tersebut pula, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

memberikan penjelasan, penambahan, dan pemaparan bagaimana

7 Ibid.
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pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable,
dan efektif-efesien. Serta memberikan hak rakyat untuk
mengetahui apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
pilihan mereka dikala proses suksesi kepemimpinan di tingkat
daerah.®

4) Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.
Pembangunan yang ada di Kabupaten Jember selama ini masih
belum dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas, dan bahkan
kebutuhan-kebutuhan mereka masih belum dijadikan sebagai
bagian dari perencanaan pembangunan, baik fisik maupun non
fisik. Terbukti, adanya gedung-gedung pemerintahan, pelayanan
pemerintahan, fasilitas transportasi umum, gedung olah raga,
taman kota, akses pendidikan, akses pekerjaan, penanggulangan
bencana, dan kawasan perumahan di Kabupaten Jember, masih
belum memenuhi standart minimal suatu konsep bagi penyandang
disabilitas. Penyandang disabilitas berarti setiap orang yang
mengalami  keterbatasan fisik, intelektual, mental,dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan
lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan  untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya  berdasarkan  persamaan hak. Oleh karenanya

BAPPEMPERDA menganggap penting untuk menginisiasi

8 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



171

Raperda Disabilitas, agar tidak ada lagi keresahan dan
diskriminasi pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas, karena
mereka juga warga Jember. Melaksanakan dan memnuhi hak-hak
disabilitas adalah bentuk penghormatan kepada harkat dan
martabat manusia, karena fasilitas yang dapat diakses penyandang
disabilitas pasti juga dibutuhkan oleh manusia lainnya. Substansi
Raperda ini menjadi amanah pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 2
(dua), pasal 28I dan pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-undang no 8 Tahun 2016 tentang
penyandang Disabilitas.’

5) Raperda tentang Bantuan Hukum bagi mayarakat miskin atau
kelompok orang miskin, merupakan jawaban atas asas persamaan
di depan hukum dan memperoleh akses yang sama dalam hal
keadilan. Orang yang mampu dapat memilih advokat untuk
mendampingi dalam penyelesaian hukum yang dihadapinya, baik
litigasi maupun non litigasi, maka orang tak mampu pun
memperoleh hak yang sama untuk mendapat pendampingan
advokat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya.
DPRD mendasarkan alasan filosofis, yaitu bahwa Raperda ini
menjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law),
dan persamaan perlakuan dalam proses hukum (equal treatmen),

dan keduanya merupakan hak yang dijamin konstitusi. Dalam

? Ibid.
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konstitusi Indonesia disebutkan bahwa bantuan hukum untuk
orang miskin merupakan hak secara umum, artinya menjadi hak
dasar sebagai manusia yang sama derajatnya dengan orang lain.
Konstitusi juga menegaskan bahwa bantuan hukum untuk orang
miskin dan kelompok miskin merupakan tanggung jawab negara
untuk menfasilitasi mereka agar memperoleh bantuan hukum.
Alasan sosiologisnya, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri
Jember tahun 2015, jumlah perkara perdata dan pidana sebanyak
1.110 perkara. Data ini menunjukkan jumlah perkaranya sangat
besar, dan mayoritas yang terkena juga orang miskin. Dengan
demikian, perlu ada bantuan hukum terhadap mereka.'’
Pada kesempatan berikutnya, Bupati — yang diwakili oleh KH. Muqiet
Arief — menayampaikan beberapa pandangan terkait usulan yang sudah
dibacakan oleh BAPPEMPERDA, Siswono. Secara garis besar, Bupati tidak
merasa keberatan terkait usul dan item-item yang diusulkan oleh DPRD Kab.
Jember, sebab menurut Bupati hal itu tidak bertentangan dengan komposisi visi,
misi, dan program yang sudah dijanjikan. Meski demikian, ada beberapa catatan
yang diberikan, sebagaimana berikut:
1) Pentingnya pelibatan berbagai pelaku usaha untuk merumuskan
dan membahas Perda yang berhubungan dengan Perlindungan
Pasar rakyat dan Penataan Pusat Pembelanjaan Serta Toko

Swalayan.

19 1hid
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2) Diperlukan tambahan redaksi dalam penamaan Perda Perlindungan
Cagar Budaya di Kab. Jember agar cakupannya bisa lebih luas
daripada sekedar terfokus pada artefak kebudayaan/peninggalan
masa lalu. Bupati mengusulkan penamaannya menjadi “Raperda
Tentang Pelesatarian dan pengelolaan Cagar Budaya dan Budaya
di Kabupaten Jember”.

3) Terakhir adalah berhubungan dengan klusterisasi orang miskin
yang perlu dipertegas; apakah para pelaku kriminal luar biasa bisa
diberikan bantuan, karena mereka miskin. Menurut Bupati, Perda
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin memang sangat urgen,
namun juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada di
masyarakat.'’

Pasca diskusi bersama tersebut, proses selanjutnya adalah pandangan
Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kab. Jember. Jika dilihat dari segala bentuk
narasi yang ada, tidak ada sanggahan yang sangat tampak, terkecuali persoalan
Perda yang memang diusulkan oleh Bupati itu sendiri. Dalam konteks ini, para
Anggota DPRD mempertanyakan banyak hal terkait bagaimana reformasi
birokrasi yang diinginkan. Apa alasan yang menjadi landasan urgensi Perda
Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah yang ada di Kab. Jember. Serta apa
hal itu memang menjadi program yang memang sudah direncanakan secara
alamiah, bukan sekedar untuk mengakomodasi para pendukung yang sudah

memperjuangkan kemenangan dalam proses suksesi kepemimpinan yang ada.

" Tbid.
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Menanggapi hal ini, pemerintah Kab. Jember menanggapi bahwa
pengajuan hal tersebut bukan merupakan produk kebijakan politik demi membagi
kekuasaan. Bupati mengembalikan konteks dan latar usulan Perda tersebut ialah
untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan program kerja, Sumber Daya
Manusia, dan tujuan akhir untuk memberikan pelayanan yang prima dan
pelayanan yang terstandarisasi. Sekaligus sebagai bentuk penilaian kinerja
terhadap SKPD pelaksana program yang ada di bawah naungan koordinasi
Pemerintah Kab. Jember. Jadi, pada kesimpulannya, meski banyak penentangan
dan pengkritisan terhadap naskah akademik, item yang diatur, nomenklatur
struktural yang ditawarkan, serta hal-hal lainnya, Anggota DPRD Kab. Jember
pada akhirnya menyetujui untuk membahas Perda tersebut.'?

Dinamika ini jauh berbeda dengan lima Perda inisiasi Anggota DPRD
Kab. Jember. Semua Fraksi di DPRD memberikan tanggapan.”” Tanggapan
pertama disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui ketua fraksi
dan juru bicaranya: Hafidhi dan Mufti Ali. Fraksi ini memberikan apresiasi
kepada Bupati yang telah berkomitmen membangun Jember dengan merumuskan
produk hukum, demi terselenggaranya pemerintahan dan layanan publik yang
bersinggungan dengan rakyat kecil. Fraksi ini mengajak semua fihak terlibat
dalam pembahasan, untuk berijtihad dengan sungguh sungguh, mencurahkan
waktu, tenaga, dan fikiran, agar produk Perdanya berkualitas dan membawa

manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Jember.

12 Ibid.
B bid
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Fraksi PDI-P, menyatakan draft Raperda itu, walaupun terdapat catatan
kecil, namun itu hanya menjadi alat kelengkapan dan kesempurnaan Raperdanya.
Fraksi ini menggarisbawahi ada kesamaan semangat, semangat melindungi,
mengamankan, serta meningkatkan berbagai aspek yang terkandung di dalam
Perda. Semangat itu sangat sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang
memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di
bidang sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Dalam pembahasannya diharapkan
semangat kebersamaan yang lebih produktif di tingkat Pansus.

Fraksi PKS, Perda disabilitas itu sebenarnya menghapus hambatan bagi
penyandang disabilitas. Pemerintah sebagai pelaksana diharapkan mampu
mewujudkan usulan-usulan yang telah disampaikan, sehingga aksesibilitas
terhadap sarana fisik benar-benar terwujud. Fraksi PKS juga berharap Perda
Keterbukaan Informasi Publik diiringi dengan manajemen komunikasi dan
informasi yang baik dan sehat. Fraksi PKS mengamini paparan Bupati terkait
dengan perlunya kajian tentang penerima bantuan hukum, sebagaimana
tercantum dalam Raperda. Mengingat keterbatasan anggaran negara, maka perlu
dibentuk Tim verifikator Calon Penerima Bantuan hukum, agar dapat dinilai
siapa yang benar-benar layak menerimanya.

Fraksi Nasdem, menyatakan bahwa Perda Disabilitas, disamping amanah
undang-undang nomor 8 tahun 2016, juga sebagai manifestasi penghargaan
terhadap sesama ciptaan Allah yang secara kebetulan mempunyai kelainan fisik.
Aspek kemandirian penyandang disabilitas menjadi signifikan. Kemandirian itu

berupa kesempatan yang luas untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan, tata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



176

boga, tata rias, perbengkelan, pertukangan, dan lain sebagainya. Dengan
kesempatan itu akhirnya mereka dapat mandiri dan mempunyai kepercayaan diri
yang tinggi, sehingga dapat bersosialisasi dan setara dengan yang lain. Raperda
tentang keterbukaan informasi publik itu menjamin hak masyarakat dalam
menerima informasi publik. Oleh karenanya, sejalan dengan Bupati, agar
jangkauan materinya diperluas dan bagaimana realisasinya berjalan efektif.
Fraksi juga mempertanyakan apakah warga miskin yang terindikasi terlibat
dalam tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, perampokan,
penyalahgunaan narkoba dapat memperoleh bantuan hukum.

Fraksi Golkar, mengamini ketiga Raperda tersebut. Fraksi Hanura-
Demokrat, mengamini Raperda Disabilitas dan Keterbukaan Informasi Publik.
Namun memberikan catatan kritis terhadap tanggapan Bupati tentang Raperda
Bantuan Hukum. Bupati berharap ada dua poin yang perlu difikir ulang, yaitu
terbatasnya anggaran pemerintah dan butuhnya proses yang lama sampai pada
bantuan pendampingan yang berkekuatan hukum tetap. Fraksi-fraksi menegaskan
bahwa pasal 22 Raperda ini telah sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2011
tentang Bantuan Hukum dan PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata
cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dalam
kedua peraturan itu tegas menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan
harus sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima
bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Sehingga pasal 22
Reperda ini tidak perlu ada perubahan. Terkait dengan keterbatasan anggaran,

fraksi ini memberikan solusi melalui hibah atau sumbangan dan/atau sumber
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pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah juga dapat
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan
mengenai pengalokasiannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Fraksi Amanah-Pembangunan, mempunyai pandangan yang sama tentang
Raperda Disabilitas. Mengamini filosofi Raperda Keterbukaan Informasi Publik
dan tanggapan Bupati atasnya. Terkait Raperda Bantuan Hukum, fraksi ini
menyatakan bahwa jika disahkan, Raperda ini menjadi bentuk pengawalan
terhadap perkara yang menimpa masyarakat miskin sampai tuntas, walaupun
seringkali di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat miskin
mutlak dibantu agar rumor yang terngiang selama ini “hukum itu tajam ke bawah
dan tumpul ke atas” dapat dimusnahkan.

Fraksi Gerindra secara khusus menyorot pengaturan tentang jenis tindak
pidana dan pemidanaannya, tentu tetap mengacu pada ketentuan pasal 238 UU
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal lain, adalah pemerintah
jember harus mempunyai komitmen dengan menambah alokasi anggaran sesuai
kemampuan daerah serta kemampuan aparatur yang ada. Penambahan alokasi
anggaran itu menjadi penting, terutama terkait dengan peningkatan sarana
prasarana, standardisasi tenaga kesehatan, peningkatan kemampuan aparatur,
optimalisasi akses pendidikan inklusi ke daerah pinggiran. Dalam hal Raperda
Bantuan Hukum, bukan bermaksud membela atau membebaskan orang yang
diduga bersalah di depan hukum, melainkan semata memberikan hak kepada
setiap warga negara, khususnya warga miskin Jember. Sedangkan apakah

pendampingannya sampai berkekuatan hukum tetap, fraksi ini meyakini akan
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menjadi pertimbangan oleh Pansus dan Badan Pembuat Perda DPRD Jember,
dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan daerah."*

Setidaknya inilah dinamika politik yang hadir pada proses pembentukan
Perda baik itu yang diajukan oleh Pemerintah Keb. Jember dan Raperda inisiasi
oleh DPRD Kab. Jember. Tidak banyak hal yang bisa diulas sebagai bagian dari
prosesi politik yang kontroversial. Hal ini cukup dinamis saja. Peran dan
fungsinya berkelindan sesuai dengan pola dan aturan yang ada.

b. Proses Pengajuan dan Respon Partai Politik terhadap Perda Tahun

2017

Dalam sidang paripurna, disampaikan bahwa yang mendasari produk
hukum yang sistematis dan terkoordinasi antara eksekutif dengan legislatif
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015. Sebagai
tindaklanjutnya, maka diterbitkanlah Keputusan Kabupaten Jember Nomor 21
tahun 2016 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
(PROPEMPERDA) Kabupaten Jember tahun 2017, sebagaimana telah diubah
dengan keputusan Kabupaten Jember nomor 19 tahun 2017. Berdasarkan Surat
Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 20 September 2017 Nomor:
170/2161/35.09.2/2017 perihal penyampaian keputusan Kabupaten Jember nomor
24 tahun 2017, maka diusulkanlah kepada Bupati untuk membahas dan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:"

14 1.
Ibid.

'3 Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember

Tahun 2017 (Jember: Sekretariat DPRD Kabupaten jember, 2017).
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1) Raperda perlindungan Tenaga Kerja Lokal terhadap Tenaga Kerja
Asing

2) Raperda Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Kabupaten Jember

3) Raperda Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman

4) Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

5) Raperda Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

6) Raperda Pengelolaan zakat, Infaq, dan sedekah

7) Raperda Pendidikan Baca Tulis al-Qur’an.

Ketujuh raperda ini disebut dengan Raperda prakarsa (inisiatif) dari
DPRD Kabupaten Jember, dan setelah pengusul menyampaikan penjelasan
Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya Bupati akan menanggapi dan
menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan Perda dimaksud.

Dalam isi nota pengantar/pemandangan umumnya, DPRD menyatakan
bahwa konsep pemikiran yang melatar belakangi munculnya gagasan Perda
Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman adalah; Pemkab Jember
menyadari belum adanya Perda tentang Penataan Kawasan Perumahan dan
Permukiman. Padahal keduanya merupakan kebutuhan dasar manusia dan
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan
kepribadian bangsa. Jumlah penduduk di kabupaten Jember dari waktu ke waktu
mengalami peningkatan, dan pada saat yang sama luas wilayah tetap, dalam arti
dinamika pertumbuhan penduduk tidak mungkin berjalan seiring dengan

bertambahnya luas wilayah. Dengan demikian, pengaturan masalah penataan
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kawasan perumahan dan permukiman dalam suatu peraturan daerah adalah
sangat penting untuk memenuhi kualifikasi keadilan dan kesejahteraan bagi
masyarakat Kabupaten Jember. Perda ini akan menjamin terwujudnya rumah
yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,
teratur, terencana, terpadu, berkelanjutan dan berkepastian hukum.'®

Dalam pernyataannya, DPRD juga menegaskan bahwa dalam perspektif
filosofis, yuridis, dan sosiologis, masyarakat Jember merasa mempunyai
kebutuhan yang mendesak terhadap Perda tentang Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol. Perda ini bermaksud mengatur peredaran, pendistribusian,
pengawasan dan sanksi. Dengan peraturan daerah ini, maka minuman beralkohol
yang beredar dapat dibatasi, terdaftar, memiliki label edar, terstandarisasi,
diketahui jumlah dan jenisnya. Pengaturan ini dilakukan mulai dari minuman
beralkohol yang diimpor maupun produksi dalam negeri, diedarkan melalui
distributor, selanjutnya diedarkan ke pengecer dan penjual langsung. Selanjutnya
minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Jember hanya dapat dikonsumsi
di tempat, jenis, standar, dan orang dengan usia tertentu. Perda ini akan
menjawin terpeliharanya kamtibmas, kesehatan yang terjamis, tercipta harmoni
hidup dan kehidupan yang sesuai dengan budaya dan keyakinan masyarakat.'”

Perda Baca Tulis al-Qur’an (BTQ), DPRD memandang perlunya langkah
berjenjang dan berkesinambungan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
membentuk manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Maka diperlukan usaha-usaha dalam membantu anak didik agar mereka hidup

1 Ibid.
7 Ibid.
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sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, serta membebaskan masyarakat dari
buta huruf aksara al-Qur’an, karena membaca al-Qur’an dengan baik dan benar
merupakan pintu masuk untuk memahami isi dan kandungan al-Qur’an. Perda ini
dapat memberikan dorongan bagi peserta didik untuk dapat membaca, menulis,
dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkankannya dengan baik dan
benar dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memperkuat pendidikan berbasis
karakter.

DPRD juga menyampaikan bahwa Raperda Zakat, Wakaf merupakan satu
instrumen dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten jember. Konsep dasarnya
zakat, infaq, dan sedekah dapat mengurangi kesenjangan sosial antara mereka
yang berada dengan mereka yang miskin dan sebagai alat pembersih dan
penyucian harta. Dan hal itu merupakan perintah langsung dalam al-Qur’an surat
al-Bagarah ayat 43 dan al-Taubah ayat 103. Secara sosiologis, menurut data
BPJS persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember tahun 2017 yaitu
10,97 persen. Dengan angka ini Jember menempati peringkat ke 17 dari 38
kabupaten/kota Jawa Timur. Walaupun sejatinya pemerintah telah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP. No. 14 tahun
2014 tentang Pengelolaan Zakat. Namun DPRD kabupaten Jember ingin
memberikan landasan yuridis agar masyarakat miskin di Kabupaten Jember
segera dituntaskan untuk kesejahteraan dan kehidupan yang lebih layak, melalui

peraturan daerah.'®

3 1bid.
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Dalam Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota
pengantar/penjelasan pada tanggal 25 September 2017 itu dihadiri oleh 42
anggota DPRD. Dari unsur Pemkab para staf ahli, Assisten Sekkab, Dirut,
Perusahaan Daerah, Para Kepala Badan, Dinas, dan bagian di lingkungan
sekretariat Kabupaten Jember. Dari unsur pejabat wilayah kecamatan, hadir 31
Camat di seluruh wilayah kecamatan di Jember. Hadir juga pejabat esselon III
dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Hadir juga 25 lurah, dan 31
unsur Ormas, Orpol, Tokoh masyarakat, dan instansi vertikal lainnya."

Lalu pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 26
September 2017 dengan agenda Tanggapan Bupati terhadap Penyampaian
Penjelasan 7 tujuh Raperda oleh pengusul (Bapemperda DPRD Kabupaten
Jember). Dalam tanggapannya Bupati memberikan catatan-catatan diantaranya:
dalam perda ini harus muncul rincian dan daftar jenis minuman beralkohol apa
yang dilarang dan dibatasi, karena Jember adalah daerah yang religius, dan
Raperda tersebut tidak terkesan copy-paste dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.20 Berikutnya, dalam aspek pengawasan dan
penindakan terhadap pelanggaran oleh penyedia minuman keras yang tidak
memenuhi syarat ataupun ilegal, di dalam Raperda itu perlu memberikan
kewenangan terhadap satuan polisi pamong praja, sebagai penegak peraturan

daerah, berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan unsur lainnya. Dan tak kalah

' Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jember, Jember, 2017. Kehadiran para anggota DPRD Kab.Jember didapatkan
melalui daftar kehadiran dan berdasarkan hasil observasi pada Rapat Paripurna tanggal 25
September tahun 2017.

* Dinamika forumnya terekam melalui kegiatan observasi penulis pada Rapat Paripurna pada
tanggal 26 September 2017.
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pentingnya adalah  pengaturan syarat dan jarak antara tempat
penjualan/peredaran minuman beralkohol dengan sekolah atau tempat ibadah.’
Menanggapi rancangan Raperda tentang Penataan Kawasan Perumahan
dan Pemukiman, Bupati menjelaskan bahwa Perda ini diasumsikan dapat
mencegah dan dapat meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
Dengan pengendalian, perencanaan, serta pembangunan kawasan permukiman
sebagai pengawasan pelaksanaan pembangunan dan untuk menjaga sinergi
dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan itu semua
kawasan perumahan dan permukiman memerlukan penataan, terutama untuk
sarana, prasarana, utilitas yang mendukung kawasan tersebut serta pemeliharaan
dan perbaikan dari pengembang. Oleh karena itu Raperda ini berfungsi
memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen yang
membeli rumah di kawasan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Jember.*
Sementara Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis al-Qur’an Bupati
mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah memiliki Perbup nomor 23
Tahun 2010 tentang Standar Muatan Lokal Baca Tulis al-Qur’an Sekolah
Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan muatan lokal, yaitu
standar kompetensi dan kompetensi dasar baca tulis al-Qur’an yang
diselenggarakan selama 4 (empat) jam pelajaran setiap Minggu pada setiap
jenjang pendidikan. Raperda ini harus mengatur secara spesifik mengenai

pendidikan baca tulis al-Qur’an. Senada dengan Dewan, Bupati mempunyai

*! Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna.
2
Ibid.
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semangat yang sama untuk membebaskan anak didik di Kabupaten Jember dari
buta aksara al-Qur’an, dan menjadi tujuan yang mulya.

Bupati menyampaikan, bahwa zakat disamping bernilai ritual, juga
bernilai sosial, yaitu akumulasi dana yang potensial untuk pemberdayaan
ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial yang meningkat. Hal mana di
Kabupaten Jember masih belum didayagunakan secara maksimal, padahal
pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Jember tahun 2017-2022, dengan keputusan Bupati nomor
188.45/445/1.12/2017 tanggal 3 Juli 2017, dan juga telah menetapkan lokasi
untuk sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Dengan
Raperda ini, diharapkan menjadi instrumen regulasi yang dapat membantu
efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabuipaten Jember. Pemkab
sangat sependapat dengan DPRD, karena hal yang wajar, mengingat potensinya,
maka pengelolaan zakat harus mendapat back up regulasi, kebijakan, juga
pembinaan, serta pengawasan dari Pemerintahan Kabupaten. Namun ada satu
catatan, bahwa dalam Raperda ini perlu diatur hak dan kewajiban pemberi dan
penerima zakat, infaq, dan sedekah.”

Sejumlah kalangan pemangku kepentingan (stakeholder) dengan seksama
mengikuti rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian pendapat Bupati
Jember terhadap 7 (tujuh) Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD. Hampir semua
anggota DPRD hadir pada rapat itu, kecuali 3 nama yang tidak mengisi absen

dan karena izin. Para staf ahli Bupati, Assisten Sekkab, Dirut Perusahaan daerah,

3 Ibid.
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Para Kepala Badan, Dinas, dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Kabupaten
Jember juga hadir dengan formasinya lengkap. Sementara seluruh camat di
wilayah Kabupaten Jember juga lengkap formasinya, Pejabat eselon III dan IV di
lingkungan Pemerintah Kabupaten serta seluruh lurah juga hadir, dan dilengkapi
oleh Ormas, Orpol, Tokoh Masyarakat, dan instansi vertikal lainnya, semakin
menambah lengkapnya fihak yang mengikuti dan menyimak rapat itu.**

Fraksi Amanah Pembangunan melalui Ketua Fraksi dan juru bicaranya H.
Ely Yusuf dan Agus Widianto menyatakan bahwa Kabupaten Jember merupakan
daerah yang sangat relegius tapi sekaligus pluralistik, satu sisi sebagian besar
penduduknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, di sisi lain
penduduknya, dengan latar belakang pandhalungan, campuran antara ras Jawa
dan Madura, sangat menjunjung nilai-nilai budaya, teguh dalam memegang adat
dan tradisi. Adanya peredaran minuman keras dan beralkohol secara sosiologis,
tidak dapat dihindari sebagai akibat dari sebuah daerah yang sedang berkembang
dan pengaruh modernisasi yang dihadapi. Fraksi ini menyetujui Perda
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dalam konteks mengatur
peredaran dan pendistribusiannya, berikut pengawasan dan sanksinya.
Pengendalian ini juga bermakna membatasi, labelisasi, dan standardisasi jumlah
dan jenisnya. Kemudian, untuk menjamin terlaksananya Perda ini di lapangan,
diperlukan dan pengawasan dan penindakan terhadap penyedia minuman keras

yang tidak memenuhi syarat atau ilegal, yang kewenangannya diberikan kepada

** Data ini diperoleh melalui daftar kehadiran dalam Rapat Paripurna dan berdasarkan observasi
jalannya rapat tersebut pada tanggal 10 Juli 2017.
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Satpol PP, sebagai penegak Peraturan Daerah sambil berkoordinasi dengan aparat
kepolisian dan unsur-unsur lainnya.”

Dukungan senada dari Fraksi ini, juga ditujukan terhadap Perda Penataan
Perumahan dan Pemukiman yang mempunyai tujuan menciptakan lingkungan
perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan serta
berkepastian hukum. Pengaturan dan penataan itu seharusnya juga harus
dilengkapi dengan sarana dan prasaran, serta fasilitas umum yang memadai untuk
mendukung kawasan tersebut, dan juga disertai dengan pemeliharaan dan
perbaikan yang dijamin oleh pengembang. Tentang Perda Pendidikan Baca Tulis
al-Qur’an, Fraksi ini memberikan penckanan terhadap urgensi Perda ini, yaitu
menjadi upaya strategis untuk membangun kualitas manusia yang berakhlaq dan
berwawasan Qur’ani. Oleh karenanya pendidikan baca tulis al-Qur’an menjadi
kurikulum wajib yang harus diajarkan mulai jenjang Sekolah Dasar sampai
perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Jember, bahkan dimulai dari
pendidikan usia dini.*

Fraksi ini menyatakan bahwa zakat, infaq, dan sedekah jika diatur dengan
tepat, maka dapat menjadi potensi dana yang sangat besar jumlahnya untuk
pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pengaturannya difokuskan kepada aturan
pengumpulannya, pendistribusiannya, dan pendayagunaanya melalui regulasi
yang jelas, sehingga potensi yang sangat besar itu tidak hilang begitu saja.

Fraksi Hanura-Demokrat, dengan ketua fraksi dan juru bicara Isa Mahdi

dan Ambar Listiyani, juga Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui

% Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna.
26 1105
Ibid.
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ketua fraksi dan Jubirnya, Agus Sufyan dan Bukri, menyampaikan pandangannya
secara singkat, namun lugas terkait usulan Perda-perda tersebut. Fraksi ini
menilai ada kesamaan pandangan antara Bupati dengan DPRD dalam memahami
maksud, tujuan, maupun urgensi ketiga Perda itu. Dan untuk selanjutnya Fraksi
ini mendorong agar secepatnya Perda-perda ini segera dibahas di dalam Pansus.

Fraksi yang mempunyai semboyan “Bersinergi Membangun Jember
Baru”, yaitu fraksi Partai Golongan Karya memulai tanggapannya dengan
mengapresiasi jawaban Bupati atas inisiasi Perda itu. DPRD dan Pemerintah
Kabupaten telah menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan rakyat.
Pembahasan Perda seharusnya mengacu pada UU. No. 32 tahun 2004 yang
mengedepankan azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,
kenusantaraan, kebhinneka tunggal Ika an, keadilan, kesamaan kedudukan dalam
hukum dan kepastian hukum, serta kesimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pembahasan Perda tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek masalah, tata
susunan, sistematika, dan bahasa saja, yang itu semuanya adalah berdimensi teks
bunyi undamg-undang.27

Dengan lebih utuh, Fraksi Golkar dengan ketua dan jubirnya, Suyitno dan
H. Moch. Holil ini mereview proses perjalanan pembahasan Perda usulan ini,
melalui proses sosialisasi dan uji publik, menyimak dan memperhatikan
Bapemperda DPRD Kabupaten Jember. Fraksi ini juga menghimbau terkait
dengan Perda harus dibahas secara mendalam, harus melibatkan para pemangku

kepentingan, kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan, baik

7 Ibid.
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mengenai teknik dan tata cara pelaksanaannya. Sebagai pamungkas, fraksi ini
meminta kepada semua fihak, bahwa setelah terbit Perda hal yang paling utama
adalah implementasi dari Perda-perda itu, agar betul-betul mewujudkan maksud
dan tujuan disahkannya Perda tersebut.

Lain lagi dengan Fraksi Partai NasDem, yang nota bene menjadi Partai
pengusung Bupati, menjelaskan bahwa sesungguhnya Pemkab telah melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan peredaran minuman keras,
walaupun belum ada regulasi daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut.
Dengan Perda ini, maka pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan
peredaran miras, betul-betul maksimal. Fraksi ini juga menyoroti kemaslahatan
yang ditimbulkan dari perda ini yaitu menjaga pelajar/anak-anak sekolah jauh
dari jangkauan peredaran miras, karena dalam usia mereka, sangat rentan dengan
pengaruh dan jangkauan aktor-aktor pengedar, sedini mungkin mereka steril dari
pergaulan yang berbau miras. Juga memberikan penekanan terhadap menjauhkan
peredaran miras dari tempat ibadah dan lembaga sekolah.®

Hal berbeda ditampilkan oleh Fraksi PKS (Ketua dan Jubir: Mashuri
Harianto), dimana mereka menyatakan tidak adanya toleransi terhadap miras,
karena keharaman dan bahayanya. Namun masih bisa memaklumi karena dibatasi
oleh perundangan di atasnya. Mereka berharap, dengan Perda ini menjadi langkah
awal menjadikan Jember lebih aman dan religius. Fraksi ini memberikan
penekanan terhadap kawasan perumahan dan pemukiman di perkotaan, agar

didukung dengan program kesehatan dan keindahan lingkungan, terutama yang

2 Ibid.
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berbatasan dengan sungai, agar kotanya lebih sehat dan nyaman. Terkait dengan
Perda BTQ, Bupati diharap bisa mensinergikan dengan Perbup nomor 23 tahun
2010, sehingga antara Perbup dan Perdanya bisa terintegrasi.

Terkait dengan Perda Zakat, Infaq dan Sedekah, Fraksi PKS memberikan
tambahan agar pengelolaanya mengedepankan profesionalitas kerja dan
kebenaran pelaksanaannya berdasarkan syari’ah Islam. Bahkan Fraksi ini
menambahkan, seyogyanya pemerintah berhasil mensinergikan pembayaran
zakat personal sebagai pengurang beban pembayaran pajak pribadi. Bahkan juga
jika pendistribusian zakat bisa disinergikan dengan sasaran program sosial
kemasyarakatan pemerintah sebagaimana dananya bersumber dari pajak. Senada
dengan pandangan semua fraksi di atas. Dua fraksi terakhir yaitu Fraksi PKB
(Jubir: Mochammad Hafidi) dan Fraksi Gerindra (Ketua dan Jubir: Masduki dan
Marduwan) tidak menanggapi secara spesifik substansi Perda-perda tersebut.
Fraksi PKB hanya menyampaikan bahwa sebuah Perda tidak akan banyak
manfaatnya, jika tidak segera diterbitkan Perbup nya, sebagai implementasi dari
Perda tersebut, dan segera dirasakan manfaat dan maslahatnya oleh masyarakat.
Demikian juga Fraksi Hanura menyorot lambatnya Bupati membuat peraturan
tehnis pelaksanaan Perda, dalam bentuk Perbup, misalkan seperti Perda
Disabilitas. Usaha membuat Perbup satu persoalan saja, jauh lebih lama

ketimbang proses penyusunan sebuah Perda di DPRD.*

2 Ibid.
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c. Hasil Fasilitasi terhadap beberapa Perda, khususnya bernuansa
keagamaan
Proses selanjutnya adalah pembahasan di dalam Pansus, dan
berikutnya Rapat Paripurna dengan agenda utama: penyampaian Laporan Hasil
Pembahasan, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, dan Penetapan Raperda
yang telah dibahas itu. Rapat paripurna itu dilaksanakan pada tanggal 27
Februari 2018, dan dihadiri oleh segenap pihak/steakholder yang ikut serta dalam
rapat-rapat peripurna sebelumnya dan 45 anggota DPRD dari 49 yang ada.*
Dalam kata pengantarnya, pimpinan sidang menyampaikan bahwa aturan tentang
pembentukan produk hukum daerah telah diatur dalam Permendagri nomor 80
tahun 2015. Dalam bab VIII pasal 991 materi Raperda yang harus dievaluasi,
demikian juga terhadap materi Raperda yang harus difasilitasi diatur dalam Bab
VII pasal 87. Aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas
pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti,
baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Pimpinan sidang juga meriview proses pembahasan Raperda tahun
anggaran 2018 yang diajukan oleh Bupati dan tujuh Raperda yang diajukan oleh
DPRD. Proses pembahasan sampai ditetapkannya menjadi Perda Kabupaten
Jember juga telah memenuhi aturan dalam pasal 114 Peraturan tata Tertib
DPRD, yang diajukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna kali ini

urutan agenda sidang adalah: penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda

3% Data ini berdasarkan absensi kehadiran dan didapatkan melalui observasi pada Rapat Paripurna
pada tanggal 27 Februari 2018.
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APBD tahun 2018, penyampaian laporan hasil pembahasan 7 (tujuh) Raperda
prakarsa DPRD oleh juru bicara pansus I dan II, Pendapat akhir fraksi, penetapan,
dan kemudian penandatanganan persetujuan bersama oleh pimpinan rapat dan
Bupati Jember terhadap penetapan 3 Raperda prakarsa menjadi Peraturan Daerah.

Dalam catatan, hasil sidang Pansus yang membidangi Perda Pengelolaan
Zakat, Infaq, dan Sedekah (Pansus I), dinyatakan bahwa berdasarkan Surat
Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2017 Nomor 188/27144/013.4/2017
perihal fasilitasi dua Raperda Kabupaten, maka dinyatakan hal-hal sebagai
berikut:*'

1) Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dan Pendidikan Baca Tulis
al-Qur’an merupakan urusan bidang agama

2) Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa agama merupakan
urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pusat.

3) Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa
kewenangan Bupati di bidang pengelolaan zakat, infaq, dan
sedekah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan yang
meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, maka kedua Reperda dimaksud tidak

diproses lebih lanjut. Sedangkan dua Perda, Perda tentang Pengendalian

3! Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Risalah Rapat Paripurna.
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Peredaran Minuman Beralkohol dan Raperda Penataan Kawasan Perumahan dan
Permukiman dibahas oleh Pansus II, yang menghasilkan hasil sebagai berikut:
terdapat beberapa perubahan dalam draft Raperda, yaitu: Pada konsideran
mengingat, angka 17 dan 21 sesuai hasil fasilitasi dilakukan penggabungan
materi yang selanjutnya ditulis dan dibaca sebagai berikut: “Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 63/M-IND/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (berita Negara Republik Indonesia
nomor 918 tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian nomor: 62/M-IND/PER/2015, perubahan atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 63/M-IND/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2015 nomor 1177).**
Penambahan dasar hukum baru, yaitu:
1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2) Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 nomor 199);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2015 nomor 2036).

32 Ibid.
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Selanjutnya urutan penomoran pada konsideran dimaksud menyesuaikan.

1) Penghapusan Pasal 1 angka 16 dan 17, karena Kabupaten Jember
tidak mempunyai kewenangan terkait Toko Bebas Bea.

2) Pada pasal 25 dilakukan penyempurnaan sebagai berikut: 1). Ayat
(1) diubah menjadi “Permohonan SIUB-MB untuk penjual
langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk
Badan Hukum, perseorangan atau persekutuan.”, 2). Ditambahkan
satu ayat baru yaitu ayat (3) yang harus ditulis dan dibaca
“Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan SIUB-MB diatur
dalam Peraturan Bupati.”

3) Penambahan materi muatan lokal tentang minuman beralkohol
oplosan.

Sedangkan terkait dengan Perda Penataan Kawasan Perumahan
dan Pemukiman, pansus melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1) Sesuai hasil fasilitasi, maka dilakukan penghapusan terhadap
materi konsideran angka 18 dan 20.

2) Ditambahkan beberapa dasar hukum baru, yaitu; 1). Peraturan
Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2). Peraturan
Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 nomor 199; 3). Peraturan Menteri dalam
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Negeri nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan
non- Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah di Daerah.

3) Menambahkan materi pada pasal 27 secara rinci tentang hunian
berimbang.

4) Menambahkan materi dalam raperda antara lain: 1). Materi terkait
prasarana, sarana dan utilitas yang belum diserahkan kepada
Pemerintah Daerah yang keberadaan pengembangannya tidak
diketahui maupun diketahui. 2). Materi sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki Kabupaten Jember mengacu pada lampiran I huruf D
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yaitu:

5) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

6) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah.

Setelah mendengar penyampaian laporan Ketua Pansus, berikutnya adalah
penyampaian pendapat akhir fraksi terkait dengan Raperda yang telah dibahas.
Fraksi Gerindra menyepakati dan mengharap Bupati segera membuat peraturan
pelaksanaannya, sehingga segera dapat dilaksanakan untuk pembangunan dan
kemakmuran masyarakat. Fraksi PKB juga menyetujui dengan memberikan
penekanan agar Perda Miras menjadi instrumen regulasi yang dapat mengatur,
mengawasi, dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah

Jember. Juga meminimalisir potensi penyalahgunaan minuman beralkohol yang
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terbukti dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi
generasi muda. Fraksi ini juga berharap Perda penataan permukiman dan
perumahan dapat mengatur dan mengawasi pengalihfungsian lahan dengan
melakukan penataan kawasan perumahan dan pemukiman agar lebih selektif dan
efektif. Fraksi PDI-P, PKS, Nasdem, Golkar, Hanura-Demokrat, Amanat-

Pembangunan menyetujui dengan tanpa catatan yang berarti.>

B. Pembentukan Perda dan Instrumentasi Maqasid al-Shari’ah

Pada paparan data ini, penulis ingin memberikan gambaran bagaimana
pandangan-pandangan yang lebih mendalam terhadap proses, dinamika, serta
rasionalisasi dalam proses ifem per item yang dibahas pada level Tim penyusun
Peraturan Daerah; apakah itu Tim Penyusun Naskah Akademik, para staf ahli
fraksi, hingga politisi yang menjadi juru bicara kepentingan partai politik di
dalamnya. Sesuai dengan batasan dan rumusan yang ada, concern sajian data ini
menampilkan dua model Perda yang disahkan; pertama, Perda yang memiliki sisi
tujuan-tujuan tegaknya hukum Islam (syari’ah) di dalamnya, yakni; Pengaturan
Peredaran dan Konsumsi Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah tentang Baca
dan Tulis Al Quran. Raperda Infaq, Zakat, dan Shadagah Kabupaten Jember.
Namun tampaknya, dua Perda terakhir ini — setelah fasilitasi — tidak diterima
oleh Provinsi Jawa Timur dengan alasan bahwa sudah ada aturan yang lebih
koheren dan Pemerintah Daerah hanya menindaklanjuti melaui aturan-aturan

operasionalnya. Kedua, perda yang tidak memiliki sisi hukum Islam secara

33 Ibid.
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eksplisit, namun bisa digali subtansialisasinya karena bisa dirasionalisasi atau
dinalar sebagai bagian dari hukum Islam. Misalnya, Peraturan Daerah tentang
Bantuan Hukum bagi masyarakat Miskin, Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Disabilitas, dan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang di Kab.
Jember.
1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Jember
Pada bagian ini, penulis ingin menggambarkan beberapa proses yang
lebih mendalam terkait dengan bagaimana proses pembuatan Perda di Kab.
Jember. Apa saja langkah-langkah yang harus dilalui. Serta bagaimana model-
model narasi yang dipilih untuk memberikan nama pada perda tersebut. Terakhir,
akan terfokus pada latar pembentukan Perda yang bernuansa agama dan ruang
publik murni. Tentunya, pada bagian terakhir ini penulis akan lebih fokus pada
batasan masalah yang sudah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam hal
pembentukan Perda atau proses perencanaan Perda, Halif menyatakan kepada
penulis bahwa:
“Yang namanya Peraturan Daerah itu memang harus dirumuskan
bersama-sama pak. Harus berkembang secara dinamis baik itu di
lingkungan Pemerintah ataupun nantinya di lingkungan anggota DPRD.
Ada juga memang yang merupakan hasil derivasi dari perundangan yang
ada di atasnya. Tapi, kalau yang seperti ini, court of conduct-nya sudah
jelas. Artinya, pemerintah daerah hanya membuat aturan yang menjadi
kewenangannya. Tidak boleh melebihi hal itu. Nantinya, kalau kita
buat-buat Perda itu akan dianulir; apakah itu tidak disahkan atau
dilakukan banyak revisi menyesuaikan dengan alur dan aturan yang
sudah ada...Jadi, gambaran paling sederhana itu ya....Perda ada yang
berasal dari Pemerintah, ada yang dari Bupati dengan segala
kepentingan birokrasi yang dipimpinnya, ada pula perda yang memang

diinisiasi dari anggota DPRD. Perda inisiasi Anggota DPRD berasal dari
masyarakat pak..., berasal dari dinimaka yang berkembang di
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masyarakat. Jadi, mereka kan reses dan hearing sehingga mereka wajib
e .. 4
memenuhi janji mereka...”

Lebih melengkapi apa yang disampaikan Halif, Rosita Indrayati
menyebutkan bahwa:

“Dalam pembentukan Perda, sebagai bahan awal, disamping perlu
mengkaji perundang-undangan sejenis, juga perlu dikaji RPJMD satu
kabupaten, karena dari situ bisa diketahui arah dan kebijakan
pelaksanaan pembangunan di sebuah kabupaten/daerah. Dari situ juga
dapat terlacak skala prioritas program pengembangan daerah. Sesuai
dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 keberadaan harus direncanakan
melalui penyusunan Propemperda, perencanaan Perda Komulatif, dan
Perencanaan Perda di Luar Propemperda. Setelah itu proses penyusunan
harus dilalui dengan cara menggali perintah Undang-Undang yang ada di
atasnya, RPJIMD di Kabupaten yang memang diusulkan secara bersama-
sama antara pemerintah daerah dengan  Anggota DPRD,
penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan aspirasi masyarakat Daerah.
Selain itu juga harus dipikirkan seandainya ada keadaan-keadaan lain;
semisal kondisi bencana, menikdaklanjuti kerjasama dengan pihak lain,
akibat adanya pembatalan dari pihak provinsi ataupun pemerintah pusat,
perintah undang-undang yang juga baru dibuat oleh pemerintah yang ada
di atasnya, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan pembentukan
aturan yang cepat agar pengambilan kebijakan tersebut tidak melanggar
aturan hukum yang sudah ada...”’

Selain pandangan mereka yang terlibat dari sisi penyusunan Perda
secara yuridis dan aturan normatif, dalam penelitian ini, penulis juga meminta
pandangan dari Anggota DPRD secara langsung, maupun melalui staf ahli fraksi
yang terlibat dalam pembahasan Perda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah
kepada seluruh anggota DPRD. Alfian Indra Wijaya, salah satu Anggota DPRD
Kab. Jember dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan kepada penulis, bahwa:

“Perda ini kan projek politik. Perda ini lahir sejak komposisi politik
otonomi daerah dijalankan di Indonesia. Makanya, Ada hubungan

kausalitas antara politik dan hukum. Keadaan politik tertentu akan
melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula. Karakter setiap

3* Halif, Wawancara, Jember, 4 Juni 2018.
35 Rosita Indrayati, Wawancara, Jember, 28 Juni 2018.
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produk Perda sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan
atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Setiap produk hukum
merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai
kristalisasi dari pemikiran politik yang berinteraksi di kalangan politisi.
Berkaitan dengan hal tersebut, bisa jadi munculnya sebuah Perda itu
merupakan aspirasi yang dibawa oleh kekuatan politik dominan di
lembaga DPRD. Kalau aspirasi banyak muncul dari umat Islam, maka
pastinya banyak nilai nilai Islam yang diakomodir dalam pembuatan
perda tersebut. Oleh karenanya, bisa dipastikan bahwa Perda yang

dibahas di Jember tidak bertentangan dengan nilai nilai agama Islam”.*

HM. Sanusi Mukhtar Fadlilah, staf ahli Fraksi Amanah-Pembangunan
(PPP-PAN) menyatakan kepada penulis bagaimana proses legislasi yang
dilakukan untuk penyusunan dan pembentukan Perda yang ada di Kab. Jember.
Menurut dia:

“...Tentu semuanya berasal dari perencanaan. Lalu dikomulasikan
menjadi beberapa Perda prioritas yang akan dibahas pada tahun tertentu.
Setelah itu kita melakukan rapat paripurna. Dalam rapat paripurna awal
kita biasanya menentukan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap
Perda tersebut. Panitia yang ditunjuk kemudian merumuskan bersama
dengan Tim Hukum yang dimiliki oleh Pemkab atau DPRD. Lalu, ya,
kita bawa lagi ke Paripurna, lalu dibahas di dalam fraksi atau komisi
yang bertanggung jawab terhadap kelompok kerja tersebut. Sehabis
dibahas, lalu dibawa kembali ke Paripurna untuk dilihat bagaimana
susunan-susunan yang sudah dibahas tersebut. Pasca itu, di dalam
pembahasan itu pula ada banyak orang yang bisa dimintai penjelasan
untuk menentukan apakah 7tem per item yang disusun itu sudah sesuai
dengan nilai-nilai/norma yang dipegang teguh oleh masyarakat di
Kabupaten Jember ini. Lalu kita paripurna lagi untuk pengesahan,
hingga dikirimkan ke Pemerintah Provinsi atau Pusat untuk disahkan.”’

Setidaknya, itulah beberapa jawaban narasumber riset ini — khususnya
yang berhubungan dengan bagaimana prosedur dan landasan-landasan yuridis
yang dipakai untuk menjalankan fungsi dan peranan mereka masing-masing; baik

itu tim dari badan legislasi daerah hingga staf ahli fraksi. Terkait dengan anggota

3% Alfian Indra Wijaya, Wawancara, Jember, 11 Juli 2018.
37 HM. Sanusi Mukhtar Fadlilah, Wawancara, Jember, 15 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



199

DPRD, penulis sebenarnya juga mewawancarai anggota yang lain, namun secara
praktis beberapa jawaban itu mengarah pada komposisi yang sama, yakni;
prosedur dan alur normatif proses pembentukan Peraturan Daerah sudah sesuai
dengan perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang memang mengatur bagaimana Perda itu disusun di tingkat
atau level daerah.

Pada bagian selanjutnya, penulis ingin lebih mendalami bagaimana
pemahaman subtansial terhadap keberadaan Perda. Pertanyaan utamanya adalah
bagaimana sebenarnya fungsi strategis yang terkandung di dalam Perda; apakah
hingga tahun 2017 kemaren, Perda-perda yang sudah disusun sudah sesuai
dengan tujuan akhir yang ditetapkan di dalam proses pembahasan dan
pembentukannya. Tentunya, komponen ini tidak lagi menjadi wilayah Tim
Legislasi. Para Anggota DPRD maupun melalui staf ahli fraksi akan lebih
dominan, karena pada prakteknya merekalah yang akan menjadi core-subject
pembahas dan pembuat Peraturan Daerah tersebut. Kepada penulis, anggota
Fraksi Golkar DPRD Kab. Jember H. Holil Asy’ari, menyatakan bahwa:

“... kalau dilihat dari beberapa Perda yang ada, saya kira kita sudah
paham apa itu fungsi dan peranan Perda dalam kehidupan bernegara.
Perda itu kan merupakan sebuah kewenangan untuk mengatur demi
kemaslahatan bersama, kemaslahatan umum, kemaslahatan bagi semua
kelompok dan golongan. Memang, kalau sekedar dilihat secara normatif,
keberadaan perda itu tak ubahnya sebuah produk hukum daerah yang
mengatur lebih spesifik dari undang-undang yang ada di atasnya.
Meskipun, kalau dilihat secara lebih luas, itu ada perda yang memang
merupakan bentuk dari keinginan masyarakat bawah. Misalnya, Perda
tentang Pengendalian Minuman beralkohol. Itu memang berada di
bawah naungan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dulu, kita

tidak merasa butuh untuk mengendalikan peredaran tersebut. Namun,
karena maraknya peredaran minuman beralkohol yang mengakibatkan
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kemudlaratan bagi masyarakat. Maka itu akhirnya kita harus menyusun
agar korban-korban yang lain tidak berjatuhan...”®

Staf Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggambarkan bahwa

“tidak salah Perda memang memiliki fungsi pembangunan dan fungsi

perlindungan terhadap masyarakat. Jadi, kalau ditanya apakah Perda

pada tahun 2016-2017 ini bermuara pada fungsi tersebut, kita bisa
menilainya sendiri. Perda tentang Penataan Kawasan Perumahan itu
bermakna pengembangan dari model-model tata kota yang modern.

Sistem penyesuaian dengan kondisi soial yang ada dan berkembang hari

ini. Misalnya lagi, Perda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, itu

juga berkonotasi untuk melindungi hak-hak kesamaan di depan hukum
bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara dlI.. >

Jawaban serupa juga diungkapkan oleh staf ahli Fraksi Amanah
Pembangunan. Baginya fungsi Perda memang untuk membangun dan melindungi
apa yang menjadi hak-hak masyarakat secara umum. Walaupun dia juga tidak
menampik bahwa ada Perda yang disusun hanya karena pertimbangan mengisi
aturan-aturan tekhnis yang ada di atasnya.*’

Dari paparan di atas, memang tidak ada yang menyangkal tentang
fungsi-fungsi utama Perda yang ada di Kab. Jember. Hampir semua Perda yang
disahkan dan diundangkan merupakan bentuk dari kepentingan umum, tanpa
harus ada keberpihakan pada kelompok sosial dan agama tertentu. Kendatipun
ada, maka hal tersebut akan difasilitasi oleh pihak provinsi, lalu bisa jadi, Perda
tersebut dianulir oleh Tim Hukum Provinsi menjadi Perda yang lebih luas,

dibandingkan sekedar untuk mengatur kelompok tertentu, sebut saja sepeti

contoh Perda Baca Tulis al Qur’an.

** H. Holil Asy’ari (Anggota Fraksi Golkar), Wawancara, Jember, 20 Juli 2018.
3% Kholidi Zaini, Wawancara, Jember, 23 Juli 2018.
*0 HM. Sanusi Mukhtar Fadlilah, Wawancara, Jember, 15 Juli 2018.
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Pada fase selanjutnya penulis ingin lebih mendalami bagaimana
dinamika yang ada di lingkungan DPRD Kab. Jember. Dalam konteks ini penulis
mengajukan beberapa pertanyaan yang urgen; apakah ada dinamika politik dalam
proses-proses pembentukan suatu Perda tertentu? Apakah semua proses yang
sudah ditentukan sebagai alur untuk merumuskan Perda dilakukan secara
seksama? Dan bagaimana apabila sebuah Perda akan dianggap bertentangan
dengan aturan-aturan internasional yang diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Politisi Gerindra, Alfian Indrawijaya memberikan gambaran umum
bagaimana komposisi umum dan bagaimana dinamika politik yang biasanya
terjadi di dalam Perda tersebut, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“...sementara ini perjalanan pembentukan Perda tidak banyak yang
kontroversial sehingga menimbulkan banyak riak di dalam masyarakat.
Kami menganggap bahwa Perda-perda yang dibahas memang
diperuntukkan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang
lebih baik, dengan mempertimbangkan kajian-kajian ilmiah, laporan dari
SKPD, mendengarkan pandangan para tokoh, dan elemen lain yang ada di
masyarakat. Dengan model yang demikian, maka prosesnya tidak selalu
bermuara pada perdebatan sengit antara satu fraksi atau partai politik
tertentu. Karena mereka sendiri nantinya yang akan berhadapan dengan
masyarakat apabila ada proses Perda yang tidak bisa diselesaikan dengan
jangka waktu yang sudah ditentukan...Pada intinya begini, Perda adalah
produk politik itu sudah pasti. Maka dari itu harus ada kesamaan
pemikiran. Saya kira kesamaan visi misi kita menjadi Wakil Rakyat itu ya
berfikir bagaimana rakyat bisa menikmati pembangunan dan pembenahan
yang lebih baik. Selama ini dipegang teguh oleh semua anggota DPRD,
maka proses penyusunannya akan lebih cepat dan bisa ditindaklanjuti oleh
SKPD yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.”™"'

Yusuf Adiwibowo mengatakan kepada penulis bahwa dinamika politik itu
merupakan sebuah keniscayaan di dalam pembentukan dan pembahasan

Peraturan Daerah. Terkadang sesama anggota DPRD memiliki pertimbangan

*! Anggota Fraksi Gerindra (Alfian), Wawancara, Jember, 11 Juli 2018.
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yang berbeda-beda. Pertimbangan yang lebih baik atau bisa saja demi adanya
conflict of interest dari seorang anggota DPRD itu sendiri. Dia memberikan
contoh kepada penulis, bahwa pada beberapa proses pembahasan terkait penataan
pasar tradisional ada sebagian anggota DPRD yang tidak memiliki pandangan
yang sama, karena mereka memiliki ritel modern yang ada di Kab. Jember itu
sendiri. Maka dari itu, menurut dia, dalam posisi seperti ini data-data dan hasil
penelitian akan banyak berfungsi agar nantinya tidak ada kesalahan untuk
diletakkan di dalam draft aturan Perda.** Pengakuan yang sama juga diungkapkan
oleh Sanusi. Menurut dia memang dinamika politik pada proses pembahasan
Perda tidak bisa dielakkan, karena Perda dibahas oleh para politisi. Sehingga,
kualitas produk sebuah Perda akan sangat bergantung pada kemampuan seorang
politisi untuk melakukan lobi-lobi politik antara anggota yang satu dengan yang
lainnya.*

Di luar mereka yang memang berkecimpung dengan dunia politik, Halif
sebagai salah seorang Tim Pembuat Naskah Akademik mendeskripsikan
bagaimana pola yang biasanya terjadi di saat pemabahasan Perda sudah
memasuki proses politik di kalangan anggotan DPRD. Dia menyatakan:

“Secara teoritis penyusunan Perda harus mengacu kepada UU No.12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam undang-undang ini telah secara jelas disampaikan tentang logika,

paradigma, struktur, konstruksi, dan sistematika penyusunan perundang-

undangan, juga Perda. Bahkan isi dari bab per bab juga sudah tergambar
sangat jelas di situ. Termasuk juga dijelaskan isi dari per paragraf, baik
menjadi awal pasal atau paparan lepas. Kehadiran seorang ahli atau

expert dalam bidang hukum dan jenis Perda tersebut mutlak dibutuhkan,
mengingat menterjemahkan sebuah kemaslahatan bidang tertentu tidak

2 Yusuf Adiwibowo, Wawancara, Jember, 26 Juni 2018.
43 HM. Sanusi Mukhtar Fadlilah, Wawancara.
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boleh menabrak kemaslahatan dalam bidang lain. Misalkan melindungi
kepentingan pedagang dan pengusaha kelas menengah dan kecil, namum
dengan menafikan pengusaha kelas besar yang cakupan kemanfaatannya
juga cukup di masyarakat. Tidak boleh dengan asumsi melindungi
pengusaha kecil lalu mengabaikan fihak lain. Bisa jadi kenapa pedagang
kecil kalah dalam berkompetisi dikarenakan tidak mempunyai sof# skill
dan strategi marketing-nya tidak diperhitungkan.”**

Staf ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan
terkait pertanyaan ini kepada penulis dengan meyebutkan bahwa setiap
pembahasan- pembahasan Perda akan selalu ada perdebatan politis. Maka dari itu
setiap perda diwajibkan memiliki Naskah Akademik sebagai landasan berfikir
yang harus dipegang teguh oleh semua anggota DPRD. Penyusunan Naskah
Akademik melibatkan semua stekholder yang ada untuk mendapatkan data
tentang permasalahan, kebutuhan, dan solusi yang bisa diberikan. Tahap ini
dilakukan dengan mewawancarai informan kunci dan menjadi fihak yang secara
langsung terkait dengan sebuah Perda. Dari masing-masing data itu lalu
dianalisis secara komparatif, sehingga muncul draft dan rumusan atas
problematika dan kebutuhannya. Dari sini, maka perdebatan politik dan
kepentingan kelompok atau pribadi anggota DPRD bisa diminimalisir, meski
akan sulit hilang sepenuhnya.*

Paparan tentang Naskah Akademik (NA) bisa menjadi solusi dari
persoalan kepentingan politik yang berkelindan di dalam sebuah pembahasan
Perda memang cukup beralasan. Kalau dilihat dari beberapa Naskah Akademik,

maka susunannya adalah latar penyusunan, kajian secara teoritis dan faktual;

teoretis berarti berisi tentang perspektif para pakar terkait isu-isu yang akan

* Halif, Wawancara.
4 Kholidi Zaini, Wawancara, Jember, 23 Juli 2018.
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dibahas di penyusunan Perda. Sedangkan yang faktual-empiris berarti kajian
lapangan yang sudah dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh SKPD,
LSM, ataupun lembaga terkait lainnya yang memiliki kewenangan untuk
mendata keberadaan masyarakat di Kab. Jember. Selanjutnya, landasan yuridis
yang memberikan gambaran bahwa Perda tersebut merupakan turunan atau
inisiasi yang diinginkan oleh anggota DPRD di Kab. Jember. Terakhir adalah
tawaran draft yang disampaikan kepada Ketua Pansus atau di dalam Paripurna.
Artinya, penggunaan diksi, kata, dan ukuran-ukuran lainnya sudah sangat
teoritik, faktual, sosiologis, dan yuridis.46
Sedangkan pada sisi pertentangan antara Perda dengan aturan-aturan
mengikat lainnya, Holil Asy’ari mengatakan:
“...benturan antara aturan yang ada di atasnya tentu sangat minim
ditemukan. Para penyusun draft yang akan dibahas sudah memberikan
pandangan pada naskah akademik terkait aturan yang ada di atasnya.
Mungkin, kalau yang tadi ditanyakan terkait dengan ratifikasi aturan
internasional, itu kan tidak banyak semua tahu. Artinya, aturan mana saja
yang sudah diratifikasi oleh pemerintah pusat... Maka dari itu mungkin,
kalau pun ada kasus yang demikian, kita akan meninjau ulang peraturan
daerah tersebut. Lalu kita revisi dan menyesuaikan dengan aturan yang
ada di atas. Sebab, keberadaan perda ini kan memang tidak boleh
bertentangan dengan aturan main yang ada. Perda mengatur hal-hal yang
lingkupnya adalah pemerintahan daerah saja. Atau bisa jadi, saya kira ini
pendapat pribadi, kalau aturan-aturan internasional ini tidak berpihak
pada masyarakat, saya kira Perda bisa berbeda berdasarkan daya saing dan
kearifan lokal. Yang pasti, tidak boleh melanggar aturan di atasnya yang
secara vertikal diatur oleh pemerintah pusat.”™’
Sedikit berbeda dengan komposisi pertanyaan di atas, penulis juga

bertanya kepada salah seorang staf ahli DPRD terkait dengan dinamika yang ada.

Pertanyaan tersebut ialah apakah ada komunikasi infens antara para politisi

* Yusuf Adiwibowo, Wawancara.
*" Holil Asy’ari (anggota Fraksi Partai Golkar), Wawancara, Jember, 9 Juli 2018.
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Muslim untuk lebih menampilkan norma-norma keagamaan sebagai salah satu
identitas yang ada di Kab. Jember. Kholidi Zaini menyatakan kepada penulis:

“...pengaturan publik 7ifu kan berlaku umum ya...tidak hanya masalah
agama saja. Kalau komunikasi, misalnya, anggota Fraksi PKS dengan
PKB atau PAN, ya ada. Tapi tidak untuk mendiskusikan persoalan
agama. Melainkan 7fu...apa.. ya masalah perda yang akan dibahas. Kita
biasanya mendiskusikan bersama kyai, ulama’ atau tokoh masyarakat
sih kalau persoalan nilai-nilai keagamaan yang ingin dimasukkan
menjadi salah satu 7tem di dalam proses pembahasan Perda. Mungkin ya
contoh, di tahun 2017 itu ada Perda yang ingin mengatur masalah infaq,
zakat, dan shodaqah, ada juga yang dibahas itu masalah kewajiban anak-
anak untuk baca tulis al Qur’an. Perda itu kan berhubungan erat dengan
agama Islam. Kita berdiskusi masalah itu dengan tokoh agama, bahkan
Naskah Akademiknya itu TAIN Jember dan ULJ yang garap. Tapi kan
pada akhirnya hal itu tidak bisa dijalankan. Sebab, Perda itu harus
merangkul semua elemen yang ada di masyarakat. Masyarakat yang
plural yang ada di Kab. Jember.”*®

Oleh karena masyarakat Jember yang plural itu, penulis juga
mempertanyakan hal tersebut kepada staf ahli Fraksi Partai Amanah
Pembangunan. Kepada penulis dia memberikan tanggapan jika kata-kata yang
ada di Perda itu sulit diterima apabila menggunakan bahasa agama. Artinya,
redaksi yang ada di peraturan daerah itu harus umum. Misalnya, menggunakan
kata penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat. Kata ini lebih umum
dibandingkan menggunakan bahwa Perda tentang Haramnya Berzina. Kata
berzina inikan bahasa agama Islam, tidak bisa kita gunakan karena akan ditolak
oleh mereka yang tidak paham tentang agama Islam.*’ Rosita Indrayati, salah
seorang penyusun Naskah Akademik juga menyebutkan bahwa:

“Norma agama pasti menjadi spirit atas lahirnya sebuah Perda, namun

norma-norma itu tidak perlu dieksplisitkan dalam rumusan Perdanya,
untuk menghindari menabrak kepentingan atas golongan atau komunitas

* Kholidi Zaini (staf ahli Fraksi PKB), Wawancara.
4 HM. Sanusi Mukhtar Fadlilah, Wawancara, Jember, 9 Juli 2018.
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tertentu. Karena Perda yang secara substansif muncul dari norma agama,
pastilah dalam rangka mengatur kehidupan publik secara umum, tidak
bisa memilah milah atau malah mengkhususkan kepada umat tertentu.
Misalkan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perda ini
tentunya tidak bisa hanya dikhusukan kepada masyarakat miskin dari
agama tertentu. Pasti mengatur untuk semua kalangan. Juga Perda
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak mungkin Perda ini hanya
mengatur kehidupan umat Islam saja. Pun demikian, jika ada Perda yang
memang langsung bersumber dari semangat keagamaan tertentu, dalam
merumuskannya pun tidak boleh dengan bahasa yang eksplisit dari bahasa
agama tertentu. Karena jika demikian yang terjadi, maka pasti akan
menimbulkan kecemburuan dari umat lain untuk mengusulkan hal yang
sama. Maka tidak bisa dibayangkan betapa akan membludaknya
pengajuan perda dengan semangat keagamaan tertentu. Oleh karenanya
dibutuhkan kemampuan untuk mengkombinasikan/menarasikan semangat
atau substansi keagamaan tertentu dengan realitas kehidupan publik yang
beraneka ragam...”’

Terakhir, terkait dinamika proses pembentukan dan pembahasan Perda,
adalah pertanyaan-pertanyaan terkait; pertama, bagaimana proses public hearing
itu dilakukan? Kedua, bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi dan evaluasi
terhadap pembentukan peraturan daerah? Ketiga, bagaimana peran-peran
stakeholder, anggota DPRD, Pansus, dan Bamus, di dalam proses pembentukan
Peraturan Daerah. Salah seorang Anggota DPRD Fraksi Gerindra menyatakan
kepada penulis:

“Public hearing itu kita lakukan beberapa tahapan pak... Mulai dari
awal pengusulan masyarakat kita sudah mendengarkan apa yang
sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Lalu, setelah kita rapat di
tingkat DPRD, kita juga meminta para panitia itu juga untuk mencari
tahu bagaimana keberadaan yang ada di lapangan. Dengan model seperti
itu kan nantinya akan ditemukan kata-kata yang cocok. Di dalam proses
pembahasan pun sama. Objek-objek yang akan kita atur akan dilibatkan
untuk mendengarkan Jifem-item yang sedang dibahas. Jika nantinya
mereka tidak bersepakat terhadap apa yang kami susun, mereka bisa
mengusulkan diksi atau kata yang lainnya. Setelah rumusan itu selesai,
kita juga meminta untuk disusun Naskah Akademiknya. Dari Naskah
Akademik kita bisa tahu teori-teori apa yang bisa digunakan. Lalu

50 .
Rosita, Wawancara.
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pembahasan bersama lagi pak.. Jadi, pada intinya, masyarakat akan
selalu dilibatkan. Masyarakat akan dimintai pertimbanga bagaimana
kalau seandainya mereka diatur melalui beberapa aturan...dst.. Itu yang
pasti. Mereka dilibatkan untuk merumuskan apa yang akan kita jadikan
sebagai sebuah aturan.”"

Kholidi, staf ahli Fraksi PKB DPRD Kab. Jember mengatakan bahwa,
peran serta stakeholder itu bisa sebagai narasumber, informan, dan juga sebagai
bagian dari penyusun yang dilibatkan oleh panitia perumus. Misalnya, ketika
akan membahas tentang pengendalian minuman beralkohol. Penuturan dia
kepada penulis:

“...saya ingin memberikan contoh masalah alkohol yang dilarang oleh
pemerintah. Di dalam aturan yang ada di atas, kadarnya sudah
ditentukan. Kadarnya sudah diberikan patokan oleh pemerintah melalui
Permendag. Tapi kan setiap orang tidak sama ketahanan badannya.
Makanya, dokter disini penting untuk ditanyakan apakah alkohol itu
memabukkan. Misalnya juga ya, kita berada pada daerah yang dingin,
katanya, alkohol dengan kadar tertentu itu tidak memabukkan. Jadi, kan
membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut terkait itu. Ini berbeda
dengan pandangan umat Islam. Pandangan umat Islam terkait alkohol
itu persoalan tersendiri. Maka dari itu kan, apa namanya, kita harus
melibatkan para kyai. Para kyai harus dipahamkan bahwa yang mau
diatur itu bukan kadarnya, melainkan peredarannya. Peredaran sehingga
aksesnya menjadi sangat memudahkan anak-anak untuk mengaksesnya.
Nah, kenapa peredarannya, karena di dalam Islam itu semua minuman
yang diasumsikan memabukkan kan haram. Jadi, tidak perlu ada kadar-
kadaran. Pokoknya yang memabukkan itu haram.”*

Adapun yang berhubungan dengan sosialisasi hasil kesepakatan perda,
dijelaskan oleh staf ahli Partai Kebangkitan Bangsa itu, dimulai semenjak usul
komulatif Perda itu dibacakan oleh Badan Perumus Peraturan Daerah di
Paripurna Anggota DPRD di awal masa sidang. Jadi, masyarakat bisa

mengetahui dan memahami persoalan-persoalan apa saja yang akan dibahas di

°! Anggota Fraksi Gerindra (Alfian), Wawancara, Jember, 11 Juli 2018.
52 Kholidi Zaini (staf ahli Fraksi PKB), Wawancara, Jember, 20 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



208

legislatif. Sosialisasi selanjutnya, dijelaskan olehnya sebagaimana cuplikan
wawancara berikut:

“...Sosialisasi itu memang ada tahapannya pak...Ada yang memang di
awal; dimana semuanya itu masih dalam bentuk rencana pembahasan.
Kedua, fase untuk menyusun draft itu masyarakat mulai dilibatkan.
Ketiga, sosialisasi beberapa item yang problematis dan kontroversial.
Kita mengundang lah perwakilan masyarakat. Keempat, sosialisasi hasil.
Ini di saat reses kita kasih tahu bahwa kita sudah menyelesaikan
beberapa draft aturan daerah. Kelima, aturan-aturan yang ada di Perda
itu membutuhka Peraturan Bupati sebagai bentuk panduan tekhnis dan
pelaksanaannya. Keenam, sosialisasi Perda kepada masyarakat luas, baik
itu oleh SKPD, Anggota DPRD, dan beberapa organisasi masyarakat
yang memang dilibatkan di dalam proses pembentukan dan perumusan
tersebut.”?

Halif, salah seorang anggota penyusun Naskah Akademik (NA),
memberikan gambaran kepada penulis bahwa sebuah Perda yang akan disusun
Naskah Akademiknya biasanya sudah melalui kesepakatan bersama; antara
anggota. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan persoalan
sosialisasi, dalam pandangan Halif, bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan;
pertama, melakukan survey opini publik bagaimana seandainya aturan yang akan
dibahas tersebut dijalankan. Kedua, survey terhadap pemahaman dan pemberian
pemahaman kepada masyarakat bahwa hal yang dilakukan pemerintah itu
merupakan sebuah usaha untuk memperbaiki persoalan yang dihadapi
masyarakat. Ketiga, sosialisasi dilakukan dalam bentuk Focus group discussion

(FGD) yang diikuti oleh unsur perwakilan masyarakat dan tidak semua orang

terlibat di dalam proses ini.”*

33 Kholidi, Wawancara.
54 .
Halif, Wawancara.
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Dari beberapa paparan di atas, dapat dijelaskan ulang bahwa proses
sosialisasi peraturan daerah di Kab. Jember dilaksanakan secara prosedural dalam
tahapan-tahapan yang berbeda-berbeda. Dimulai dari tahapan serap aspirasi
masyarakat, sosialisasi bahwa akan diadakannya pembahasan terhadap usulan
peraturan daerah, sosialisasi akan adanya pengaturan yang bisa berdampak
kepada masyarakat, dan sosialisasi pemberlakuan aturan-aturan yang sudah
disepakati, sekaligus, perangkat taktis yang biasanya diatur melalui peraturan
bupati atau peraturan yang dibuat oleh dinas-dinas terkait terhadap satu produk
peraturan daerah yang sudah dibahas.

2. Nalar Istinbat Hukum Islam Peraturan Daerah di Kabupaten Jember

Sekedar untuk menegaskan ulang bahwa, tidak semua perda yang sudah
disahkan pada tahun 2016-2017 akan menjadi fokus penelitian ini. Penulis hanya
menentukan Perda Peredaran Minuman Keras, sebagai pengejawantahan dari
penggalian nilai-nilai Islam di dalam mengatur masyarakat. Selanjutnya adalah
Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Perda Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, dan Perda Keterbukaan Informasi Publik.
Untuk memperjelas proses pemahaman terkait bagaimana dinamika dan
pertimbangan-pertimbangan hukum Islam di dalam proses pembentukan tersebut,
maka penulis akan mengelaborasi dari proses yang dilalui dalam pembuatan
Peraturan Daerah, para penyusun, anggota/staf ahli DPRD, dan beberapa
narasumber lain yang terlibat aktif di dalam proses pembentukannya. Sebab,

sebagaimana sudah diketahui, bahwa pada setiap proses pembahasan ada banyak
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elemen masyarakat yang dilibatkan untuk dimintai pertimbangan, termasuk para
tokoh agama di dalamnya.

Untuk memulai konstruksi sajian data ini, penulis akan membingkainya
melalui beberapa pertanyaan fundamental; mulai dari bagaimana idealnya relasi
agama dan kewenangan yang dimiliki DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah,
bagaimana subtansialisasi nilai-nilai agama yang dapat mewarnai pembentukan
Peraturan Daerah dan bagaimana peran dan fungsi elit politik Islam di dalam
proses pembentukan Peraturan Daerah di Kab. Jember.

Berhubungan dengan relasi agama dan pemerintahan daerah atau negara,
staf ahli Fraksi Parta Nasdem DPRD Kab. Jember memberikan paparan kepada
penulis sebagaimana berikut:

“...masyarakat kita ini sudah sangat sadar bagaimana relasi agama dan

negara. Agama berada pada asas-asas kehidupan sehari-hari mereka.
Agama dan negara itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing.
Agama mengurusi urusan-urusan manusia dengan Tuhan serta sesama
masyarakat beragama. Sedangkan negara harus menjadi payung di atas
semua agama-agama yang ada di Indonesia. Kan kita tau sendiri bahwa
Indonesia ini memiliki banyak agama yang diakui keberadaannya. Nah
kalau urusannya dengan agama Islam, agama yang mayoritas di
Indonesia, relasinya sedikit berbeda. Terkadang, harus diakui ada
keinginan dari sebagian kalangan untuk membuat aturan-aturan yang
berasal dari nalar hukum Islam itu. Jadi, masyarakat itu pengennya
Syari’ah Islam dijalankan secara penuh. Di Jember juga sama. Ada
keinginan begitu. Tapi, kita tidak bisa menjalankan karena negara
memiliki aturan tersendiri khususnya dalam proses pembuatan Peraturan
Daerah itu.”

Politisi Partai Golkar menyatakan bahwa hubungan agama dan negara

harus berbentuk mutualistik. Agama wajib menjadi ajaran bagi manusia untuk

bertindak dan mengatur orang lainnya. Dia menjelaskan:

53 Aryudi A. Razak (staf ahli Fraksi Partai Nasdem), Wawancara, Jember, 5 Juli 2018.
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“...agama itu fondasi di dalam bermasyarakat... hubungan agama dan
negara harus sejajar. Hukum agama itu ya, seharusnya, menjadi juga
hukum yang dijalankan di masyarakat. Tapi persoalannya memang
agama memiliki dan sumber ajaran keagamaan memiliki keterbatasan.
Artinya, perkembangan masyarakat yang ada hari ini. Maka dari itu,
kalau dilihat hari ini, kita seakan-akan sedang berada di masa yang
penuh dengan ambigu. Kita suka mempertanyakan apakah yang
dijalankan oleh negara itu sama seperti yang diajarkan oleh agama
ataukah tidak. Atau sebaliknya, apakah nilai-nilai yang dijadikan aturan
agama bisa diambil sebagai bagian dari hukum yang ada di masyarakat.
Oleh karena itu, kalau melihat apa yang ada di Kab. Jember, nilai-nilai
keagamaan itu masih berada pada sisi nila-nilai yang menginisiasikan
sebuah aturan. Tidak semua aturan yang dihasilkan itu berasal dari nas-
nas atau teks keagamaan, khususnya dari agama Islam.”°

Staf ahli, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kholidi mengatakan kepada
penulis bahwa hubungan agama dan negara berbentuk integralistik. Artinya,
menurut dia, agama melebur dengan negara. Semua yang diatur oleh negara
pastinya akan berkelindan serta sejalan dengan alur beragama: tidak bisa
diperdebatkan. Sedangkan terkait dengan Peraturan Daerah, dia memberikan
penjelasan:

“...Perda yang kita susun itu demi kemaslahatan masyarakat. Demi
melindungi dan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait apa
yang mereka kerjakan. NVah, selama ini belum pernah di Kab. Jember ini
merumuskan peraturan daerah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran
agama. Demikian sebaliknya, kita juga tidak memaksakan apa yang
diajarkan di agama Islam sebagai bentuk pewajiban terhadap masyarakat
di Kab. Jember. Karena kalu kita melihat di beberapa daerah itu kan
sudah ada daerah yang mengatur masyarakat hingga ke level privat atau
keagamaan mereka. Di Aceh, atau Pamekasan, ada Perda yang melarang
orang perempuan tidak boleh keluar rumah pada malam hari sendirian.
Nah, saya kira perda-perda yang seperti itu tidak bisa diberlakukan,
meskipun ada anjuran agama agar perempuan harus mengikuti apa yang
diwajibkan oleh suami...Jadi, kita tidak punya keinginan untuk
mengatur hal-hal yang akan menjadi kontroversi di masyarakat nantinya
atau bahkan menjadi persoalan di level nasional.”’

> Holil Asy’ari, Wawancara.
T Kholidi, Wawancara.
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Kepada Kholidi Zaini, staf ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
penulis juga mempertanyakan apakah tidak ada keinginan para politisi Islam di
lingkungan DPRD Jember untuk membuat aturan yang bersumber dari ajaran
agama Islam. Dia menjawab:

“...Selama ini Perda inisiasi yang bernuansa agama selalu menjadi
persoalan tersendiri di lingkungan DPRD Kab. Jember. Misalnya, Perda
Wajib Baca Tulis al Qur’an. Perda ini kan hadir dari pertimbangan
sosiologis bahwa ada banyak anak-anak, banyak generasi muda tidak
bisa baca dan tulis al Qur’an dengan baik dan benar. Maka dari itu, kita
memiliki inisiasi untuk mewajibkan mereka belajar... Pada saat
pembahasannya, hal ini kemudian tidak bisa disahkan. Karena ternyata
itu kan sudah diatur di atasnya. Sudah ada Undang-Undang yang
mengatur bagaimana kewajiban belajar agama di sekolah. Dan masih
banyak aturan yang lainnya. Padahal, kita berharap perda ini bisa
memayungi keberadaan mushalla atau pesantren yang fokus untuk
mengembangkan baca dan tulis al-Qur’an...”®

Pada intinya, bagi sebagian Anggota DPRD Kab. Jember, keberadaan
agama Islam dan produk-produk hukum Islam, dan proses yang dipakai oleh
negara, tidak bisa dipertentangkan, serta tidak bisa pula dinegasikan di dalam
proses pembuatan Perda. Agama atau pertimbangan hukum Islam akan tetap
menjadi nafas proses pembentukan peraturan yang ada di Kab. Jember. Oleh
karena itu, penulis kemudian bertanya kepada sebagian Anggota DPRD Kab.
Jember bagaimana tanggapan mercka terkait fenomena Perda Syari’ah yang
marak ada di beberapa daerah. Apakah Perda di Kabupaten Jember sudah sesuai
dengan Syari’ah ataukah harus dibuat berbeda? Bagaimana susbtansi yang ada di

dalam Perda bisa dijadikan pijakan di dalam proses pembentukan hukum Islam.

Kholidi menyebutkan bahwa:

38 Kholidi Zaini, Wawancara.
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“...Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perda Syari’ah itu? Perda
yang namanya diambil dari Islam atau bagaimana?. Kalau kita lihat hari
ini kan beragam. Kalau di Aceh itu dasar-dasar sanksinya saja yang
diperlihatkan seakan-seakan berdasarkan agama Islam. Tapi tidak
menyeluruh pada Perda-Perda yang ada. Misalnya, kalau urusan dengan
hukum-hukum privat mereka pakai kata syariah. Tapi apakah
ekonominya  menggunakan  Perda  Syari’ah. @ Apakah  pola
perindustriannya menggunakan Perda Syari’ah. Nah itu kan belum tentu.

Oleh karena itu kalau di Jember ini. Belum ada keinginan untuk

memberlakukan Perda Syari’ah. Ya, perda pemberlakuan hukum Islam

itu. Yang ada memang perda umum yang didalamnya bernafaskan
agama Islam. Disini Islam bisa mewarnai apa yang menjadi keinginan
umat Islam. Tidak harus mencari nama keberpihakan itu bernama Perda

Syari’ah.”

Demikian halnya dengan pandangan Holil Asy’ari, dia menyatakan
bahwa Perda Syari’ah yang banyak diberlakukan oleh pemerintah daerah itu
sejatinya setengah-setengah. Artinya, mereka memberlakukan pola hubungan
masyarakat yang diasaskan pada nilai-nilai keagamaan. Pola interaksi misalnya
larangan laki-laki dan perempuan keluar di malam hari, atau perempuan dilarang
untuk beraktivitas kecuali izin suami. Baginya, Perda yang demikian sangatlah
kontra produktif. Perda yang demikian melanggar eksistensi bahwa sudah ada
perubaan zaman dan era. Maka, dari itu, Perda semestinya tidak mengatur itu,
melainkan sebaliknya, apa kira-kira yang menjadi persoalan perempuan merasa
tidak aman keluar rumah. Perda harusnya mengatur keadaan yang dianggap
mengancam apabila seorang perempuan keluar di malam hari. Hal itu lebih baik,
dibandingkan melarang karena alasan gender dan pertimbangan keagamaan

semata. Menguatkan pandangan ini, Salah seorang Anggota Fraksi Partai Golkar

ini mengatakan kepada penulis:

59 Ibid.
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“...Perda Syari’ah di Jember belum pernah menjadi aspirasi masyarakat
disini ya. Mungkin, ini mungkin saja, karena kita kan hidup di
masyarakat beragam. Jadi, belum ada. Meskipun saya harus akui, pada
pembahasan perda-perda itu perdebatan dengan pertimbangan hukum
Islam itu ada...pertimbangan hukum positif juga pasti ada. Jadi, kita
tidak alergi dengan Islam atau syari’ah Islam. Misalnya kan alkohol itu
didalam Islam haram. Nah, tapi tidak semua agama melarang alkohol.
Yang datang ke Jember juga banyak agamanya bukan Islam. Makanya,
hal seperti ini, biasanya kami yang dari partai-partai Islam memberikan
pandangan bagaimana sebenarnya di dalam Islam itu. Apakah yang
harus didahulukan. Melarang sepenuhnya atau bagaimana. Jadi,
perdebatan masalah persoalah syari’ah itu ada, dan selalu mewarnai.
Tapi, tidak berarti kita harus menyebutkan hal itu sebagai Perda
Syari’ah. Kasus lagi dalam hal bantuan hukum. Itu kita juga perdebatkan
apakah Islam mengajarkan hak asasi manusia. Kepentingannya bukan
membuat Perda Syari’ah, tapi kadang kan kita ditanya oleh para kyai,
kenapa ada perda begini. Nah para kyai itukan butuh jawaban yang
Islami dan shar’, makanya kita pun berargumentasi menggunakan
bahasa-bahasa yang dipakai oleh para kyai...”®

Fraksi Partai Nasdem melalui staf ahlinya, pun menyatakan bahwa tidak
baik kalau persoalan-persoalan agama mendominasi pembentukan peraturan
daerah. Karena pada faktanya pembentukan Peraturan Daerah itu diasumsikan
sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengatur semua elemen masyarakat,
bukan hanya sekedar umat Islam semata. Dia pun menambahkan bahwa memang
pernah ada keinginan-keinginan sebagian kalangan untuk merumuskan aturan
yang menghadirkan nilai-nilai agama di ruang publik, meniru apa yang sering
terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Pandangan dia kepada penulis
terangkum dalam kutipan berikut:

“...kita memang juga mendengar ada keinginan masyarakat yang

berharap ada perda yang basisnya adalah agama Islam. Di beberapa

daerah itu kan marak Perda Madin, Perda Pesantren, dan Perda Gerbang

Salam. Tapi, mereka tidak paham masalahnya. Perda Madin itu kan

sebenarnya sudah diakomodasi oleh Perda Provinsi Jawa Timur.
Kalaupun ada, itu hanya untuk memberikan bantuan kepada madrasah

% Holil Asy’ari (anggota Fraksi Partai Golkar), Wawancara, Jember, 9 Juli 2018.
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diniyah yang berkembang di masyarakat. Fokusnya itu disitu, bukan
persoalan syari’ah. Lagi misalnya, perda pendidikan Islam di Bangkalan.
Itu lebih luas dibandingkan madin. Perda pendidikan Islam mencakup
semua pendidikan yang nuansanya Islam. Tujuannya apa, ya untuk
memberikan ruang kepada pengelola pendidikan Islam agar
mendapatkan akses terhadap program di Pemerintah Daerah. Di dalam
aturan itu nantinya akan muncul; pembinaan dan pembiayaan
pendidikan Islam dilakukan oleh daerah. Ya itu saja sebenarnya yang
diinginkan. Maka dari itu, kita sudah pernah mengikuti pola seperti itu.
Tapi, oleh pemerintah provinsi itukan dianggap salah. Akhirnya, kita
juga sadar bahwa Perda tidak bolek mementingkan kelompok mayoritas.
Pemerintah Daerah harus fokus untuk mengatur semua elemen yang ada
di Ka611) Jember. Tidak boleh sekedar mereka yang beragama Islam
saja.

Terlepas dari persoalan-persoalan generatif di atas, pada pembahasan
selanjutnya penulis ingin lebih kausistik bagaimana pandangan para perumus
Peraturan Daerah tersebut, memperbincangkan beberapa perda yang menjadi
fokus pada penelitian ini. Penulis akan memulainya dengan Perda Pengendalian
Peradaran Minuman Keras, lalu, Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin,
Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Pemberlanjaan serta Toko
Swalayan, dan terakhir Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

Pada konteks perfama, tanggapan umum Fraksi Amanah Pembangunan
melalui staf ahlinya menyatakan bahwa:

“...Ya pak, kita semua paham bahwa minuman beralkohol di dalam Islam
itu haram dan kita dilarang agama untuk meminumnya, karena hal itu
akan merusak pikiran manusia, akan ada banyak dampak yang dihasilkan
oleh minuman haram tersebut. Tapi, kita juga sadar — bahkan di level
negaran sekalipun (pen) — kita tidak bisa melarang sepenuhnya. Karena
disitu itu kan ada nasib banyak orang. Di situ ada parawisata. Di situ itu
ada touris yang menyumbang pendapatan terhadap negara dan termasuk

daerah. Makanya, kita hanya bisa melakukan pengendalian, bukan
pelarangan. Pelarangan khususnya bagi umat Islam itu sudah pasti di

1 Aryudi A. Razak, Wawancara.
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dalam teks al Qur’an, dan selalu ditegaskan oleh para ulama’ kita... Maka
untuk konteks alkohol kita mungkin berfikir pada kemaslahatan yang
lebih ketimbang mereka yang tergerus oleh kebiasaan buruk kehidupan
sosial... Artinya, agama kan sudah melarang, dan aturan hukum (baca;
KUHP Pidana, pen) kita juga melarang, pada konteks dan kadar tertentu.
Makanya, kita berfikir hal yang lebih luas. Mencegah dan menempatkan
minuman-minuman itu menyebar ke masyarakat yang tidak pantas untuk

mendapatkannya”.®?

Ketua Pansus Perda Pengendalian alkohol menyatakan kepada penulis
bahwa apa yang dirumuskan merupakan bentuk derivasi daripada proses aturan
yang sudah di atas, ditambah dengan pertimbangan sosiologis yang ada di Kab.
Jember. Menurut dia:

“...Jadi, kelahiran Perda alkohol ini kan didasarkan pada banyak aturan
di atasnya. Tidak otomatis diinisiasi oleh pemerintah daerah.
Persoalannya mungkin itu, kenapa baru dibahas pada tahun 2017. Nah,
ini yang penting. Karena hari ini Kab. Jember sudah hampir sama
dengan Kabupaten Banyuwangi. Kab. Jember memiliki daya pikat
wisata yang bisa menyumbang pendapatan kepada Kab. Jember. Kita
juga tahu bagaimana Jember Fashion Carnival (JFC) itu selalu menjadi
perbincangan nasional. Maka dari itu, kayak-kayaknya, masyarakat kita
mulai terbiasa dengan hal-hal yang tabu di lingkungan masyarakat
religious...Bahkan nanti sampean cek itu di Naskah Akademik,
bagaimana banyak anak-anak yang terlibat kriminal gara suka mabuk-
mabukan. Bagaimana sebagian orang bertengkar di daerah wisata karena
sudah kehilangan akal. Ini kan sudah tidak benar. Mungkin ini
diakibatkan mudahnya anak-anak itu mendapatkan minum-minuman
beralkohol...Jadi, sejak tahun kemaren kita fokus bagaimana kita
melakukan pembentukan, mulai dari siapa yang berhak memproduksi,
siapa yang boleh menjual, siapa yang boleh meminum minuman
tersebut, dan penegasan larangan karena mudaramya sudah terlihat,
semisal; di botol minuman itu ditulis larangan bagi anak-anak dan ibu
hamil meminum minuman beralkohol.”

Halif, salah seorang anggota penyusun Perda Pengendalian Peredaran

Minuman Keras, membenarkan asumsi di atas kepada penulis:

62 HM. Sanusi Mukhtar Fadlilah, Wawancara.
83 Ketua Pansus Perda Pengendalian Alkohol (Siswono), Wawancara, Jember, 17 Juli 2018.
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“...Ya pak betul, Perda ini dilahirkan karena faktor sosiologis yang
mulai dirasakan oleh masyarakat di Jember. Dari hasil penelitian kami,
dari 13 kecamatan yang ada di Kab. Jember, tercatat ada 1933 kasus
sesuai KUHP dan aturan-aturan lain di atasnya, terindikasi berhubungan
dengan kasus-kasus penyalahgunaan minuman beralkohol. Mereka
terlibat tindakan kriminal, baik sebagai pengedar ataupun peminum
minuman tersebut. Dari kasus ini kemudian Pemerintah Daerah
membutuhkan penegasan ulang. Karena aturan di atasnya itu kan masih
umum. Siapa saja bisa kena sanksi dan aturan hukum. Kedua, aturan di
atasnya juga memberikan keleluasaan bagi daerah tertentu untuk tetap
boleh menjual atau mengedarkan minuman karena pertimbangan
ekonomi. Misalnya kayak di Bali. Bali itu kan banyak wisatawan yang
memang terbiasa dengan minum-minuman beralkohol... Nah, sedangkan
di Jember itu baru terjadi beberapa tahun terakhir ini. Sehingga kita pun
perlu untuk membuat aturan yang pastinya berbeda dengan apa yang
dilakukan Bali dan daerah lainnya..”**

Holil Asy’ari, sebagai salah seorang anggota DPRD yang
merepresentasikan kaum santri, memberikan jawaban terkait kelahiran Perda ini
sebagaimana berikut:

“...saya kira kita memang tidak bisa mencampuradukkan kondisi sosial
kita dengan kepentingan 7jtihad dan model istinbat hukum Islam semata.
Karena apa, kita memiliki perbedaan era, zaman, dan asas terhadap
pemberlakuan hukum. Jadi, kita mengambil ajaran atau ijtihad para
ulama’ klasik saja, tidak mungkin. Kan mereka hidup di masa mono
agama. Semuanya beragama Islam. Kepentingan masyarakatnya
semuanya diatur menggunakan ajaran-ajaran yang diderivasi dari apa
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kita hidup di
negara yang tidak semuanya Islam. Di daerah yang tidak semuanya
menganggap agama sebagai petunjuk hidup mereka. Maka dari itu,
upaya yang paling memungkinkan adalah memberikan kepastian atas
batas-batas kemampuan yang bisa dijalankan. Dalam Perda alkohol ini,
kita memainkan agar kemafasadatan yang dilarang agama tidak bisa
menyentuh pada mereka yang tidak terbiasa meminum-minuman keras
ini. Jadi, kita melindungi masyarakat dari kerusakan yang diakibatkan
hal tersebut. Tapi, di pihak berbeda, kita juga harus memberikan ruang
kepada masyarakat yang mencari nafkah melalui proses perekonomian
itu. Makanya, kita mengaturnya secara ketat di dalam proses-proses
industri minuman keras ini...”®

% Halif, Wawancara
65 . .
Holil Asy’ari, Wawancara.
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Dalam pandangan terakhir fraksi terkait Perda Pengendalian Peredaran
Minuman Keras memang cukup terlihat jelas bagaimana kompromi dan
akomodasi terhadap nalar figh itu dilakukan. Bahkan Partai Amanah Nasional
dan Partai Keadilan Sejahtera, masih memberikan catatan-catatan khusus kepada
semua pihak agar dengan seksama memperhatikan nilai-nilai keislaman yang
menjadi arus utama masyarakat di Kab. Jember. Berikut ini penulis kutipkan
pandangan dua fraksi tersebut;

“...Kabupaten Jember adalah daerah yang sangat religious dan
pluralistik, sehingga sebagian besar penduduknya selalu menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan budaya karena penduduk kota ini dikenal
sebagai penduduk pandhalungan dari ras Jawa dan Madura yang dikenal
sangat teguh dalam memegang adat istiadat dan tradisi. Oleh karena itu,
terciptanya harmoni hidup dan kehidupan antar masyarakat sesuai
dengan budaya dan keyakinan mereka harus senantiasa kita jaga
bersama. Adanya peredaran minuman keras dan beralkohol secara aspek
sosiologis di kabupaten Jember tidak dapat kita hindari sebagai
konsekwensi logis dari suatu daerah yang sedang berkembang sejalan
dengan pengaruh modernisasi yang saat ini kita hadapi. Oleh karena itu
sangat tepat kiranya Perda tentang peredaran minuman
beralkohol....Dengan peraturan daerah ini maka pengendalian dan
peredaran minuman beralkohol dapat dibatasi kemudian terdaftar secara
jelas serta memiliki label edar dan dapat terstandarisasi jumlah dan
jenisnya. Senada dengan pendapat saudari Bupati, Fraksi Amanah
Pembangunan juga menyarankan agar dalam rangka pengawasan dan
penindakan terhadap penyedia minuman keras yang tidak memenuhi
syarat atau illegal perlu kiranya memberikan kewenangan kepada Satuan
Polisi Pamung Praja sebagai penegak Peraturan Daerah berkoordinasi
dengan aparat kepolisian dan unsur-unsur lainnya.”®

Tanggapan akhir dari Partai Keadilan Sejahtera lebih tegas
dibandingkan berkompromi di atas, dalam tanggapan tertulisnya:

“Bahwa tentang pengendalian Peredaran Minuman Keras, Kami

berharap pemerintah daerah lebih proaktif dengan adanya Perda ini

nantinya. Meskipun bagi Fraksi PKS tidak ada toleransi terhadap Miras
karena keharaman dan bahayanya. Namun semua usaha maksimal kami

% Jubir Fraksi Amanah-Pembangunan, Risalah Rapat Paripurna DPRD tahun 2017,
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di Bapemperda maupun usulan yang baik dari Bupati semoga menjadi
langkah awal menjadikan Kabupaten Jember aman dan religious karena

kita dibatas oleh perundangan di atasnya”.”’

Dari narasi di atas, penulis pun berupaya untuk mengklarifikasi kepada
salah seorang anggota PKS terkait closing statement pada rapat paripurna
tersebut. Kepada penulis dia memaparkan:

“...Ya pak, kita sejak awal menginginkan kita tidak bermain-main
dengan minum-minuman keras. Karena sudah dilarang agama. Sudah
dilarang pula melalui norma sosial di lingkungan kita. Tapi, usaha itu
mendapatkan banyak pertentangan. Dan kalau mendengarkan apa yang
dipaparkan itu kepentingannya ada ekonomi saja, bukan pertimbangan
agama. Misalnya, ada kondisi masyarakat yang akan kehilangan
pekerjaan, ada pendapatan ekonomi yang berkurang dari Pemerintah
Daerah dan lain sebagainya. Selain itu s/7 memang harus diakui dari
pusat juga tidak memiliki ketegasan hukum masalah pengharaman ini.
Aturan-aturan di atas Perda memberikan ruang bagi seseorang untuk
meminum-minuman yang diharamkan oleh agama ini. Jadi, kita sudah
tidak bisa berkutik. Padahal kalau kita konsisten dengan ajaran agama,
pastinya ini diputus saja mata rantainya; mulai dari pembuatan,
peredaran, dan konsumsinya. Kalau kita lihat aturan yang ada
pemerintah hanya meminimalisir terhadap akses itu, tidak diputus untuk
tidak berkeliaran di masyarakat...Tapi apapun itu, harus kita akui,
sebagai bagian dari negara demokratis, kita harus mau menerima
kesepakatan dan keputusan bersama di dalam konteks ini...”®"

Melalui contoh kasus ini, maka sejatinya, sudah sangat jelas bahwa
posisi istinbat hukum Islam mejadi pertimbangan terhadap proses Perda, lebih-
lebih jika ada ‘teks’ agama yang sangat tampak (zahir) seperti minuman keras.

Pada fase selanjutnya, penulis ingin menyajikan bagaimana posisi agama
di dalam konteks Perda dimana agama tidak ‘memberikan guidance teks secara
jelas. Akankah nilai-nilai keagamaan akan tampil ke permukaan sebagai

pertimbangan penolakan atau penerimaan terhadap pembahasan tersebut.

%7 Jubur Fraksi PKS (Masyhuri Harianto), Risalah Rapat Paripurna DPRD tahun 2017
68 11
Ibid.
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Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, penulis akan memaparkan produk
Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagai contoh kasus.
Dalam konteks ini pula penulis meminta tanggapan Holil Asy’ari tentang
pandangan religiusitas di dalam merumuskan Perda ini. Kepada penulis dia
menyatakan:

“...kalau diasumsikan bahwa pada pembahasan semua Perda itu ada
dalil-dalil keagamaan dipakai, mungkin tidak sepenuhnya benar. Yang
ada mungkin adalah spirit keagamaan. Spirit keislaman ini kan
menempel dari nalar setiap anggota DPRD. Karena agama itu kan
bagian integral dari setiap individu kita. Saya misalnya, yang memang
alumni pesantren, dididik di lingkungan taat beragama, meski partainya
bukan agama, sikap itu kan akan tetap melekat pada saya. Karena agama
itu nilai. Sama seperti Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Jadi, sejak awal mungkin akan sulit dicarikan alasan-alasan keagamaan
sesuai ayat. Tapi, bukannya agama itu kan hadir untuk memberikan
perlindungan kepada semua orang. Maka dari itu, kita pada setiap
pembahasannya, suka tidak suka, akan mengambil sikap sesuai dengan
nilai yang ada di agama kita masing-masing. Kira-kira begitu. Kalaupun
ada narasi keagamaan tidak lain dan tidak bukan itu sekedar sebuah
spirit untuk tetap menjaga nilai-nilai keagamaan sebagai bagian integral

dari kehidupan berbangsa dan bernegara”.%’

Sanusi, staf ahli Fraksi Amanah Pembangunan (Fraksi gabungan antara
PPP dan PAN) menyatakan kepada penulis:

“...Isntibat hukum Islam pada Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin itu bermuara pada perlindungan terhadap hak kesamaan
masyarakat di mata hukum. Itu kan yang juga menjadi pilar utama
dalam memahami hukum Islam. Artinya, hukum Islam berupaya untuk
melindungi, menjaga, dan memelihara hak siapapun dalam kondisi
apapun. Jadi, itu nalarnya pak.. Jika ditanya apakah ada pertimbangan
seperti itu di dalam proses pembahasan, kami ingin sebutkan bahwa itu
ada. Karena apapun pembahasan Perda itu, kita memiliki latar sosiologis
yang berbeda-beda ya...jadi semuanya akan menjadi pertimbangan kita
semua untuk disajikan dan diperdebatkan. Bahkan, kalau kita mengalami
deadlock dalam pembahasan Perda; khususnya di bidang kehidupan
sosial, pertimbangan para kyai kita juga butuhkan. Bagaimanapun
masyarakat pemberlakuan hukum di Kab. Jember ini masih sering

69 Ty 1: .
Holil Asy’ari, Wawancara.
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dihadapkan pada aktor-aktor sosial, termasuk di dalamnya adalah para
tokoh agama. Sekali lagi, secara spirit keagamaan itu pasti kita bisa
temukan bagaimanan pandangan-pandangan dalam Islam menjadi
pertimbangan, meski tidak sedominan apabila ada nuansa keagamaan
dalam pengaturannya...””

Mufti Ali, sebagai juru bicara Pansus Raperda Tahun 2016, memberikan
gambaran kepada penulis bagaimana dinamika ‘keagamaan’ di dalam proses
pembentukan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, sebagaimana berikut:

“...pembedaan perda Islam dan tidak ini kan yang menjadi asal muasal
orang-orang seakan berfikir bahwa produk hukum daerah yang tidak
berbau Islam dianggap bukan Islam. Padahal, kita ini mengatur di
sebuah daerah yang mayoritas beragama Islam. Model berfikir seperti ini
kan kontra produktif sebenarnya. Kalau dilihat ya sekarang, mereka
yang terlibat kasus tertentu, bisa saja beragama Islam, dan bisa saja juga
mereka berada dalam kondisi kemiskinan. Nah, kalau begitu
kejadiannya, Perda ini kita beri nama Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin, apakah berarti tidak Islam? Saya kira tidak. Ini juga
kepentingan umat Islam, khususnya kaum mastad’afin, kaum muslimin
yang tidak memiliki kemampuan untuk berperkara di pengadilan
terhadap kesalahan mereka. Saya kira memang namanya tidak
memungkinkan untuk disebutkan bantuan hukum bagi umat Islam. Tapi,
pada realitasnya ya kita melindungi dan membantu mereka yang
beragama Islam juga. Coba nanti dicek di Perdanya, kesepakatan kita di
akhir itu, hanya ada tiga kelompok yang tidak bisa mendapatkan
bantuan hukum meski dia miskin. Mereka semua akibat melakukan
kejahatan luar biasa. Bukan karena latar agama dan budaya. Jadi, aturan
ini untuk semua kalangan, termasuk dia beragama Islam..””’

Anggapan bahwa tidak banyak perdebatan-perdebatan hukum Islam di
dalam proses pembahasan Perda yang berfungsi untuk perlindungan,
keberpihakan terhadap kelompok minoritas secara sosial, dan pensejahteraan
terhadap masyarakat secara luas, juga terlihat pada pandangan Fraksi-Fraksi

setelah pembentukan Perda itu disahkan oleh panitia. Berikut ini adalah beberapa

7 Sanusi Mukhtar Fadlilah., Wawancara.
"' Mufti Ali, Risalah Rapat Paripurna DPRD tahun 2017
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pandangan Fraksi terkait dengan contoh kasus Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Miskin, sesuai dengan risalah Paripura di DPRD Kab. Jember:

Tabel 3.1
Tanggapan Akhir Fraksi terhadap Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Nama Fraksi Tanggapan Akhir
Gerindra Menyetujui Perda dengan alasan pemenuhan terhadap

hak-hak kaum miskin dan kesamaan hak di depan hukum
yang ada di Indonesia. Serta menyetujui bantuan hukum
ini tidak berlaku kepada masyarakat miskin yang
melakukan pelanggaran hukum luar biasa; seperti yang
sudah disepakati bersama.

PKB Menyetujui Perda ini (dan perda lainnya, pen) karena
memang sejalan dan senafas dengan apa yang sudah
diperjuangkan bersama demi kemaslahatan,
kesejahteraan, dan perlindungan terhadap semua elemen
masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi dan kesetaraan
di depan hukum.

PDIP Menyetujui Perda ini karena sebagai sebuah upaya untuk
melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk
orang miskin.

PKS Menyetujui Perda ini (dan perda lainnya, pen) sebagai
bentuk ijtihad untuk khidmatul Ummah kita kepada
masyarakat Jember.

Nasdem Menyetujui Perda — karena sesuai dengan Undang-
Undang Bantuan Hukum - yang diisyaratkan bahwa
masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum
dari pemerintah hal ini juga sudah ditindaklanjuti oleh
DPRD dengan menginisiasi Perda tentang Bantuan
Hukum ini. Maka dari itu ke depan pemerintah harus
proaktif untuk memberikan hak kepada mereka yang
memang membutuhkan bantuan hukum, terlebih bagi
masyarakat miskin.

Golkar Menyetujui sebagai bagian dari perjuangan dan
pembelaan terhadap rakyat miskin yang tidak mampu
membayar proses hukum di pengadilan.

Hanura-Demokrat Menyetujui sebagai amanah undang-undang dasar dan
doktrin kesamaan di mata hukum.

Amanah Menyetujui Perda ini karena secara yuridis bantuan

Pembangunan hukum untuk orang miskin atau kelompok orang miskin

guna terpenuhinya persamaan di dihadapan hukum dan
persamaan perlakuan dalam proses hukum yang telah
dijamin UUD 45 oleh berdasarkan pasal 27 ayat (1).
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Nalar serupa juga terlihat di beberapa Perda lain yang memang dibahas
di dalam pembahasan tahun 2016-2017. Penulis ingin memberikan contoh lain,
misalnya pada keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang penyandang
disabilitas di Kab. Jember. Menurut Staf ahli Fraksi PKB, kelahiran Perda ini
tidak bisa dilepaskan dari adanya keinginan pemerintah daerah untuk mengakui,
mengayomi, melindungi, dan memberikan hak-hak asasi kepada masyarakat,
tanpa membedakan keberadaan mereka. Dia memberikan pernyataan kepada
penulis:

“...Nalar hukum Islam itu kan berkembang pak. Saya kira tidak selalu
berurusan dengan pertimbangan-pertimbangan tekstual. Ada juga
pertimbangan kontekstual yang bisa disajikan sebagai basis nilai
kehidupan keberagamaan. Setahu saya, figh itu kan berbeda dengan
syari’ah. Figh itu ijtihad, syari’ah itu nilai-nilai yang ada sebagai esensi
beragama Islam. Bagi saya, salah satu esensi beragama Islam adalah
membangun kesetaraan, memberikan kepastian terhadap kondisi
masyarakat terkait hukum dan aturan. Maka dari itu, selama ini, kita
selalu membuat inisiasi Peraturan Daerah yang fungsinya melindungi itu
tadi, tidak diskriminatif, tidak mengedepankan ego bahwa Islam harus
didahulukan dibandingkan yang lainnya. Dalam konteks ini, secara
sosiologis, semua orang paham bahwa ketidakadilan yang didominasi
oleh seseorang atau perusahaan tertentu.’>

Ketua Pansus pembentukan Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas
mengatakan kepada penulis:

“...Pada dasarnya, kita ini kan wakil rakyat. Maka kita harus berfikir
apa yang menjadi maslahah kepada masyarakat. Bukan sekedar apa yang
baik buat masyarakat tertentu saja. Jadi, cara kami membuat sebuah
aturan, selain pertimbangan umum, pertimbangan sosiologis,
pertimbangan sosiologis, juga memang ada faktor kepentingan
agama...Artinya, kita juga harus memberikan penilaian kepada diri
sendiri apakah apa yang kita perjuangkan sudah sesuai dengan nalar
berfikir agama Islam. Bagi saya, selama apa yang diperjuangkan itu
berhubungan dengan sisi keadilan, kesetaraan, perlindungan, dan
penegakan pada asas-asas dasar kemanusiaan, maka agama akan

72 Kholidi Zaini, Wawancara.
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berperan memberikan nilai di dalamnya. Termasuk di dalam
pembentukan ini. Kita sangat sadar bahwa Nabi Muhammad SAW
memberikan contoh bahwa dengan agama masyarakat bisa hidup
berkeadilan. Bisa hidup sejajar, bisa hidup dalam keragaman dan
kesetaraan. Saya kira itulah nilai-nilai agama yang dipakai di dalam
proses pembentukan aturan yang ada di Kab. Jember.””

Di luar narasi keberpihakan, dengan teks Peraturan Daerah yang
menggunakan istilah perlindungan dan perhatian/keberpihakan Pemerintah
Daerah terhadap kelompok-kelompok tertentu, penulis juga ingin mendalami
bagaimana komposisi hukum Islam di dalam Perda/Raperda Keterbukaan
Informasi Publik. Apakah ada nuansa dan nilai-nilai keagamaan yang bisa
dijadikan landasan sebagai bentuk perjuangan ideologis partai Islam atau latar
mereka yang tergolong santri. Atau, khusus pada sisi Perda ini, diterminasi nilai-
nilai demokrasi dan sekuler lebih kuat dibandingkan sisi keagamaannya. Dalam
konteks ini, Kholidi Zaini, mengatakan kepada penulis bahwa:

“...saya kira memang selalu sulit untuk memperdebatkan apakah ini
murni dari narasi keislaman atau ini murni nilai sekularistik. Tapi,
bukankah kita sudah bersepakat bahwa Pancasila dan UUD 45 itu
merupakan pijakan berbangsa dan bernegara, yang sekaligus, merupakan
bentuk dari kita menyakini nilai-nilai substantif keagamaan ada di
dalamnya... Nah, negara yang demokratis, negara Pancasila seperti
Indonesia ini juga memiliki nilai keterbukaan, nilai keinginan untuk
menyediakan hak-hak masyarakat agar mendapatkan informasi yang
benar dari sumber yang benar pula. Maka dari itu, pengaturan terhadap
keterbuakaan informasi itu sejalan dengan keinginan bangsa kita
berdemokrasi. Dan berdemokrasi itu kan sama seperti kita
mengejawantahkan kata shura (musyawarah) di dalam Islam. Apapun
yang diputuskan di dalam kespakatan tersebut, pasti bermuara pada
nilai-nilai keislamann itu sendiri...””*

Aryudi A. Rozak, staf ahli Fraksi Nasdem juga mengamini apa yang

diungkapkan Kholidi Zaini. Persinggungan-persinggungan narasi antara Perda

73 Ketua Pansus Perda Disabilitas, Wawancara, Jember, 25 Juli 2018.
7 Kholidi Zaini, Wawancara.
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Syari’ah dan non-Syari’ah itu disebabkan nalar yang dipakai tidak mau terbuka
terhadap perkembangan zaman. Syari’ah, bagi keduanya, adalah substansi dari
bagaimana Tuhan mengatur dan bagaimana manusia sebagai seorang pemimpin
harus memahami maksud dari ciptaannya. Maka dari itu, menurut keduanya,
maksud kepemimpinan dan keinginan pemimpin untuk memberikan hal yang
terbaik terhadap masyarakatnya, merupakan sebuah ijtihad yang dilanksanakan
untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai
universal lainnya, nilai-nilai yang diakui oleh Islam sendiri sebagai
pengejawantahan dari semua risalah profetik dan diteladani oleh para sahabat
Nabi Muhammad SAW.”

3. Perspektif Maqgasid al-Shari’ah dalam Peraturan Daerah di Kabupaten
Jember

Alur, proses, prosedur, hingga pada tahapan-tahapan yang ada di dalam
merumuskan sekian banyak Peraturan Daerah pada tahun 2016-2017 sudah
penulis ungkapkan di atas. Pada pembahasan kali ini, penulis ingin
menggambarkan apa yang mereka ungkapkan tercatat dan terdokumentasi pada
sisi teks yang terkandung di dalam Perda tersebut. Dalam bahasa yang lebih
sederhana, pada pembahasan ini penulis ingin melakukan eloborasi pertimbangan
akademik, landasan pengaturan, landasan sosiologis, dan tujuan akhir yang akan
dicapai pasca Perda ini diundangkan dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat
di Kab. Jember. Oleh karena itu, penulis ingin membaginya menjadi tiga cakupan
paparan data: pertama pertimbangan sosiologis, filosofis, dan yuridis Peraturan

Daerah yang benuansa agama. Kedua, landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis

™ Aryudi A. Rozak, Wawancara.
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dalam pengaturan pada Perda non-Agama. Ketiga, respon para penyusun dan
harapan akhir yang ingin dicapai sebagai mugsid (perumus Perda sekaligus
perumus tujuan hukumnya) pemberlakuan Perda tersebut. Tidak pada narasi teks

normatif yang sudah ada di dalam draft aturan Perda.

a. Landasan sosiologis, filosofis, yuridis, dan urgensi Perda Bernuansa
Keagamaan
Sekali lagi, penulis ingin menegaskan bahwa setidaknya ada tiga
Raperda yang diajukan di Tahun 2017 dimana nuansa agama sangat kuat di
dalamnya, yakni; Raperda Zakat Infaq dan Shadaqah, Raperda Pendidikan Baca
Tulis al Qur’an dan Raperda Pengendalian Minuman Keras. Namun, sebagaimana
sudah diketahui juga, bahwa dua raperda yang sangat kental dengan narasi agama
Islam itu ditolak oleh Pemerintah Provinsi pasca adanya fasilitasi, dengan alasan
sudah ada aturan yang mengikat di atasnya. Selain itu juga, sebagai bentuk
analisis dari itu, Abd. Wahab Ahmad, — salah seorang anggota LBM NU yang
dilibatkan dalam pembahasan — menyatakan bahwa memang dimulai sejak
Naskah Akademik yang diajukan, hingga proses proses hearing di kalangan
Anggota DPRD dan tokoh masyarakat. Beberapa Perda tersebut sangatlah
tumpang tindih. Belum lagi, kata dia, sudah ada Perbup di tahun sebelumnya
yang mengatur lebih rigid terkait tiga topik tersebut.”® Oleh sebab itulah, maka
pada riset ini, fokus utama penulis akan diletakkan pada satu Perda saja, yakni;

pengendalian minum-minuman keras atau mengandung alkohol.

76 Abd. Wahab Ahmad, Wawancara, Jember, 18 Juli 2018.
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Terkait dengan Perda Pengendalian Minuman Keras di Kabupaten
Jember tertera bahwa latar aturan ini dimulai dari dua pandangan; kajian teoritis
dan pandangan empirik. Kajian teoritis, tentunya, berhubungan dengan apa itu
minuman keras (baca; alkohol) serta bagaimana korelasinya pada tubuh dan
kehidupan manusia secara psikologis. Dalam pelbagai ragam disiplin ilmu — yang
hubungannya dengan perilaku personal — dapat disimpulkan bahwa ada dampak
negatif bagi mereka yang mengkonsumsi minuman keras. Kendati, disitu juga
dinyatakan pada kadar-kadar tertentu, penggunaan alkohol bisa ditoleransi.”’
Sedangkan dari narasi empiris, ada beberapa fakta dimana minuman beralkohol
menjadi bagian dari kebudayaan sebuah keompok tertentu, dalam suasana dan
keadaan yang berbeda. Dicontohkan di dalam kajian naskah ini, di beberapa
daerah yang memiliki kekhasan untuk mengkonsumsi minuman-minuman yang
memabukkan. Terlepas dari keberadaan yang diakui memiliki sisi positif, dampak
negatif dari kajian teoritik lebih mencolok. Artinya, pertimbangan teoretik
terkait nilai baik minuman alkohol tidak lain sekedar untuk menunjukkan bahwa
ada anomali bagi seseorang untuk bisa berdampak pada kerusakan akal,
kebiasaan, dan pola hidup mereka. Mungkin, dalam konteks ini, penulis bisa
menyimpulkan bahwa dampak dari alkohol juga bergantung pada daya tahan
tubuh sekaligus lingkungan yang menyertai kehidupan masyarakat.”

Betapapun persoalan teoritik dan empiris di atas, konstruksi lain di

dalam Naskah Akademik ini yang menarik ditampilkan adalah perlakuan Daerah

77 Thi
Ibid.

" Firman Floranta Adinata dkk., Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Jember: Sekeretariat DPRD Kab.

Jember, 2017).
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terhadap minuman keras di daerah mereka. Dinyatakan di dalam Naskah
Akademik tersebut sebagaimana kutipan berikut:

“...demikian juga di sebagian wilayah di Indonesia, minuman
beralkohol tradisional ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata
bagi wisatawan di kawasan wisata. Keberagaman sikap dan
penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol inilah
yang menjadikan dasar bagi beberapa Pemerintah Daerah
mengeluarkan Peraturan Daerah atau Kebijakan yang bervariasi....(NA
merujuk pada beberapa peraturan di daerah lain seperti, pen) Peraturan
Daerah yang melarang penuh Minuman Beralkohol antara lain: Perda
Kota Tenggerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan,
Pengedaran, dan Penjualan Minuman beralkohol, Perda Kabupaten
Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman
Berakohol, Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Larangan  Memproduksi, =~ Memiliki, = Mengedarkan, = Menjual,
Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, dan Mengkonsumsi
minuman beralkohol. Sedangkan Perda yang sifatnya hanya
mengendalikan seperti Perda Provinsi Bali No 9 Tahun 2002 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Perda
Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pengawasan,
dan Pengendalian Minuman Beralkohol””

Dalam konteks Kab. Jember, sebagaimana disampaikan oleh Rosita
Indrayati, pemerintah Kab. Jember bersama dengan DPRD Kab. Jember
bersepakat bahwa pilihannya akan terfokus pada pengendalian pada sisi
pengedaran karena beberapa alasan. Pertama, secara normatif, khususnya bagi
masyarakat Jember, aturan meminum dan mengkonsumsi minuman beralkohol
sudah dilarang secara agama, serta bukan menjadi kebiasaan di kalangan
masyarakat sebagai adat istiadat atau kebudayaan. Kedua, berdasarkan pada
data, mereka yang mengkonsumsi alkohol lebih dikarenakan ketidakpahaman
terhadap dampak serta didominasi oleh para anak muda. Ketiga, hingga beberapa

tahun ke depan, Kab. Jember menginginkan agar kabupaten ini ramah terhadap

7 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



229

wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, dibutuhkan fleksebilitas hukum agar
mampu mengakomodasi kepentingan mereka. Kelima, pilihan terhadap
pengendalian agar minuman keras ini dikonsumsi oleh mereka yang memang
dilegalkan secara hukum. Terakhir, aturan-aturan yang ada di atasnya, tidak
melarang secara penuh terhadap keberadaan minuman beralkohol, lebih-lebih hal
tersebut memiliki nilai-nilai keekonomian, sebagaimana di Provinsi Bali.*
Ungkapan salah satu penyusun Naskah Akademik ini memang terbukti
secara data. Di dalam Naskah Akademik tertuang beberapa penyalahgunaan
minuman beralkohol oleh mereka yang berada di bawah usia remaja. Berikut
adalah beberapa faktor rasional-empirik kenapa membutuhkan pengendalian
terhadap peredaran minuman beralkohol. Pertama, Pada awal tahun 2017
ditemukan 164 botol minuman keras yang dijual bebas di beberapa toko di Kec.
Sumbersari. Kedua, pada Mei 2016 ditemukan penjualan minuman keras
sebanyak 146 botol oleh perorangan di beberapa daerah Rambipuji, Ambulu,
Wuluhan, Balung, dan Kalisat. Ketiga, di beberapa daerah lain ada sekita 1880
botol minuman keras yang ditemukan hampir di seluruh kecamatan di Kab.

81
Jember.

Hal ini pada sisi pengedaran yang memang tidak tepat sasaran,
demikian halnya dengan mereka yang mengkonsumsi. Tabel berikut bisa

menggambarkan siapa yang mengkonsumsi minuman beralkohol:

Table 3.2
Komsumen Minuman Keras Pada Tahun 2016
Tanggal Identitas Lokasi Usia
21 Februari | 2 Orang yang kedapatan mabok | Stasiun Kereta
2016 karena minuman beralkohol (arak) Api

%0 Rosit a, Wawancara.
¥ Ibid.
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20 Februari | 2 orang status swasta dan 2 orang

2016 lagi berstatus pelajar

14 Februari | 3 Pemuda yang sedang pesta | Di depan salon

2016 minuman beralkohol inks JI. Ahmad

Yani Jember

26 April 2016 1. DA, laki-laki Pelajar SMP Stadion Noto | 14-15
2. 1B Pelajar SMP Hadinegoro Tahun
3. ZA Pelajar SMP

19 Maret 2016 | 1. SS, Pengangguran Rest Area | 16-20
2. ANR laki-laki pengangguran Jubung Tahun
3. DS Laki-laki karyawan Senyum

Media

4. ES Perempuan, swasta

20 Maret 2016 1. MS, laki-laki, swasta Rest Area | 16-23
2. MlJ, laki-laki swasta Jubung Tahun
3. RS, swasta
4. L, Laki-laki, Pelajar

DIl

Dari pelbagai kajian-kajian di atas, maka seraya disepakati bahwa
problem utama kasus ini adalah pada sisi /aw enforcement, terlebih pada sisi
pengedaran dan pengkonsumsi minuman keras. Sebab, aturan-aturan terkait
dengan minuman keras sudah diatur, sehingga para aparat kepolisian bisa
melakukan penindakan pidana ringan terhadap mereka yang menjadi objek
hukum. Demikian halnya dengan kondisi dan adat istiadat di Kab. Jember yang
memang berpegang teguh terhadap nilai-nilai keagamaan. Perilaku masyarakat
yang demikian tentu dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai agama Islam.
Namun, juga harus diakui tidak semua masyarakat Jember memeluk agama
Islam, termasuk para wisatawan yang datang ke Kab. Jember. Untuk itulah
kemudian narasi yang dibangun adalah pengendalian peredaran minuman keras di
Kab. Jember dengan asumsi landasan yuridis filosofis, sosiologis, dan yuridis

sebagaimana berikut:
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Tabel 3.3
Landasan Perda Pengendalian Peredaran Minum Keras

Filosofis - Pancasila pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

- Jabaran falsafah UUD 1945 tentang tekad bangsa untuk
mencegah, melarang, dan meningkatkan kesejahteraan
dalam pembangunan.

- Ketertiban hukum dan perseorangan menjadi syarat
utama dalam tujuan bernegara. Tujuan Negara adalah
pembentukan dan pemeliharaan hukum disamping
jaminan kebebasan dan hak-hak warganya. Hak-hak
warga dalam peredaran minuman beralkohol tidak
dapat dibiarkan secara bebas, namun peredaran
menuman beralkohol harus dikuntrol, mulai dari
penggunaan bahan produksi, saat produksi, distribusi,
pembelian  oleh  konsumen,  hingga  tempat
mengkonsumsi minuman beralkohol.

- Semua itu untuk menjamin keselamatan, kesehatan,
dan kesejahteraan konsumen dari dampak negative
minuman beralkohol.

Sosiologis - Peraturan ini akan dibentuk lebih berorientasi pada
kebutuhan lokal dengan nilai-nilai lokal, agama, dan
budaya yang ada, dengan syarat kekhususan.

- Materi muata Perda yang digagas diwarnai oleh tingkat
kebutuhan yang bersifat fundamental dan menyentuh
keyakinan serta nilai-nilai dasar basis sosial tempat
produk hukum dibentuk

- Beberapa perbedaan perlakuan yang tampak —
berdasarkan pada perda ini — dianggap sebagai deviasi
atau penyimpangan dalam kerangka menyelamatkan
harmoni sosial sebagai koridor untuk melaksanakan visi
Kabupaten Jember. Jika tidak, maka hakikat otonomi
daerah yang menempatkan DPRD sebagai representasi
masyarakat keberdaaannya akan sama dengan
ketidakberadaa-nnya.

Yuridis - UU No 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kebupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur

- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

- UU No 7 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- PP No 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
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Barang dalam Pengawasan

- PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- PP No 79 Tahun 2005 tentanbg Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah

- PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

- Perpres No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol

- Permenkes No 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang
Minuman Keras

- Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
Peredaran da Penjualan Minuman beralkohol

- Permendag No  06/M-Dag/PER/I/2015  tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol.

- Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun
2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran
Minuman Beralkohol

Masih dalam kategori penyusunan ideal, bagaimana kerangka berfikir
di dalam perda ini ingin dibahas, kemudian akan diperdakan sebagai wujud dari
keinginan mengatur masyarakat di Kab. Jember penulis juga ingin memberikan
gambaran akhir apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari keinginan Perda
ini diundangkan, selain apa yang menjadi landasan pijak mereka menyusunnya.
Berikut ini adalah tujuan utama yang ingin dicapai melalui aturan ini; pertama, di
dalam konsideran Perda ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umu, perlu pengendalian, pengedaran dan penjualan atau penyajian
minuman beralkohol, khususnya minuman keras secara terpadu dan
terkoordinasi. Kedua, maksud dan tujuannya adalah memberikan pengendalian

dan pengawasan produksi, pengedaran, pengedaan, dan penjualan minuman
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berlakohol di daerah dalam rangka melindungan ketentraman dan ketertiban
umum: memberikan dasar hukum pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini; memberikan dasar hukum perijinan penjualan
minuman beralkohol. Ketiga, larangan pengedaran atau penjualan di beberapa
tempat; gelanggang remaja, depot, toko kelontong, penginapan, dan terminal,
dan tempat umum lainnya; tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.*

Pada kesimpulannya, beberapa hal yang dirumuskan di atas, sekaligus
apa yang sudah disahkan, sejatinya, untuk tetap mengakomodasi pola kehidupan
sosial yang berkembang di masyarakat, sekaligus perkembangan serta
pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh Kab.
Jember. Sebagaimana diungkap dalam pandangan sosiologis, kerangkanya adalah
sisi deviasi sosial yang menjadikan beberapa daerah memberlakukan pengaturan
terhadap Perda pengendalian ini. Jadi, secara keseluruhan, normatifitas agama
masih dipegang dengan melarang para masyarakat lokal mengkonsumsi minuman
keras, dan memberikan ruang bagi mereka yang memiliki perbedaan keyakinan
akan hal tersebut untuk menjalankan hak serta habitus yang dimilikinya, di
tempat dan ruang tertutup.

b. Landasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Tujuan Akhir Perda
Umum

Tentunya, pada pembahasan ini sedikit berbeda dengan sebelumnya,

dari beberapa Perda inisiasi DPRD Kab. Jember di Tahun 2016-2017, khususnya

pada sisi pengaturan yang tidak ada narasi keagamaan di dalamnya, hampir

%2 Firman Floranta Adinata dkk., Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember
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semuanya disetujui dan diundangkan karena mendapatkan persetujuan lembaga
di atasnya (baca; Biro Hukum Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Dalam
Negeri) sebagai Peraturan Daerah yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kab.
Jember. Kesamaannya mungkin, penulis hanya akan menfokuskan pada tiga
Perda (peraturan daerah) yang nantinya akan dinilai (pada bagian selanjutnya)
narasi magqasid al-shari’ah-nya. Maka dari itu, paparan data ini tetap pada empat
narasi penting; pertama, yang berhubungan landasan filosofis kenapa Perda ini
penting diundangkan, kedua, landasan sosiologis, ketiga, landasan yuridis, dan
terakhir tujuan yang dicatat di dalam Perda sebagai maksud akhir (goal) yang
semestinya dicapai dalam pemberlakuannya.

Perda yang pertama adalah “Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin”. Asumsi dasar inisiasi Perda ini tidak lain karena adanya
doktrin sakral di dalam pemberlakuan sebuah hukum yakni; equality before the
law (kesamaan di depan hukum). Teori kesamaan di hadapan hukum ini, tidak
mengenal kelas seseorang, termasuk di dalamnya adalah mereka yang tidak
memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap penegakan hukum sebagai
imbas dari perilakunya. Di dalam Naskah Akademik Perda ini dinyatakan
beberapa paradigm teoritik terkait statement di atas, misalnya:

“...instrument internasional, jaminan dan pelindungan serta bantuan

hukum diatur dalam deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948

yang mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum

sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada dan jaminan setiap
orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konvensi Hak-Hak Sipil
dan Politik Tahun 1966 Pasal 14 ayat 3 disebutkan secara rigid bahwa

kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh negara dinyatakan bahwa
dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap
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orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam
persamaan penuh; untuk membela diri secara langsung atau melalui
pembela yang dipilihanya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak
ini bila ia tidak mempunya pembela; dan untuk mendapatkan bantuan

hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak

menmiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.*’

Dari perspektif teori empirik, diungkapkan ada beberapa kasus yang
terjadi di Kab. Jember dimana orang miskin tidak mendapatkan bantuan hukum
karena persoalan harus membayar pengacara. Sebagaimana juga diketahui, di
dalam Undang-Undang Advokat mereka memang berhak untuk dibayar atas
profesi yang dijalankannya. Di dalam Naskah Akademik tersebut disebutkan
minimal ada (empat) kasus orang miskin yang menjalani persidangan tanpa
pengacara dalam beberapa kasus-kasus tertentu. Bahkan yang menarik — sesuai
liputan detik.com — ada kasus orang miskin yang dihalangi oleh Aparatur Sipil
Negara, karena berperkara dengan anak mereka. Hal ini menambah keinginan
Pemerintah Kab. Jember untuk mengupayakan bagaimana ke depannya doktrin
kesamaan perlakuan hukum kepada semua orang bisa terealisasi di Kab.
Jember.** Oleh karena itulah, pada tahun kemaren, keinginan pun terealisasi
semenjak memasuki proses pembahasan politik di DPRD Kab. Jember.

Sama halnya dengan yang penulis paparkan pada sub-bahasan
sebelumnya, dalam Naskah Akademik ini juga tertera apa landasan filosofis,
sosiologis, dan yuridis terkait Perda Bantuan Hukum terhadap masyarakat
Miskin. Tabel Berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang tertera dalam

Naskah Akademik tersebut:

5 Halif dkk., Naskah Akademik Raperda Prakarsa DPRD Kab. Jember tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin (Jember: Sekeretariat DPRD Kab.Jember, 2016).
84 115

Ibid.
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Tabel 3.4
Landasan Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
Landasan Filosofis - Pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat miskin

bukan semata-mata karena charity (belas kasihan)
melainkan sangat berhubungan dengan asas dan hak
dasar manusia untuk sama di hadapan hukum.

- Pemberian Bantuan hukum dilandaskan sebagai upaya
terhadap keadilan yang menjadi dasar pembuatan dan
penegakan aturan dimanapun berada dan terhadap
siapapun

- Undang-Undang Dasar mewajibkan Negara untuk
memastikan hak konstitusional warga tidak mampu di
hadapan hukum

- Doktrin umum hukum:

1) Non-deskriminatif

2) Kesetaraan

3) Pengakuan

4) Jaminan

5) Perlindungan

6) Kepastian Hukum yang adil

7) Perlakuan yang sama di depan hukum

Landasan Sosiologis | - Meningkatnya kasus tanpa adanya bantuan hukum
yang terjadi di masyarakat (apakah itu dari survey
nasional ataupun khusus di Kab. Jember)

- Para penyedia layanan bantuan hukum cenderung
mengeksploitasi setiap kasus yang dibantu, kendati
mereka menamakan dirinya sebagai Lembaga Bantuan
Hukum nir-laba.

- Perlunya Penyedia layanan bantuan hukum yang
berintegritas tinggi dan terstandarisasi dari semua
aspek bidang hukum.

- Para penerima bantuan cenderung tidak memahami
urgensi bantuan hukum terhadap kasus yang
dihadapinya. Mereka cenderung memilih mengikuti
proses hukum, tanpa berfikir apakah apa yang
diputuskan sudah adil atau tidak.

Landasan Yuridis - Pasal 18 (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945

- UU No 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Jawa Timur

- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

- UUNO 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
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Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum

- PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

- PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pemeberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

- Permenkumham No 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Verivikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum

- Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

- Perda Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2012 tentang
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

- Permendagri No 80 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

Berdasarkan pada landasan di atas, maka kerangka selanjutnya adalah
penyusunan dan pembentukan item-item yang terejawantahkan di dalam narasi
Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kab. Jember.
Sebagaimana naskah/draft yang disudah disahkan berikut ini adalah hal-hal
penting yang penulis ambil dari draft tersebut, sebagai bagian yang akan
dianalisa di pembahasan selanjutnya:

Tabel 3.5
Komponen Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Asas - Keadilan; menempatkan hak dan kewajiban
setiap orang secara proporsional, patut, benar,
baik dan tertib.

- Persamaan Kedudukan di dalam hukum; setiap
orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama
di depan hukum serta kewajiban menjunjung
tinggi hukum.

- Keterbukaan; memberikan akses kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi secara
lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam
mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak
secara konstitusional.

- Efisiensi; memaksimalkan pemerian bantuan
hukum melalui penggunaan sumber anggaran
yang ada.
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- Efektivitas; menentukan tujuan pemeberian
Bantuan Hukum secara cepat

- Akuntabilitas; setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan hukum harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat.

Tujuan - Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima
bantuan hukum untuk mendapatkan akses
keadilan;

-  Mewujudkan hak konstitusional warga negara
sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di
dalam hukum;

- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan
Hukum yang dilaksanakan secara merata di
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien
dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penerima Bantuan | - Setiap masayrakat miskin yang tidak dapat

Hukum memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri

- Hak dasar meliputi pangan, sandang, layanan
kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan
usaha, dan/atau perumahan

Pengecualian - Bantuan Hukum tidak bisa diberikan kepada;

1) Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

2) Pidana Narkoba

3) Kekerasam Dalam Rumah Tangga

Setidaknya itulah beberapa asumsi dan kerangka berfikir yang dipakai
dalam konteks pemenuhan kesamaan hukum, khususnya di Kab. Jember bagi
masyarakat miskin. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk
‘membayar’ profesi yang bisa membantu persoalan hukum yang dihadapi pada
dunia peradilan atau proses hukum lainnya. Hal yang menarik untuk dijadikan
catatan juga adalah keberanian Bupati Kab. Jember untuk mendesak anggota
DPRD Kab. Jember agar tidak abai pada persoalan-persoalan keadilan di

masyarakat secara sosiologis. Kelompok miskin yang dianggap oleh Pemerintah
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Kab. Jember melukai nilai-nilai kemanusiaan tidak dianggap layak mendapatkan
pemberian bantuan hukum sebagaimana aturan yang sudah ada.

Perda Kedua yang akan menjadi studi kasus di dalam penelitian ini ialah
“Perda Perlindungan dan Pemenuan Hak-Hak Disabilitas di Kab. Jember”. Untuk
lebih menyederhanakan konsepsi ini, penulis ingin menggambarkan alur berfikir
hingga pada tujuan akhir pemberlakuan Perda ini menggunakan tabel berikut ini.
Tabel ini akan menceritakan apa asas teoritik, empiris, landasan filosofis,

sosiologis, yuridis, dan cakupan sasaran yang diinginkan dalam Peraturan Daerah

85

ini:
Tabel 3.6
Komposisi teoritik, empiris, filosofis, sosiologis, yuridis, dan tujuan
pemberlakuan
Rancang Bangun | - Human Declaration of Human Rights
Teoretik - Convention on the Prevention and Punishment of the

Crime of Genocide

- International Convention on Elimination of all
Forms of Racial Descrimination

- International Covenant on Economic, social, and
Cultural Rights

- International Covenant on Civil and Political Rights

- Convention on the Elimination of All Forms of
Descrimination Aggaints Women

- Convention aggaint Torture and Other Cruel,
Inhuman, and Degrading Treatment and Punishment

- Convention on The Rights of Child

- UUD 1945 tentang pengakuan terhadap hak asasi
manusia tanpa adanya pengecualian

- Convention on The Rights of Persons with
Disabilities Tahun 2011

Rasionalisasi Empiris | - Tercatat ada 6,7 Juta jiwa di Indonesia yang
menyandang cacat dari populasi masayrakat.

- Di Kab. Jember per tahun 2005 terdapat 1.967 Jiwa
dari 31 kecamatan yang ada.

% Yusuf Adiwibowo dkk., Naskah Akademik Rancangan Perda Kabupaten Jember Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Jember: Sekretariat DPRD Kab.
Jember, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



240

- 429 Tuna Netra

- 689 Cacat Tubuh

- 419 cacat mental

- 430 Tuna Rungu

Landasan Filosofis - Falsafah Pancasila pada sila kelima dan pembukaan
UUD 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan
kemerdekaan, perdamaiaan abadi dan keadilan sosial

- Seuai dengan pengesahan konvensi hak penyandang
disabilitas maka kedepan mereka harus bebas dari
perlakuan kejam, tidak manusiawi, kekerasan,
perlakuan semena-mena, dan perlakuan negative
lainnya.

Landasan Sosiologis |- Perlu awareness bahwa setiap perlakuan negative
terhadap penyandang disabilitas akan menimbulkan
kemiskinan struktural, keterlantaran, perlaku anti
sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial, dan
tindak kejahatan yang akan memicu terjadinya
disintegrasi sosial.

- Secara psikologis juga akan menghadirkan rasa
ketergangguan dari segi keadilan, kecemburuan
sosial, ketidakberdayaan, sikap fatalistik, agresivitas,
serta perilaku menyimpang lainnya.

- Untuk menyelesaikan hal tersebut maka diperlukan:
1) Direct service practice
2) Community organization
3) Administrative Social Work

- Dari sisi kebijakan yang harus disusun berdasarkan
nalar sosiologis;

1) Mengaktulisasikan semua program sosial

2) Memberikan perlakuan khusus untuk
memberikan ruang berinteraksi dan tidak terasing
dari lingkungan.

3) Pemerintah memberikan akses dan pembekalan/
keterampilan ~ sesuai  dengan  kebutuhan
penyandang disabilitas.

Landasan Yuridis - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

- UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketangakerjaan

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
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- UU No 2003 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of Persons with
Disabilities

- UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR
(Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

- UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
(Konvenan Hak Sipil dan Politik)

- UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas

Prinsip Perlindungan | - Penghormatan terhadap martabat
dan Pemenuhan Hak | - Otonomi Individu

Penyandang - Tanpa Diskriminasi

Disabilitas - Partisipasi Penuh

- Keragaman manusia dan kemanusiaan
- Kesamaan Kesempatan

- Kesetaraan
- Aksestabilitas
- Kapasitas yang arus berkembang dan identitas anak
- Inklusif
- Perlakuan khusus dan pelindungan lebih
Tujuan - Mewujudkan penghormatan, pemajuan,

perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia
serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara
penuh dan setara

- Menjamin  upaya pengrhormatan, pemajuan,
perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat
yang melekat pada diri penyandang disabilitas

- Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejatera lahir dan batin,
mandiri, serta bermartabat

- Melindungi penyandang disabilitas dari peelantaran
dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan
dikriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
dan

-  Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan,
pemajuan, perlindungan, dan pemenuan hak
penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai
bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati,
berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,
leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
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Perda terakhir adalah berhubungan dengan Keterbukaan Informasi
Publik yang menjadi ciri khas dan pilar negara demokrasi. Sebagaimana yang
tertuang di dalam Naskah Akademiknya, latar Perda ini dikonstruksi melalui cara
pandang teoritik pada Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia. Setiap warga Negara Indonesia dalam
berkomunikasi dan memperoleh informasi tentunya berlandaskan kepada
tersebut, tak terkecuali yang menggunakan jejaring sosial.

Jaminan hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik juga
telah mendapatkan perhatian utama para perumus HAM. Majelis Umum
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1946, menilai bahwa hak yang
penting ini perlu diperjuangkan, disamping hak-hak yang lain. Hak itu menjadi
soko guru bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatoris.
Dengan hak itu akan tersedia jaminan pemenuhan hak-hak fundamental dan
kebebasan lainnya. Atas urgensi itu, maka hak atas informasi sebagai bagian dari
kebebasan berpendapat kemudian dimasukkan ke dalam Deklarasai Universal

Hak Asasi Manusia (DUHAM).86

% Ifdhal Kasim, “Kebebasan Memperoleh Informasi dan Rahasia Negara, Makalah, disampaikan
pada Diskusi Terbuka RUU Rahasia Negara dan Ancaman Kebebasan Informasi Publik, Hotel
Ibis Thamrin, 18 Februari 2009. Lemlit Universitas Negeri Jember, Naskah Akademik Rancangan
Perda Kabupaten Jember Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Jember: Sekretariat DPRD
Kab. Jember, 2017).
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Hak ini di dalamnya tercakup kebebasan mencari, menerima, dan
memberikan informasi dan idea apa pun, tanpa memperhatikan medianya, baik
secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, seni, atau melalui media media
lainnya, sesuai dengan pilihannya. Substansi itu mengikat Negara Indonesia dan
harus diterjemahkan menjadi hukum nasional (supreme law of the land). Negara
juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut.
Pembentukan peraturan perundang-undangan dan seluruh jenjang aturan
penjelasnya, harus didukung dengan data riset yang akurat terkait materi muatan.
Materi yang termuat dalam peraturan tersebut harus mengandung asas
pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, kemanusiaan,
kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah,
ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan.

Dalam hal keterbukaan informasi publik, Pemkab Jember masih
dianggap lemah. Setidaknya bisa dicermati melalui kondisi PPID (Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kabupaten Jember. Hasil pemantauan
Komisi Informasi Jawa Timur menyebutkan bahwa PPID Jember berada di angka
36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dari unsur kelengkapannya. Unsur
kelengkapan PPID ada Sembilan, yakni SK PPID, SK anggaran PPID, struktur,

Perbup/Perwali, SOP, DIP (Daftar Informasi Publik), desk administrasi PPID,
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dan administrasi anggaran PPID. Ternyata dari unsur kelengkapan itu, Jember
baru memenuhi tiga unsur, yaitu SK PPID, SK anggaran PPID, dan struktur.®’

Penabulu Alliance juga telah melakukan riset terhadap keterbukaan
informasi public di Indonesia pada Juli-Agustus 2014. Hasil surve menyebutkan
bahwa Pemkab Jember menduduki peringkat ke 329 dari 505
kabupaten/kotamadya di Indonesia. Terdapat dua indikitaor dalam riset itu, yakni
buruknya kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan minimnya
publikasi informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik di website resmi.
Padahal ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
untuk mewujudkan menyelenggarakan negara yang baik adalah keterbukaan
informasi publik. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan itu seolah terabaikan
dan tidak berjalan dengan baik.

Landasan filosofis Perda Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten
Jember adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam
butir-butir Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup
yang berakar dalam kepribadian bangsa. Pancasila dilihat sebagai cita hukum
(rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Kedudukan ini mengharuskan
pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila,
serta dapat digunakan alat penguji terhadap hukum positif.

Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, seperti sila pertama, secara

filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan

¥ Lemlit Universitas Negeri Jember, Naskah Akademik Rancangan Perda Kabupaten Jember
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Jember: Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2017).
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pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat
oleh supreme being. Sila kedua dan ketiga harus tercermin dalam upaya
pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat menunjukkan
pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai kerakyatan untuk
mencapai keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam terciptanya perekonomian
yang berfihak pada masyarakat. Dalam pandangan filosofis ini jelas bahwa
bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang
memperhatikan pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Memperoleh informasi dan pelayanan publik yang adil bagi
rakyat adalah perwujudan nyata dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Landasan sosiologis setiap peraturan perundang-undangan haruslah
sesuai dengan realitas kesadaran masyarakat dan mencerminkan tuntutan
kebutuhannya terhadap peraturan itu. Oleh karenanya konsideran peraturan itu
harus disusun dengan baik, bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan yang
bersifat empiris, sehingga gagasan normatif yang dituangkan benar-benar nyata
dalam kehidupan dan kesadaran masyarakat. Kesesuaian itu disebut sebagai
landasan atau dasar sosiologis (sociologische gronslag), sebuah landasan yang
apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran
masyarakat. Dasar atau landasan sosiologis peraturan perundang-undangan
merupakan sublimasi kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Secara sosilogis, dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik sangat

dibutuhkan masyarakat, karena akan menimbulkan transparansi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



246

pelaksanaan Pemerintah Daerah. Hadirnya globalisasi di segala bidang
kehidupan, telah memicu peradaban manusia untuk melakukan pertukaran
informasi secara massif dan menjadi salah satu elemen penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Hak atas informasi menjadi
sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara diawasi oleh
publik. Hak setiap orang atas informasi juga relevan untuk meningkatkan
kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Partisipasi masyarakat tidak akan terwujud jika tanpa keterbukaan informasi
publik.

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik, kecuali yang mendapat pengecualian. Akses terhadap
informasi publik didapatkan melalui mekanisme yang cepat dan tepat waktu,
biaya ringan dan sederhana. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong
masyarakat lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat
terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah
daerah, maupun lembaga-lembaga publik lain, seperti lembaga pendidikan dan
kesehatan.

Keterbukaan informasi publik bergerak mendorong kepada dua ranah
sekaligus; penciptaan kondisi dan pemenuhan hak sebagai warga dan kewajiban
serta kemanfaatan yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah. Tujuan
diharuskannya keterbukaan informasi secara sosiologis adalah:

1) Menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses
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pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik;

2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan badan pengelola publik yang baik;

4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif
dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak;

6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa,dan/atau

7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan
badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.

Sedangkan dasar keterbukaan informasi publik yang menyangkut

pemerintah daerah adalah:

1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna informasi publik;

2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon
informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan

sederhana;
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4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum, didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara
seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau
sebaliknya

Landasan yuridis peraturan-peraturan yang terkait dengan keterbukaan

informasi publik adalah sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945;

2) Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Himpunan Peraturan peraturan
Negara Tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 9);

3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

4) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Nagara
Republik Indonesia tahun 1998 nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 3789);
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5) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1999
nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
3821);

6) Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

7) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Nagara Republik Indonesia
tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3874);

8) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
(Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);

9) Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
Nagara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887);

10) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nagara Republik
Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4421);
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11) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);

12) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);

13) Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun
2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4846);

14) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratururan Perundang-undangan (Lembaran Nagara Republik
Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5234);

15) Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran
Nagara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);

16) Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
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Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1999 nomor
172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
3660);

17) Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Nagara Republik
Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4027);

18) Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun
2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4090);

19) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun
2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4578);

20) Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 2005 nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4593);

21) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
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Informasi Publik (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun
2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5149);

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

23) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

24) Peraturan Komisi Informasi nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

25) Peraturan Presiden no 1 tahun 2007 tentang pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-
undangan.

Dari beberapa pandangan di atas, maka dihasilkanlah Raperda ini. Perda
ini lalu mendefinisikan keterbukaan sebagai kesediaan dan/atau tindakan untuk
memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi kepada masyarakat.
Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Jadi keterbukaan

Informasi publik adalah kesediaan dan/atau tindakan memberikan dan
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mengumumkan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dimiliki
dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan  pemerintah  daerah, dan/atau  penyelenggara  dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penyampaian informasi
itu disajikan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun non elektronik. Dalam Perda itu disebutkan bahwa
warga masyarakat mempunyai hak:

1) Melihat dan mengetahui informasi publik

2) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh informasi publik

3) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
dengan Peraturan Daerah; dan atau

4) Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

5) Setiap pemohon/pengguna informasi publik berhak mengajukan
permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

6) Setiap pemohon/pengguna informasi publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik
mendapatkan hambatan atau kegagalan sesuai dengan peraturan
daerah ini.

Sedangkan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik adalah:
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1) Menggunakan informasi publik sesuai alasan permintaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik,
baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk
keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak badan publik daerah atau badan publik lainnya berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan, yang meliputi:

1) Informasi yang dapat membahayakan negara;

2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dari persaingan usaha tidak sehat;

3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum
didokumentasikan oleh badan publik
Badan Publik daerah atau badan publik lainnya mempunyai kewajiban:

1) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

2) Mengembangkan dan membangun sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan

efisien sehingga bisa diakses dengan mudah;
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3) Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan
dan keamanan negara;

5) Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

6) Dalam rangka memenuhi kewajiban Badan publik dapat
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non
elektronik

Mekanisme memperoleh informasi, pemohon informasi publik
mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada pejabat
publik secara tertulis atau tidak tertulis. Pejabat publik wajib mencatat nama dan
alamat pemohon, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi
yang diminta oleh pemohon. Pejabat publik yang bersangkutan wajib mencatat
permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis. Pejabat publik
memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Setidaknya, itulah beberapa paparan terkait keinginan dan tujuan akhir
dari diperlakukannya beberap Peraturan Daerah berdasarkan pada fondasi
akademik yang ada. Sebagaimana penulis sebutkan di atas, maka di akhir ini,

penulis juga ingin memberikan pandangan akhir dari beberapa staf ahli DPRD
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Kab. Jember terkait tujuan yang diharapkan oleh mereka sebagai inisiator
pembentukan Perda tersebut. Pandangan akhir disampaikan oleh staf ahli Fraksi
PKB DPRD Kab. Jember, dia menyebutkan:

“...Bagi saya empat perda itu memiliki perbedaan fungsi dan tujuan di
masyarakat. Perda Pengendalian alkohol atau minuman keras itu berada
pada posisi memberlakukan hukum pada masyarakat yang spesifik, di
tempat yang spesifik, dengan subjek (muatan, pen) hukum yang juga
spesifik. Tidak semua orang terkena aturan itu, dan bisa diatur
menggunakan aturan itu. Karena di atasnya kan sudah ada norma agama
dan norma hukum pidana yang mengatur. Berbeda dengan Bantuan
Hukum dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Keduanya berupaya
untuk melindungi, mengayomi, melunasi hak-hak dasar mereka, sehingga
mereka bisa beraktifitas, mendapatkan perlakuan, dan menjalani proses
hidup seperti layaknya orang pada umumnya; walaupun keduanya
memiliki keterbatasan, miskin misalnya. Sedangkan yang terakhir itu
berhubungan pada fungsi pengaturan saja. Pengaturan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat yang memang sudah berkembang secara
sosiologis. Maka fungsi perda sebagai regulator, mungkin ya...”™

Pandangan dan anggapan serupa juga diungkapkan oleh staf ahli Fraksi
Nasdem dan Fraksi Amanah-Pembangunan. Bagi mereka, perda pada kelompok
minoritas itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, di segala bidang kehidupan manusia.
Sedangkan Perda Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah respon
kepada keberadaan dunia modern dan nalar masyarakat yang sudah mulai
memahami bagaiamana tata kelola pemerintahan yang baik, kendati juga ada
tuntutan dari Pemerintah Kabupaten agar lebih terbuka kepada masyarkat yang
memang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Terakhir,
tujuan akhir dari diperlakukan pengendalian peredaran minuman keras, menurut

dia, disebabkan adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang berubah.

8 Kholidi Zaini, Wawancara.
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Masyarakat yang termodernisasi mulai kehilangan keajegan dalam menjalankan
nilai-nilai keagamaan. Meskipun, kondisi ini, menurut dia tidak bisa dilawan
secara frontal, sebab kondisi di Jember memang sudah berubah menjadi daerah
tujuan wisata, yang tidak hanya masyarakat Jember saja yang tinggal dan
menetap di Jember.*

Setidaknya, inilah beberapa diskursus yang hadir dalam proses penelitian
ini, baik itu dalam bingkai proseduralisme, instrumentasi cara berfikir hukum
Islam pada proses penyusunan Peraturan Daerah, hingga pada pengkategorian
sisi-sisi magqasid (tujuan) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kab. Jember dalam
proses penyusunan Peraturan Daerah di era Pemerintahan Faida dan Muqit Arief,
mulai Tahun 2016-2017. Semua data yang dipaparkan ini merupakan sebuah
penalaran murni dari lapangan, dokumentasi, dan observasi penulis terhadap

beberapa dinamika yang terjadi.

C. Formasi Nalar Istinbat Hukum Islam dan Magqgasid al-Shari’ah dalam
Pembentukan Perda

Pada bagian ini penulis ingin merekonstruksi beberapa format nalar
istinbat hukum Islam dan magqgasid al-shari’ah dalam proses pembentukan Perda
di Kabupaten Jember berdasarkan pada paparan data di atas:

1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kab. Jember

Pemerintah Kabupaten Jember masa jabatan 2016-2021 telah

merumuskan visinya, yaitu “Jember bersatu menuju Masyarakat Makmur,

Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri.” Visi ini menjadi pedoman atas hal-hal

% Aryudi A. Rozak dan Sanusi Mukhtar Fadlilah, Wawancara.
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yang dicapai pada proses pembangunan sebelumnya, potensi, dan isu-isu
strategis, serta tantangan Jember lima tahun ke depan, yaitu 2016-2021. Pemkab
lalu menerjemahkan visi itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka menengah
Dasar (RPIMD).”

Salah satu nilai yang mendasari visi itu adalah terwujudnya
keseimbangan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kesalehan
individual seharusnya melahirkan kesalehan sosial. Keduanya akan melahirkan
meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap
demokratis dalam menghadapi perbedaan, menjunjung tinggi supremasi hukum,
dan penghormatan kepada hak asasi manusia, yang akan bermuara pada
terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagai salah satu instrumen mewujudkan visi itu adalah adanya regulasi
daerah dalam bentuk Perda yang mengatur dan berorientasi kepada kemaslahatan
publik. Perda-perda Kabupaten Jember yang telah dibahas kisaran tahun 2016
dan 2017, secara umum, mengatur tiga aspek kehidupan publik ;

a. Perlindungan dan pemenuhan hak kaum marginal (penyandang disabilitas
dan masyarakat miskin), masuk dalam ranah hifz al-nafs wa al- ‘ird.

b. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku ekonomi menengah dan kecil, dan
tenaga kerja, masuk dalam ranah Aifz al-mal.

c. Penghormatan pada ibadah wajib umat Islam seperti membaca dan

menulis al-Qur’an, masuk dalam ranah Aifz al-din.

% Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.
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d. Penataan isu lingkungan, berupa fasilitas publik yang berifat dasar,
maupun perlindungan terhadap cagar budaya, masuk dalam ranah
maslahah tahsiniyyah.

e. Perlindungan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi
berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif
dan demokratis, masuk dalam ranah hifz al-‘aql.

f. Perlindungan terhadap moralitas publik dari berbagai penyimpangan dan
kejahatan sosial, masuk dalam ranah mas/ahah tahsiniyyah dalam hitz al-
‘agl wa al-‘ird.

Perda-perda tersebut seluruhnya menempatkan urusan publik yang lebih
luas sebagai perhatiannya. Isu lingkungan hidup dan kerusakan alam, kemiskinan,
dan perburuhan, isu HAM, demokratisasi, kesetaraan, dan sebagainya, menjadi
titik fokus pembahasan. Karena itulah, dapat dipahami, pembentukan perda-
perda di Jember tidak hanya terjebak pada pembangunan kesalihan individual,
yang seringkali bersifat dangkal dan terjebak pada simbolisme religius yang tidak
substantif dan esensial, tetapi juga fokus kepada pembangunan kesalehan sosial.
Dalam konteks ini berlaku kaidah ”al-maslahah al-‘ammah muqgaddamatun ‘ala
al-maslahah al-fardiyyah (kemaslahatan publik harus didahulukan atas
kemaslahatan individual).

Hampir semua Perda yang disahkan dan diundangkan merupakan bentuk
dari kepentingan umum, tanpa harus ada keberpihakan pada kelompok sosial dan
agama tertentu. Kendatipun ada, maka hal tersebut akan difasilitasi oleh pihak

provinsi, lalu bisa jadi, perda tersebut dianulir oleh Tim Hukum Provinsi menjadi
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perda yang lebih luas, dibandingkan sekedar untuk mengatur kelompok tertentu,
sebut saja sepeti contoh Perda Baca Tulis al Qur’an.

Secara prosedural, penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Jember
meliputi: pertama, aspek hirarkhi perundangan yakni tidak bertentangan dengan
undang-undang di atasnya, kedua, aspek legal drafting, yakni persoalan
penamaan dan rangkaian penyusunan seperti public hearing, dan ketiga aspek
materi Perda, yakni tidak melanggar ketentuan UU otonomi daerah.

Lahirnya Perda-Perda itu, tentu berasal dari perencanaan. Perencanaan
Perda  dilaksanakan oleh Badan Pembentukan  Peraturan  Daerah
(BAPEMPERDA) DPRD Jember. Usulan-usalan Perda tersebut lalu ditetapkan
menjadi beberapa perda priotas yang telah dibahas pada tahun 2016-2017.
Pengesahan atas prioritas Perda yang akan dibahas dilakukan dalam rapat
paripurna yang melibatkan seluruh anggota DPRD dan Bupati sebagai Kepala
Daerah. Dalam rapat paripurna awal itu biasanya menentukan siapa yang akan
bertanggung jawab terhadap Perda tersebut. Panitia yang ditunjuk kemudian
merumuskan bersama dengan Tim Hukum yang dimiliki oleh Pemkab atau
DPRD. Hasil rumusannya lalu dibawa lagi ke Paripurna, lalu dibahas di dalam
fraksi atau komisi yang bertanggung jawab terhadap kelompok kerja tersebut.

Perda-perda yang telah ditetapkan, selanjutnya dibuat rumusan,
pendalaman, dan pengkayaannya melalui serap aspirasi masyarakat dan uji
publik. Dalam tahapan ini, prosesnya disebut dengan /egal drafting. Tahapan ini,
DPRD selalu menggandeng fihak ketiga, yaitu perguruan tinggi yang

berkompeten, misalnya Universitas Negeri Jember (Unej), Universitas Islam
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Jember, dan TAIN Jember. Produk dari rumusan fihak ketiga ini lalu disebut
sebagai Naskah Akademik (NA). Naskah Akademik ini berisi tentang hal-hal
substansil dan hal teknis sebuah Perda sekaligu, yaitu: penamaan Perda, landasan
filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Naskah akademik juga berisi
tentang evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap peraturan perundang-
undangan yang terkait. Tak kalah pentingnya, NA juga sudah membuat
jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Produk NA ini
lalu diserahkan kepada Panitia pembahas.

Setelah melalui proses pembahasan dalam panitia khusus, lalu dibawa
kembali ke Paripurna untuk dilihat bagaimana susunan-susunan yang sudah
dibahas tersebut. Pasca itu, di dalam pembahasan itu pula ada banyak fihak,
steakholder, terutama fihak yang terkait langsung dan berkepentingan dengan
Perda itu, untuk dimintai penjelasan dan pertimbangan, apakah item per item
yang disusun itu sudah sesuai dengan nilai-nilai/norma yang dipegang teguh oleh
masyarakat di Kabupaten Jember. Pembahasan itu juga melibatkan dialektika
semua Fraksi di DPRD dan Bupati dengan saling memberikan tanggapan. Ending
nya, hasil dialektika itu lalu dibawa ke Sidang Paripurna akhir untuk pengesahan,
hingga dikirimkan ke Pemerintah Provinsi atau Pusat untuk disahkan.

Dari sisi kemunculannya, Perda tertentu, lahir dari rumusan bersama-
sama dan berkembang secara dinamis baik itu di lingkungan Pemerintah ataupun
di lingkungan anggota DPRD. Ada juga Perda yang merupakan hasil derivasi dari
perundangan yang ada di atasnya. Perda jenis ini, court of conduct-nya sudah

jelas. Artinya, pemerintah daerah bersama DPRD hanya membuat aturan yang
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menjadi kewenangannya, yakni merumuskan kekhasan dan kearifan lokal yang
dimiliki oleh Kabupaten Jember. Tidak boleh melebihi hal itu. Karena bisa jadi,
Perda itu dianulir; apakah tidak disahkan atau dilakukan banyak revisi
menyesuaikan dengan alur dan aturan yang sudah ada.

Dari sisi inisiasinya, Perda ada yang berasal dari Pemerintah, Bupati,
dengan segala kepentingan birokrasi yang dipimpinnya, ada pula Perda yang
memang diinisiasi dari anggota DPRD. Perda inisiasi DPRD ini berasal dari
aspirasi dan dinimaka yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dan dinamika itu
ditangkap oleh masing-masing anggota DPRD pada saat masa reses dan hearing,
sebagai bentuk pemenuhan atas janji mereka. Perda yang inisiasinya muncul dari
DPRD, selalu mempunyai ciri khas pembelaan dan perlindungan terhadap hak-
hak publik.

Di sisi lain, sebuah regulasi regional dalam bentuk Perda ini juga
merupakan produk politik. Kewenangan pemerintah daerah untuk membuat
Perda ini diberikan ketika kebijakan politik otonomi daerah dijalankan di
Indonesia. Makanya, Ada hubungan kausalitas antara politik dan hukum.
Keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula.
Karakter setiap produk perda sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan
kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Setiap produk hukum
merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi
dari pemikiran politik yang berinteraksi di kalangan politisi. Berkaitan dengan
hal tersebut, bisa jadi munculnya sebuah Perda itu merupakan aspirasi yang

dibawa oleh kekuatan politik dominan di lembaga DPRD. Kalau aspirasi banyak
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muncul dari umat Islam, maka pastinya banyak nilai nilai Islam yang diakomodir
dalam pembuatan perda tersebut. Oleh karenanya, bisa dipastikan bahwa Perda

yang dibahas di Jember tidak bertentangan dengan nilai nilai agama Islam.

2. Nalar Istinbat Hukum Islam di Kab. Jember

Dalam perspektif anggota DPRD Kabupaten Jember, apa yang disebut
hukum Islam itu merupakan resultante dari dialektika antara teks-teks otoritatif,
al-Qur’an dan Sunnah, dengan realitas kemanusiaan. Proses dialektika itu
tentunya saling tarik menarik dan berjalan dinamis. Oleh karenanya, hukum
Islam tidak selalu berurusan dengan pertimbangan-pertimbangan tekstual saja,
apalagi dalam persoalan aktifitas publik yang tidak diatur langsung dalam teks
tersebut. Ada juga pertimbangan kontekstual yang bisa disajikan sebagai basis
nilai kehidupan sosial-keagamaan. Figh itu berbeda dengan syari’ah. Figh itu
ijtihad, syari’ah itu nilai-nilai yang ada sebagai esensi beragama Islam.

Salah satu esensi beragama Islam adalah membangun kesetaraan,
memberikan perlindungan terhadap terpenuhinya hak, memberikan kepastian
terhadap kondisi masyarakat terkait hukum dan aturan. Maka dari itu, selama ini,
inisiasi membuat Peraturan Daerah, fungsi utamanya adalah membangun dan
melindungi, tidak diskriminatif, tidak mengedepankan ego bahwa Islam harus
didahulukan dibandingkan yang lainnya. Dalam konteks ini, secara sosiologis,
semua orang paham bahwa ketidakadilan itu dominasi oleh seseorang atau

golongan tertentu terhadap sesorang dan golongan yang lain.
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Dalam pembahasan sebuah Perda yang mengurus kepentingan publik,
tidak bisa dijustifikasi apakah ini murni dari narasi keislaman atau ini murni nilai
sekularistik. Kedua narasi itu berkait-kelindan dan saling berdialektika, dan pada
akhirnya bersenyawa. Karena telah disepakati bahwa Pancasila dan UUD 45 itu
merupakan pijakan berbangsa dan bernegara, yang sekaligus, merupakan bentuk
dari umat Islam menyakini nilai-nilai substantif keagamaan ada di dalamnya.
Sebut saja misalnya sebagai contoh, negara Pancasila seperti Indonesia ini juga
memiliki nilai keterbukaan. Nilai keinginan untuk menyediakan hak-hak
masyarakat agar mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang benar pula.
Maka dari itu, pengaturan terhadap keterbuakaan informasi itu sejalan dengan
keinginan bangsa dalam berdemokrasi. Demokrasi merupakan pengejawentahan
kata shuro (musyawarah) di dalam Islam. Apapun yang diputuskan di dalam
kespakatan tersebut, pasti bermuara pada nilai-nilai keislaman itu sendiri.

Contoh lain bisa dikemukakan, Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin itu bermuara pada perlindungan terhadap hak kesamaan masyarakat di
mata hukum. Hal itu juga menjadi pilar utama dalam memahami hukum Islam.
Artinya, hukum Islam berupaya untuk melindungi, menjaga, dan memelihara hak
siapapun dalam kondisi apapun. Terdapat banyak penegasan dalam al-Qur’an
terkait keharusan untuk peduli terhadap fakir miskin.

Dalam pembahasan perda itu, anggota DPRD pasti memiliki latar
sosiologis yang berbeda-beda. Jadi semuanya akan menjadi pertimbangan semua
untuk disajikan dan diperdebatkan. Yang jelas, spirit keagamaan selalu

menempel dari nalar setiap anggota DPRD. Karena agama itu kan bagian integral
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dari setiap individu. Anggota DPRD alumni pesantren misalnya, dididik di
lingkungan taat beragama, meski partainya bukan partai berbasis agama, dan
kesadaran akan tetap melekat padanya. Karena agama itu nilai, maka pada setiap
pembahasan Perda, suka tidak suka, akan mengambil sikap sesuai dengan nilai
yang ada di agama masing-masing. Jadi narasi kelslaman yang muncul, tidak lain
dan tidak bukan itu sekedar sebuah spirit untuk tetap menjaga nilai-nilai
keagamaan sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan wataknya yang religius, pemberlakuan sebuah regulasi di Jember
masih sering dihadapkan pada aktor-aktor sosial, termasuk di dalamnya adalah
para tokoh agama. Sekali lagi, secara spirit keagamaan itu pasti pasti bisa
ditemukan bagaimanan pandangan-pandangan dalam Islam  menjadi
pertimbangan, meski tidak sedominan apabila ada nuansa keagamaan dalam
pengaturannya.

Ada titik kesefahaman yang bisa ditarik dari seluruh proses pembahasan
Perda di kabupaten Jember, terutama pada tahun 2016-2017, yaitu bahwa
formalisasi syari’at Islam, dengan nama dan norma-norma teknisnya, dalam
Perda di jember tidak perlu dan tidak dibutuhkan. Semua Perda yang telah
terbahas pada dua tahun itu telah menampung dan berkelindan dengan nalar
kelslaman dan kemanusiaan sekaligus.

Dalam bentuk singkat, penjelasan di atas dapat digambarkan melalui

gambar di bawah ini:
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3. Magqagsid al-Shari’ah dalam Peraturan Daerah di Kab. Jember

Untuk mengetahu the ultimate goal/maqasid dari dibentuknya sebuah
Perda, bisa ditelusuri melalui Naskah Akademik (selanjutnya disebut NA) dan
tujuh komponen yang harus ada dalam setiap pembentukan Perda. Pembentukan
Perda yang baik dan komprehensif membutuhkan beberpa komponen yang harus
ada dari hulu sampai ke hilir, mulai dari perancangan sampai dengan evaluasi,
dalam seluruh tahapannya. Meminjam istilah yang diungkapkan oleh Jazim
Hamidi, ada beberapa yang berhubungan dengan sebuah aturah hukum di
Indonesia, yakni; rule, opportunity, communiction, capacity, interest, process,
and ideology (peraturan, kesempatan, komunikasi, kemampuan, kepentingan,
proses dan nilai/sikap) atau yang disingkat ROCCIPI.”'

Ia melanjutkan bahwa ketujuh komponen ini dapat menjadi acuan dan
gambaran awal atas sikap masyarakat terhadap Perda yang dibentuk. ROCCIPI

ini juga dapat menjadi alat deteksi atas problematika dalam berlakunya sebuah

o Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia (Makna, kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah
Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanega-raan RI) (Yogyakarta:
Kerjasama Konstitusi Press Jakarta dengan Citra Media), 77.
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peraturan perundang-undangan. Jika sebuah Perda dianggap tidak berlaku efektif,
maka di salah satu komponen tersebut terjadi masalah.”

Maka dari itu, penulis akan menilai beberapa perdebatan pada komponen
data lapangan di atas menggunakan paradigma ini. Hanya saja, harus dijelaskan
pula, bahwa komponen-komponen Jazim Hamidi bukan dalam bentuk menilai
segala aspek Perda di Kab. Jember. Pasalnya, hal tersebut akan penulis jelaskan
pada bagian analisa atau pembahasan hasil temuan di bagian selanjutnya.
Penggunaan narasi Jazim Hamidi sekedar untuk mempermudah mensistematikan
data temuan penulis di lapangan. Oleh sebab pula, penulis akan menggunakan
tiga sisi yang juga Jazim Hamidi gunakan, yakni faktor subyektif yang terdiri
dari faktor inferest dan ideology, dan faktor rule, opportunity, communication,
capacity, dan process merupakan faktor objektif.”

Pada bidak pertama yakni tujuan dari kepentingan (inferest). Bagi
penulis, bedasarkan pada paparan data di Kab. Jember, maka kepentingan utama
pengaturan daerah ialah mempertegas posisi hukum, apakah itu buat hal-hal yang
sudah diatur melalui peraturan di atasnya ataupun memang sedang terdapat
kealpaan hukum, sehingga para legislator berkepentingan untuk membuat aturan
tersebut demi memodifikasi kondisi sosial yang lebih baik, serta lebih bisa
menjaga nilai stabilitas kehidupan yang ada di masyarakat. Jadi, secara
substantif, maqgasid yang dinalar berdasarkan kepentingan didekomposisi pada
kepentingan seorang pemimpin atau perwakilan yang berinteraksi langsung

dengan kondisi di masyarakat sekitar.

2 1bid, 78.
% Tbid.
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Kedua, tujuan ideologis. Jelas, komponen ideologis akan ditampilkan
pada NA sebagai bentuk pertimbangan yang harus dijalankan oleh para perumus
kebijakan, termasuk di Kab. Jember. Pertimbangan ideologis — jika membaca
komposisi nasional — maka Pancasila menjadi nilai integral di dalamnya.
Pembacaan akan ideologi intergralisme ini pula yang setidaknya ditemukan
dikala para legislator di Kab. Jember memainkan peranannya. Mereka, pada satu
sisi, mengatur sisi keagamaan masyarakat untuk menyeimbangkan keberpihakan
politik kepada umat Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Kab. Jember.
Sebaliknya, mereka juga mengatur sisi-sisi non-religius agar masyarakat
beragama bisa damai untuk menjalankan proses keagamaan yang diyakini.
Artinya, para politisi di Kab. Jember memahami bahwa ideologi Indonesia tidak
sekedar mengatur persoalan kehidupan keagamaan yang ada di masyarakat,
melainkan  juga mengatur masyarakat untuk memberikan kehidupan
keberagamaan yang tentram dan stabil.

Ketiga, aturan (rules). Tujuan dari sebuah aturan tentunya sebagaimana
sudah dipaparkan sebelumnya mengindikasikan para sisi perapian aspek
administratif pengelolaan sebuah organisasi. Pengaturan melalui perda bertujuan
untuk mengisi ruang kosong yang belum ada sebelumnya ataupun sebaliknya
mempertegas posisi administratif yang akan dijalankan oleh seorang pemimpin
pada level yang berebeda. Dengan demikian, maka juga sangat tegas, berdasarkan
pada NA yang ada di Kab. Jember bagaimana posisi aturan-aturan yang ada.
Tidak ada tumpang tindih aturan yang terjadi. Karena sejatinya, proses

pengundangan Perda juga berhubungan dengan asistensi yang dilakukan oleh
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Kementerian Dalam Negeri. Kalaupun nantinya ada pengaturan yang over-/lap
(melampui batasan yang ada), maka Kementerian Dalam Negeri bisa menunda
ataupun membatalkan Perda tersebut. Sebagai contoh yang terjadi pada Perda
Pendidikan al-Quran di Kab Jember. Perda ini digagalkan karena dianggap tidak
sesuai dengan tujuan pengaturan; salah satu di antaranya, ialah kesamaan dan
keserataan akses bagi masyarakat luas, atau bertentangan dengan ideologi yang
dijalankan di Indonesia.

Keempat, kesempatan/peluang. Pun demikian dengan komposisi yang ada
sebelumnya. Kesempatan dan peluang untuk melakukan pengaturan selalu
terbuka, karena adanya perubahan kondisi sosial yang berjalan di lingkungan
masyarakat. Maka dari itu, Perda — sebagai bagian dari tugas inisiatif anggota
perwakilan — sebagaimana yang ada di Kab. Jember juga merupakan bentukan
dari kondisi sosial kemasyarakatan. Di dalam beberapa NA juga selalu
disebutkan bahwa memang masyarakat membutuhkan pengaturan tersebut,
disebabkan kondisi sosial yang menginginkan untuk mensegerakan langkah
preventif yang dijalankan oleh pemerintahan daerah.

Kelima, Capacity (kemampuan). Di Kab. Jember, sedikitnya berdasarkan
pada NA di Perda di atas, memang secara profesionalitas dan proporsionalitas
sudah menampakkan bagaimana capacity building (bangunan kapasitas) dalam
upaya merumuskan Peraturan yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu,
konstruksi maqasid pengaturan juga bisa dilihat bagaimana mereka akan
melakukan komunikasi pada masyarakat. Kapasitas — sebagaimana yang

dimaksud di dalam cara pandang ini — berhubungan erat dengan model
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membangun wacana dan memahami persoalan-persoalan yang ada di lingkungan
masyarakat itu sendiri.

Keenam, communication (komunikasi). Sebagai sebuah Peraturan Daerah
concerning-nya sangatlah dekat dengan masyarakat. Sedikit berbeda dengan
pengundangan yang ada di level nasional. Oleh karena kedekatan tersebut, cara
komunikasi politik yang paling efektif ialah menggunakan paradigma agency dan
menjadikan media sebagai mitra konstruktif memberikan pemahaman kepada
masyarakat. Tentunya, hal tersebut juga sudah dijalankan oleh pemerintahan di
Kab. Jember dengan cara mendengarkan semua elemen yang ada di masyarakat,
memberikan ruang masyarakat untuk bertanya langsung kepada aktor/agen yang
mewakilinya secara politis. Sekaligus menjalankan peranan sebagai komunikator
politik dikala mereka harus kembali ke lingkungan masyarakat.

Ketujuh, Process (proses). Sama halnya dengan dua aspek sebelumnya.
Proses perumusan Perda memanglah tidak sederhana. Ada banyak tahapan yang
wajib dijalankan, termasuk menentukan NA sebagai fondasi utama membahas
aturan-aturan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks di Kab.
Jember, proses pembahasan menyesuaikan pada pengaturan baku yang sudah ada
di Indonesia. Proses perencanaan, penentuan legislasi daerah yang akan dibahas,
pembahasan melalui Pansus, dan pelibatan masyarakat yang akan menjadi objek
kebijakan menjadi beberapa hal penting yang dijalankan untuk mendapatkan
sebuah peraturan daerah yang efektif dan berkesesuaian dengan nilai-nilai

kearifan lokal yang ada di masyarakat Kab. Jember itu sendiri.
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Bagaimanapun rumit dan kompleksnya permasalahan yang ditemukan
dalam masyarakat, jika dijabarkan berdasarkan kategori ROCCIPI sebagaimana
tersebut, kemungkinan besar akan dapat dicegah (preventif) atau dicarikan
solusinya, tentunya dengan menyesuaikan dengan substansi (materi) suatu
Peraturan Daerah yang hendak dibuat dengan terlebih dahulu melakukan
pengkajian terhadap keinginan-keinginan atau harapan-harapan dari masyarakat
di mana Peraturan Daerah itu kelak hendak diberlakukan. Tentunya pengkajian
tersebut di-sandarkan pada tujuh kategori ROCCIPI tersebut. Meskipun
demikian, akan lebih tepat jika dalam setiap proses pembentukan Peraturan
Daerah tersebut, masyarakat setempat senantiasa disediakan ruang untuk
berpartisipasi dan dijamin adanya informasi mengenai prosedurnya

Dalam konteks perancangan, NA merupakan prasyarat menyusun
rancangan peraturan perundang-undangan. Pendekatannya melalui metode ilmiah
yang harus terverifikasi secara valid. Di dalamnya terjelaskan latar belakang,
tujuan penyusunan, sasaran yang ingin dicapai, jangkauan, obyek, atau arah
pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, NA
merupakan basis konsepsional pengaturan suatu masalah (jenis peraturan
perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Aspek teoritik,
dikaji dasar filosofis dan dasar yuridisnya, sedangkan dasar politis suatu masalah
yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat.

Dasar filosofis menjadi pijakan filsafat atau pandangan yang mendasari
cita-cita dalam menuangkan suatu masalah ke dalam Peraturan Daerah. Dasar

filosofis sangat urgen, untuk menghindari pertentangan peraturan daerah yang
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disusun dengan nilai-nilai yang hakiki, luhur, dan hidup di tengah-tengah
masyarakat. Nilai-nilai itu meliputi misalnya nilai agama, etika, adat, dan
lainnya.

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum
(rechtsgrond) bagi pembuatan peraturan daerah. Dasar yuridis ini terdiri dari
dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil. Dasar yuridis formil adalah
landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi
kewenangan (bevoegdheid) bagi suatu instansi membuat aturan tertentu.
Sedangkan dasar yuridis materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur
permasalahan (objek) yang akan diatur. Oleh karenanya, dasar yuridis ini sangat
urgen dalam memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan daerah agar tidak
terjadi konflik hukum atau tabrakan hukum dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya.

Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar
selanjutnya atas kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan
pemerintahan. Diharapkan dengan dasar politis ini, maka produk hukum yang
disahkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dan dalam waktu yang bersamaan
tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Secara sosiologis, susanan NA disusun berdasarkan kajian terhadap
realitas empirik masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek
sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan
masyarakat). Tujuan kajian ini adalah untuk melepaskan diri dari tercerabutnya

peraturan daerah yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Sering
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muncul, sebuah Perda diundangkan lalu ditolak oleh masyarakat lewat aksi-aksi
penyaluras aspirasi, seperti demonstrasi, merupakan cerminan peraturan daerah

yang tidak berakar kuat di masyarakat.
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BAB 1V

ISTINBAT MAQASIDIY
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. Transformasi Shari’ah dalam Perda di Kab. Jember

Secara normatif, proses tata cara Pembentukan Peraturan Daerah —
selanjutnya disingkat Perda, diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara tekhnis
dijelaskan lebih praktis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun
2015. Gutmen Nainggolan, Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri
memberikan alur dan proses pembentukan daerah sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 4.1

Bagan Sistematika Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015

- :- m } Pm P]D
J
L]
w } :- ﬂ :-

Bagan di atas memberikan gambaran bahwa, Produk Hukum Daerah

(PHD) harus disusun melalui beberapa tahapan-tahapan penting; mulai dari
proses rekognisi bahwa hal tersbut merupakan kewenangan yang diamanatkan

perundangan di atasnya, kebutuhan terhadap pengelolaan teritorial, hingga pada
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sisi asumtif potensi daerah menghadapi persoalan-persoalan di kemudian hari,
misalnya; terjadinya bencana alam, kemungkinan melakukan kerjasama dengan
lembaga non-pemerintah, serta akan terjadinya perubahan sosial yang
diakibatkan oleh interaksi antar sesama masyarakat di lingkungan tersebut.
Selain itu, Produk Hukum Daerah juga dibagi menjadi dua kewenangan, yakni
atas inisiasi Kepala Daerah (baca; Gubernur, Bupati, atau Walikota) serta inisiasi
dari pemerintahan daerah; dimana, pada umumnya, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) menjadi inisiator terhadap pembentukan peraturan Perda
tersebut.

Secara teoretik, Ripley dalam Taufiqurrahman, menjelaskan sebuah
kebijakan publik harus dimulai dari penyusunan agenda lalu diikuti ditetapkan
sebagai agenda pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu periode
pemerintahan. Pasca itu ada proses formulasi, legitimasi kebijakan yang disusun
dan dirumuskan bersama menjadi sebuah kebijakan. Pada tahap selanjutnya ialah
proses implementasi dan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan.' Jimly
Assiddigie menyatakkan bahwa pada proses legislasi (pembentukan hukum),
mencakup empat hal penting; prakarsa pembuatan undang-undang, pemabahasan
rancangan undang-undang, pengesahan serta persutujuan terhadap rancangan
undang-undang, dan ratifikasi terhadap hasil perundang-undangan yang sudah

. 2
dibahas secara bersama-sama.

! Taufikurrahman, Kebijakan Publik (Jakarta: FISIP Univ. Mostopo, 2014), 29.
* Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 11 (Jakarta: Penerbit Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006) 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



276

Kandungan proses ini juga ter-cover pada aturan normatif yang sudah
penulis sebutkan di atas. Artinya, secara umum, pemerintah melandaskan apa
yang akan dilaksanakan berdasarkan pada visi, misi, dan program-program yang
dikampanyekan dikala melampui kontestasi politik. Pembentukan visi, misi, dan
program juga sudah tentu melalui proses analisa, penyusunan yang melibatkan
banyak pihak, serta pembentukan yang didasrkan pada naskah-naskah ilmiah
sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai sebagai wakil masyarakat ataupun
rakyat.

Pada kenyataan di lapangan, konsepsi terkait Perda memang sangatlah
beragam, tidak sesederhana yang sudah dirumuskan di dalam aturan normatif dan
teoretik. Para peneliti menyatakan bahwa ada problem yang dihadapi oleh
pemerintahan daerah dalam proses pembuatan Perda-perda yang ada di daerah.
Yurita Zahara menyatakan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh pemerintah,
khususnya para wakil rakyat, cukup jarang digunakan. Padahal secara yuridis
formal, ada tuntutan untuk membuat aturan di bawahnya, serta kondisi sosial
masyarakat yang mengusulkan kepada beberapa anggota DPRD agar
merumuskan kebutuhan mereka demi ketentraman dan stabilitas sosial yang ada
di daerah mereka.’

Arbi Sanit pun memberikan penilaian serupa, para politisi memiliki /acks
of knowledge dan rasa untuk mengatur kondisi sosial di sekeliling mereka.

Kecenderungan para politisi hanya melakukan proses pengawasan dan budgeting,

’ Yurita Zahara, “Pembentukan Peraturan Daerah dari Inisiatif Anggota DPRD”, dalam Jurnal
JOV FISIPVol 3 No 2 Tahun 2016, 234.
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dibandingkan menginisiasi aturan-aturan.* Ahmad Rizal menyatakan ada faktor
internal dan eksternal kenapa para politisi tidak produktif dalam merumuskan;
faktor internal tersebut misalnya, tidak adanya staff ahli yang paham hukum,
komitmen antar sesama anggota DPR terhadap tugas legislasi. Sedangkan faktor
eksternal disokong oleh sikap masyarakat yang abai pada kinerja para anggota
DPRD serta tidak memiliki pemahaman kuat terkait pengaturan daerah.’

Kendati perencanaan dan pembentukan Perda tidak seideal narasi teoretik
dan normatifnya, hal yang tidak bisa disangkal, terdapat pula problem lain dari
penyusunan Perda di daerah-daerah tertentu, misalnya; menguatkan tirani
kelompok mayoritas terhadap minoritas (baik itu sebagai imbas kebijakan
politisasi nilai-nilai keagamaan, ataupun aspek-aspek kelompok sosial dan
budaya tertentu), melalui pengkategorian Perda Diskriminatif. Laporan The
Wahid Institute menyatakan ada banyak Perda yang tidak ramah gender, nilai-
nilai kebudayaan yang ada di sekitar masyarakat, tidak ramah terhadap
perbedaan keyakinan dan keberagamaan di Indonesia.’

Tidak hanya itu, Mendagri sendiri sudah menganulir sekita 3000an Perda
yang ditengarai diskriminatif. Misalnya, Peraturan Daerah tentang berpakaian
Muslim dan Muslimah, Peraturan daerah tentang Pelarangan Aktivitas
Keagamaan Ahmadiyah, dan contoh-contoh Perda lainnya yang menegasikan

nilai-nilai kesamaan Hak Asasi Manusia di muka hukum dan sistem bernegara

* Sebagaimana dimaktub dalam Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 125.

> Ahmad Rizal, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak”
dalam Jurnal Dipenogoro Law Journal Vol 6 No 1 Tahun 2017.

6 Ahmad Suaedy, ed, Laporan Tahunan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2014-2015 (Jakarta:
The Wahid Institute, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



278

secara demokratis.’Oleh karena itu, di dalam Permendagri, Pemerintah Daerah
Tingkat I memiliki tanggung jawab untuk mengasistensi pembentukan peraturan
daerah di bawahnya. Sedangkan Pemerintah Pusat bertanggung Jawab penuh
terhadap keseluruhan proses pembuatan Perda yang dijalankan sebagai amanat
Undang-Undang pemerintahan Daerah.”

Demikian tampaknya, kondisi yang terjadi di Kab. Jember, proses
pembentukan dan pembuatan Perda tidak sepenuhnya dipahami sebagai bentuk
pertanggung jawaban sebagai seorang politisi atau anggota Parlemen. Produk-
produk hukum Daerah, hingga hari ini, dalam asumsi penulis sangatlah minim.
Sebagaimana diungkapkan pada data, dari proses pengajuan per tahun 2016-
2017, hanya ada dua produk yang dihasilkan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan.

Hal ini menandakan jika para anggota DPRD cenderung mementingkan
sisi-sisi politik dan keinginan menjaga basis mereka di masyarakat. Tidak hanya
itu saja, sebagaimana diketahui pula, terdapat dua Perda di Kab. Jember yang
nuansa agamanya sangat kental dan berpihak, sehingga pada proses asistensi oleh
Pemerintah Provinsi, dua Perda tersebut mendapatkan catatan dan tidak bisa
disahkan melalui beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan bahwa adanya
kesamaan aturan di atasnya. Kedwa, belum diperlukan untuk membuat aturan
daerah karena hanya mengatasi persoalan satu agama tertentu. Ketiga, subtansi

Perda tidak bisa dijalankan karena sisi-sisi proteksi terhadap masyarakat umum

7 .
Ibid, 67.
¥ Gutmen Nainggolan, Materi Bimbingan Tekhnis (Tidak dipublikasikan).
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tidak bisa dipaparkan secara baik oleh para anggota DPRD pada setiap item pada
aturan tersebut.

Fenomena lain yang mengindikasikan bagaimana kurangnya keterlibatan
para anggota DPRD Jember terhadap Perda inisiasi ialah belum munculnya
terobosan-terobosan baru dalam konteks pengembangan daerah atau perundangan
yang mengatur kearifan lokal. Dari pelbagai Perda yang sudah ada, sekilas,
merupakan derivasi dari aturan yang sudah ada di tingkat nasional, bahkan sudah
diatur dengan sangat detail. Misalnya, Perda tentang Pengaturan, Pengendalian,
dan Penyebaran Minuman Keras. Dalam hal ini, sudah banyak aturan yang bisa
dijadikan rujukan untuk melakukan penindakan akan penyalahgunaan yang ada.
Secara konten pun demikian, ruang lingkup yang diatur tidak jauh berbeda dari
beberapa daerah yang sudah memiliki perundangan serupa, khususnya daerah
yang melakukan modernisasi dan urbanisasi.

Hal yang lebih unik ialah — sebagaimana dituturkan di dalam Naskah
Akademik — ada beberapa daerah yang secara ekstrim melarang peredaran
minuman keras, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, kebudayaan,
pariwisata, dan lain sebagainya. Hal ini bermakna, bahwa penulis lebih sepakat
sejatinya, melihat iklim di Kab. Jember yang mayoritas memiliki masyarakat
tradisional-religious, apabila aturan terkait Perda Miras dimaksimumkan
sebagaimana aturan-aturan yang ada di dalam normatifitas agama, seirama
dengan apa yang diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Terlepas dari praduga akan kurangnya kompetensi para perumus

kebijakan publik yang ada di Kab. Jember, penulis pun harus mengakui jika
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prosedur yang dijalankan di pemerintahan Kab. Jember sudah sesuai dengan
aturan main pembentukan Peraturan Daerah; mulai dari inisiasi yang diusulkan,
kajian mendalami melalui riset yang diejawantahkan pada narasi Naskah
Akademik, lalu dibahas serta disepakati untuk menjadi aturan publik. Dari data
dan dinamika yang ada di Kab. Jember ini juga, penulis menemukan beberapa sisi
prinsipil bagaimana Perda harus dirumuskan dalam mindset pemerintah daerah;
apakah itu eksekutif maupun legislatif. Berikut ini adalah subtansialisasi nilai-
nilai yang terkandung pada setiap inisiasi Perda:

1. Perlindungan dan Pemenuan Hak Minoritas

2. Perlindungan pada Ekonomi Kecil Menengah

3. Penataan Isu lingkungan

4. Perlindungan terhadap Fasilitas Publik

5. Perlindungan terahadap Moralitas Publik dari berbagai Penyimpangan dan

Kejahatan Sosial.

Lima temuan yang penulis ungkapkan di atas, juga ditegaskan oleh
hampir semua anggota Biro Hukum dan para penyusun Naskah Akademik yang
menjadi informan dalam proses riset ini. Menurut mereka, sebuah Perda pada
substansinya adalah penataan, perlindungan, dan pengaturan demi stabilitas
daerah. Penataan berhubungan dengan kondisi sosial dan pola interaksi
masyarakat. Sedangkan perlindungan hak merupakan perwujudan dari proses
kehadiran Pemerintah Daerah. Adapun pengaturan tidak bisa dilepaskan daripada
tanggung jawab, serta fungsi legislasi yang melekat kepada seluruh anggota

DPRD yang ada di Kabupaten Jember.
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Persoalan lain yang mungkin juga membutuhkan pendalaman adalah
bagaimana transfomasi hukum Islam pada sisi prosedur perencanaan produk
hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Kab. Jember. Apakah tidak ada inisiasi
dari pemerintah daerah untuk membuat Perda bernuasa keagamaan, laiknya
sudah dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Pada Periode 2016-2017 ada
tiga Perda yang ‘kental’ dengan nuansa agama direncanakan dan dibahas oleh
DPRD Kab. Jember dengan semua stakeholder yang berkepentingan, yakni;
Peraturan Daerah terkait Wajib Baca Tulis al Qur’an, Peraturan Daerah tentang
Zakat Infaq dan Shadaqah, serta Peraturan Daerah terkait Pengaturan Minuman
Beralkohol di Kab. Jember.

Sebagaimana paparan sebelumnya, Perda tersebut hadir karena aspirasi
masyarakat (baca; umat Islam) agar pemerintah lebih berpihak pada norma-
norma agama, yang lebih spesifik membangun masyarakat religius. Namun, pasca
proses asistensi, aturan-aturan tersebut dianggap oleh Pemerintah Provinsi
sebagai produk Perda yang ‘menyalahi’ komponen aturan yang ada di atasnya,
serta memiliki urgensi yang kurang kuat untuk mengatur masyarakat berdasarkan
aturan territorial masyarakat Jember.

Kendati aturan tersebut sudah tidak bisa dijalankan, secara observasional,
tidak terdapat riak dari masyarakat terkait penolakan provinsi atas Perda
bernuansa agama. Masyarakat Jember seakan memahami bahwa prosedur dan
proses pembentukan Perda memang harus melalui dinamika politik, selain juga
harus disesuaikan dengan aturan main yang ada di atasnya. Hal ini juga

membuktikan diskursus yang dibentuk oleh Thsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani
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bahwa masyarakat Jember tidak pernah mempersoalkan apakah Perda itu harus
selalu  menampilkan sisi-sisi keagamaan pada proses perencanaan dan
pembentukannya. Sekaligus, menunjukkan kalau masyarakat Jember taat
terhadap aturan main, perundangan, dan sistem ideologis yang dianut di
Indonesia.

Sedangkan sehubungan dengan Perda tentang Pengendalian Peredaran
Minuman Keras, secara inisiasi, para politisi (baca; Anggota DPRD) menyatakan
jika hal tersebut memang bersumber dengan masyarakat yang mulai resah
terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Terdapat banyak kasus yang
melibatkan anak dibawah umur, minuman keras yang tidak terstandarisasi
sebagaimana peraturan yang ada di atasnya, serta keinginan untuk
mengoptimalisasi peran Daerah sebagai penanggung jawab lini pertama dari
pemerintah pusat. Oleh karena itu, maka keinginan untuk merumuskan aturan ini
menjadi sangat penting. Kendati, mereka pun sangat memahami jika nantinya
akan banyak perdebatan baik itu dari sudut pandang agama, budaya, sosial, dan
juga nilai-nilai ekonomi.

Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dari proses awal pembentukan
Perda ini, dinamikanya adalah bisa dibagi menjadi tahapan sebagaimana berikut;
pertama, pilihan rasional antara pelarangan secara penuh, atau sebaliknya, hanya
mengendalikan pengedarannya. Kedua, subjek (minuman beralkohol) yang akan
diatur dan diawasi pemerintah daerah. Ketiga, penerima izin produksi dan
pengedar minuman keras. Keempat, penanggung jawab atau pelaksana Peraturan

Daerah.
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Pada tahap pertama, kebimbangan pilihan rasional ini terletak pada diksi
‘pengendalian’ atau ‘pelarangan’ secara penuh. Di dalam narasi Naskah
Akademik, para penyusun naskah sudah memberikan gambaran bagaimana
sejatinya daerah melaksanakan atau menambahi aturan-aturan yang ada di
atasnya; mulai dari pelarangan, pengendalian, dan sekedar memutus mata rantai
distrubusi dan produksi minuman keras. Demikian halnya dengan para ahli yang
dimintai keterangan oleh para Anggota DPRD Jember, mereka memberikan
pandangan yang juga beragam; dari sudut pandang agama, tentunya, terpecah
menjadi dua; ada yang mengatakan pelarangan penuh berdasarkan pada nalar
hukum Islam tekstual, ada juga yang menyebutkan setiap larangan membutuhkan
pengecualian, maka dari itu masyarakat yang non-Muslim tidak wajib
melaksanakan aturan tersebut.

Namun demikian, para pakar sosial menyatakan, jikalau ada pengecualian
pada sisi consumer semata tidak ada jaminan bahwa masyarakat awam lepas dari
jeratan minuman keras, yang memiliki kadar adiktif di dalamnya. Belum lagi,
pertimbangan ekonomi yang biasanya disampaikan oleh perwakilan pelaksana
aturan (eksekutif). Neraca penerimaan daerah dari retribusi dan pajak perhotelan
akan mengurang apabila ada penegasian terhadap kuliner yang cenderung dicari
oleh wisatawan asing.

Dari pelbagai alasan-alasan yang didengarkan tersebut, maka pada
Paripurna II (sebelum masuk pada pembahasan) para anggota DPRD sudah
mensepakati diksi yang diambil adalah ‘pengendalian peredaran’ terhadap

minuman keras. Bukan ‘pelarangan’ secara penuh terhadap minuman keras.
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Tentunya, menurut penulis, meski subtansi Perda ini berasal dari komposisi
berfikir religious, sebagaimana sudah diungkapkan pada bagian II, pilahan
rasional objektif tetap bisa diterima oleh masyarakat dan stakeholder yang
terlibat di dalam pembentukan tersebut.

Dengan demikian, hal ini menegaskan ulang, jika Perda sejatinya, apapun
bentuknya, bukanlah produk yang tunduk pada nalar berfikir fighiyah semata,
melainkan lebih fleksibel pada cara pandang pemikiran dan pikiran politik (a/-
hukm al-siyasy). Perda — sebagaimana produk hukum - lainnya harus tetap
mengikuti common sense, common good, dan common wealth yang berkelindan
di masyarakat, baik itu bersumber dari agama, dialektika kebudayaan, dan
interaksi sosial. Artinya, Perda tidak bisa berjalan sendiri dan efesien, tanpa
pertimbangan-pertimbangan tersebut, sama halnya dengan aturan mu’amalah
(sosial) di dalam figh. Pandangan para ulama’ Figh sangat menggantungkan
konteks sosiologisnya kepada kondisi masyarakat yang meminta pertimbangan
pendapat hukum Islam.”

Pada tahapan kedua pun demikian, persinggungan antar madhhab Figh
sangat sulit ditemukan pandangan yang memperbolehkan ‘minuman
memabukkan’ untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Kendatipun ada pertimbangan
kadar yang dipakai, hal itu tidak bisa menafikan kata ‘ Kullu muskirin haramun’

(setiap hal yang memabukkan itu diharamkan; baik itu sedikit ataupun banyak).'®

? Akram Kassab, Al-Siyasah al Syar’iyyah, Mabadi’ wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadir,
Makalah Jurnal Online International Union for Muslem Scholars (IUMS) dari website
http://iumsonline.org/ar/2/b9/ diakses pada tanggal 18 Desember 2018.

' Seperti tersebut dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Dari Jabir ra. Mengatakan
Rasulullah Saw bersabda: minuman yang memabukan jika diminum agak banyak, maka
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Oleh karena itulah, para anggota DPRD Kab. Jember tidak memainkan
peranan untuk merubah paradigma keagamaan. Di dalam paparan data
dinyatakan bahwa Perda hadir tidak untuk mengubah norma agama, sosial, dan
kebudayaan. Semua norma yang parsial tetap berlaku pada sisi parsialisme. Perda
harus berbicara tentang sisi yang universal, tidak sekedar satu atau dua kelompok
saja. Maka dari itu, pilihan rasional terkait subjek yang akan diatur, para perumus
memberikan ruang para pakar untuk memberikan pandangan akademiknya.
Misalnya, dari dokter spesialis serta LSM yang concern pada pendampingan
korban minuman keras.

Pada tahap ketiga, masih pada pola pembentukan dan perencanaan Perda,
pertimbangan sosiologis berdasarkan pada data-data yang lebih faktual
diperlukan untuk menilai apa yang ada dilaporkan oleh masayrakat. Tahapan
terakhir, barulah berbicara terkait pada pola koordinasi pelaksana Perda dan
aparat hukum yang juga memiliki kewenangan serupa berdasarkan aturan yang
berada di atas aturan Perda, seperti pihak kepolisian, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yang memberikan izin operasi perusahaan dan usaha dagang.

Jadi, pada proses dan tahapan awal ini, rancangan rasional-akademis
melibatkan banyak pihak untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan
penggunaan diksi, penentuan subjek, penggalian terhadap model penerimaan
masyarakat (reception theory) dan sisi-sisi lain yang dibutuhkan untuk
membangun /holisme Peraturan Daerah. Anggota DPRD Kab. Jember seakan

menyadari bahwa mereka merepresentasikan dua kekuasaan berbeda; wakil

sedikitnya juga haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa“i, Ibnu Majah dan
disahkan oleh Ibnu Hibban).
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rakyat yang memiliki aspirasi agar terjalin ketertiban sekaligus keamanan di
lingkungan mereka, sekaligus wakil pemerintah pusat yang membutuhkan
sumbangsih kemandirian ekonomi daerah agar daerah mampu menyumbang
pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nasional.

Pun demikian pada narasi Perda yang sama sekali tidak ada ‘ajaran’
agama secara dahir diatur oleh nas (baca; al-Qur’an dan Hadith). Perda-perda
yang tidak memiliki nuansa keagamaan, ada kontestasi dan pertimbangan nilai
keagamaan di dalamnya. Hal ini terungkap dari pelbagai macam aspek; pertama,
eksistensi politisi Islam. Kedua, pelibatan tokoh masyarakat yang terkadang
meminta para perumus, penyusun, dan inisiator Perda untuk mempertimbangkan
nilai keagamaan yang akan digunakan sebagai alat komunikasi terhadap
masyarakat. Ketiga, dukungan dan peran masyarakat di Kab. Jember yang
mayoritas Islam sekaligus terafiliasi terhadap kelompok tradisional (baca;
Nahdlatul Ulama’). Keempat, pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan
Perda kepada masyarakat. Terkait dengan asumsi representasi kelompok
keagamaan di Jember, hal ini bisa dilihat dari Wakil Bupati Jember yang
notabene merupakan tokoh agama (baca; kyai) dari pesantren di Kab. Jember,
dan Bupati Jember yang juga terkenal religious dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pada fakta di atas, maka semua orang bisa menalar apakah
Perda-Perda yang digagas dan diinisiasi dari preferensi kepentingan Publik, tetap
akan menggunakan paradigma keagamaan dalam proses penyusunan dan
pembentukannya. Sebagai sebuah contoh adalah Perda terhadap Bantuan hukum

bagi masyarakat Miskin. Sebagaimana diungkapkan di dalam data, salah seorang
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anggota DPRD dari Partai Gerindra, yang memiliki latar belakang Pendidikan
keagamaan kuat, menyatakan bahwa asas perlindungan di dalam Islam itu
berlaku umum, termasuk orang miskin.

Lebih tegas lagi, salah seorang Anggota DPRD dari PKB menyatakan
kepada penulis, perihal konteks tersebut dengan berkesimpulan, jika saja hal-hal
yang terkait pengarturan kemaslahatan umum, pertimbangan keagamaan itu
sudah pasti 7include baik itu sebagai dasar, ataupun sebagai kerangka agar
mempermudah pada masyarakat tradisional di Jember. Dia memberikan ilustrasi
bahwa masyarakat miskin itu didominasi oleh orang Islam, maka keberadaan
Perda ini untuk melindungi orang Islam itu sendiri. Jadi, perdebatan
keberagamaan di konteks Perda non-syari’ah adalah sebuah keniscayaan politis
dan sosiologis yang berkembang di masyarakat.

Masih dari ruang sosiologis dan politis, secara teori, Azyumardi Azra,
Arskal Salim, Din Wahid, Nadhirsyah Hossen, dan para peneliti lainnya,
menyebutkan bahwa kembalinya agama menjadi diskursus publik, menjadi
sebuah keniscayaan seorang politisi atau perumus Undang-Undang untuk
menggunakan dalil-dalil keagamaan mereka. Tanpa c/aim keberagamaan, sebuah
aturan pemerintah akan menjadi konflik tersendiri di ruang masyarakat. Karena,
terkadang, di kalangan masyarakat tradisional, dogma dan norma agama lebih
kuat dibandingkan aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Hanya saja,
mereka memberikan catatan jika negara Indonesia bukanlah sebuah negara

agama, maka dari itu sebuah aturan harus bisa seimbang antara kepentingan
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ideologis dan kepentingan meraup keuntungan politis di kalangan kelompok
mayoritas.

Dari pertimbangan di atas, apakah itu dari sudut pandangan prosedur,
substansi pandangan yang berkembangan pada proses awal pembentukan Perda di
Kab. Jember, serta kerangka teori yang ada, maka penulis memiliki kesimpulan
awal bahwa sudah tidak subtansial lagi memperbincangkan apakah Perda ini
bernuansa syari’ah atau tidak. Sebab, susbtansi dan esensinya bisa dirangkai
sesuai dengan kondisi dan asumsi kondisi sosial serta politik yang bekembang di
dalam masyarakat, sekaligus kemasan para politisi untuk melakukan komunikasi
politik dengan masyarakat.
yang menyatakan bahwa substansi hukum Islam ada pada perlindungan hak asasi
manusia (al-hifzu), sedangkan konsesi hukum positif terletak pada kebebasan (a/-
hurriyah)."' 1a juga melanjutkan bahwa selama Perda menyuarakan proteksi
terhadap kepentingan umum, maka nilai-nilai syari’ah bisa menjadi bagian dari
proses Produk Hukum Daerah/Nasional tersebut. Selain itu, masih dalam konsesi
pemikiran Zaini Rahman, komposisi hukum Islam memang harus dibuka
menggunakan paradigma-paradigma yang terbarukan. Artinya, tidak boleh
menutup pintu seperti yang sering dilakukan dalam tradisi fighiyyah. Salah satu

alat untuk membuka adalah merombak kerangka teks, menjadi mas/ahah

" Zaini Rahman, Figh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,
2017), 134.
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‘ammah, keterwakilan dari semua disiplin ilmu pengetahuan, serta pelibatan
masyarakat dalam upaya merumuskan kebijakan atau Peraturan tersebut.'”

Selain pertimbangan filosofis terkait rekognisi anggota DPRD yang harus
berfikir bahwa substansi pembentukan adalah masalah perlindungan terhadap hak
asasi dan hak bebas masayarakat. Secara sosiologis, penulis bersepakat dengan
pandangan bahwa konsep efektifitas dan efesiensi dalam pembuatan Perda harus
bisa menjadi alat ukur pelaksanaannya. Artinya, sebuah Perda yang akan menjadi
pembahasan para politisi, seyogyanya memang bersumber dari public hearing dan
aspirasi masyarakat umum, termasuk jika harus secara spesifik berhubungan
dengan pengaturan masyarakat Islam secara spesifik.

Dengan demikian, maka satu tahapan dari bagaimana konteks bisa
memainkan peran subtansialisasi hukum Islam menajadi Perda akan masuk
sebagai sebuah pertimbangan; apakah itu dari sudut pandang survey (kuantitatif)
ataupun menggunakan representasi sosial dari kelompok atau tokoh masyarakat
yang ada di masyarakat. Melalui paradigma sosiologis tersebut, maka narasi atau
item Perda akan mudah untuk dipahami masyarakat, tanpa ada riak yang
ditimbulkan; misalnya, asumsi akan adanya masyarakat yang termarjinalkan oleh
aturan tersebut.

Terakhir, dalam konteks pembahasan prosedur pembentukan Perda ini,
adalah representasi ideologis dan yuridis. Penulis menggunakan bahasa ideologis,
menanggalkan bahasa politis, karena sejatinya, semua partai politik yang ada di

Indonesia memiliki platform ideologis. Di Kab. Jember misalnya, ada Partai

12 1bid.
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Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Amanah Nasional yang bisa mewarnai paradigma
keagamaan dalam proses subtansialisasi Perda menggunakan pandangan
keislaman atau keagamaan yang mereka anut. Demikian halnya dengan kelompok
nasionalis, yang direpresentasikan oleh Gerindra, Demokrat, dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dengan demikian, maka elaborasi kedua kubu ini — yang sejatinya juga
mewarnai politik nasional — bisa memperdebatkan pertimbangan partai mereka
dalam proses pembentukan, tidak sekedar memainkan peranannya di luar proses
pembahasan, atau ketika mereka bertemu untuk kepentingan meraup suara
pemilih. Misalnya, di tingkat nasional ada inisiasi dan keberpihakan Partai
Kebangkitan Bangsa untuk merumuskan UU Pondok Pesantren yang memang
menjadi basis utama basis mereka. Contoh lainnya, inisiasi Undang-Undang
Perbankan Syari’ah dari Partai PKS dan lain sebagainya. Tapi, perlu juga ada
pertimbangan yang bisa mempertemukan mereka, yakni aturan di atasnya.
Artinya, perdebatan-perdebatan tersebut harus dibatasi melalui pandangan
yuridis yang biasanya tertera di dalam konsep Naskah Akademik Biro Hukum
Pemerintah atau Pendidikan Tinggi yang ditunjuk untuk merumuskan padangan
yuridis tersebut.

Berdasarkan pada pandangan di atas, maka bagan berikut ini bisa
dijadikan pijakan untuk melihat dinamika apa yang terjadi di DPRD Jember pada

fase prosedur dan proses pembentukan awal Produk Hukum Daerah (PHD).
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Bagan 4.2
Prosedur dan Dinamika Pembentukan Perda

Proses
PERENCANAAN

* Naskah Akademik

* Paripurna Pembahasan
Propemperda

* Tanggapan Fraksi dan Pemerintah
meliputi: pertimbangan filosofis
dalam naskah akademik,
pertimbangan sosiologis, dan
yuridis secara global.

* Tanggapan Pemerintah Daerah
dan Fraksi

* Penentuan Panitia Pembahas
Perda

* Penentuan Stakeholder yang akan
dilibatkan Proses pembahasan.

Proses
Pengesahan

* Musrembang

* Jajak Pendapat

 Inisiasi Kelompok atau Organisasi
Kemasyarakatan

* Inisiasi Partai Politik

Berdasarkan pada bagan di atas, maka sejatinya, proses pembentukan
Perda tidaklah sulit. Semua sangat bergantung pada keinginan dan kompetensi
para perumus kebijakan dalam membaca kondisi atau keadaan yang ada di
lingkungan mereka sendiri. Berdasarkan pengamatan penulis pula, proses-proses
yang dilalui di DPRD Jember dijalankan sesuai dengan aturan main pembentukan
Produk Hukum Daerah (PHD) apakah itu yang berasal dari Pemerintah Daerah
ataupun inisiasi DPRD. Hal yang membedakan antara dua model perda ada pada
cakupan yang akan diatur; Perda Pemerintah Daerah berhubungan dengan
birokrasi dan tata kelola pemerintahan murni, sedangkan Perda inisiasi DPRD

harus bermuara dari keinginan masyarakat secara luas.

B. Nalar Istinbat Hukum dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kab. Jember
Sesuai dengan asumsi awal, yang menyatakan bahwa perjalanan hukum

Islam dan proses konstitusionalisasi di sebuah negara atau wilayah tertentu

mengalami banyak perubahan, berdasarkan perkembangan serta dinamika yang

terjadi di dalamnya, maka pada bagian ini penulis akan mengulasulang diskursus
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yang terjadi secara teoritik, pada bagian awal. Kemudian, membahas bagaimana
dinamika yang terjadi di Kab. Jember. Terakhir barulah penulis akan
menjabarkan analisis yang digunakan untuk membingkai bagaimana nalar
istinbat hukum berdasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi di dua laman
diskursif tersebut.

Perjalanan panjang di penggalian hukum Islam sudah dimulai pasca
wafatnya Nabi Muhammad, bahkan ada yang beranggapan dimulai sejak
perluasan kekuasaan Islam (advancing political and social unit in Islam). Sejarah
Ibnu Mas’ud menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan ruang
sahabat untuk melakukan ijtihad (usaha menggali hukum Islam) untuk
menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi, namun tidak ada akses
informasi-otoritatif baik itu dari al-Qur’an ataupun Hadith Nabi Muhammad. "

Kendati pula, proses kodifikasi hukum Islam sebagai sebuah produk
epistemologis baru menyeruak pasca kekhalifahan keempat. Ada banyak sosok
yang muncul sebagai ahli figh di masa-masa tersebut, sedikitnya yang paling
mu’tabarah di Indonesia ialah Imam al Shafi’i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan
Imam Hambali.'* Empat imam ini dianggap paling relevan sebagai basis ideologi
kelompok meyoritas Islam di Indonesia (baca; Nahdlatul Ulama’).

Pada masa formatif ini pula, para pakar figh atau mujtahid membuat dua

prosedur dalam konsep menggali nilai-nilai ajaran shari’ dari teks; pertama,

'3 Abu Ishaq al-Shirazi, Thabagat al-Fugaha’ (Beirut: Dar al-Ra’id al-Arabiy, 1970), cet. I juz. I,
43

' Periode ini, dalam sejarah Hukum Islam, dikenal sebagai fase atau zaman keemasan. Khudlari
Byk menyebutnya sebagai fase figh menjadi ilmu yang mandiri. Lihat Khudlari Byk, 7arikh al-
Tashri’ al-Islamiy (Surabaya: Muhammad Nabhan, t.th), 4-5.
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berdasarkan pada model-model interpretasi makna yang bersumber dari dua nash-
otoritatif dalam Islam (baca; al-Qur’an dan Hadith). Kedua, melakukan
interpretasi ulang menggunakan beberapa pendekatan berfikir lebih rasional,
apakah itu menggunakan giyas, istihsan, maslahah mursalah, dan pendekatan-
pendekatan rasional lainnya."

Penulis sengaja menyebutnya sebagai pandangan rasional, karena
prosedur istinbat ma’nawiyah sudah menggunakan corak pandang manusiawi,
sudah tidak ada lagi ketertundukan akal pada Teks, melainkan sebaliknya,
membawa fenomena itu pada teks-teks yang tidak spesifik memiliki makna
sepadan dengan kondisi tersebut. '

Tradisi tekstual dalam penggalian hukum Islam, berlangsung semenjak
masa khalifah hingga hari ini. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah teks
hanya berlaku pada lafal-lafal yang gat’7 saja, tidak pada teks yang memiliki
banyak makna atau tidak berkesesuaian secara otomatis dengan konteks (a/-
‘aridah) yang sedang digali status hukumnya, atau teks yang kemudian dimaknai
berbeda oleh para sahabat, karena pertimbangan kondisi berbeda daripada yang
dihadapi oleh Nabi Muhammad. Para pengkaji hukum Islam, sangat mathum,
bagaimana Umar Ibn Khattab kemudian merubah makna potong tangan dengan
cara penjara, karena kepentingan umat Islam untuk bertahan dari penjajahan
lawan, lebih penting dibandingkan sekedar menjalankan teks yang gat’i Pada

saat itu, alasan Umar Ibn Khattab adalah indikator (“7//at) dan sebab dari potong

'> Rahmat Djatnika Dkk, Perkembangan Ilmu Figih Di Dunia Islam (Jakarta: DepartemenAgama
RI, 1986), 5.

' Husain Hamid Hisan, Nazariyyat al-Maslahah £i al-Figh al-Islami (Beirut: Da al-Nahdah al-
Arabiyyah, 1971), 607.
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tangan ialah untuk membuat pelaku tidak melakukan pencurian atau ada efek jera
terhadap pelaku.'’

Frasa sejarah pengalihan makna teks ke konteks ini, akhirnya memberikan
ruang fjtihad untuk memperbaharui pandangan-pandangan terkait hukum Islam,
sebagai sebuah keniscayaan karena juga terjadi pergeseran sistem sosial, politik,
dan kebudayaan yang menghinggapi umat Islam di beberapa negara. Di posisi ini,
kondisi teks sudah mulai hidup (/iving text) termasuk di dalamnya juga produk-
produk pemikiran yang dihasilkan oleh para sahabat dalam menterjemahkan ayat-
ayat yang mengandung hukum (ayat al-ahkam). Jadi, dari sekedar pertimbangan
konteks yang dianalogikan pada teks, menjadi ruang terbuka untuk memasukkan
konteks-konteks lain di mana para mujtahid menganggap untuk sebagai bentuk
dari makna substantif teks tersebut.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, ruang teks yang terbatas pada makna
literal, diganti menjadi dialektis dan hermenuitis. Melalui model seperti ini,
maka proses interversi manusia untuk memaknai apa yang baik (maslahah)
kepada kepentingan mereka, lebih banyak diterima secara rasional-objektif,
dibandingkan sekedar memaksakan makna dasar daripada teks-teks yang
termaktub di dalam al-Qur’an dan Hadith.

Sebagai sebuah contoh misalnya, Imam Maliki menggunakan maslahah

mursalah untuk kewajiban umat Islam mencatatkan nikah, Madzhab Hanafi

' Tjtihad ‘Umar ini oleh Ibn Qayyim dikatakan bukan mengabaikan nas, tetapi justru sangat
memperhatikannya. Ibn menyebutnya dengan “teori syubhat”, yaitu apabila terjadi masa krisis
yang mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan darurinya, maka yang memiliki harta wajib
memberikan sebagian hartanya untuk mengatasi kehidupan. Sedangkan Aad (hukuman) tidak
boleh dilaksanakan kalau di dalamnya terdapat syubhat. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, /’/am al-
Muwaqi’in ‘an Rabb al-Alamin (Beirut: Dar al-Jail, 1973), juz III, 22.
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menggunakan istishab (penggalian hukum menggunakan logika asal dari status
hukum sebelumnya), untuk menilai apakah yang berwudu’ kemudian lupa,
apakah sudah batal atau belum, maka dengan istishab orang tersebut masih
dianggap belum batal wudlu’'nya. Serta contoh-contoh lain yang memang
menjadi pijakan pada landasan teori para ulama’ Usul Figh untuk merumuskan
hukum Islam secara formatif-normatif di era-era awal kodifikasi hukum Islam.
Perjalanan dan pengayaan cara pandang penggalian hukum Islam
kemudian mengalami kemandekan. Bukan karena umat Islam mengalami
kelesuan berfikir rasional untuk menyelami makna agar bisa menentukan status
hukum yang kontekstual. Melainkan, lebih disebabkan, adanya kebijakan politis
(baca; mungkin juga ideologis-keilmuan) bahwa proses ijtihad tidak bisa
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kreteria sebagai seorang mujtahid."®
Sebagaimana sudah diungkapkan di awal, kriteria mujtahid misalnya:
memiliki pemahaman bahasa al-Qur’an dan Hadith yang bagus, tidak pernah
melakukan hal tercela, memiliki perangkat dan prosedur penalaran hukum sesuai
dengan apa yang sudah dijalankan seblumnya (7jma’ al-mujtahid), hingga pada
narasi bahwa mengetahui kepribadian seorang periwayat Hadith, serta syarat-
syarat lainnya. Oleh karena posisi dan kondisi yang demikian, pilihan istinbat
hukum Islam hanya dibatasi pada tiga model; perfama, umat Islam bermadhhab
(baca; mengikuti apa yang sudah dihasilkan dari para mujtahid atau ahli figh).
Kedua, meminta fatwa atau pandangan dari orang yang dianggap memahami

persoalan-persoalan agama, posisi ini berada dibawah pandangan madhhab yang

'8 A. Reid dan M. Gilsenan, Is/amic Legitimacy in a Plural Asia (New York: Routledge, 2007),
39.
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bisa dilaksanakan secara general, sedangkan fatwa hanya berlaku bagi mereka
yang bertanya. Ketiga, ber-taglid mengikuti pandangan ulama’ tertentu, tanpa
mengetahui dasar dan landasan yang menjadi pemikiran mereka. Pada bagian ini,
terdapat kategori mugallid yang kritis, yang aktifitas intelektual-akademiknya
terus berjalan dinamis.

Di saat pengkodifikasi hukum Islam hanya dibatasi pada nalar
tertutup, secara sosiologis dan global, pergeseran kehidupan manusia, termasuk
umat Islam mengalami tantangan yang lebih beragam. Sehingga komposisi nalar
berfikir dengan mengandalkan teks, konteks, dan model-model yang dipasung
pada pandangan tokoh atau ulama’ terdahulu mendapatkan tantangan dari para
ulama’ atau pakar hukum Islam.

Kompleksitas pun bertambah, disaat perang kebudayaan (antara Islam
dan Barat) terjadi menghinggapi seluruh umat Islam; baik itu sebagai mayoritas
di sebuah negara tertentu, atau sebaliknya, mejadi kelompok minoritas. Oleh
karena itulah, ada banyak gagasan yang hadir untuk kembali membuka tradisi
ijtihad di kalangan umat Islam agar bisa melihat persoalan yang dihadapi lebih
koheren dan konprehensif. Pada fase pembukaan nalar jj¢ihad ini pula, para pakar
Figh atau Usul figh berbeda pandangan; ada yang menyatakan keluar dari model-
model paradigma lama melalui pendekatan dekonstruktif, ada pula yang sekedar
membangun ulang paradigma klasik menjadi lebih mudah diterima oleh semua

kalangan menggunakan pengkajian rekonstruktif."

' Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses
Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang dan Pembaca”. Pengantar atas karya
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Paradigma dekonstruktif, mengindikasikan agar pembahasan syari’ah
seogyanya digeser dari otoritas teks, menjadi otoritas kemanusian an sich. Teks
sekedar menjadi fondasi untuk menguatkan apa yang dipaparkan secara fakta.
Hal ini juga menandakan bahwa keberadaan teks yang absolut di era klasik,
dirombak ke ruang rasional objektif berdasarkan pada produk-produk manusia itu
sendiri. Tidak demikian dengan corak rekonstruktif, cara berfikir ini
melanggengkan teks sebagai sumber pengetahuan dan hukum Islam, yang
dirubah adalah fitur metodik semata; apakah itu prosedur penafsiran terhadap
ayat atau penganalogian konteks kepada teks. Pandangan rekonstruktif, tidak
meniadakan furats yang menderivasi cara berfikir penggalian hukum Islam.
Pandangan rekonstruktif sekedar memperkaya apa yang sudah dihasilkan oleh
para ulama’ sebelumnya. Misalnya, para pemikir rekonstruktif menambah
cakupan-cakupan maslahah yang sudah ditentukan oleh para ulama’
sebelumnya.”’

Pengaruh dua paradigma ini memang cukup signifikan di kalangan
pengkaji hukum Islam. Polarisasi rasionalitas dan humanitas hukum Islam
menjadi diskursus yang terus menerus dikaji. Para kelompok progresif Islam
tidak henti-hentinya melakuka kritik terhadap pandangan-pandangan yang sudah

mapan sebelumnya. Mulai dari mereka yang memiliki latar pemahaman teks

Khaled Abou al-Fadl, Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Oftoritatif (Jakarta:
Serambi, 2014), XIII.
20 Ibid.
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hingga dari kelompok yang memiliki kematangan untuk melakukan rekonstruksi
melalui pengayaan metodik.”!

Produk kritik mereka misalnya, bagaimana aturan-aturan universal yang
menjadi komitment pandangan masyarakat secara global, bisa menjadi landasan
terhadap proses penentuan hukum Islam. Dan, jika saja, teks tidak
membincangkan hal tersebut secara jelas, maka teks harus tunduk pada kondisi
sosial dan kesepakatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebaliknya, di pihak
berbeda, kelompok-kelompok ideologis juga melakukan respon terhadap kritik
yang menginginkan adanya pembukaan kafub pemikiran hukum Islam. Mereka
menganggap apa yang dilakukan sudah melampaui proses-proses dan prosedur
dalam penggalian hukum Islam. Kelompok ini tetap memilih agar penggalian
hukum Islam dilalui menggunakan pendekatan normatif, dimana teks menjadi
otoritas dalam menentukan status hukum persoalan-persoalan kontemporer.

Tidak sekedar dari paradigma berfikir yang menjadi sasaran kritik,
challenges (tantangan) eksistensi hukum Islam juga berasal dari dinamika politik
kenegaraan, secara global. Modernisasi pemikiran menghasilkan adagium
sekularisasi (baca; pemisahan agama dalam pembentukan hukum negara). Turki,
Mesir, Negeria dan beberapa negara yang mayoritas Islam lainnya, ‘dipaksa’
tunduk terhadap aturan main yang disepakati melalui sistem demokrasi melalui
keterwakilan masyarakat dalam proses legislasi mereka. Ketertundukan pada

negara akhirnya, memilah hukum Islam pada ruang sangat privat. Di Mesir

2 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



299

misalnya, aturan negara berada di atas fatwa yang diungkapkan oleh seorang
mufti atau imam (pemimpin agama) kelompok Islam tertentu.

Namun, hal ini tidak terjadi di negara yang berasaskan Islam. Pola
instinbat hukum Islam masih berjalan melalui penalaran teks, bermadhhab, atau
meminta fatwa dari otoritas keagamaan di negara tersebut. Misalnya, Arab
Saudi, Iran, dan Pakistan. Di negara-negara ini, regulasi harus diberi nafas
keagamaan yang lebih kental dibandingkan sekedar yang dirumuskan oleh para
politisi Islam di Perlemen.

Secara umum, para pakar hukum Islam (/s/lamic Laws) post-modern
memang menyadari bahwa keterikatan hukum Islam pada nilai-nilai kearifan
lokal, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan politik kenegaraan, sudah merupakan
sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Posisi nalar is¢tinbat hukum Islam
(normatif) sudah tidak bisa berdiri sendiri. Posis nalar istinbat membutuhkan
pembaharuan untuk bisa diterima oleh semua kalangan. Subtansialisasi proses
pembahasan, pendekatan, dan metode pemikiran hukum Islam akan sangat
membantu bagaimana rekognisi umat Islam terhadap hukum Islam bisa diterima
sebagaimana mereka menerima ajaran-ajaran yang terderivasi dari teks dan
prosedur klasik.”

Proses pembentukan hukum Islam secara holistik tidak bisa statis. Wael
B. Hallag memberikan contoh bagaimana evolusi-evolusi yang terjadi di dalam
pengkajian hukum Islam, termasuk di era Nabi Muhammad di Madinah, dimana

Nabi tidak menggunakan al-Qur’an sebagai aturan kehidupan sosial masyarakat.

2 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Jakarta: Teraju,
2004), 11-16.
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Pasalnya, Nabi memahami bahwa komunitas Madinah tidak sepenuhnya
memeluk agama Islam. Melainkan ada sebagian dari mereka yang masih
mengikuti kepercayaan lain secara turun termurun.”

Pertanyaannya, bagaimanakah dengan di Indonesia? Apakah challenges
terhadap eksistensi model istinbat hukum Islam juga memiliki kesamaan dengan
beberapa negara lainnya; baik itu secara pemikiran ataupun dalam perpsektif
sosiologis-politis?

Tentu, semua peneliti dan pengkaji hukum Islam akan menyatakan jika
sajian arkeologi serta sosiologi politik hukum di Indonesia sangat dinamis
(menghindari kata terjadi pasang surut). Indonesia memanifestasikan sistem
kenegaraan, sosial, dan politiknya tidak sejajar dengan negara Islam sekaligus
negara sekuler. Indonesia menyebut identitas dirinya sebagai negara Pancasila.
Sebuah negara yang memiliki model akomodatif terhadap perbedaan agama, ras,
budaya, dan juga pandangan-pandangan lain yang berada di bawah narasi agung
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itulah, fragmentasi hukum
Islam terhadap aturan yang ada di Indonesia memiliki sejarah yang cukup
panjang; dimulai dari era-era awal pembentukan konstitusi negara (baca; UUD)
dan Piagam Jakarta, hingga para perundangan sebagai turunan dari aturan dasar
bernegara.

Sejarah awal menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam dan hukum

nasional menjadi sangat mutualistik. Hal ini bermakna, pembahasan dalam

pembentukan perundangan diwarnai dengan nalar berfikir hukum Islam dan

» Wael B. Hallaq, A History of Legal Theories: An Introduction to Sunni Usil Figh (Cambridge:
Cambridge Univesty Press, 1997).
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ajaran-ajaran keagamaan Islam. Kendati, tidak sampai pada level perundangan
yang bernuansa atau murni hukum Islam, hukum Islam menjadi cara berfikir dan
landasan sosiologis untuk dapat mengefektitkan sebuah aturan yang dibahas
bersama oleh para perumus aturan yang ada di Indonesia.

Lambat laun, komposisi politik akhirnya juga menghadiahkan dikotomi
model pengkajian hukum di Indonesia. Hukum-hukum yang berhubungan dengan
umat beragama pada sisi tertentu, diserahkan menjadi urusan agama masing-
masing. Sebut saja misalnya, Undang-Undang Perkawinan dan Perundangan lain
yang berurusan dari sudut pandang keberagamaan. Selain perundangan yang
berbeda, maka persoalan keagamaan lainnya didelegasikan kepada kewenangan
keberagamaan yang berbeda pula. Dalam konteks ini, penulis ingin menyatakan
bahwa, ada fakta empirik di mana agama memiliki peranan penting dan terpisah
dari urusan kenegaraan, misalnya; melalui keberadaan Pengadilan Agama dan
Kementerian Agama yang cenderung didominasi oleh persoalan-persoalan hukum
keislaman.

Hal senada tampaknya juga pada dinamika sosiologis hukum Islam di
Indonesia, keragaman kelompok beragama dan otoritas keagamaan di Indonesia
menambah pelik pembentukan perundangan untuk menghindari paradigma
dikotomik tersebut. Tercatat secara faktual, bagaimana peran Majelis Ulama’
Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwa keagamaan bisa mempengaruhi proses
hukum di Indonesia. Ditambah lagi dengan keberadaan Nahdlatul Ulama’,
Muhammadiyah, Persis, dan kelompok lain, yang juga memiliki tradisi berbeda

dengan MUI dalam merumuskan fatwa. Di kalangan Nahdlatul Ulama’ dan
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Pesantren, bermadzhab menjadi pilihan mereka untuk menentukan status hukum
Islam.

Sedangkan Muhammadiyah memilih jalur mentarjih semua pendapat
menggunakan pendekatan rasional objektif atau kemudian menggunakan
pandangan-pandangan yang lebih modern dari kalangan tradisional di Indonesia.
Adapun kelompok lain, khususnya kelompok radikal-transnasional, mereka
cenderung meminta fatwa dan pendapat dari Imam dan aliran ideologis yang
dianutnya sebagai basis atau landasan bergerak mereka di Indonesia.

Maka dari itu, seperti apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum
Islam di Indonesia? Bagaimana nalar istinbat yang kemudian diakui sebagai
bagian dari projustisia hukum Islam tersebut?. Pada konteks ini penulis ingin
merangkainya berdasarkan pada tahapan yang akan terbagi sebagaimana berikut:

1. Transformasi Figh dalam Politik

Secara historis, transformasi figh dalam politik terjadi di awal-awal
kemerdekaan dikala para ulama’ berkumpul untuk menentukan siapa yang berhak
untuk menjadi pemimpin. Pasalnya, ada dogma umum dalam figh yang
menyatakan pada setiap tempat dan waktu, mereka wajib memilih seorang
pemimpin yang akan membawa mereka pada ketentraman dan keamanan
kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah negara para
ulama’, khususnya mereka dari kalangan tradisional, bersepakat untuk
menjadikan Soekarno-Hatta sebagai pemimpin yang akan menjalankan
pemerintahan negara. Hal yang perlu diingat juga, landasan kelompok tradisional

kala itu adalah pandangan al-Qur’an dan Hadis yang menyatakan kewajiban
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untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin mereka. Sekaligus,
ada juga pernyataan prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam pasti berujung
pada kemaslahatan umat. Ada ga’idah shar’iyyah yang berbunyi “7asarruf al-
imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah’.

Tidak sekedar pada keyakinan wajibnya mengangkat dan mengikuti
seorang pemimpin, para ulama’ di Indonesia pun bersepakat bahwa ideologi
kebangsaannya adalah Pancasila yang mengandung demokrasi di dalamnya.
Menurut beberapa pakar Figh setidaknya ada dua prinsip figh yang bisa
mewarnai pemaknaannya; pertama, lima komponen dasar ajaran Islam.**1)
kesetaraan (al-masawaah), 2) kebebasan (al-hurriyah), 3) al-ukhuwwah
(persaudaraan antar sesama manusia). 4) al-‘adalah (keadilan). 5) al-shura
(bermusyawarah dalam merumuskan kebijakan). Kedua, kompatibilitas Syari’ah
Islam dengan Demokrasi ada pada sisi dogmanya untuk melindungi hak asasi
manusia; baik sebagai individu atau bagian dari kelompok tertentu, atau yang
lebih dikenal dengan magqasid al-shari’ah.

Dengan demikian, ketika figh ditempatkan pada level sebuah disiplin
untuk menggali a/-hukm al-shar’i maka bisa dua sisi ini tidak bisa dipisahkan
menjadi frasa dikotomik. Terdapat nalar figh al-Shar’i yang memiliki kesesuaian
dengan rumusan-rumusan nilai politik, ideologis, dan sistem kenegaraan. Di
dalam figh atau Madzhab Figh juga dikenal adanya kaidah-kaidah peran dan

fungsi negara. Imam al-Shafi’i dan beberapa pakar Usul Figh memberikan contoh

% Ungkapan ini disebutkan oleh KH. Sahal Mahfudz, KH. Afifuddin Muhajir, dan digunakan pula
sebagai pijakan dalam menarasikan relasi agama dan negara oleh Zaini Rahman, Nadirsyah
Hossen, dan Mahfudz MD di dalam beberapa karya akademik mereka masing-masing.
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kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dijadikan sebagai bentuk
hukum Islam, karena dianggap tidak menyalahi prinsip-prinsip syari’ah.

Nalar paling sederhana bagaimana figh memainkan peranannya terhadap
negara diungkapkan oleh KH. Afifuddin Muhadjir, ia menyatakan bahwa ada
kewajiban shar’i bagi umat Islam untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di
jalan raya. Sebab, pada proses pengaturan itu, ada keteraturan, ketertiban, serta
penegasian terhadap mafsadah apabila tidak diatur. Artinya, kendati aturan-
aturan yang dibuat tidak dilandaskan pada cara dan corak berfikir Figh, a/-hukm
al-shar’i bisa tercapai melalui aturan tersebut.”

2. Transformasi Figh dalam Kehidupan Sosial

Petikan diskursif lain, yang acapkali dipertentangkan ialah produk figh
(kajian madhhab-madhhab klasik) dengan kondisi yang ada di era kontemporer,
dalam perspektif sosiologis. Misalnya, masalah batasan aurat bagi perempuan,
batasan kepemimpinan bagi perempuan, dan sisi-sisi kehidupan sosial lainnya.
Dan, dalam pemikiran sederhana penulis, kondisi-kondisi sosial ini pula, yang
memantik sebagian kepala daerah atau kelompok masyarakat tertentu
mewujudkan Peraturan Daerah berdasarkan pada kandungan pemikiran madhhab
di dalam Islam.

Penulis tidak menyatakan itu syari’ah, pasalnya, cara pandang yang
digunakan sebenarnya adalah produk ijtihad yang masih problematik. Asumsi ini
penulis dasarkan pada pandangan Arskal Salim dan Robin Bush yang menilai

bahwa sebenarnya perbincangan di dalam Perda Syari’ah tidak murni beorientasi

» Afifuddin Muhadjir, Figh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam
(Yogyakarta; IrciSod, 2017), 186.
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pada tujuan syari’ah melainkan sekedar fashion dan perlakuan etis yang
disandarkan pada narasi-narasi keagamaan semata.

Agar proses dan interaksi sosial antar manusia di Indonesia tidak
didiskriminasi melalui aturan-aturan yang disimbolisasi menggunakan ajaran
keagamaan, para ahli figh memberikan tawaran berbeda dalam melihat kondisi
sosial. KH. Ali Yafie menyatakan bahwa pentingnya pembahasan maslahah
sebagai landasan berfikir fighiyyah untuk menentukan status hukum fenomena
baru yang terjadi di masyarakat.*® Ia juga mengusulkan agar ada sikap
proporsional untuk tidak hanya mengikuti dogma atau diktum yang digunakan
oleh para fuqaha’ pada era terdahulu. Sekaligus juga, tidak memperdaya cara
berfikir secara liberal.

Dalam penyusunan figh hal yang paling diperlukan adalah tujuan utama
untuk memberlakukan aturan, sekaligus instrumentasi kemaslahatan yang akan
dihasilkan; apakah akan berlaku universal ataukah parsial. Demikian halnya
dengan pandangan, Mustofa Bisri, bagi Gus Mus apa yang suda berlaku baik di
masyarakat tidak perlu dipertentangkan dalil fighiyyah-nya, lebih-lebih hanya
persoalan kebudayaan yang berbeda antara Indonesia dengan Negara Islam
lainnya. Ia melandaskan pandangannya pada kaidah “sesuatu yang oleh manusia
sudah dinilai baik (secara common sense), maka akan baik pula di mata Tuhan”.?’
Pun demikian pandangan, KH. Afifuddin Muhadjir dalam konteks ‘urf sebagai

landasan interaksi dan pandangan figh sosial.*®

2% Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Mizan: Bandung, 1994), 65.
" Musthofa Bisri, Figh Keseharian Gus Mus, (Surabya: Khalista, 2005), 34.
2 Afifuddin Muhadjir, Figh Tata Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



306

Secara konseptual, figh sosial merupakan formulasi pemikiran ulama’
tentang persoalan hukum yang praktis yang diambil dari dalil-dalil shar’iyah
yang menyangkut persoalan di masyarakat. Ada lima ciri yang seringkali
digunakan oleh para w/ama’ untuk merumuskan status hukum sosial; pertama,
melakukan reinterpretasi dalam mengkaji teks figh (produk hukum Islam dan
masalik al-adillah) untuk dicarikan penganalogiannya pada konteks atau
fenomena yang baru. Kedua, cara menggali pandanga madhhab dirubah dari
model ‘taqlidi’ dan qauly ke manhaji (metodik). Ketiga, melakukan verifikasi
mendasar untuk memilah antara ajaran pokok (a/-usul) dan ajaran yang cabang
(furu’). Keempat, figh dihadirkan sebagai etika sosial bukan hukum positif
negara. Kelima, pengenalan metode filosofis untuk memahami masalah sosial
dan budaya. Artinya, tidak cukup sekedar pada nalar figh semata, melainkan juga
butuh riset atau penelitian pada pandangan berbeda dari sudut yang berbeda
pula.”

Salah satu contoh kontribusi instinbat shar’i, diungkapkan oleh KH.
Sahal Mahfudz dan disampaikan Sumanto al Qurtuby. [a menyatakan bahwa
apabila pelacuran dipandang (sebagai, pen) sebuah dosa, maka perluasan industri
seks baik melalui turisme seks atau lainnya juga harus dipandang sebagai refleksi
kegagalan untuk mempertahankan tindakan moral yang ideal. Sebab apalah
artinya “membenci dosa” tapi mencintai “pelaku dosa”. Dengan kata lain, apalah
artinya melarang pelacuran jika merehabilitasi pelaku pelacuran. Dengan

demikian, penanganan industri seks harus dilihat dari berbagai aspek dan perlu

%% Sahal Mahfudz, Nuansa Figh Sosial, (LKiS: Yogyakarta, 1994), viii.
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melibatkan banyak pihak. Hal ini dikarenakan yang turut melestarikan pelacuran
tidak hanya semata-mata kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki,
masyarakat, penguasa dan bahkan ulama’ sendiri.”’

Penulis beranggapan bahwa pandangan KH. Sahal Mahfudz cenderung
melihat persoalan lebih komprehensif dan tidak sekedar mempertimbangkan
hanya soal freatment keagamaan kepada para pekerja komersial. Selain itu, ia
juga menyarankan agar meminimalkan dampak negatif itu lebih penting
dibandingkan sekedar memperbincangkan kemaslahatan yang abstrak.
Kemaslahatan yang belum bisa dipastikan akan berdampak positif kepada
perilaku masyarakat secara luas.

Pada intinya, transformasi figh pada kehidupan sosial tentunya tidak
selalu dihubungkan dengan proses rasionalisasi yang dijalankan para ulama’
kontemporer semata, melainkan juga tetap ada perimbangan dari sudut pandang
klasik dan tradisional. Hanya saja, penulis ingin menegaskan ulang, bahwa
advancing pada metode, perangkat berfikir, keterlibatan banyak pihak untuk
menemukan subtansi syari’ah menjadi proporsi yang wajib dipikirkan oleh para
perumus hukum Islam dan istinbat al-shar’iyah al-wad’iyah di Indonesia.

3. Transformasi Figh dalam Pembentukan Perundangan

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (zakhrij al-
ahkam 11 al-nas al-ganun) pun juga menjadi fenomena di Indonesia. Contohnya,
diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Undang-Undang

Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa Undang-Undang lain

3% Sumanto al-Qurtuby, KH. MA Sahal Mahfudz; Era Baru Figh Indonesia (Yogyakarta: Cermin,
1999), 101-102.
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yang kemudian hadir di Era Reformasi, semisal; Undang-Undang Haji, Undang-
Undang Perbankan Syari’ah, dan Undang-Undang Wakaf. Tentunya,
pengundangan ini terdapat faktor inter-relasi elit politik Islam untuk
‘menjadikan’ aturan-aturan yang ada di dalam Islam sebagai keputusan bersama
di lingkungan perumus undang-undang.

Mahfud MD menyatakan bahwa dikarenakan Indonesia tidak menganut
negara sekular, sekaligus tidak pula negara Agama, maka fragmentasi
perundangan yang mengatur urusan-urusan keagamaan, sebagai perluasan
terhadap perdebatan hukum Islam dan model sosial kekinian, merupakan sebuah
keniscayaan. Kendati juga harus diakui, bahwa produk tagnin pada pembentukan
dan pelaksanaanya tidak sepenuhnya mengedepankan ajaran-ajaran tekstual di
dalam nalar 7stinbat hukum. Di dalam proses pembahasannya, ada intervensi
pengetahuan dan pemahaman manusia terkait aturan-aturan yang mengikat
lainnnya.”!

Sama halnya dengan Mahfud, Abdul Ghani Abdullah mengatakan alasan
rasional hukum Islam mendapatkan posisi konstitusional di Indonesia
dikarenakan tiga hal mendasar, yakni; pertama, alasan filosofis, ajaran agama
Islam merupakan pandangan hidup, cita-cita moral, dan cita-cita mayoritas
pemeluk agama di Indonesia. Kedua, sosiologis, karena betapapun harus diakui
bahwa dialektika umat Islam dengan produk hukum Islam tidak bisa dipisahkan.
Di dalam kenyataan sehari-hari umat Islam masih sering menggunakan

pandangan keagamaan untuk menentukan sikap dan prinsip berinteraksi serta

3! Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), 13.
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bermasyarakat. Semua juga marthum bagaimana keterikatan masyarakat terhadap
produk Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama’ ataupun Majelis Ulama’ Indonesia
(MUI) sebagai otoritas pemberi status hukum yang ditanyakan oleh masyarakat.
Bahkan, tidak jarang pula terlihat masyarakat lebih memilih pandangan hukum
Islam dibandingkan penjelasan atau aturan yang diberikan oleh pemerintah.
Ketiga, landasan yuridis sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 24, 25, dan 29 yang meruangkan ketentuan agar agama bisa dijadikan
pijakan pembentukan Undang-Undang (tagnin).**

Masykuri Abdillah, menyebut ada dua fungsi hukum Islam di hukum
nasional; bertransformasi sebagai produk sendiri, sebagai undang-undang, atau
kemudian menjadi sumber nilai bagi aturan hukum yang akan dibuat. Padmo
Wahjono, menegaskan bahwa pada posisi sebagai sumber Hukum Islam sudah
termanifestasi secara politis pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di
Indonesia; baik itu melalui penyertaan nalar keagamaan pada frasa awal
pembukaan, ataupun pada aturan-aturan yang menjadi confent perundangan. A
Dzajuli, menyebut untuk mengetahui komponen hukum Islam dalam perundang-
undangan tidak bisa dilihat secara leterlek, melainkan menggunakan sisi-sisi
substantif pensyari’atan hukum Islam; mulai dari menilai magqasid al-shari’ah,
hikmah al-tashri’ dan dimensi lain terkait nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung
tinggi di dalam Islam, tanpa menilai proses-proses pembentukan yang dijalani

oleh para legislator di Indonesia.

2Lihat Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No 7/1989 dan Perkembangan Studi
Hukum Islam di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum NO 1 Tahun V Dipartemen Agama RI, 94-
106.
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Terakhir, pandangan Ismail Sunny yang mengatakan bahwa ada dua
dimensi persuasive source dan authority source dikala hukum Islam dikodifikasi
menjadi sebuah Undang-Undang. Persuasif bermakna orang Islam akan menerima
pemberlakuan hukum Islam apabila diundangkan. Sedangkan sumber otoritas
bermakna, hukum Islam memiliki kekuatan wuntuk diikuti oleh para
pengikutnya.33 Pada posisi ini, penulis ingin menegaskan jika komposisi riset ini,
akan memiliki kemiripan paradigmatik untuk dinilai bagaimana proses
subtansialisasi Perda tersebut.

Berdasarkan pada transformasi-transformasi di atas, maka hal yang
mustahil terjadi pada figh adalah tawagquf (kemandekan). Pasalnya, posisi
tawaqgquf akan menjadikan figh atau nalar shar’iyyah menjadikan agama tunduk
terhadap kondisi zaman serta kilasan waktu yang terus berkembang dan berubah.
Berasaskan pada transformasi tersebut pula, maka menilai proses pembahasan di
DPRD Kab. Jember terkait pembahasan Perda akan lebih mudah sekaligus
subtansialis. Artinya, para peneliti tidak akan terpaku pada narasi bahwa hukum
Islam berorientasi pada nalar fighiyyah semata, bukan pada sisi normatif adanya
landasan-landasan madhhab di dalam proses pembahasannya, melainkan lebih
luas dari itu, menggalinya menggunakan nilai-nilai prinsipil yang ada di dalam
kata syari’ah itu sendiri. Prinsip yang mengedepankan kepada sisi-sisi

kemanusiaan, ketentraman, keamanaan, perlindungan, kemufatakatan, dan

33 Lihat dalam Abdul Halim, Politik Hukum Islam,; Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik
Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, (Jakarta: Badan Litbang Depag RI, 2008),
133-135.
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keadilan bagi semua orang tanpa pengecualian subjektif atau deskriminasi pada
kelompok tertentu.

Sebagaimana tertera dalam fokus, maka ada empat perda yang akan
dieksaminasi nalar-nalar shar’iyyah-nya pada konteks penelitian; pertama, Perda
Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Kedua, Perda Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin. Ketiga, Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
Keempat, Perda Keterbukaan Informasi Publik. Berikut ini adala ulasan penulis

terkait Perda-Perda tersebut:

a. Perda Pengendalian Peredaran Minuman Keras

Perdebatan terkait Perda Minuman Keras, sejatinya, dimulai sejak awal
ketika hal ini diajukan. Namun demikian, kemufakatan untuk merumuskan Perda
ini menghilangkan pertimbangan-pertimbangan pribadi yang dipegang sebagai
hak individual anggota DPRD Kab. Jember. Pada taraf pembahasan ini juga,
perdebatan-perdebatan hukum Islam terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Ketua
Pansus bahwa sejak awal para Anggota DPRD Kab. Jember sudah menyatakan
kalau proses pembahasan ini harus melewati pertimbangan-pertimbangan
religiusitas. Sebab, di dalam aturan Islam, pengharaman terhadap minuman keras
dinyatakan melalui dalil hukum yang sudah gat 7 dan sarih. Di pihak berbeda, ada
keuntungan yang bisa didapatkan dari sisi ekonomi, pekerjaan bagi masyarakat
dengan pendidikan tertinggal, serta kemanfaatan yang lainnya, yang dinyatakan

di dalam Naskah Akademik sebagai tambahan pendapatan Daerah.
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Pada posisi demikianlah kemudian pembahasan terkait besar kecilnya
maslahah dan mudarat dipertimbangkan untuk dimunculkan pada item-item
Peraturan Daerah. Sebagaimana ditulis di dalam Naskah Akademik, asbab al-
wurud Perda ini diawali oleh banyaknya anak di bawah umur, remaja, dan juga
para pengangguran meminum-minuman yang sejatinya dilarang oleh agama, serta
mengakibatkan tindakan negatif lainnya.

Berdasarkan aspek ini juga, pada prinsipnya, aturan ini adalah untuk
mengendalikan, bukan melarang proses pembuatan, produksi, dan pengedaran
minuman keras. Melainkan lebih untuk memberikan kepastian pada ketentraman,
ketertiban umum, perlu pengendalian, pengedaran, penjualan, penyajian minuman
beralkohol, secara terpadu. Keterpaduan yang dimaksud ialah kesesuaaian antara
aturan-aturan yang ada di atasnya, atau aturan lain yang memberikan pandangan
hukum terhadap minuman keras ini.

Di dalam Perda ini pula, ada proses lokalisasi produksi, pengedaran,
penyajian, dan pengetatan perizinan bagi masyarakat yang ingin membangun
usaha di bidang ini. Lokalisasi produksi dipasrahkan pelaku usaha yang berada
dibawah naungan Dinas Perdagangan. Sedangkan penjualan hanya bisa dilakukan
di beberapa tempat wisata, serta perhotelan yang di dalamnya memiliki izin
untuk menyajikan minuman beralkohol. Selain itu, ada juga kadar-kadar dan
campuran yang diperbolehkan agar tidak merusak kesehatan dan ketahanan
badan manusia secara luas. Pengontrolan kadar — kalau misalnya dinalar

menggunakan hukum Islam — adalah untuk menjaga nafs walaupun ‘ag/ para
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peminum tersebut bisa saja rusak, karena sedikit atau banyaknya minuman
beralkohol akan memiliki efek adiktif.

Dari data yang penulis dapatkan, Fraksi PKS baik secara individu (baca;
sebagai panitia pembahas) ataupun tanggapan akhir Fraksi menyatakan menolak
keberadaan Perda yang sekedar mengatur dan mengendalian penyebaran
Minuman Keras di Kab. Jember. Keinginan mereka, sama seperi di beberapa
Daerah di Provinsi Jawa Barat, yang secara tegas melarang produksi, penjualan,
dan penyajian minuman keras kepada masyarakat.

Pada narasi inilah kerangka berfikir figh sosial yang digambarkan oleh
KH. Sahal Mahfudz bisa digunakan untuk menilai apakah hal tersebut melarang
shar’i atau tidak. Apakah Perda beralkohol yang menggunakan nalar
pengendalian lebih mengena sebagai produk fighiyyah dibandingkan produk
Perda yang akomodatif pada kepentingan lainnya. Kalau melihat dari model
hirarki yuridis, pelarangan penuh terhadap minuman keras tidaklah tertera di
dalam aturan di atas Perda ini. Walau dalam bidak KUH Pidana mengatur bahwa
masyarakat yang tidak berhak mengkonsumsi minuman tersebut bisa dikenai
hukuman pidana penjara atau penindakan lainnya. Jadi, idealnya memang tidak
ada pelarangan karena norma sosial dan agama melarang, sehingga lebih
mementingkan nilai-nilai keekonomian dari sudut industri, perdagangan, dan

pariwisata.
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b. Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Berbeda dengan konsesi sebelumnya, dinamika pembahasan figh (agama)
pada Perda ini memang lebih sedikit. Menurut data yang ada, sumber utama
pembentukan dan pembahasan adalah faktor sosial; dimana terjadi ketimpangan
perlakuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Secara yuridis aturan di
atasnya, menyatakan bahwa Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk
lembaga hukum yang bisa membantu masyarakat kurang mampu. Demikian pula
secara filosofis-ideologis, ada dogma hukum bahwa semua orang memiliki posisi
sama di depan hukum. Oleh karena itu, Ketua DPRD dan Ketua Pansus
Pembahasan Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin diinisiasi untuk
mewakili keinginan dan aspirasi masyarakat secara luas, berdasarkan pada kasus-
kasus yang ada di Kab. Jember.

Walaupun tidak mengambil porsi perdebatan keagamaan, namun nalar
shar’iyyah bisa menjadi fakta konfigurasi pembahasan secara analitik terhadap
Perda ini. Mulai dari permusyawaratan untuk menentukan siapa yang berhak
mendapatkan bantuan hukum, pengecualian pada beberapa bentuk kriminal yang
tidak manusiawi (seperti, kekerasan pada anak), dan tanggapan akhir Fraksi-
Fraksi Partai Islam yang menyatakan adanya nilai keagamaan dalam konep Perda
yang sudah dibahas dan akan diundangkan tersebut.

Sedikit mengulasulang tanggapan mereka; pertama, Fraksi PKB
menyatakan bahwa Perda ini memang perlu karena sudah senafas dengan
perjuangan Partai, sekaligus memiliki kandungan kemaslahatan, perlindungan,

dan hukum bisa berjalan tanpa deskriminasi kepada masyarakat yang tidak
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mampu. Kedua, Fraksi PKS Perda ini sebagai bentu ikhtiar dan jjtihad untuk
menjadi Khidmatul Ummah dan menjalankan nilai-nilai prinsip agama Islam.
Ketiga, Fraksi Amanah-Pembangunan (Gabungan dari PAN dan PPP)
menyatakan bahwa Perda ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di atasnya,

serta nilai-nilai kesamaan di depan hukum.

c. Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Senyana dengan Perda Bantuan Hukum, urgensi untuk pemenuhan hak-
hak disabilitas, sekaligus perlindungan mereka terhadap perlakuan negatif dalam
kehidupan sosial, menjadi pijakan utama Perda di tingkat pembahasan. Selain itu,
sebagaimana dinyatakan di dalam Naskah Akademik, ada desakan dunia global
agar pemerintah di tingkatan teritori mereka meratifikasi aturan dunia
berhubungan dengan kelompok berkebutuhan khsusus tersebut. Misalnya, hak
para kelompok disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan
akses jalan di tempat umum, serta hak penghormatan terhadap mereka yang
berkebutuhan khusus.

Wakil Ketua DPRD pada posisi menjelaskan rancangan pembahasan ini
menyatak bahwa syari’ah itu bukanlah figh. Syari’ah adalah nilai universal,
sedang figh memiliki dimensi partikularistik, sehingga nalar DPRD, sebagai
representasi masyarakat, harus memperbincangkan hal-hal yang universal.
Sedangkan posisi figh dan perdebatan merupakan pertimbangan individual dan
ideologis masing-masing partai yang menjadi ladang anggota DPRD

berorganisasi. Pada posisi ini, penulis ingin menyatakan, bahwa sebenarnya
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posisi Perda non-agama juga mempertimbangkan landasan-landasan keagaman,
lebih-lebih bagi para politisi yang memang memiliki latar pemikiran keagamaan
yang kuat.

Terlepas dari itu, jika dilihat dari ruang lingkup dan prinsip yang
digunakan untuk merumuskan Perda ini, maka komponen-komponen nilai
keagamaan sangat gamblang terlihat dan nir-perdebatan atau penolakan gagasan
dari pelbagai anggota DPRD yang menggagas atau menginisiasi keberadaan
Perda ini. Kemufakatan untuk menjaga serta memberikan hak kepada kelompok
berkebutuhan khusus, menjadi nafas serta nalar berfikir panitia. Tidak ada
kepentingan atau keuntungan politik, ekonomis, dan ideologis dalam konteks
pembahasan ini. Semua proses berjalan sesuai dengan hal yang diinginkan.

Jadi, konsepsi umum aturan ini adalah; pertama memberikan
penghormatan tehradap martabat manusia, yang di dalam Islam menjadi asas-
asas syari’ah melindungi nafs. Kedua, kemerdekaan kepada individu untuk
mengekspresikan kemampuan atau potensi yang dimiliki, tanpa pengecualian, itu
hak dasar al-hurriyah di dalam konteks pemahaman Islam. Ketiga, kesetaraan
perlakuan bagi penyandang disabilitas, hal ini bisa diartikan sebagai a/-masawah
pada prinsip-prinsip hukum Islam. Keempat, perlindungan lebih dan perlakuan
khusus pada akses atau layanan sosial. Dalam hal ini, pengkhusuan perlakuan
hanya karena mereka memiliki keterbatasan dan perbedaan bagi manusia pada
normalnya, bukan sebuah wujud ‘pengistimewaan’ dalam arti yang dilebih-

lebihkan.
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d. Perda Keterbukaan Informasi Publik

Urgensi Perda ini adalah menderivasi nilai-nilai demokrasi yang
termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, agar masyarakat Indonesia
memiliki hak untuk mengetahui apapun yang akan/sedang/sudah dilakukan oleh
pemerintah. Serta, memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan hal-hal yang sudah diamanahkan rakyat kepada
mereka dalam bentuk program atau aktivitas organisasi yang mereka rencanakan,
aktualisasi, evaluasi, dan diawasi.

Jadi, Perda ini berjalan pada dua narasi sekaligus; masyarakat berhak
sekaligus mau untuk berpartisiapasi terhadap pembangunan daerah, di pihak
berbeda pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada
masyarakat agar mengetahui apapun yang sudah dikerjakan demi masyarakat
yang dipimpinnya. Sepintas sama dengan fenomena sebelumnya, tidak ada nalar
hukum Islam yang bisa dikonfigurasikan untuk ditelaah dari sudut pandang
pembahasan. Pasalnya, pengaturan ini nuansanya adalah untuk kemaslahatan,
kepentingan, dan memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh
pemerintah di dalam mengelola amanah rakyat.

Maka dari itu, bisa jadi, nilai-nilai universal tentang syari’ah Islam
itulah yang bisa dan mampu memberikan perangkat pemikiran subtansialisasi
dalam pembahasan Perda tersebut. Artinya, selama proses pembahasan ini,
penulis tidak banyak menemukan perbincangan agama di lingkungan anggota,
karena beberapa alasan; pertama, keterbukaan informasi publik adalah nilai

umum dari modernitas dan demokrasi. Kedua, pengaturan ini merupakan turunan
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dari aturan yang sudah ada di atasnya. Ketiga, kecanggihan media informasi dan
media alternatif lainnya sudah menjadi hal yang lumrah secara kehidupan sosial
di masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan fungsi pengaturan ini, sekedar untuk
membuat ruang lingkup dan batasan informasi apa saja yang wajib, boleh, dan
tidak boleh dimiliki publik. Misalnya, jika informasi itu dikategorikan rahasia di
dalam proses pembahasan dan keputusannya.

Berdasarkan pada pembahasan alur hirarkis pergeseran kajian figh,
transformasi 7igh menjadi pada setiap bidak kehidupan masyarakat (baca; politis-
ideologis, sosial dan pengaturan secara formatif-normatif), maka penulis
menganggap bahwa; pendikotomian Peraturan Daerah antara shar’/ atau tidak
sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, pada dimensi pembahasan, sudah sangat
terlihat adanya inter-play pemahaman keagamaan (baca; keislaman) dengan
pengaturan ruang publik. Kendati asumsi-asumsi ini memiliki pembatasan-
pembatasan, misalnya; berhubungan dengan peran politik santri (ulama’) di saat
pembahasan, pandangan ulama’ atau tokoh masyarakat yang memberikan
landasan figh pada proses pembahasan, dan sisi-sisi substantif lainnya yang
berjalan pada dinamika pembahasan tersebut. Untuk lebih menjelaskan
bagaimana interplay pembahasan Perda, bisa dinilai pada bagan reduktif berikut

ini:
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Bagan 4.3
Dinamika Pembahasan Perda Benuansa Islam dan Umum

Sumber:
Aspirasi Masyarakat (umum/agama)
Interacting Sphere Global and Local Context
Aspirasi Politik

Aturan ditasnya
Pengetahuan
Keagamaan/Kemasyarak
Il atan
Ideologi Parpol,
Basis Konstituen, Tokon _—
Latar Belakang Anggota AZa?na/Masyar )
Pendidikan, o DPRD akat Nalar  Publik (common
Kepentingan Pribadi o . Good)
P g Akademis Kajian Ilmiah berbasis
i/Pakar Riset
Pemerinta
Efektifitas dan Efeisensi » h/ISKPD Pihak Terkait < Kesetaraan
Komponen dan mekanisme Pengaturan Keadilan
Penugasan .
Readiness (kesiapan) E?Jrliinnﬂ:aan di depan
perangkat \ o
Inter-Play of Interests Tidak Deskriminatif
PERDA

Bagan di atas, menandakan bahwa pembentukan Perda tidak bisa
dimonopoli hanya oleh satu komponen yang ada di DPRD semata. Banyak orang
yang dilibatkan dalam proses pembahasannya, sehingga, koherensi untuk
menentukan satu ifem pada perda akan mendapatkan pelbagai masukan dari
setiap individu atau kelompok intelektual yang berbeda. Maka dari itu, kendati
FPKS memaksakan bahwa Perda Minuman Keras harus berbunyi sebagai
larangan penuh, tidak bisa diterima, karena kemufakatan bersama untuk mencari
hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan falsafah pengaturan

masyarakat secara luas.
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Demikian halnya dengan dinamika yang terjadi di Perda umum,
pandangan keagamaan atau Islamisasi/Syariatisasi Perda bisa meminta
pertimbangan para ahli agama. Dan, bisa juga menggunakan pandangan pribadi
Anggota DPRD, yang penulis yakini, memiliki latar santri. Sebagaimana
diketahui bahwa ada puluhan anggota DPRD Kab. Jember yang memiliki
pemahaman keagamaan santri (baca; dalam kategorisasi Clifford Geets)

ditambah pemahaman kepesantrenan.

C. Perspektif Magqasid al-Shari’ah dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kab.
Jember

Jika pembahasan di atas, fokus pada komposisi subtansiasilisasi Perda
berdasarkan pada nalar Syari’ah Islam, maka pada bagian ini penulis akan
mendiskomposisi prinsip dan ruang lingkup Perda berdasarkan paradigma
kontemporer melihat hukum Islam, yakni menggunakan maqasid al-shari’ah,
terkhusus nantinya akan dibingkai menggunakan pandangan Jasser Auda, salah
seorang pakar figh atau ilmu syari’ah yang mampu membuat kajian magasid al-
shari’ah lebih praktis dibandingkan para ulama’ sebelumnya.

Namun untuk lebih memperdalam analisis ini, maka penulis juga ingin
mengelaborasi beberapa pandangan rasional, kenapa pilihan ulama’ kontemporer
atau para mujtahid pembaharu memilih maqasid al-shari’ah sebagai basis
pemikiran hukum Islam.

Setelah sebelumnya, perdebatan hukum Islam didominasi oleh kontestasi

pardigma tekstual dan kontekstualisasi teks pada konteks menggunakan nalar
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giyas, para pakar figh kontemporer menyatakan bahwa (hanya dengan) magasid
al-shari’ah maka kemaslahatan yang hakiki bisa didapatkan. Waryani Fajar
Riyanto mengatakan kebutuhan untuk memahami dan mengkampanyekan Usu/
Figh sebagai metode istinbat hukum Islam menjadi sangat penting. Oleh karena
siapapun pengkaji hukum Islam akan paham gasd al-Shari’ (maksud daripada
pensyariatan yang dilakukan Allah SWT) dan qasd al- taklif (maksud dari
pembebanan hukum).** Dalam konteks memahami maksud pensyari’atan,
sebagian dari ulama’ figh, menyederhanakan pada pembahasan-pembahasan
kemaslahatan; baik itu spesifik, parsial, dan general.”

Pun demikian dengan pandangan Shatibi, dia menyebut pada laman
pertama, maksud Shari” memberlakukan syari’ah adalah kemasalahatan. Bagi
Shatibi ada dua kemaslahatan yang bisa digapai melalui syari’ah, yakni;
kemaslahatan Tuhan — sebagaimana dinarasikan melalui teks al-Qur’an, dan
kemasalahatan manusia — sebagai bentuk dari usaha manusia untuk melakukan
pemikiran kemasalahatan apa yang diharapkan. Kedua, maksud Shari’
menetapkan syari’at-Nya adalah agar bisa dipahami oleh manusia. Ketiga,
maksud Shari’ mensyari’atkan ajaran-Nya adalah untuk bisa dilaksanakan sesuai
dengan yang dituntut. Keempat, maksud Shari’ menetapkan syari’ah-Nya untuk
mengeluarkan (a/-ikhraj) manusia dari keinginan nafsunya.*®

Tidak jauh keluar dari kemaslahatan ini, maka muncullah bagaimana cara

menentukan kemaslahatan tersebut? KH. Afifuddin Muhadjir memaknai

** Waryani Fajar Riyanto, Magasid al Shari’ah sebagai Filsafat Hukum Islam (Jogjakarta: UIN
Press, 2012), 509.

35 1bid, 495.

% Ibid, 520-529.
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kemaslahatan dan bagaimana perjalanan magqasid al-shari’ah bisa dipraktekkan.
Dia menyatakan, kemaslahatan (maslahah) semakna dengan kebaikan dan
kemanfaatan. Namun, yang dimaksud mas/ahah dalam konteks ini ialah kebaikan
dan kemanfaatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok (al-kulliyat al-
kham), yaitu; hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-‘agl (perlindungan
terhadap akal), hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), Ahifz al-mal
(perlindungan terhadap harta benda), dan Aifz al-‘irdh (perlindungan terhadap
harga diri). Dalam Islam tujuan negara sejatinya sejalan dengan tujuan
syari’ah’ah, yaitu terwujudnya kemaslahatan, keadilan dan kemakmuran yang
didasarkan pada ketuhanan yang maha Esa. Negara yang memiliki dimensi
kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dalam konteks maqasid al-shari’ah sekurang-
kurangnya penting diperhatikan dalam dua hal; pertama, dalam memahami nusus
al-shari’ah, memperhatikan magqgasid al-shari’ah akan melahirkan hukum yang
tidak selalu tckstual tetapi juga kontekstual. Kedua, maqasid al-shari’ah
membantu memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan nas secara
langsung.”’

Zaini Rahman mempertegas bagaimana penentuan kemaslahatan melalui
model ijtihad kolektif (7jma’) dan melalui tradisi ah/ al-halli wa al-‘aqdi. 1a juga
menambahkan perangkat institusional dalam melaksanakan hal tersebut bisa
melalui dua cara; pertama, melalui lembaga atau otoriras yang melakukan
penggalian hukum secara syari’ah (baca; prosedur istinbat hukum Islam/ hai’ah

al-tashri’). Kelompok ini memiliki tugas untuk mencari narasi dalam teks sumber

37 Afufuddin Muhadjir, Figh Tata Negara, 192-193.
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hukum Islam, sesuai dengan model-model yang digunakan di dalam tradisi
hukum Islam di Indonesia, semisal Nahdlatul Ulama’ yang tetap memilih
bermadhhab, meski dengan model manhaji, atau kelompok Muhammadiyah
dengan kembali langsung pada teks, atau lembaga negara seperti MUI yang juga
memiliki perangkat tersendiri.

Selain itu juga, kelompok ini harus diisi oleh orang-orang professional
dan memiliki kekhususan pengetahuan agar mampu menyelami dua sisi
kemaslahatan yang terkandung di dalam al-nusus al-shar’iyyah. Misalnya, pakar
di bidang kedokteran, pakar sosial, dan profesi lain yang memang dibutuhkan
untuk merumuskan status hukum sebuah kasus tertentu atau pembuatan
aturan/regulasi tertentu.

Kedua, lembaga yang mempunyai otoritas legislasi atau pembuat undang-
undang. Dalam konteks negara hari ini; apakah Islam ataupun modern,
keberadaan perwakilan untuk menyusun sebuah aturan menjadi sebuah
keniscayaan. Artinya, bahkan pada level kenagaraan otokrasi sekalipun,
kepemimpina seorang raja, tidak bisa dijalankan tanpa bantuan orang lain yang
dimintai pandangan atau pendapat untuk mengatur keberadaan atau situasi sosial
yang dihadapinya. Syarat lain, selain masalah instrumentasi kelembagaan untuk
menentukan kemaslahatan, ialah para perumus atau penggali hukum
Islam/produk legislasi harus memiliki ciri atau sikap yang adil, objektif, dan
independen. Orientasi berfikir mereka adalah kepentingan umum dan

kemaslahatan manusia cara luas, bukan sekedar mengikuti apa yang menjadi
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keinginan pemimpin yang berada di atas mereka, atau mengikuti alur kekuasaan
yang dipegang oleh kelompok/organisasi tertentu.®

Dalam konteks produk, Harisuddin menemukan, bahwa undang-undang
maupun produk hukum lain di Indonesia berkaitan dengan Syari’ah, minimal ada
empat kategorisasi: pertama, redaksi dan substansinya syari’ah seperti Kompilasi
Hukum Islam, UU Perbankan Syari’ah, Perda Minuman beralkohol, Perda
Pembudayaan al-Qur’an, dan lain sebagainya. Kedua, redaksi tidak syari’ah, tapi
substansinya Syari’ah. Misalnya UU Lalu Lintas, UU perlindungan Konsumen,
Perda bantuan Hukum Untuk masyarakat Miskin, Perda Disabilitas, dan
sebagainya. Ketiga, redaksi dan substansinya tidak Syari’ah. Artinya tidak ada
label Syari’ah dalam tema undang-undang, bahkan beberapa pasalnya
bertentangan dengan Syari’ah. Keempat, redaksi Syari’ah, namun substansi
masih belum Syari’ah, Dia juga menegaskan, bahwa semua kategori tersebut
masih dalam proses penyempurnaan secara terus menerus.”

Sedangkan menurut Jasser Auda, kemaslahatan biasanya diukur
menggunakan instrumentasi berfikir berdasarkan pada keputusan dan hasil dari
teks undang-undang (mnag/statute). Sehingga, ada yang beranggapan bahwa
kemaslahatan bisa mengalami bias dari kandungan magqasid al-shari’ah itu
sendiri. Oleh karena itulah, lalu ia berpendapat, bahwa persyaratan ini dapat
mengurai kontroversi terkait legitimasi independen kemaslahatan dalam hukum

Islam. Mengingat magasid ‘diinduksi’ dari nas, maka kemaslahatan dapat

3% Zaini Rahman, Figh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, 282-284.
3 M.N. Harisudin, Fikih Nusantara, 131-132.
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memiliki legitimasi hukum jika sama dengan magqasid, sebagaimana yang sudah
disebutkan oleh para fagih.*’

Oleh karena itu, baik kemaslahatan yang diungkapkan oleh nas
(kemaslahatan mu’tabarah) maupun kemaslahatan yang tidak diungkap langsung
oleh nas (kemaslahatan mursalah) akan bergabung menjadi satu kategori
kemaslaatan yang disebutkan dalam nas, baik secara eksplisit maupun implisit,
sepanjang kemaslahatan tersebut meraih magasid dalam sistem hukum Islam.™"!

Dalam konteks inilah, maka penulis ingin mengkaitkan terlebih dahulu,
apakah Perda-perda yang menjadi objek riset ini memiliki kompenen
pertimbangan maqgasid al-shari’ah dinilai dari rumusan-rumusan prinsip dan

ruang lingkup yang dibahas secara jjtima’i oleh para perumus kebijakan publik

tersebut:*?

Table 4.1
Prinsip dan Tujuan Pembentukan Perda di Kab. Jember

No | Nama Perda Prinsip Tujuan
1 | Perda Peredaran | menyelenggarakan Maksud dan tujuannya adalah
Minuman Keras | ketentraman dan | memberikan pengendalian dan
ketertiban ~ umum, | pengawasan produksi,
perlu pengendalian, | pengedaran, pengedaan, dan
pengedaran dan | penjualan minuman berlakohol di
penjualan atau | daerah dalam rangka

0 Ysuf al-Qardawi menandaskan bahwa substansi mas/ahah yang dikehendaki oleh hukum Islam
adalah mas/ahah yang komprehensif, integral, dan holistik, mencakup perpaduan antara mas/ahah
dunyawiyah dan maslahah ukhrawiyah, perpaduan antara maslahah maddiyah dan maslahah
ruhiyyah, perpaduan antara maslahah fardiyyah dan maslahah mujtama’iyyah, perpaduan antara
maslahah qaumiyyah khassah dan maslahah insaniyyah ‘ammah, perpaduan antara maslahah
hadirah dan maslahah mustagbalah. Lihat Yusuf al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasat al-Shari’ah al-
Islamiyyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 62.

4 Jasser Auda, Membumikan Magqasid al-Shari’ah, terj, Rosidin (Bandung: Mizan, 2017), 308.

*> Menurut Jasser Auda, dengan pendekatan teori sistem, bahwa metode validitas apa pun dari
ijtihad ditentukan berdasarkan derajat realisasi maqasid al-shari’ah. Hasil praktisnya ialah hukum
Islam yang sesuai untuk nilai-nilai keadilan, perilaku moral, kemurahan hati, ko-eksistensi (hidup
berdampingan), dan pembangunan manusia. Lihat Anas al-Shaikh Ali, “Foreword’ dalam Jasser
Audah, Maqasid al-shari’ah as Philosophy of Islamic Law; A system Approach (London and
Washington; The IIIT, 2007), xx.
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penyajian minuman
beralkohol,
khususnya minuman
keras secara terpadu
dan terkoordinasi

melindungan ketentraman dan
ketertiban umum: memberikan
dasar hukum pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini;
memberikan dasar hukum
perijinan penjualan minuman
beralkohol.

Larangan  pengedaran  atau
penjualan di beberapa tempat;
gelanggang remaja, depot, toko
kelontong,  penginapan, dan
terminal, dan tempat umum
lainnya; tempat ibadah, sekolah,
dan rumah sakit.

keragaman manusia
dan kemanusiaan,

2 | Perda Bantuan | Keadilan; Menjamin dan memenuhi hak
Hukum Persamaan bagi penerima bantuan hukum
Masyarakat Keterbukaan,; untuk mendapatkan akses
Miskin Efisiensi; keadilan;

Efektivitas; Mewujudkan hak konstitusional
Akuntabilitas warga Negara sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan di
dalam hukum;
Menjamin kepastian
penyelenggaraan Bantuan
Hukum yang dilaksanakan secara
merata di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia;
Mewujudkan peradilan yang
efektif dan efesien dan dapat
dipertanggung jawabkan.

3 | Perda Penghormatan Mewujudkan penghormatan,
Perlindungan terhadap martabat pemajuan, perlindungan, dan
dan Pemenuhan | otonomi Individu pemenuhan hak asasi manusia
Hak Disabilitas | tanpa diskriminasi, | serta kebebasan dasar

partisipasi penuh penyandang disabilitas secara

penuh dan setara
Menjamin upaya pengrhormatan,

kesamaan pemajuan, perlindungan, dan
kesempatan pemenuhan hak sebagai martabat
kesetaraan yang  melekat pada  diri
aksestabilitas penyandang disabilitas

Kapasitas yang arus | Mewujudkan taraf kehidupan
berkembang dan | penyandang  disabilitas  yang
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identitas anak
Inklusif

Perlakuan khusus
dan pelindungan
lebih

lebih berkualitas, adil, sejatera
lahir dan batin, mandiri, serta
bermartabat

Melindungi penyandang
disabilitas dari peelantaran dan
eksploitasi, pelecehan, dan segala
tindakan  dikriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia
dan

Memastikan pelaksanaan upaya
penghormatan, pemajuan,
perlindungan, dan pemenuan hak
penyandang disabilitas untuk
mengembangan diri serta
mendayagunakan seluruh
kemampuan sesuai bakat dan
minat yang dimilikinya untuk
menikmati,  berperan  serta
berkontribusi  secara optimal,
aman, leluasa, dan bermartabat
dalam segala aspek kehidupan
berbangsa,  bernegara, dan
bermasyarakat.

4 | Perda
Keterbukaan
Informasi Publik

Setiap informasi
publik bersifat
terbuka dan dapat
diakses oleh setiap
pengguna informasi

publik;
Informasi publik
yang  dikecualikan
bersifat ketat dan
terbatas;
Setiap informasi

publik harus dapat
diperoleh oleh setiap

pemohon informasi
publik dengan cepat
dan tepat waktu,
biaya ringan dan
sederhana;

Informasi publik
yang dikecualikan
bersifat rahasia
sesuai dengan

Menjamin hak setiap warga
negara untuk mengetahui rencana
pembuatan  kebijakan publik,
program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan

suatu keputusan publik;
Mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan publik:
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan badan
pengelola publik yang baik;
Mewujudkan  penyelenggaraan
negara yang baik, transparan,
efektif dan efisien, akuntabel,
serta dapat
dipertanggungjawabkan;
Mengetahui alasan  kebijakan
publik yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak;
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undang-undang,

kepatutan, dan
kepentingan umum,
didasarkan pada
pengujian  tentang
konsekuensi  yang
timbul apabila suatu

Mengembangkan ilmu
pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa,dan/atau

Meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di
lingkungan badan publik untuk
menghasilkan layanan informasi

informasi diberikan
kepada masyarakat
serta setelah
dipertimbangkan
secara seksama
bahwa menutup
informasi publik
dapat  melindungi
kepentingan  yang
lebih besar dari pada
membukanya atau
sebaliknya

yang berkualitas.

Dari beberapa reduksi data terkait komponen prinsip dan teleologi Perda,
maka pada pembahasan selanjutnya ialah; pemaknaan dimensi Hukum Islam dan
maqasid al-shari’ah dari sudut pandang yang lebih luas, sesuai dengan asumsi-
asumsi dasar dua pendekatan istinbat tersebut:

1. Perda Bernuansa Shari’ah

Dari sudut pandang hukum Islam, penulis sejatinya sudah
menganalogikan fenomena Perda Pengendalian Minuman Keras ini sebagaimana
pandangan KH. Sahal Mahfudz terkait dengan lokalisasi prostitusi. Artinya, ada
nuansa moral publik yang dicover oleh agama, di pihak berbeda ada
kecenderungan masyarakat untuk melanggar karena ketidakpatuhan pada aturan-
aturan hukum Islam sebagai bentuk kewajiban sebagai umat. Pada posisi seperti
ini, pilihannya adalah apakah harus mentransformasikan hukum Islam ke ruang
publik, atau mengambil

apa yang tidak diatur oleh agama, sekaligus
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mempertimbangkan faktor-faktor lain, di luar kewajiban/larangan yang sudah
disebutkan oleh agama. Tampaknya, Pemerintahan Kab. Jember mengambil
pilihan hal-hal yang tidak diatur secara jelas oleh agama. Maknanya, mereka
mengambil porsi minum-minuman keras itu tidak bisa dikonsumsi secara massif,
sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Selain posisi itu juga, ada pertimbangan kontekstual; dimana di beberapa
daerah di Jember tidak semua masyarakatnya beragama Islam. Jadi, tidak ada
kewajiban normatif bagi para legislator melarang mereka yang ada di Kab.
Jember untuk meminum-minuman beralkohol. Bahkan, informasi yang penulis
dapatkan, di beberapa tempat wisata dan beberapa event internasional di Jember,
para pendatang memenuhi Kab. Jember, sekaligus tetap menggunakan kebiasaan
(habitus) dari negara atau tempat asal mereka masing-masing. Ditambah lagi, di
salah satu Desa di Kab. Jember terdapat penghasil buah-buahan (baca;
agrowisata) yang bisa menjadi bahan meracik minuman ‘memabukkan’ khas
daerah, yang bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara. Dalam
bahasa yang sederhana, logika hukum Islam — terkait pelarangan minuman keras-
memang sudah tidak bisa ditawar lagi; apakah dari sisi kadar ataupun proses
pembuatannya.

Jika paradigma istinbat hukum Islam tidak dapat memposisikan diri
sebagai bentuk ultimate law (pengaturan tertinggi di masyarakat), maka penulis
beranggapan bahwa magasid al-shari’ah bisa menjadi solusi dari perdebatan

tersebut. Jasser Auda menyatakan dalam konteks maqasid al- shari’ah dalam sad
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al-dhari’ah dibutuhkan juga fathu al-dhari’ah walaupun tidak dijelaskan di dalam
nas secara tekstual ataupun kontekstual.*’

Pada kesimpulannya, keberadaan aturan ini, tidak lain sekedar untuk
‘lebih jauh menutup keharaman minuman keras’ dan mempertimbangkan
kemaslahatan lain, serta memberikan kewenangan kepada Aparat Daerah untuk
lebih efektif serta efesien dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan. Tugas-
tugas yang lebih spesifik untuk menjalankan konsep sad a/-dhari’ah yang ada di
dalam hukum Islam.

2. Perda Umum dan Kepentingan Publik

Tentunya jauh berbeda dengan Perda bernuansa syari’ah dimana
perdabatan dua katub penggalian hukum bisa berjalan secara paralel. Artinya,
hukum Islam sudah menentukan konsepsi kewajiban atau pelarangan secara
implisit, baik itu secara teks ataupun derivasi bayani dari pelbagai pandangan
hukum Islam lainnya. Oleh karena itu, dengan sekedar melihat apa saja
komponen-komponen yang disebutkan di atas, maka sangat mafhum apapun
bentuk pendefinisian magasid al-shari’ah bisa dilihat dari dimensi pengaturan
tersebut. Misalnya, secara prinsipil, para perumus Perda, dalam bentuk prosedur
dan etikanya, diatur berdasarkan pada logika kesamaan, sumber hukum
internasional yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan hak asasi manusia,
keadilan, efektifitas dan efesiensi dari sebuah sistem pengaturan di dalam

kehidupan mereka sehari-hari.

* bid, 311
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Tabel berikut ini bisa dinyatakan sebagai bentuk-bentuk desiminasi

magqasid al-shari’ah pada tiga Perda umum (sekedar transformasi nilai prinsip dan

etik di dalam syari’ah Islam):

Tabel 4.2
Dimensi Magqasid al-Shari’ah dalam Perda
Prinsip Magqasid al- Dimensi
Nama Perda Shari’ah Maqasid al- Shari’ah

Perda Bantuan | a/-musawah Hitz al-nafs wa al-‘ird
Hukum bagi | al-‘adalah (perlindungan terhadap hak setiap
Masyarakat al-shura jiwa manusia untuk tumbuh dan
Miskin berkembang secara layak), hifz al-
nasl (perlindungan terhadap hak
asasi individu atas profesi, jaminan
masa depan keturunan yang lebih
baik dan berkualitas), dan Aifz al-
‘ag/ (jaminan atas kebebasan
berekspresi, mengeluarkan opini,

dan beraktifitas ilmiah).
Perda Pemenuhan | al-musawah Hifz al-nafs wa al-‘ird
dan Pelindungan | al-‘adalah (perlindungan terhadap hak kepada
Hak Disabilitas al-ukhuwwah setiap jiwa manusia untuk tumbuh
al-shura dan berkembang secara layak), hAifz
al-nasl (perlindungan terhadap hak
asasi individu atas profesi, jaminan
masa depan keturunan yang lebih
baik dan berkualitas), dan Aifz al-
‘agl (jaminan atas kebebasan
berekspresi, mengeluarkan opini,

dan beraktifitas ilmiah).
Perda al-hurriyah Hitz al-nafs wa al-‘ird
Keterbukaan al-musawah (perlindungan terhadap hak kepada
Informasi Publik al-‘adalah setiap jiwa manusia untuk tumbuh
al-ukhuwwah dan berkembang secara layak), Aifz
al-shura al-nasl (perlindungan terhadap hak

asasi individu atas profesi, jaminan
masa depan keturunan yang lebih
baik dan berkualitas), dan Aifz al-
‘ag/ (jaminan atas kebebasan
berekspresi, mengeluarkan opini,
dan beraktifitas ilmiah).
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Terlepas dari rangkaian dekomposisional terkait produk-produk yang ada
di Kab. Jember, pada bagian terakhir ini, penulis ingin memberikan penilaian
terhadap apa sebenarnya maksud dari diberlakukannya syari’ah dalam perspektif
Jasser Auda, dan dimensi apa yang paling dominan untuk bisa dinilaikan atau
dirangkai konsep kesesuaiannya dengan keberadaan Perda.

Sebagaimana sudah diungkapkan al-Shatibi, menyatakan ada empat
komponen magsud al-Shari’ dalam menjalankan syari’ahnya. Sedangkan Jasser
membaginya menjadi delapan (8) kebermaksudan di dalam proses syari’ah
Islam.” Dari kerangka tersebut, penulis menilai nalar magasidi Perda dalam
project pembentukan sebagai lembaga atau institusi pengatur masyarakat (baca;
ahl al-halli wa al-‘aqdi serta institusi legislasi) cenderung berada pada sisi
maqasid Kenabian. Rasionalisasi maqgasid kenabian tersebut bisa dilihat dari
bagan berikut ini:

Bagan 4.4
Perda Profetik Berdasarkan Pemikiran Jasser Auda

Maksud Legislasi Teta N Maksud Pemberian Fatwa N Maksud Cita-Cita Tinggi

Kelola

dan Visi
- o Pelaksanaan - Misi -
g Pemerintaha [ | Maksud Kehakiman Profetik i Maksud Penertiban Masyarakat
g-> n Pemerint
5:5— Daerah ?)haerah
g Profetik |, | Maksud Pembimbingan 5| Maksud Perdamaian
83

% -
H»{ Maksud Konseling B Maksud Non-Instruksi
Maksud Kepemimpinan
Maksud Pemberian Nasehat |/

* Baca pada Kerangka Teori di BAB II penelitian ini.
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Berdasarkan pada bagan di atas pula, dua Perda dengan dimensi berbeda
tersebut, bisa dinalar sebagai sebuah proses profetisasi syari’ah berdasarkan pada
maksud-maksud yang terkandung pada setiap dimensi pemerintahan daerah itu
sendiri. Artinya, penulis memiliki keyakinan keberadaan Pemerintah Daerah
tidak ubahnya seperti peran Nabi Muhammad ketika merancang Piagam Madinah
(Mithaq al-Madinah) sebagai basis aturan masyakarakat plural yang ada di
Madinah waktu itu. Sekaligus, Nabi Muhammad tidak sama sekali menggunakan
otoritasnya sebagai Nabi pada satu pilahan sebagai utusan Allah. Masih ada
sumbangsih pemikiran dan gagasan yang diberikan oleh para sahabat Nabi
Muhammad dalam hal merumuskan apa yang terbaik kepada masyarakat yang
ada di sekitar mereka.

Masyarakat Madinah dibangun atas perjanjian damai antara masyarakat
Muslim, Nasrani, dan Yahudi Madinah. Kebutuhan sosial yang mendesak dan
harus dipenuhi adalah ketertiban dan keteraturannya. Oleh sebab itu, seluruh
komponen masyarakat harus meninggalkan insider interst guna terbentuknya
comunal interest. Nabi Muhammad SAW., walaupun telah menerima beragam
ketentuan hukum dari Allah Swt., dengan senang hati melaksanakan keputusan
Madinah. Nabi memberikan hak yang sama terhadap komunitas Madinah, biarlah
agama Yahudi tunduk terhadap ketentuan hukum Yahudi, Kaum Nasrani
menjalankan ketentuan hukum Nasrani, dan Umat Islam serta Nabi sendiri tetap
menjalankan kewajiban hukum Islam tanpa memaksakan konsep hukum Islam

terhadap kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



334

Dengan demikian, membaca nalar magasid dalam pembentukan Perda

berarti mengkaji teori figh yang bersifat holistik (ku/liyyah) dan tidak membatasi
pada teks ataupun hukum parsialnya saja. Namun lebih mengacu pada prinsip-
prinsip tujuan universal. Pendekatan itu menjadi pemahaman yang bernilai tinggi
dan dapat mengatasi berbagai perbedaan, seperti gap antara Sunni dan Syi’i
ataupun gap politik ideologis di internal umat Islam, gap antara formalisme dan
substansialisme syari’at Islam. Magasid merupakan sebuah budaya yang
diperlukan untuk rekonsiliasi umat, sehingga mampu hidup berdampingan secara
damai.*”
Magqgasid semestinya dijadikan sebagai tujuan pokok semua dasar
metodologi linguistik dan rasional dalam pembentukan Perda. Terlepas dari
berbagai varian metode dan pendekatannya. Karena, merealisasikan maqasid
yang dijadikan sistem pendekatan akan dapat menggapai keterbukaan,
pembaharuan, realistis, dan fleksibel dalam sistem hukum. Dengan demikian
proses pembentukan Perda menjadi efektif dan realistis sesuai dengan maqgasid
al-shari’ah yang intinya meraih kemaslahatan.

Hal itu relevan, karena secara historis manusia melalui para Ulama’ telah
bersusah payah melakukan pemikiran selama berabad abad untuk menemukan
rumusan mashlahah yang bergerak dinamis dari masa ke masa. Mashlahah
merupakan hasil murni dari potensi kemanusiaan, bukan dari pernyataan eksplisit
dalam sumber-sumber wahyu. Maslahah merupakan konsep mandiri yang tidak

memiliki sandaran dalil eksplisit, tetapi dianggap memiliki keabadian. Maslahah

* Waryani Fajar Riyanto, Maqasid al-Shari’ah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi
Keluarga) (Yogyakarta: Integrasi-Interkoneksi Press, 2012), 704.
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ditemukan oleh fuqaha’ bukan dari ruang hampa secara a priori. Mereka
menemukannya secara induktif berbasis aturan-aturan figh yang telah ada
sebagai landasan partikularnya. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya
mempertentangkan hasil induksi dengan partikular yang menyusunnya, tanpa
penjelasan yang memadai.*°

Catatan kritis atas semua gagasan dan pemikiran substansial semisal
Afifuddin Muhajir, Arskal Salim, Mahfud MD, Nadirsyah Hosen dan lain-lain
adalah bahwa pelaksanaan syari’ah secara substantif tersebut harus diupayakan
melalui integrasi atau penyerapan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum
Nasionl atau kebijakan publik (publik policy) secara umum. Tentu saja upaya ini
perlu disertai dengan objektifikasi ajaran-ajaran Islam. Sehingga pelaksanaan
ajaran itu tidak hanya difahami semata-mata sebagai bentuk ketundukan umat
Islam kepada Allah (fa’abbudi), tetapi ia memang dibutuhkan sebagai sebuah

aturan bersama dan dapat diterima oleh semua fihak secara rasional (£ ’agqul)."’

% Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan
Hakikat Hukum Model al-Qawa’id al-Fighiyyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 311-314.

7 Seperti dijelaskan dalam bentuk elaborasi sebelumnya, penerapan hukum Islam dalam konteks
hukum nasional dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, pelaksanaan syari’ah secara formal, yakni
untuk hukum-hukum privat tertentu, seperti hukum keluarga, zakat dan haji yang pada saat ini
sudah ada UU-nya, serta wakaf dan Perbankan Syari’ah. Kedua, pelaksanaan syari’ah secara
substantif, yakni untuk hukum-hukum privat selain yang telah disebukan di atas yang sebagian
besarnya sudah sesuai dengan substansi atau materi hukum Islam, juga hukum publik yang
sebagiannya jusudah sesuai dengan substansi hukum Islam, seperti hukuman mati bagi tindak
pidana pembunuhan yang secara materiil sama dengan gisas. Ketiga, pelaksanaan syari’ah secara
esensial, jika secara substantif sulit diwujudkan dalam konteks masa kini, misalnya hukuman
penjara bagi tindak pidana pencurian, yang secara esensial sudah sesuai dengan hukum Islam,
yakni bahwa pencurian merupakan tindak kejahatan yang harus dikenakan sanksi. Pelaksanaan
secara esensial ini dilakukan dengan memahami filosofi atau prinsip-prinsip syari’ah, yang
meliputi tujuan hukum Islam (maqasid al-shari’ah) dan rahasia yang terdapat dalam suatu hukum
tertentu (asrar al-tashri’). Lihat Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama dan Negara dalam
Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi”, dalam AAkam, Vol XIII, No. 2, Juli 2013, 252.
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Objektifikasi ini perlu mendapatkan perhatian, karena pada prinsipnya
peraturan hukum yang baik dalam sebuah Negara adalah adalah peraturan yang
dapat diterima oleh seluruh fihak, dan bukan hanya karena terpaksa mengikuti
kelompok mayoritas. Dalam konteks ini lah penelitian ini mengisi ruang kosong
objektifikasi ini.

Pada ujungnya, tawaran penelitian ini betul-betul menjadi middle way
(jalan tengah) atas seluruh kontestasi ideologis-idealis atas formalisasi hukum
Islam. Formalisasi dalam arti kategorisasi dengan memasukkan dua
kecenderungan ide penerapan hukum Islam, yakni penerapan dalam bentuk
formal, yang merupakan respon tekstual atas perintah syara’, dan penerapan
secara substantif. Karena keduanya bisa dipertemukan dalam satu titik, yaitu

tegaknya kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari fokus kajian dan penelusuran data secara mendalam, serta
temuan-temuan yang diperoleh, maka penelitian ini dapat menyimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Proses prosedural yang dijalankan Pemerintah Daerah di Kab. Jember —
dalam konteks DPRD - dalam upaya merancang, merumuskan,
membahas, serta melaksanakan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan
aturan-aturan yang ada, termasuk keberadaan asistensi yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi terhadap beberapa Perda yang bernuansa agama,
yang pada akhirnya, gagal diundangkan sebagai Produk Hukum Daerah
yang sah. Di Pihak berbeda, terkait dengan minimnya inisiasi Perda
bernuansa/ber-syari’ah, sejatinya, itu dilatari oleh faktor sosiologis dan
politis di Kab. Jember. Artinya, pada sisi sosial, masyarakat Jember tidak
‘khawatir berlebihan’ terhadap keberadaan Perda Syari’ah, tapi juga tidak
‘memaksakan’ apabila hal tersebut tidak diatur; sebab bagi mereka
ideologi Pancasila sudah konsisten untuk menjaga dan menghidupkan
kehidupan beragama di Indonesia. Demikian halnya dari sudut politik,
para politisi di Jember yang tergolong afisiliatif terhadap kelompok
tradisional dan modern (baca; post-tradisionalisme NU dan Modernisme

Muhammadiyah) secara paradigmatik, mereka tidak berambisi
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mentransformasikan nilai-nilai keagamaan sebagai bentuk peraturan
daerah, sebagaimana yang terjadi di daerah lain.

2. Dari sisi nalar istinbat hukum Islam, cara pandang yang dipakai oleh
Anggota DPRD ataupun stakeholder yang berkepentingan dalam
melakukan perumusan Perda, lebih cenderung menggunakan nalar Figh
Sosial dan Komtemporer. Nalar istinbat itu berbasiskan pada narasi
berfikir kemaslahatan holistik, bukan parsial. Kemaslahatan yang
dirumuskan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan instrumentatif
kontekstual, tidak sekedar melakukan pereduksian atau penginduksian
pada teks yang ada di kalangan fagih di era-era awal kodifikasi hukum
Islam. Selain itu juga, ada juga kecenderungan para politisi Islam yang
menggunakan paradigma penalaran Hukum Islam dijalankan
menggunakan subtansialisasi pada makna-makna prinsipil syari’ah Islam.
Artinya, ada kesetaraan, kebebasan, keadilan, permusyawaratan, dan
jalinan ukhuwwah Islamiyah dan wataniyyah sebagai dasar mereka
bermufakat. Penulis ingin memberikan contoh, bagaimana Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera, melakukan penerimaan terhadap rumusan Perda,
kendati ideologi dan nalar kepartaian yang berbasis Islam menginginkan
hal yang lebih dari konten yang sudah dibahas bersama.

3. Dengan paradigma magqgasid al-Shari’ah, di mana Jasser Auda menjadi
pijakan pembacaan terhadap Perda, penulis beranggapan bahwa Perda di
Kabupaten Jember tergologong pada model Maqgasid Kenabian. Sebuah

model yang ditawarkan Jasser Auda untuk mengetahui bagaimana
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maksud-maksud kenabian dalam mengatur nilai-nilai kemasyarakatan
melalui risalah yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan
demikian, Perda Profetik menandakan juga tidak perlu ada sisi-sisi
penambahan 7fem syari’ah di dalamnya. Sebab, proses dan prosedur yang
sudah benar akan menghadirkan cita-cita besar bagaimana maksud
syari’ah itu dijalankan di sebuah negara, termasuk di Negara yang tidak
sepenuhnya menjadikan al-Qur’an sebagai basis utama sumber hukum
Islam. Atau sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintah dan
mengelola Negara Madinah menggunakan pandangan-pandangan yang
lebih toleran, inklusif, keadilan dan kesamarataan sesuai dengan yang

tercatat pada Piagam Madinah.

B. Implikasi

Berdasarkan pada nalar riset, kerangka baca, landasan teoretik, serta
pendekatan-pendekatan metodik sebagai pengayaan, maka penelitian ini
berimplikasi bahwa; pertama, menyetujui terhadap pandangan Arskal Salim,
Robin Bush, Robert W. Hefner dan para peneliti lain sebelumnya, bahwa secara
sosiologi hukum, Perda Syari’ah tak ubahnya aturan publik yang berbasiskan
pada nalar rasional dan moral Islam, tidak sepenuhnya berdasarkan pada figh atau
metode istinbat tradisional dalam hukum Islam. Di pihak berbeda, penulis juga
bersepakat dengan pandangan-pandangan Nadirsyah Hossen, Mahfud MD, dan
para peneliti Politik Hukum di Indonesia, bahwa sebagai bentuk kenegaraan yang

integratif, Indonesia harus menjadikan hukum Islam sebagai basis dan fundamen
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terhadap perumusan Hukum atau Produk Legislasi di Indonesia. Artinya,
kerangka berfikir tidak bisa lagi dikotomik secara politik. Aspirasi masyarakat
harus dibaca secara integratif; antara perlindungan terhadap agama dan
penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Kedua, dari narasi isntibat hukum Islam sendiri, Penelitian ini
menyatakan bahwa pandangan KH. Sahal Mahfudz, KH Mustofa Bisri, KH.
Afifuddin Muhadjir, dan para cendikiawan Muslim lain yang condong melihat
untuk melakukan pembaharuan hukum Islam dari sisi gqauliy ke manhaji,
merupakan bentuk dari paradigma furturologis. Penulis bersepakat bahwa figh
tidak boleh berada pada sisi tawagquf (mandek). Figh harus berjalan antara
ketegasan, kepastian, dan kelenturan untuk memahami kemaslahatan yang ada di
Masyarakat. Pasalnya, kemandekan berfikir figh akan mengakibatkan ‘matinya’
Syari’ah Islam atau al-hukm al-asasi di dalam mengatur masyarakat secara luas.
Dari sini pula, Penulis tidak bersepakat, nantinya, apabila ada keinginan para
penyusun Perda mengatasnamakan dan mengandalkan simbolisasi agama dari
cara mereka bermadhhab dan berideologi sebagai basis utama perumusannya.
Perumusan Perda harus dirubah dari mindset figh ke mindset istinbat shar’i.
Istinbat yang dinalar dengan maqasid al-shari’ah, bukan sekedar panduan
normatif teks hukum Islam.

Namun penelitian ini mengkoreksi secara kritis atas semua pemikiran
substansial itu semisal Afifuddin Muhajir, Arskal Salim, Mahfud MD, Nadirsyah
Hosen dan lain-lain dengan menegaskan semua ide pelaksanaan syari’ah secara

substantif-esensial harus diupayakan melalui objektifikasi ajaran-ajaran Islam ke
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dalam hukum Nasionl atau kebijakan publik (publik policy) secara umum.
Sehingga pelaksanaan ajaran itu tidak hanya difahami semata-mata sebagai
bentuk ketundukan umat Islam kepada Allah (fa’abbudi), tetapi ia memang
dibutuhkan sebagai sebuah aturan bersama dan dapat diterima oleh semua fihak
secara rasional (¢a’aqquli), praktis, dan empiris.

Objektitikasi ini perlu mendapatkan perhatian, karena pada prinsipnya
peraturan hukum yang baik dalam sebuah Negara adalah adalah peraturan yang
dapat diterima oleh seluruh fihak, dan bukan hanya karena terpaksa mengikuti
kelompok mayoritas. Dalam konteks ini lah penelitian ini mengisi ruang kosong
objektifikasi ini.

Oleh karenanya, magqasid al-shari’ah menjadi langkah empiris atas
objektifikasi dalam upaya integrasi tersebut. Melalui maqgasid profetik Jasser
Auda, penulis melakukan penyederhanaan terhadap proses magasid tersebut
dengan nama: al-Maqasid al-Muthallathah al-Muta’alligah (trias-maqasid dalam
perumusan Perda). Melalui pemikiran ini, maka lembaga pembentuk Perda dan
organ pentingnya, harus memikirkan sedikitnya tiga komponen maqasid
sebagaimana berikut:

a. Maksud Penyusunan dan Perumusan Perda: al-Maqasid al-Asasiyyah
(tercapainya lima prinsip perlindungan dalam hukum Islam), a/-Maqasid
al-Ijtima’iyyah (tercapainya tujuan hukum dengan memperhatikan aspek
sosial, budaya, dan hukum), dan a/-Magqasid al-Siyasiyyah (tujuan hukum
yang mengupayakan tegaknya nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan

publik).
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b. Maksud Pembahasan Perda; a/-Maqasid al-Fardiyyah wa al-Ijtima’iyyah
(tercapainya tujuan hukum untuk melindungi kemaslahatan individu dan
publik), al-Maqasid al-‘Ammiyyah wa al-Siyagiyyah (tujuan hukum
berbasis nalar kontekstual dan pertimbangan sosiologis), dan a/-Magasid
al-Istinbatiyyah (tujuan hukum yang mempertimbangkan pada aspek
sumber, metode, dan nalar nilai-nilai universal pada naskah Perda).

c. Maksud Pelaksanaan dan Pengundangan; a/-Magqasid al-Ishtirakiyyah wa
al-taqyimiyyah (tujuan hukum dengan mempertimbangkan partisipasi
aktif dari masyarakat dalam memonitor dan mengawal implementasi
Perda).

Dari tiga Magasid tersebut, constrain teoritiknya bisa terbingkai

sebagaimana segitga sirkular berikut:

Maksud Perumusan
Perda

/

Al-Magasid al-Asa>siyyah: lima

Al-Maga>s}id al-‘a>mmiyyah al- Perlindungan dalam Islam

Siya>giyyah (Nalar Sosiologis dan

Kontek) \

- - / Al-Maga>sid al-Ijitima>iyyah;
Al-Magashid al-Fardiyyah wa al- Hukum Sosial Agama dan Budaya
Jama>"iyyah (Kepentingan
Individu dan Kelompok) \

/

Al-Magasid al Isntinb>at}y
(Sumber dan nalar publik pada
naskah dan item aturan)

Al-Maga>s}id al-Siya>siyyah;
Tegaknya Prinsi Islam

7 A\
Pemgl;?gsjan Maksud
Pengundangan

Maga>s}id Ishtira>kiyah
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C. Keterbatasan Studi dan Rekomendasi Riset
Harus pula diakui, bahwa riset ini memiliki dua keterbatasan penting;
pertama, rekognisi para perumus kebijakan publik yang masih dikotomis.
Artinya, ada kesadaran bersama di dalam politik yang tidak bisa dipungkiri cara
berfikir mereka masih terbelah; nasionalis dan religious, tidak integratif. Kedua,
tidak adanya rekam jejak yang holistik dinamika pembahasan dan perumusan
Perda. Pasalnya, penelitian ini bermuara pada Produk Hukum Daerah, bukan
diikuti sejak awal hingga proses selesai. Kendati penulis juga menyadari, proses
Perda yang akan diundangkan membutuhkan waktu yang tidak singkat, bahkan
bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu, akan lebih menarik apabila ke depan ada
pendalaman riset pada bidang:
a. Dinamika sosiologi-politik pra-Perda hingga pada proses yang akan
diundangkan menjadi Perda legitimatif di daerah tersebut.
b. Pembingkaian politik santri dalam tranformasi Figh dalam Perda yang
harus dinilai secara lebih mendalam, menggunakan paradigma fighiyyah
di dalam Usul Figh, terutama berbasis maqgasid al-shari’ah.

c. Perluasan terhadap cakupan Perda Syari’ah yang sudah diundangkan.
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